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Dampak Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

tinggi 75 persen. Sedangkan hiburan kesenian rakyat/radisional dikenakan tarif pajak per tahun (nilai wakm, pemborosan bshan bakar, dan biaya keschat:
__! }_:_E, Arham* hiburan maksimal 10 persen. Ketentuan fain di dalam UL PDRD dan penerapannya  kemacetan di Jakarta.
: I molor tahun 2014 dibandingkan dengan tarif pajak daersh lainaya yaitu pajak bumi  Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membatasi ke
e Bl UNG dan Mahasiswa Program 53 dan bangunan (PRB) serta bea perolchan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),  kendaraan pribadi yang dianggap sebagai penyumbang tertinggi kemacet
" .!;_E..__nnn_nn:u:nn _HE..EEB._wﬂrﬁ.ﬁuhﬂmwr.ﬂ.ﬂnﬁﬂnu_ﬂ_._}mngqnﬂ&umﬁgg.ﬁ gﬁigiﬂngﬁnﬁﬂa E.:ﬁaﬂﬁ?mﬂﬂmj
| daerah, mulai tahun 2014 secara langsung akan dipungut oleh dacrah, perjokian; program warerway di Jakarta dengan memanfaatkan Kali Cili
Melihat sasaran pertama kebijakan di atas, menurunkan konsumsi BBM memang perlu mandek, sungai ini makin dangkal dan dipenuhi sampah; pembangunan mon
terus dilakukan karena Indonesia lermasuk negara yeng boros mengkonsumsi BBM,  macet karena tidak didukung oleh pendanaan yang memadai.
o Pl Dwaral dan Retribusi Daerah (UU FDRD)  sebagai contoh pada tahun 2006 saat konsumsi BBM di negara-negara lain berada di  Kini pemerintah mencoba mengatasi kemacetan dan kepemiltkan kendars
] berssena DPIL I Reformulasi UU PDRD sebagai  bawsah 1 juta bph, konsumsi BBM Indoncsia mencapai 1,84 juta bph. Meskipun tidsk  dengan menerapkan pajak progresif dengan mengubah UL Pajak Dacrah da
i wlndl flakal. Intinys, pemerintah menginginkan  dapat dipungkiri pemerintah telah mengupayakan untuk menurunkan konsumsi BBM, ~ Daerah. Hanya saja pelaku industri ofomotif tidak setuju dengan didu
Al gt itk mendorong peningkatan PAD, Di dalam schingga tahun 2008 sedikit turun menjadi 1,6 juta bph, dan diharapkan tahun ini turun  Departemen Perindustrian, juga pihak kepolisian sendin. Menunst pel
r.ﬂ;i dllgkukan untuk meningkatkan PAD dengan  sehesar 1.5 juta bph. Tapi ussha ini tidak gampang. Meskipun pemerintgh tetap  industr otomolif, pengenaan pajak progresif kendaraan akan memperlamt
Abshan b Pertama, mennikkan tarif pajak kendarsan  optimis dengan target jangka panjang seperti disampaikan oleh Dirjen Migas  otomotif (mobil), padahal industri otomotif penopang utama pertumbuhar
el 10 psteen, sertn menerapkan pajak progresif. Dasar  Departemen ESDM, bahwa tahun 2025 pemerintah menargetkan konsumsi BEM di  selain sektor pertanian dan komunikasi.
| _Lt wilil funl kendoraan bermotor, kepemilikan, usia  bawah 1 juta bph. Di tahun 2025 di bawah 1 juta barel stay setidaknya sama dengan  Khusus berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah sendiri memp
| { Wik, Keidas, tarif Bea Balik Nama Kendaraan  Jepang dan Jerman di 2006, Dengan adanya gerakan hemat BBM, maka penggunaan  reformulasi pajak deerah dan retribusi  daersh (PDRD) mampu me
il sl 20 persen. Penerapan pajak progresif juga  energi fosil dapat ditekan sehingga bisa mengurangi impor BEM, sebab Indonesia  penerimaan asli daerah {PAD) sckitar 41 persen — 83 persen untuk provi
| Wl Ukisnnys sdaiah nilai jual kendarasn bermotor,  sudah termasuk negara net imporied BBM. Dengan adanya kebijakan reformulasi UU  persen untuk kabupaten/kota. Dapat dibayangkan dari hitung-hitun
i ! bt Selnin untuk meningkatkan PAD,  PDRD dacrah turut memikul beban untuk menurunkan konsumsi BBM. Hanya saja  pemerintah, jika bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar
ol e dllsantif untuk membeli kendaraan bermotor  kebijakan penurunan konsumsi ini sejatinya dibarengi dengan kebijakan yang simultan  bermotor sebesar 50 persen, potensi peningkatan PAD sebesar 42 persen al
[ | WM. Kerigo, menaikkan tarif Pajak Bahan  untuk mendorong penggunasn cnergi alternatif seperti penggunaan biodiesel. Program  triliun, Jika tarif rata-rata sejumlah pajak tersebut dinaiklcan 100 persen, m
.H A pwisen manjadi maksimum |0 persen. Pajak jenis ini  ini nampaknya sudah tidak menggema lagi sehingga dikuatirkan konsumsi BEM tetap  PAD mencapai 83 persen atau mencapai Rp 90,96 triliun.
00 Wil yuhnl dibedaknn untuk kendaraan pribadi, kendaraan  tinggi. Asumsi saya dari cmpat sasaran reformulasi ULl PDRD, paling mungh
b Wablishwt hewmpai adalah pemberiakuan pajak paskir  Sedangkan berkaitan dengan kemacctan lalu lintas terutama di ibukota buken  sasaran peningkatan PAD, sementaran sasaran lain sulil diwujudkan. Sec
LI ksl darl 20 persen menjadi 30 persen. Kebijakan  merupakan problem yang tidak berdiri sendiri, tapi banyak hel yang terkait di  keinginan mendorong daersh ikut serta menghemat BBM mengurangi k
ot febidbdl pependalban Inlu lintas, Dari lima paket kebijakan  dulamnya terutama masalah kebijakan transportasi di tangh air. Bila menengok  kendaraan pribadi, tapi jomlah kenderaan pribadi yang paling banynk justr
WL sl seonin substantif memiliki empat sasaran wtama;  kebelakang pertumbuhan kendaraan bermotor merupakan dampak langsung dari  pusat-pusat kota yang membutuhkan mobilitas tinggl. Sementira da
pah ok ienginglikan  dacrah berperan optimal dalam  kemajuan ekonomi masyarakat, selaras dengan ity kepemilikan kendaraan pribadi terus  transportasi massa yang nyaman, aman, bersih dan tepat wakiu tidak tercipt
0 _.. W, s ke memperbaiki moda transportasi darat  paik. Pada kondisi ini, kemudian jumiah kendarman sasaran itu sulit tercapai. Konsumsi BEM dipastikan penurunannya tidak
- ...... suiler hemaceinn lolu lintes, sasaran kefiga yaitu  yang beredar di jalan makin bertambah, sementara volume jalan tidak tumbuh secara  karena pemilikan kendarasn pribadi tidak berubah.
i ._..__;..1__ Wbeyiakal dongan adanya penurunan kemacetan, dan  signifikan. Misalkan perbandingan pertumbuhan kendarasn di Jakarta sebesar 12,2 UU PDRD ini secara substansi kelihatan ideal, terutama untuk mendorong |
h_ mlka AL persen sementara pertambahan volume jalan hanya tumbuh sekitar 0,01 persen. Jadi  kepasitas  fiskal dacrgh, Target jangka panjangnys daerah makin |
ﬂ.i}.. i PAD, dalam UU PDRD juga dilakukan reformulesi — berapapun pertambahan pembangunan ares jalan di Jakarta tidak akan mampu  kelergantungannya terhadap transfer dari pusat (seperti DALT). Namun kala
| alueis sl 29 ditentukan tarif pajak rokok ditetapkan 10 mengikuti laju pertumbuhan kendaraan, UU PDRD yang akan diterapkan setclsh masing-masing dacrah
sk rokok berdasarkan ketentuan dalam UU PDRD akan  Selain itu, kemacetan lalu lintas di ibukota tidak dapat dipisahkan dari dampak  kabupatcn/koia) membuat Perda schagai penjabaran UU, saya mend:
pivgnl Jumlsh penduduk, semakin besar jumlah penduduk  kebijskan transportasi yang bersifat  kolutif, banyak ahli transporiasi  berjalan optimal. Apalagi masing-masing daerah memiliki kapasitas
merekomendasikan serta melihat pengalaman di negara-negara yang sukses mengatasi  (reverme) perekonomian yang berbeda. LU PDRD ini hanya menguniungk

wal
___..... va Weldanghen hesil penerimaan pajak ini provinsi dan  kemacetan lalu lintas altemnatif yang paling baik, yakni mengembangkan mass  dan daerah perkotaan, sehab pajek kendaraan ditangani oleh provinsi, seme
W wllnl engaliokanikan 50 persen uniuk mendanai pelayanan  framsportation, seperti monorel, kercta api komuter dan kereta api dalam kota. Mamun  hiburan dan forunannya lebih menguntunglean kota-kota yang sudah mapan
it B ol nparnt yang berwenang. Sementara yang terkait  yang terjadi jenis moda transportasi ini disbaikan, bahkan beberapa jatur kerela api di asumsinys deerah tetap skan bergantung banyak terhadap DAL [ralam
“ Wit btk puting linggi 35 persen, khuses untuk hiburan berupa jbukota telah dihapus, justru memberikan mang yang lebih lebar pada pengadaan bus-  Yustika (Investor Daily, 1882009y UU PDRD kemungkinan akan me
gatit, dishitih klub molam, karaoke, mandi vap, panti pijat dan  bus AKAP milik beberapa konglomerat. Pads akhirmya kemacetan sudah menjadi  masalah alokasi, tapi problem keterbatasan anggaran tetap muncul.
i Sbt i kisiiekn koonntikan, waril paak hiburan depat ditetapkan paling pemandangan kescharian, Kompas pernah merilis kerugian lebib dari Rp 12,8 triliun

tnlo Post, 17 Desember 2009



_...1_ Mgl bahwn perdagangan bebas meningkatkan
LI heiinbngen Komporotil dan ekonomi skala besar,
U Bl perdogangan bebas memungkinkan negara
i butkembang dan merusak industri lokal, dan
P!_ b Widdie sosial, Sebaliknya pula, perdagangan
1 MUIAAN fiagare muju karena ia menyebabkan pekerjaan
| i Inin dan juga menimbulkan perlombaan
gg-—: slandar hidup dan keamanan yang lebih

I Wein pemerintoh (negara) memiliki keyakinan

% Plagangan bebas, Arus utama perdagangan bebas
W maju fkut di dolamnya akan tetapi negara

Wnganlan, Dalam konsep ekonomi internasional,
oy Wi Antermaslonal yaite multilateral (didalamnya

Wy h i), etk tingkat regional dikenal Free Trade

.ﬂﬁ.a iwilonal, sda beberapa model kerjasama ekonomi
L \ Areagement, Free Area Trade, Customs Union,

MR i dan Monutary Unian,
BRI Wi dikemiikakan ini, Indonesia sebagai negara
bk dirl, menjodi anggota WTO, AFPEC, FTA yang
ﬁ ' babis, Dengan penub keyvakinan, pemerintah

..I. 8 APIL, dilam konsep awalnya akan diberlakukan
BISARAN 1T A ASEAN sudah berlaku dan ASEAN-China —
WA il melakukan agreement mulai berlaky cfeldif |

il (bernifat bilateral). Sementara dilibat dari

LI I8 IVAY Fren Area Trade adalah suaty bentuk kerjasama
| il Perliganigni produk-produk orisinalnyan negara-negara
RN Diew minsik atau bebas bea masulk. Dengan kata lain
WA [RARH Wiotanya menjadi O %, sedangkan masing-masing
A ,g_._ B el sekaring pemberlakukan FTA ASEAN-China
. TR (T
R Al Implemeniasl AC- FTA bagi Indomesia? Secara teoritis
. i
iy _f__i- suldah dikemukakan di atas, tapi dampaknya yang

i W RS gl sengat banyak. Karena itu banyak pihak
v .hi,,__.._:._.__. forlaly nekat menyetwjui AC-FTA. Dalam
ﬂ AlAN
L |
e
]

Al I sendirt-sendici, Contobnya AFTA (ASEAN Free

billel, Kita tidak terlaly Jouatir implementasi FTA
Ibernpn provduk nogarn ASEAN lain seperti Vietnam untuk
Nl wmiignl kompetitif, akan tetapi dengan China skan
| by werlus,  Dalam kenyateannya  implementasi
M il ddwsvgnns ¢l jaul sebelumnya, produk-produk China sudah
I_ Tvibisiinain

! -::-:. Rabu 26 Desember 2009

Moh. Amier Arham*
* Peneliti LP2EB FEB UNG, Mahasiswa
Program S3 Ilmu Ekonomi Unpad Bandung
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Apalagi jika sudah diberlakukan, maka produk China akan memulul produk
lokal Indonesia. Lalu, apa salshnya demgan produk China? Di sinilah
persoalannya, Sudsh bukan rahasia lagi, selama ini muty produk China yang
membanjiri pasar kita tidak jauh berbeda dengan produk dalam negeri, bahkan
lebih buruk. Produk China juga masih diragukan keamanannya bagi kesehatan,
Selain itu, barang dari ‘Negeri Tirai Bambu' jtu kelewat murah schingga produk
dalam negeri kalah bersaing dan akhimya mati. Saat ini hampir semua jenis
produk China melengpang bebas masuk ke negeri inf. Padahal, pada era 1970-an
produk China yang diimpor hanya produk vang tidak bisa dibuat di Indenesia
{Media Indonesia, 22/ 1220097,

Ada beberapa dampak yang akan timbul dengan AC-FTA, jika dilihat dari
transaksi perdagangan, defisit perdagangan China selama lima tehun dengan
[ndonesia membengkak, dan Indonesia merugh pulshan trilivn dengan China.
Indonesia hanya mengalami surplus perdagangan dengan China pada 2003,
Tahun-tahun berikutnya, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan
Indonesia, Neraca perdagangan Indonesia-Ching menjadi jomplang dan Indonesia
mengalami defisit US$3,61 milyar pada tahun 2008, Perdagangan di sektor
manufakiver mencapai defisit terbesar yakni USS7.61 miliar pada tahun 2008
‘(inilah.com).

Dengan demikian, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China amat jelas bakal
lebih menguntungkan China daripada negara-negara ASEAN, dan sangat jelas
terutama sangat merugikan Indonesia. Data resmi dari Badan Pusat Statistik
menunjukkan saut ini saja ckspor kita ke China hanya 5,91%, sedangkan
impomnya mencapai 8,55%. Kelak, ketiks perdagangan bebas sudah dijalankan,
diprediksi ckspor kita hanya naik 2,29% menjadi 8.20%. Tapi, sebeliknya impor
kita dari China bakal naik 2.81% menjadi 11,37%.

Menghadapi pelaksanasn perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China
pada 2010, Indonesia sepertinya harus siap-siap kehilangan uang senilai Rpl5
triliun, Uang ini adalah jurolah pemasuban yang biasanya dilerima Kantor Bea
dan Cukai tiap tahunnya menurut Diren Bea dan Cukai Depken. Kemudian,
terjadi ketimpangan besar jika FTA diimplementasikan, karena terhitung 1
Januari 2010, bea masuk (BM) 8007 pos tarif dar 17 sektor industri akan
dibebaskan menjadi 0 %. Kesepakatan pembebasan bea masuk impor justru akan
memperlemah posisi UMKM sebagai tulang punggung industri di Indonesi,
selain  tu akan mengancam sebelas sektor industd, Sebelas sektor industri
lersebut disntaranya industri tekstil, makanan dan minumarn. alat dan hasil

Implikasi Penerapan ASEAN-China FTA 2010

pertanian, petrokimia, sintetik fber, besi dan baja din manufaki
Jika kelompok industri ini kolaps maka akan menciptakan Jedak
(Ragillia, 2009) mengemukakan Industri plastik, misalnya,
pemutusan hubungan kerjz (FHK) hingga 88.000 orang. Hasil ri
Ekonomi Indonesia bahkan menyebutkan tujuh sektor industri b
hingga Rp33 trilivn per tahun, Mereka terdiri dari petrokimia, b
tekstil (TPT), alas kaki dan barang kulit, elektronik, kerami
minuman, seria besi baja, Ketujuh industri it akan kehilangan p
cukup besar,
Kemudian industri baja nasional juga mengalami hal yang sama,
kalang kabut karena diserbu baja buatan China. Betapa tidak? D
bea masuk pun, China dicurigai mampu menjual dengan harga d
lain yang paling gampang adalah tekstil dan produk tekseil (T
industri TPT di Tanah Air termehek-mehak gara-gara serbuan by
murahnya minta ampun,
Kekuatiran yang sama dikemukan ekonom dan Kefua Focus G
Fiskal dan Moneter, Sri Adiningsih, kalay Indonesia tidak 8
keresahan sosial. Jangan sampai terjadi pengalaman seperti di
dimana produk tekstil tiarap dan tidak biza bersaing dengan
dapat menimbulkan keresahan sosial. Efeknya semakin besar, jil
korban adalah usaha padat karya yang menyerap banyak kesempa
Kekuatiran penerapan AC-FTA bukan hanya dikemukakan pa
society, dan ekonom akan tetapi pelaku usaha juga amat pesimis,
sangat yakin produk nasional akan dilibas produk-produk asal Ct
kompetitif, bila kesepakatan perdagangan bebas AC-FTA tetap
beberapa pandangan yang mengemulka bahwa pelaku usaha siap ¢
paling cepat 2014, itupun ada beberapa persyaratan  uni
kelansungan dan daya saing usaha mereka,
Merespon keberatan dan keinginan pelaku usaha, pemerintah ki
penundaan penerapan kebijakan Free Trade Agreement (FTA) te
sektor usaha. Dari sisi pengambilan kebijakan, pemerintah s
mempedulikan keberatan yang disampaikan berbagai pihak jauh h
Idealnya kebijakan itu ditempuh berdasarkan assesement
stakeholders. Keberatan yang disampaikan berbagai pihak buka
tapi dampaknya sudah ferasa seperti yang sudah digambarkan d
perdagangan Indonesia — China). Kalangan intemnal pemerintak
awal berjalan sendiri-sendiri, keinginan Departemen  Perin
menunda penerapan AC-FTA sudah disuaraken, tetap Drepartemer
juga memiliki agenda sendiri terkait dengan AC-FTA. Saat
melalui Departemen Perindustrian mengidentifikasi beberapa jen
diajukan revisi penundaan implementasi AC-FTA, diantaranyi
industri alas kaki dan kimia. Ini menandakan bahwa pemerinto
konsisten dengan kebijakannya, kasamya menjilat lndah sendird.



Regulasi Kebijakan Kelistrikan, Menghapus Monopolistik PLLN (1)

M, Amier Arham*
e ks _.-._-..: M. Mu.a.—..-hm..n.:: Doktor Himu

F konomi Unpad Bandung

gl webagnl barang mewah (fuxurivs goods) dalam
My mihat, akan tetapi sudah menjadi barang normal (normal
_ Wmiimnye |enis barang seperti ini jika income kelompok
Wbl kenalkan, permintaan terhadap barang tersebut
" hal. Tidak menpherankan jika kemudian permintaan
Huielh  terus  menanjak, sementara supply  daya,
ya melambat, Hal ini berdampak terhadap terjadinya
ailwin ipply din demand, adanya disparitas mengakibatkan
MNigmalnyn, Jika terjadi kelangkaan banyak perusahaan
ksl burang (supply) jika tidak ada hambatan,
JWg patut kita ajukan, apa hambatannya sehingga listrik
\eihntan  sementara pasar (konsumsi} potensinya sangat
pebiiyn tdak  perlu terlalu canggih untuk menjelaskan,
suln kwrenn adanya struktur pasar monopoli dari PLN.
i lnkiy penyedin jasa kelistrikan tidak dapat masuk ke industri
4 Wilw lmimbatan (harrier to entry), hak monopoli PLN didasari
wig Mk monopoli diberikan pada PLN karena salah satu
itk monyangkut hajat hidup orang banyak (dalam teori
hssbiit pihiic weility) karena itu perlu diurus sendiri oleh negara
Wit bonmtlivgd negara. Jika pun ada perusahasn jasa kelistrikan,
s (iln pembangkitan, sementara distribusi tetap dimonopoli
Ik pusar monopoli sudah barang tentu menimbulkan biaya
 iaeyieaknt  (konsumen) mengalami beberapa  kerugian,
labilk yang dihasilkan oleh PLN fidak ada subtitusinya. Beda
\uiin bihinn bakar minyak, ada beberapa subtitusinya, jika harga
ul imnyarakat dapat beralih menggunakan kayu bakar, atau
# e Nementora listrik, apalagi sudah menjadi barang normal
i) Ik horganya tinggi, tidak ada pilihan konsumen, kalaupun
Hiwl penerangan paling menggunakan lilin atau lampu teplok,
i bunillel modern seperti ini apa kita akan kembali pada zaman

W

wiliiyn sirukiur monopoli, biaya sosial pasti muncul, kondisi ini
uleh pemeriniah karena itu listrik diberikan subsidi, subsidinya

mtalo Post, 12 Januari 2010

kepada produsen (PLN) agar mereka menjual listrik ke konsumen lebih
murah atau disebut dengan tarif dasar lisirik (TDL). Selisih subsidi ke
PLN setidaknya dilihat dari biaya pokok produksi (BPP), selama ini BPP
listrik berada di kisaran Rpl1.300 per kWh, sementara itu harga jual
berupa TDL yang dinikmati konsumen berada di kisaran Rp630 per
kWh. Sedangkan nilai total subsidi listrik tahun anggaran 2009 sebesar
Rp 60,43 triliun dari APBN. Dilihat dari prognosa keuangan setiap tahun,
PLMN selalu menempati urutan pertama BUMN yang dikategorikan selalu
merugi. Muneul pertanyaan berikut, kok monopoli tapi merugi terus?
Fasilitas dan gaji karyawan PLN termasuk yang "gemuk™, kantor PLN
dimana-mana executive class, apalagi kantor pusatnya, apa yang salah?

Dampak lanjutan dari PLN yang terus merugi, pelayanannya menjadi
tidak maksimal dimana-mana terjadi pemadaman listik, termasuk
Gorontalo. Bahkan pemadaman listik sudah berskala massif dan
intensitas pemadaman makin sering. Muncul joke-joke dimasyarakat,
PLM bukan lagi perusahaan listrik negara tapi sudah menjadi perusahaan
lilin negara, karena kinerja PLN yang tidak optimal, lilin akhimya jadi
laku. Dengan sering terjadi pemadaman disamakan dengan orang minum
obat tiga kali sehari, pagi, siang dan malam terjadi pemadaman. Lalu ada
juga joke yang menyegarkan, kalao mau bayar listrik di PLN, tanya yang
dibayar konsumen itu nyalanya, atau matinya listrik? Biaya sosial lain
vang ditanggung konsumen (baca masyarakat), sekalipun kerap terjadi
pemadaman listrik, tapi biaya tagihan justru melonjak, belum lagi banyak
alat-alat elektronik rumah tangga yvang rusak. Dalam konteks lebih luas,
pemadaman listrik juga akan mengganggu kinerja indusiri nasional.
Infrastruktur listrik yang minim tentu menjadi hambatan serius dalam
kegiatan perekonomian, sebab salah satu variabel penting untuk menjadi
daya tarik investasi, yaitu ketersediaan pasokan listrik yang memadai.
Percuma saja pemerintah ambisius ingin menarik investasi sebanyak-
banyaknya, sementara infsrastruktur listrik sangat minim. Dari kalangan
internal PLN sendiri berulang kali menyvampaikan alasan pemadaman
bergilir, salah satunya karena biaya operasional yang minim, hal yang
sama dikemukakan oleh serikat pekerja PLN, menurut mereka
permasalahan PLMN dan kelistrikan muncul karena adanya kebijakan
direktur kevangan yang memotong anggaran biaya operasi, termasuk
biaya pemeliharaan sebesar 30-40 persen. Terjadinya pemadaman
bergilir hampir seluruh wilayah bukan semata-mata kesalahan PT PLN,
melainkan karena kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif
dasar listrik sampai akhir tahun 2009 ini, dan subsidi yang diberikan

pemerintah sangat terbatas. Jadi tidak mencukupi untuk bi
dan investasi yang diperlukan PLN sesuai pertumbuhan

listrik (Kompas Online, 11-12.2009). Jika itu alasannya, apa
fakta di lapangan menunjukkan minat untuk berinvestasi |
kelistrikan cukup tinggi, justru kendalanya lebih banyak de
sendiri, karena mereka berfungsi sebagai regulator da
sekaligus. Dalam aktifitas ekonomi, suatu lembaga selain mo
meranghkap peran, kecenderungannya yang muncul yaitu inefi:

Pro Kontra Amandemen UU Ketenagalistrikan

Masalah kelangkaan listrik sudah dicoba diatasai oleh
dengan diterbitkannya Undang-undang (LI} No. 22 Tahun
tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU tersebut
2004, Alasan pemohon (serikat pekerja PLN) dikabulkan
karena ULl ini sarat dengan muatan alat kampanye ekonomr
menarik investor disektor ketenagalistrikan. MK berpendapat
ini cenderung kurang melindungi kepentingan konsumen (1
karena lebih kuat alasan ekonominya, suatu UL harus mes
UUD 1945, Masalah ekonomi acuannya pada pasal 33 °
diterjemahkan bahwa setiap komoditas yang menguasai |
orang banyak harus dikuasai oleh negara. Alasan pemohon,
22 Tahun 2002 akan menjadikan produk listrik sebagai kom
dapat dikompetisikan, Dampak yang timbul adalah akan 1
tingkat kesejahteraan rakyat karena harga listrik menjadi |
lagi.

Karena ituw kemudian pemerintah melakukan amand
Ketenagalistrikan dan telah disahkan oleh DPR pada tangga
lalu. UL Ketenagalistrikan yang baru memang masih
"liberal”, PLN bukan lagi sebagai Pemegang Kua
Ketenagalistrikan (PKUK). Dalam UU tersebul pemes
pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi regulasi |
ketenagalisirikan. Meskipun bukan lagi pemegang PKLII
BUMMN, PLN tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pe
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, namur
tidak sanggup maka swasta akan masuk dan PLN boleh me
proses bisnis B to B untuk menyediakan listrik bagi da
tertentu, Pemerintah berkeyakinan bahwa UU Kelistrikan
tidak akan membebani masyarakat, justru akan membantu me
elektrifikasi daerah-daerah yang kekurangan daya listrik. Bers




Ehononi Unpad Bandung

e reglonnlisasi tarif, asumsinya tarif regionalisasi akan
il ik mengurangi subsidi dan menyalurkan subsidi
IR yang memiang membutuhkan alokasi subsidi,

i pengamnt masalah kelistrikan cenderung menolak UL
I, tpl wubgionsi penolaknnya juga kurang tegas, seperti
Wyn duseniralisnsi pengaturan penyediaan ketenagalistrikan.
Wl Peln diberikan kewenangan lebih besar terutama dalam
Ml ynig smmn dilakukan oleh serikat pekerja PLN mereka
L0, Wi mereka UL yang sekarang secara substansi tidak
il VLD webelumnyn vang dibatalkan MEK. Persepsi yang
Aokl pekerin PLMN, masalah kelistrikan harus ditangani satu
e sampal distribusi), jika dipecah-pecah justru akan
Btk din permaosalahan bary, Selain iw, ada kecenderungan
P (bmngun oleh serikat pekerja PLN, dan tentu saja
il PEN Jiu sendiri dengan disahkannyas UL baru, maka

M

W

"
.y

nelennl disitu, sekarang serikat pekerja PLN tengah
ipinl termasuk menolak pergantian direksi PLN,

il bty masih merupakan asumsi yang kemungkinan dua-
W ki benor. Tapi tergantung dari pelaksanaan dan juga
| s feorltdanyn, Umumnya perusahasn yang terbiasa disusui

Wi Wk mentkmati kondisi i, tidak terbiasa berkompetisi.
N Dbl wauk Jtu pula disubsidi, hingga hari ini belum pernah
PO il (oo profite) tentang PLN, vang ada kerugian terus
e nerakn monopolistik.  Secara teoritik, sebagaimana
pily Wl illvan ini, praktek monopoli pasti akan selalu
Wl Wlsyw wonlal yang tinggi, kurangnya dava saing (kompetisi),
iy _.L._.t.__:.:_ seknrnng yang perlu kita tanyakan kepada vang
Mg VLD v b, mow mereka apa? Apakah akan tetap bertahan
Wlisl sk dun selomanya mau disubsidi? Padahal UU yang
e lebilh terbukn memberikan peran kepada pihak swasta dan
| epulinton,  wayn memakal kata cenderung sebab LU

oy
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ketenagalistrikan yang baru masih memberikan peran yang luas terhadap
PLN dalam kegiatan bisnis listrik. Swasta "belum™ dimungkinkan masuk
terutama di daerah pedesaan jika PLN masih mampu. Itupun swasta masih
dititikberatkan pada pembangkitan, sementara distribusionalnya tetap dalam
kendali PLN. Demikian halnya keterlibatan Pemda dan pemberlakukan tarif
regional ada yang menolak, sementara praktek ini sebetulnya sudah berjalan
lama. Pemerintah Kota Tarakan sejak tahun 2001 sudah menerabas rigiditas
aturan pemerintah pusat (Kepres) tentang TDL, sebagai antisipasi seringnya
pemadaman di kota im, kemudian Pemkotnya berusaha menaikkan TDL.
Status PLN cabang kemudian dirombak menjadi anak perusahaan PLN vang
hingga saat ini terus mendapakan profite. Hal vang sama dicoba dilakukan
oleh Pemkot Palu dengan berupaya mendatangkan investor dari China untuk
me¢mbangun PLTL, perusahaan ini telah berjalan beberapa tahun. Pada awal
pengoperasiannya, para stakeholders (Pemkot Palu dan pemilik perusahaan)
cukup lelah menunggu izin operasional dari PLN. Setelah berjalan beberapa
tahun, PLTU ini tidak optimal, sebab harga pembelian PLN dianggap terlalu
murah (Rp. 505 kWh) harga /kWh yang ditawarkan oleh perusahaan minimal
Rp. 550 kWh untuk tetap bisa survive, tapi PLN tetap kewkeuh pada harga
pembeliannya. Pemkot Palu dan Pemrov Sulteng sudah beberapa kali
melakukan mediasi antara PLN dan PTLU tetap mengalami jalan bunto,
bahkan sudah dibawa ke pemerintah pusat, tapi sepertinya PLN memiliki
kerajgan sendir, yang tidak mau patuh terhadap saran-saran pemerintah.

Dari kapasitas terpasang PLTU Palu schetulnya kebutuhan listrik dapat
terpenuhi secara minimal, akan tetapi yang saya tangkap justru memang PLN
kurang memberikan apresiasi terhadap keberadaan PLTU tersebut, justru
mereka mengusulkan kepada Pemrov Sulteng agar membeli PLTU i,
kemudian PLM yang akan mengoperasikannya Jika tidak, untuk
mengantisipasi pemadaman bergilir yang terus terjadi di Kota Palu dan
sckitarnya ada usulan untuk membeli genset baru, Saya patut menduga, jika
PLN berpikir tentang kesejahterman masyarakat, karena memang BUMN
dibentuk membawa misi sosial bukan hanya orientasi profite, kenapa
keberadaan PLTU di Palu tidak dioptimalkan, malahan cenderung “dirusak”
keberadaannya oleh PLN it sendiri, atau justru kenapa PLN lebih suka
memakai gensel ketimbang membeli daya dari PLTU. Tidak salah kemudian
saya beranggapan, jika daya dibeli dari swasta maka peluang manipulasi
makin sedikit, sebaliknya jika menggunakan genset, maka subsidi akan terus
jalan, artinya biaya subsidi itu bisa “diatwr™ pengunaannya untok kepentingan
orang PLN.

Pemadaman listrik cukup memprihatinkan, pelaku industri pun kerap
mengeluh dengan kondisi ini. Program 10.000 mw vang sudah dibangun oleh
pemerintah yang dulu dikomando oleh JK untuk sementara belum dapat

Regulasi Kebijakan Kelistrikan, Menghapus Monopolistik PLN (2)

diharapkan mengatasi kelangkaan pasokan listrik, awalnya ditarg
beroperasi tahun 2009 bergeser ke tahun 2010. Sementara p
pasokan listrik dan energi jangka panjang belum ada blue prins
terutama pemanfaatan sumber energi (gas dan batu bara). Ke
energi ini pasokan untuk pasar internasional lebih diprioritaskan
pasar domestik. Hal yang sama program biofuel yang pernah
oleh pemerintah yang bersumber dari tanaman pohon jarak, justr
Anti klimaksnya muncul skandal "blue emergy” vang diprakars
khusus presiden, ternyata pepesan kosong.

Pemadaman listrik juga mencerminkan ironi, sebab pada umum
lumbung energi juga mengalami pemadaman vang intens, ini mo
bahwa PLN tidak bisa diharapkan sendirian menyediakan listrik. |
UL ketenagalistrikan yang baru harus disambut dengan bai
masyarakal terus mengawasi pelaksanaannya. Peran swasta atau

dalam penyedinan energi listrik harus terus didorong, disa
diharapkan PLN membenahi diri karena peluang kompetisi m
dalam UU yang baru. Bagi kita, dengan terbukanya pemain be
monopoli yang memang terbukti tidak menguntungkan semua
terhapus, Kekuatiran munculnya biaya tarif lstrik akan semakin 1
beralasan, justru disitulah pentingnya peran pemerintah baik pus
dacrah membuat regulasi penetapan tarif melalui kebijakan floor
ceiling price. Jika serikat pekerja PLN menolak UU ketenagalis
baru, pertanyasnnys mereka membela siapn, masyarakat atau k
monopoli yang mereka nikmati puluhan tahun?

Kaitannya dengan pembenaban PLN, pemerintah melalui K
BUMN akan melakukan perombakan direksi PLM. Lagi-lagi seril
PLN menolak rencana ini, termasuk menolak direksi dari lua
serikat pekerja PLN ini tidak sadar jika PLN adalah BUMN milik
{pemegang saham), pemerintah memiliki kewenangan untuk mel;
Selain itu, tidak ada UU yang melarang orang luar PLN menjs
Orang luar yang memimpin PLN memang bersifat hipotetik, ke
sukses atau gagal, tapi hal it perlu dilakukan sebab telah bert
orang internal yang memimpin PLN kinerjanya tidak lebih baik. |
schagian besar BUMN yang berkinefja baik, justru jarang dipi
orang dalam, tapi dari kaum profesional yang terkadang tidak ses
bidang yang digeluti. Anehnya lagi, serikat pekerja PLN berangga
bisnis PLN orang internal PLN yang paling tahu, lagi-lagi kita pat
bukankah selama ini PLN dipimpin orang internal PLN sendiri, 1
tetap buruk? Intinya, penolakan UU Ketenagalistrikan yang

penolakan calon direksi PLN dari luar oleh serikat pekerja PLN cu
Pertanyaan saya makin bertambah, serikat pelerja PLN menjalank
siapa? Wallahua fam!!,
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jikan sumber penerimaan utama untuk membiayai anggaran
dan belanja negara. Dalam APBN-P 2010, pemerintah

jenerimaan pajak sebesar Rp 733,238 triliun atau
| pulok terhadap APBN sekitar 78 %, Pajak sekaligus sebagai
lstriment flskal negara, yang berkaitan dengan penerimaan.
{maan dari pajak sebagai gambaran langsung terhadap
pengelunran pemerintah (government spending). Government
teniu diperlukan tidak saja untuk pembiayaan rutin akan tetapi
ik belunja publik untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan
P pidn kenyataanmya setiap tahun APBN kita meningkat
menunjukkan government spending juga naik. Makin

i government spending maka sumber penerimaan negara
palak) terus didorong dan target penerimaannyapun terus
. Wonsealnys, pemerintah akan terus menambah basis pajak
If parn wajib pajak. Upaya untuk menambah basis pajak dan
willb pajak, pemerintah (Depkeu) terus melakukan
il madin. Iklan yang sangat akrab dipendengaran setiap hari
plebtronika maupun cetak “hari gini gak bayar pajak, apa kata
“hayar pajak dan awasi penggunaannya” seolah menjadi menu

i Ml sepanjang tahun 2008 sampai awal tahun 2009 direktorat
ibeilikukan penghapusan biaya (sunsef policy) pengurusan
lugl wa)lb pajak. Turunan dari kebijakan sunser policy juga
Wi kolonggaran bagi masyarakat yang hendak bepergian
Wbgeil yang akan dibebaskan pembayaran fiskal, selama ini
upbesar Rp, 2.000.000,/keberangkatan. Kebijakan sunsel
beiijunn untuk mendorong masyarakat dan para wajib pajak
piillikl NPWP. Selain pajak penghasilan, juga ada banyak jenis
liiya yong dipungut oleh pemerintah sifatnya “memaksa”,
Wennksn karena pungutan pajak itu tidak ada timbal balik
Iniigniing  diberikan  kepada wajib pajak. Dengan stalus
wi” tidak jarang pemerintah pusat maupun daerah untuk
| wiman-urusan publik, masyarakat harus memperlihatkan
whayaran PBB pada tahun berjalan. Bila bukti pemebayaran
Wi, atan masih menunggak, umumnya si wajib - pajak
whwit  mendapatkan pelayanan. Pertanyaannya mengapa

rontalo Post, 1 April 2010

pemerintah bersifat “memaksa™ untuk memungut pajak? kKarena
niscaya hampir semua individu ‘maupun badan tidak ada yvang mau
bayar pajak secara sukarela. Sedangkan sifainya wajib dan “memaksa’
masih banyak yang mangkir dari pembayaran pajak.

Lalu kenapa harus ada NPWP? Salah satu ketentuan yang berlaku
dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan mewsjibkan
orang pribadi untuk memiliki Nomaor Pokok Wajib Pajak (NPWF)
secbagai sarana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Awalnya, kewsjiban untuk memiliki NPWP ini tidak ditsati oleh
sebagian besar orang yang seharusnya menaati aturan ini. Sampai
dengan tahun 2007 jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP baru
sekitar lima juta orang. Jumlah ini meningkat pesat pada awal tahun
2009 yang sudah mencapai lebih dari dua belas juta orang (Portal
Pajak, 2009). Akan tetapi, orang bersedia mendaftarkan diri untuk
memiliki NPWP tidak atas dasar suka rela, tetapi didasarkan pada
keterpaksaan. Di samping itu, banyak juga keluhan dan kebingungan di
kalangan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Terlebih-lebih tiba
saatnya untuk melaporkan Kkewajiban perpajakannya melalui SPT
Tahunan Pajak Penghasilan. Kerumitan pengisian SPT juga kerap
menjadi keluhan wajib pajak, karena itu tidak sedikit individu atau
badan menggunakan jasa konsultan pajak. SPT merupakan penerapan
self assessmemt system, Dalam self assessment spstem, negara
{pemerintah) memberikan kepercayaan sepenubnya kepada masyarakat
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan
sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan peran
serta masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk
pembayaran pajak tiap tahun semakin meningkat. Tapi dengan sistem
ini memungkin wajib pajak tidak berlaku jujur, terutama pada
korporasi-korporasi.

Pajak akan tetap menjadi andalan penerimaan pemerintah, dalam
konteks itu, pemerintah selain terus melakukan penyisiran wajib pajak,
peningkatan penerimaan bakal didukung dengan realisasi sejumlah
kebijakan, seperti perbaikan basis perpajakan, baik melalui reformasi
maupun modernisasi pajak dan kepabeanan dalam negeri. Sedangkan
untuk meminimumkan resiko kebocoran pajak, Depkeu berupaya terus
melakukan reformasi birckrasi dengan menerapkan remunerasi
(perbaikan penggajian) bagi petugas pajak dan bea cukai. Standar gaji
pegawai di direktorat pajak untuk golongan I11 A gaji pokok dan
tunjangan totalnya sekitar Rp. 2.5 juta, kemudian renumerasi Rp, 8.2
juta! bulan dan imbalan prestasi kerja. Pada kenyataannya memang

Hari Gini Bayar Pajak, Apa Kata Dunia?

penerimaan negara dari pajak terus meningkat dari tahun
kesadaran masyarakat untuk membavar pajak terus tumbuh,
Kendati demikian, masyarakat vang bersusah pavah memba
kembali membuncahkan apriori dengan munculnya kast
Tambunan seorang petugas pajak golongan 11 A n
penggelapan pajak sekitar Rp. 395 juta serta memiliki rekes
mencurigakan sebesar Rp. 25 miliar, Dengan jumlah
disebutkan di atas mustahil orang ini punya rekening sehesar |
mewah harga miliaran plus kendaraan mewah, Kasus ini diya
berdiri sendiri, Gayus bukan single actor boleh jadi komplol
wajar muncul gerakan sosial untuk memboikot bavar paji
pihak direktorat jenderal pajak melakukan defence bahw
Gayus bukan cermin dari pegawai pajak secara keselurul
logika masyarakal tidak serta meria menerima argumentasi
masyarakat makin yakin bahwa kasus kerupsi tidak mungkis
oleh seorang Gayus pegawai golongan 111 A, Pegawai “rend:
seperti itu, apalagi pegawai vang lebih tinggi, harla mantal
dirjen pajak sebesar Rp. 36 miliar vang menuruinys ada
mungkin termasul cerminan itu,

Dalam perspektif lain, Gayus ini patut kita curiga sebagai
lapangan, sekaligus anjungan tunai mandiri dari aparat, Kasu:
Rp. 25 miliar sudah lama diendus cleh PPATK dan bahb
empat kali dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi kasus ini b
mencual tatkala Susno Duadji menvanyikan lagu sendy
panggung habes Polri. Pasal yang dikenakan kepada Gayu:
penggelapan, money laundry dan korupsi. Belakangan mone
dan korupsi “tidak terbukti” dipersidangan sehingga uang RP,
disimpulkan halal oleh polisi dan jaksa. Nyanyian sendu Sus
vang dianggap scbagai nista terhadap lembaga polri justn
pembuka kotak pandora, bahwa rekening Rp. 25 miliar it
penub keanehan sebagaimana halnya diakui oleh Kapolri
Apung. Pada awalnya mereka bersikukuh bahwa rekening
bermasalah. Dalam konteks ini Susno layak dapat tambahan °
sebab tanpa nyanyian Susno, kasus ini tidak akan diketahui ol
Kita menunggu kelanjutan kasus ini jangan sampai b
sandiwara penegakan hukum, kalau itu terjadi tagline “hari
bayar pajak, apa kata dunia?, diganti menjadi “hari gini ba
apa kata dunia?” kalau hanya untuk dikorupsi. Juga seharus:
hanya penggunaan pajak yang diawasi tapi proses pemungut
perlu diawasi karena disinilah titik rawan dikorupsi.

e T




Negeri Makelar, Dampaknya Terhadap Perekonomian

hallimt “makelar” beberapa bulan terakhir ini menjadi
helsr dalom pandangan ekonomi dapat diartikan agen
Wilain slatem jual beli keberadaannya sesuatu yang lazim.
b meminimalisasi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh
Binnsl, makelar diperlukan, sebab seorang makelar biasanya
Wikl yang lebih lengkap dibandingkan dengan calon
lar fentunya berperan bukan sebagal voluniary, pasti ia
gapectation untuk setiap transaksi, seperti makelar
, roperty dan lain-lain. Biasanya makelar dalam kasus
shait mendapatkan fee dari kedua belah pihak, baik dari
il pembeli. Dalam jual beli barang dan jasa dengan
i (makelar) tidak ada yang salah, bahkan baik. Kendati
i hlnsanya bukan pekerjaan pokok, tapi sebagai side fob
Whipan pkonomi seorang makelar biasanya relatif sejahtera.
wkelar Inl sudah diadopsi diberbagai lembaga publik, jika
dengan lembaga-lembaga publik pasti akan selalu
deiigun mereka, bahkan keberadaannya hadir disetiap sudut
publik, mulai lahir sampai mati akan berhadapan
Makln besar diskresi lembaga publik, makin banyak pula
i, dan imbalan hasil kerja makelar pun makin besar.
Wi divkresi yang dimiliki sekaligus dapat dijadikan
ihan, npalagi jika seseorang bermasalah. Setidaknya
[ miblik yang memiliki diskresi berpotensi melahirkan

. penidangan kita pasti tertuju ke lembaga kepolisian,
i pengadilan. Trio lembaga penegak hukum ini berada
. h#wun Cisyus Tambunan salah satu cermin yang tidak
loh slopapun keberadaan makelar di lembaga publik.,
pwalityn ketiga lembaga ini melakukan difence bahwa di
o Udak midn makelar, vang sebetulnya mereka sangat paham
I 10l wiln, boik  yang ada di dalam maupun dari luar
punnggu pelayanan publik. Hal ini diperkuat dari hasil
151 internasional indeks pelayanan di lembaga
peap buruk.
wkelai i lembaga publik tentu sangat merugikan banyak
i I bervion dengan korupsi dan penyuapan, tetapi
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menghilangkan mereka bukan perkara gampang. Makelar yang berasal
dari luar, tentu dapat diminimalisasi, tapi orang dalam yang berfugas
memberikan pelayanan yang merangkap makelar sulit untuk
dimusnahkan. Pada beberapa kasus, petugas yang merangkap makelar
juga dibutuhkan oleh masyarakat, ada simbiosa mutualisme. Tapi
perilaku masyarakat seperti itu muncul karena proses pelayanan di
lembaga publik cukup rumit dan berliku. Prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas dan efisiensi belum melembaga, publik pun mencari jalan
pintas dengan menggunakan jasa makelar. Bagi yang memiliki jaringan
dan uang teniu bukan hambatan, bagaimana dengan golongan rhe have
not, pasti akan dirugikan.

Dalam konteks lebih luas, red tape birokrasi yang panjang di lembaga
publik menimbulkan ketidakpercayaan di lain sisi, pada sisi lain akan
menciptakan ekonomi biaya tinggi, Ketidakpercayaan terhadap lembaga
publik, akan menimbulkan apriori sehingga perilaku moral hazard akan
selalu timbul. Penyelundupan, pengemplangan pajak, maupun kegiatan
illegal lainnya salah satu cara untuk menghindari keruwetan sistem
pelayanan yang tidak efisien.

Bahkan hal ini sudah menjadi masalah klasik di Indonesia sistem
pelayanan birokrasi menciptakan ekonomi biava tinggi dan
ketidakpastian, sehingga dapat mengganggu gciractiviness of imvesiment,
Kendati aliran modal masuk ke Indonesia untuk triwulan pertama tahun
2010 cukup tinggi, tapi lebih banyak di sektor keuangan. Sementara
untuk sektor riil masih tetap minim, alih-alih untuk menarik investasi
mempertahankan investasi yang ada cukup berat. Derasnya aliran modal
di sektor keuangan masuk ke Indonesia terutama diakibatkan tingkat
suku bunga di luar negeri cukup rendah, di bandingkan dengan
Indonesia. Mamun sektor kevangan cukup rentang dan sensitif terhadap
variabel non ekonomi, sewakiu-waktu modal itu dengan cepat mengalir
keluar, disisi lain bersifat noniradeable dampaknya terhadap penyerapan

tenaga kerja sangat rendah.

Tidak dipungkiri pemerintah sudah melakukan berbag,
pembenahan birokrasi, memberlakukan sistem remunerasi pad:
penerima dan pengelola vang, tapi hasilnya belum memberika
secara signifikan. Makelar di direkiorat pajak masih banyal
kasus-kasus abuse of power di bidang perpajakan satu pers
muncul kepermukaan. Penerapan sistem remunerasi di Direkt:
dan Mahkamah Apgung pada akhirnya diragukan banyak pihal
mereka sudah diberikan gaji yang lebih dari cukup tapi sifat
tamak tetap saja. Belum lagi jika dihitung, reformasi birok
dilakukan di Depkeu menggunakan dana pinjaman, artinya ra
harus membayar utang itu. Pada saat yang bersamaan |
remunerasi menciptakan sistem kasta kepegawaian, seolah
departemen lain kastanya lebih rendah.

Banyaknya makelar bercokol di lembaga publik juga me
ketidakpastian pemberian layanan, baik dari segi waktu maug
Kondisi seperti ini sangat tidak disukai bagi pelaku usaha, |
ruang publik pun makelar juga hadir, jika anda ke termin:
menggunakan jasa angkutan pasti akan berhadapan dengan
sesungguhya juga makelar, bagi kita kehadiran calo kerap leb
tidak mengenakkan ketimbang membantu. Dalam pada itu,
lembaga publik yang banyak makelarnya, produk barang dan
dihasilkan pasti tidak optimal. Mungkin hampir semua pelaku u
pernah berhubungan dengan lembaga pemerintah, baik pusa
daerah budaya setoran pemah dilakoni, hal ini dilakulkar
kompensasi mendapatkan pekerjaan. Namun demikian, pels
(tepatnya) kontrakior sudah barang tentu berorientasi profit
selalu memaksimalkan utilitasnya. Bagian yang distorkan ke pa
memberikan pekerjaan maupun lembaga politik yang mengaw
mereka ini menjalankan fungsinya sebagai makelar, tentu di
pada anggaran pembelian barang dan jasa, dalam teori ekonon
acces burden, artinya produk yang dihasilkan tidak sepenuhn
ada beban anggaran tambahan, atau setidaknya kualitas pro
dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ap:
membiarkan makelar tetap hadir di lembaga publik?
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A0 pobetulnya membuka harapan baru bagi masyarakat
W DIPR R yang terpilib lebih 60 % muka baru yang masih
pendidikannya makin membaik. Ekspektasi masyarakat
Kuteni mercka yang dipilih belum banyak “terkontaminasi”
ki korup, mesum dan pemalas, Saya mencatat, puluhan
PN periode lalu “berhubungan” dengan KPK karena
hisiin wuap, ada suap di perhubungan, kehutanan, pemilihan
lews g gambar mesum oknum anggota DPR setidaknya ada
Midoy musuk kantor, dan malas mengikuti sidang-sidang
b, hoblnsoan studi banding yang tidak memberikan nilai

i DIPR RI periode sekarang tidak jauh beda perilakunya
pebielumnya, yang hanya mengutamakan kepentingannya
fmiyarakat umum, hanya modusnya tidak mirip untuk
puimaninatnan  anggaran (budger). Mungkin belajar dari
slilumnyn yang banyak ditangkap tangan oleh KPK karena
Wbngnl (imbalan dari “kerja keras™ mereka mengegolkan
uh. DIPR periode sekarang ini belum cukup setahun bekerja
iynk kontroversi terkait dengan penggunaan Budget,
lomputer super mahal, mesin faximile, vang legislasi,
novasi rumah jabatan yang melonjak-lonjak (Rp. 445
W Mudl banding, usulan biaya pembangunan gedung DPR
W LW triliun), pengesahan anggaran setiap komisi tanpa
program yang jelas (Rp. 2 Triliun), terakhir usulan
W napirasi konsituen dapil (daerah pemilihan) sebesar Rp.
i llewnn,

| Wsilen inl agar setiap anggota DPR memperoleh dana
Bepir Itp. 15 Mforang/dapil, dengan alasan pemerataan
Wi sl tidak tepat. Bila usulan ini diterima pemerintah,
| pwineratann tapi masalah baru yang muncul, asumsi saya
W membunt ketimpangan baru antar wilayah. Tegasnya,
Winlaan dengan mengucurkan dana berdasarkan dapil sangat
| wywalizing rransfer, formala DAU saja yang diasumsikan
wwinh ketimpangan fiskal dan pembangunan belum
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memberikan hasil yang optimum, apalagi dengan menggunakan formula
pembagian dana berdasarkan dapil.

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang
paling banyak dapil, serta beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali
akan mendapatkan kucuran yang lebih banyak karena penduduknya lebih
besar. Provinsi Jawa Barat ada 11 dapil dengan jumlah kursi sebanyak 82
dengan jatah Rp. 15 M, berarti ekuivalen dana mengucur ke provinsi ini
sebesar Rp. 1,23 triliun, Jawa Tengah 10 dapil jumlah kursi 78 berarti
akan mendapatkan jatash Rp. 1,17 triliun, dan Jawa Timur 11 dapil
dengan jumlah kursi sebesar 87 setara dengan Rp. 1,305 triliun. Berarti
tiga provinsi ini sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3,705 triliun.
Jika dikalkulasi lebih lanjut, dengan memasukkan provinsi lainnya di
Pulau Jawa, DK Jakarta ada tiga dapil dengan total kursi sebanyak 21
akan kebagian dana konstituen Rp. 315 M, Provinsi Banten tiga dapil
dengan jumlah kursi 22 akan mendapatkan dana sebesar Rp. 330 M,
Yokjakarta memiliki delapan dapil jatahya sebesar Rp. 120 M,
memasukkan Provinsi Bali dengan jumlah kursi Sembilan, berarti akan
mendapat jatah sebesar Rp. 135 M. Total jatah dana konstituen ini untuk
provinsi di Jawa-Bali sudah menyedot Rp. 4.705 triliun, lebih separuh
anggaran yang diminta sebesar Rp. 8,23 triliun/tahun. Selama lima tahun
total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 42 triliun.

Bagaimana dengan kondisi di bagian timur Indonesia? Provinsi Papua
dan Papua Barat dengan wilayah yang cukup luas dan infrastruktur yang
burak jumlah kursi 13 hanya akan mendapatkan dana sebesar Rp. 195 M,
Sulawesi Utara dan Tengah masing-masing enam kursi berati
mendapatkan jatah per provinsi Rp. 90 M. Gorontalo, Maluku Utara,
Sulawesi Barat masing-masing tiga kursi hanya mendapatkan Rp. 45 M.
Provinsi-provinsi ini ditinjau dari aspek apapun jauh tertinggal dari Jawa-
Bali. Dari kalkulasi saya, dana yang menggelontor ke Jawa-Bali akan
makin memperparah ketimpangan dengan provinsi lainnya di Indonesia,
terutama bagian timur,

Lalu logika apa yang dipakai para pengusul dan inisiator dana aspirasi
konstituen dengan mengasumsikan dana ini untuk pemerataan
pembangunan? Pemikiran dari mereka ini sangat inkonstitusional, sesat,
bertentangan dengan UU Ne. 33/2004 tentang perimbangan keuangan
pusat-daerah, UU ini menegaskan perlunya equalizing transfer. Daerah
yang kapasitas fiskalnya rendah akan diberikan transfer lebih tinggi,
sementara dengan menggunakan ukuran dapil justru ketidakadilan yang
dipertontonkan karena daerah-dacrah yang kapasitas fiskalnya besar

Sesat Pikir, Permintaan Dana Aspirasi Konstituen

mendapatkan jatah lebih besar, ketimbang daerah yang
fiskalnya kecil, sehingza makin tidak mengatasi
Sfiscal imbalance. Disamping itu dana aspirasi konstituen
overlapping dengan dana otsus Aceh dan Papua, atau dana |
pembangunan yang diberikan ke Sulawesi Tengah.

Tidak itu saja, potensi melanggar berbagai UU sangaat terbu
UL Mo, 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1200
Perbendaharaan Negara, UU No. 32/2004 tentang Pemerintaha
Bahkan konstitusi negara (UUD 435), karena DPR sudah me
fungsi eksekutif, kendati fungsi budgeting juga melekat pad
tapi bukan mereka yang menentukan anggaran,
kewenangannya hanya “mengoreksi®, menyetujui atau tidak
yang diusulkan eksekutif. Kendati usulan anggaran ity diti
kementerian, tapi ini namanya mensiasati dan mencari ce
melakukan praktek-praktek yang tidak benar,

Fraksi Golkar sebagal inisiator tetap tak bergeming dengan v
mereka menganggap hal vang wajar, bahkan dalam pandan,
Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI) dari Golkar merasa sull
DPR jika tidak ada dana pembinaan untuk membina konstitue
umum kita, dalam era perpolitikan yang terbuka dan persair
ketat itu resiko menjadi politisi, berpolitik memang mahal 1
menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kelangsun
politik orang per orang, Pemerintah sudah memberikan anggar,
setiap parpol yang mendapatkan kursi di parlemen, dari seg
Juga kurang tepat. Alasan lain yang dikemukakan untuk men
usulan anggaran konstituen, karena banyaknya infrastruktur v
di daerah dan serapan anggaran yang tidak maksimal di ken
kemudian setiap tahun silpa besar. Harusnya disinilah fungsi pe
legislatif diperkuat, bukan meminta dan menitipkan di kemente
setiap saat dapat dicairkan (semacam voucer) atas permintaar
dewan untuk membenahi infrastruktur.

Belum lagi dari aspek pertanggungjawaban pemanfaatan
tersebut yang menyimpan potensi penyelewengan dan pelua
antara pejabat nakal di daerah dan anggota dewan. Dengan men
anggaran negara, para anggota legsilatif ini dengan mudah
mengklaim keberhasilan pembangunan di daerah sebagai jerih
sehingga ia tetap layak untuk dipilih untuk periode berikutnya
para incumbent ini menanam “investasi politik” dengan me
oratis (free riders),
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WL Rsinenterlan Dalam Negeri (Kemendagr!) menunjukkan sekitar
Al anom baru dianggap gagal menjalankan desentralisasi. Dari
_—. firalisasl flskal memiliki beberapa sasaran umum, terutama

A meryahutl aspirasi daerah berkaitan dengan penguasaan
L WM heubngan negara, 2) mendorong akuntabilitas dan
e Piwrintahan daerah, 3} meningkatkan partisipasi masyarakat
A pinbangunan daerah 4) mengurangi disparitas antar wilayah,
Wisulnrggaranya pelayanan publik minlmum disetiap daerah,

Mikan kesejahteraan masyarakat umum.

BN Il Vi tercapal maka asumsi saya dikategorikan daerah gagal
i Weanniralisasl. Merujuk pada sasaran itu, jangankan daerah
W Wiskarkan, daerah yang masuk kategori sudah lama, bahkan
ARIEAN desentralisasi belum berjalan optimal. Banyak hasil studl
HPRIkiNt bahwa makin meningkat peranan transfer dari pusat
Wil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
AU Mahl (2005) menunjukkan bahwa selama tahun 2001 =
Il FAIY terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD
WHIN Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin
i total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi
NI ranen mekanisme transfer darl pemerintah pusat melalui
WNISIgAn. Dolam beberapa tahun berjalan desentralisasi fiskal,
UMIIRE darl pusat terhadap penerimaan daerah masih yang

il dengan PAD. Hal ini menunjukkan ketergantungan
CARTHRHRE jriaat masih tinggi (Adi, 2006), Hasil penelitian Susilo dan
i WA memperkuat kecenderungan tersebut bahwa kemandirian
i fiakin membaik, malah sebaliknya yaitu ketergantungan

[ fiefer darl pusat menjadi semakin tinggi. Hal yang sama
ngah, selama pelaksanaan otonomi daerah sebagian
Wl banham kapasitas fiskalnya masih rendah, PAD masih minim

..—.i

1 Ay

I_-__...___:_;._.__E:n_.._._Hﬂﬁuﬁﬂmm_.:uﬂmuauh:m:n:uﬂmﬁnm:_
-.._...:._____.___iu.aa_”__m:n_._:w:%:,qm..:m::ﬁmrm:.mmamim_ﬂ:E__
ul WY bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan

h 0 ihinami lebih berpengaruh di daerah pusat bisnis dan daerah
Hinhmidinya alam dibandingkan dengan daerah-daerah yang

_l- WAL bl dan daerah  yang  minim sumberdaya alam,
i HRAR wppwitl Itu, semestinga selain mendorong peningkatan
W ineannan lebih fokus pada kegiatan ekonomi produktif,
¢ Niltong, 11 1o 200

Memotret “Prestasi”

kapasitas perekonomian daerah, diharapkan kemampuan merumuskan
Apalagi daerah yang baru dimekarkan, fokus dan sasaran pembangunan
terutama pada perbaikan dan pembangunan infrastrubdur untuk pelayanan
publik, sekaligus memberikan dampak ekonomi luas bagl masyarakat.
Apalagi asumsi dasarnya melakukan pemekaran untuk mendekatkan
pelayanan. Salain itu mendorong percepatan pembangunan, karena selama
ini daerah Induk dianggap kurang memberikan parsi perhatlan, sehingga
disparitas wilayah makin melebar.

Tapi mungkin itu teralu ideal, karena tidak dapat dipungkiri motif
pemekaran wilayah tidak sekedar bagaimana melakukan percepatan
pembangunan, mendekatkan pelayanan. Justru sebaliknya banyak daerah
baru, bukannya pelayanan publik makin membaik, sebaliknya makin
amburadul, Dampaknya bukan hanya terhadap makin memburuknya
pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi juga memberikan dampak pada
dunia usaha., Banyak kasus pemekaran wilayah lebih didorong untuk
menjadi pembury rente (rent zeekers) dan pemburu jabatan f{job zeeker).
Wilayah baru pasti akan banyak kotak jabatan vang perlu diisl, disamping
perangkat pendukung pemerintah di legislatif atau lembaga negara yang
bersifat independen. Dengana jabatan itu akan mengikut tunjangan dan
fasilitas kendaraan, nilainya ratusan juta rupiah, yang tidak memberikan
dampak secara langsung terhadap masyarakat. Para elit lokal jauh lebih
memilikl kepentingan ketimbang masyarakat untuk sebuah pemekaran.
Apalagi jika SDM birokras! tidak mendukung, padahal semestinya jauh lebih
penting, pemekaran tidak sekedar melihat potensi 50A, akan tetapi
kesiapan SDM birokrasi sangat menentukan,

Kesulitan yang kerap dihadapi daerah baru, yakni pengisian |abatan eselon-
eselon. Karena itu tidak mengherankan SDM  birokrasi daerah baru
kebanyakan di drop darl pegawai provinsi, kabupaten/kota tetangga. Sudah
barang tentu, pegawai yang didrop itu kinerjanya yang tidak terlalu baik,
atau yang sudah menjelan pensiun. Selain ity menggast dari BUTU-guru,
karena darl segi kepangkatan mereka memenuhi syarat, Adigium dalam
dunia birokrasi the right man and the right job terasa sulit terwujud, atau
bagalkan pungguk merindukan bulan. Ada potret kecil yang ingin saya
tunjukkan. Salah satu kabupaten di Gorontalo, kepala bagian hukurmnya
bergelar sarjana ekonomi, kepala Bappedanya bergelar 53 disiplin llmunya
teknologi pendidikan, lebih aneh lagi kepala dinas Pl-nya sebelum masuk
dijajaran birokrasi adalah guru sejarah, melanjutkan pendidikan magister
hukum,

Asumsi saya tidak Jauh beda dengan Kabupaten Sigl, kabupaten paling
bontot di Sulawesi Tengah. Baru berselang beberapa hari memperingati hari

Daerah Pemekaran Sigi Biromaru

Jadinya yang kedua sudah meraih banyak “prestasi”. Dalaj
SDM birokrasinya juga menjadi masalah krusial, teru
perencanaan fisik dan anggaran. Bagaimana mungkin, ka
menumpang, kantor-kantor SKPD sami mawon, masyar
kategori prasejahtera masih  banyak. Tapi hebatn
dikedepankan pembangunan taman, tugu dan trafic Nght
miliaran rupiah. Secanggih apapun teorinya, untuk memb
ini rasanya sangat sulit mencar korelasinya terha
pelayanan publik, apalagi untuk meningkatkan kesejahtera:
Belum lagi kita dikagetkan dengan biaya perjalanan dina
kabupaten ini selama tujuh bulan sudah menghabiskan ar
(Radar Sulteng 11/8/2010). Dugaan saya pun PAD kabups
wilayahnya 70 % merupakan hutan lindung belum me
Artinya, vang perjalanan dinas itu sebagian besar diambil ¢
dari pusat yang semestinya sekitar 40 % digunakan t
pembangunan. Saya termasuk orang yang tidak yakin b
dinas yang dilakukan oleh pejabat Kabupaten Sigl
mengoptimalkan menarik dana dari pusat, atau menarik da
Bagl daerah baru, paling mungkin diharap investasi atau |
pemerintah, sementara investasi swasta masth sangat sulit.
rasional, kalau hendak mengeluarkan uang hitungannya an
hanya melihat potensi ekonomi semata, akan tetapi
menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Umumn
regulasi terkait dengan investasi belum ada, apalagi infrastr
masih minim, tenaga kerja dan kondisi sosial politik belum
Kecenderungan para investor mencari wilayah yang suda
Kondisi Investasi saat ini masih didominasi pada
(pertambangan), serta arus modal yang masuk ke Indon
money pada sektor keuangan (non trodeable). Karena itu s
disiang bolong menghabiskan Rp. 10 M untuk perjalanan din
menarlk Investasi ke Kabupaten Sigi. Daerah pemekaran 1
kita menyebut untuk kepentingan para elit lokal. Alih-ali
pejabat bupati akan membereskan postur birokrasi das
perangkat daerah, justru hanya dijadikan sebagai batu
menjejal jabatan lain dengan bertarung di Pemilukada Ke
menggandeng salah satu kepala dinasnya. Baru berusia du;
bupatinya pun sudah dua orang. Rangkaian tulisan ini seks
menggambarkan  prestasi  Kabupaten  Sigi, SEMoga
Wallahua'fam!!




Redenominasi Rupiah, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?
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sibiilan Darmin Nasution menduduki Jabatan Gubernur
4, dudah melakukan “gebrakan”. Diawal kepemimpinannya,
I (W) skan melakukan redenominasi mata wang rupiah,
hallan redenominasi ini sudah lama dilakukan oleh BI, jauh
( piln Nasution masuk Bl Terminologi redenominast terasa kaku
Wiihg Indonesia yang terbiasa makan nasi, tapl bahasa
yullu  menyederhanakan pecahan uang rupiah atau
Ml Angka nolnya sebanyak tiga digit (000}, tanpa mengurangi
Bl mangurangl nilainya berarti sanering. Praktik sanering, nilai
il sehingga dapat membuat masyarakat menjadi miskin. Tapi
4l alem Implementasinga bisa saja terjadi sonering jika
Wi myarakat tidak utuh,
8 dliaannyae Bl melakukan redenominasi? Berdasarkan kajian B,
liga iata uang rupiah dihilangkan tiga angka nol. Ini didasarkan
Wllsl, [limlah angka rupiah dianggap terlalu besar, hanya kalah
; Ay Vietnam (Dong). Satu lembar Dong sebesar 500.000.
Ml yang banyak dianggap merepotkan untuk melakukan
Wi I darl aspek keamanan dimana nominal rupiah sepert]
i membawa sejumiah vang puluhan juta, rasa aman sangat
! I Al Aetiduknya akan merepotkan bagi yang mencairkan, atau
b ieiyetor uang di bank dengan jumlah pulubhan juta. Apalagi
_.. fah  milsran, memerlukan tas atau koper yang dapat
Wiampokan,  Akan lain  halmya  Jika rupish  sudah
A, madkipun neminalnya besar akan tetapl membawanya
il I, Larl sl pencatatan akuntansi keuangan, juga merepotkan
Wi menulls Jumlah angka (nol) yang berderet-deret cukup
Buisip 1l ldwal, yang digulirkan oleh Bank Indonesia, sangat
(M lnkukan transaksi.
W pinah melakukan redenominasi ruplah pada zaman orde
Wik Indonesia masa itu Syafrudin Prawiranegara. Implikasi
i Wil ksbijakan ini melonjaknya inflasi, selain diakibatkan

-,
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dengan praktik Bl melakukan pencetakan uang. Juga ada kecenderungan
masyarakat enggan memegang uang cash, lebih memilih barang.
Dampaknya, harga-harga barang melonjak tajam. Pengalaman ini pula yang
pernah dialami oleh Zimbabwe. Hyperinflasi terjadi, harga sepotong
hamburger bisa mencapal jutaan dolar Zimbabwe. Para pengusaha
semestinya menerapkan sesuai praktik redenominasl, akan tetapi justru
harga barang Rp. 1.000 persatuan pecahan lama, semestinya menjadi Rp.
1,- persatuan pecahan bary, Justru ia menetapkan harga Rp. 1,- persatuan
pada pecahan baru, Kondisi Ini sangat mungkin juga terjadi di Indonesia jika
soslalisasi dan aturan kedisiplinan untuk melakukan redencminasi tidak
dijalankan dengan ketat.

Kedepan jika redenominasi ini berjalan, dalam jangka pendek akan
tetap mempengaruhi kondisi inflasi yang diakibatkan dari efek ekspektasi.
Masyarakat kebanyakan memberikan ekspektasi atau apresiasi yang
cenderung negatif, karena mereka akan memahami nilai nominal uang akan
menurun atau dikurangl (sanerfng). Mereka beranggapan bahwa uang yang
jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian dipangkas tiga nolnya (000)
menjadl angka 1.000, sementara uang Rp. 1.000, berubah menjadi Rp. 1..
luga dalam Jangka pendek berdampak terhadap investasi, dengan
pemahaman yang hampir sama, nilai asset akan menurun yang dimiliki oleh
Investor. Selain juga kemungkinan rational ekspectation muncul,
masyarakat yang rasional akan mengantisipasi terjadinya inflasl berupa
tindakan pengurangan Jjumlah uvang yang mereka pegang dalam
membelanjakan kedalam bentuk barang riil.

Mengurangl angka dalam jumlah rupizah, tidak berarti kerepotan akan
tereduksi dengan sendirinya, jika bentuk materi uang tetap sama, misalnya
uang pecahan Rp. 100.000,- akan menjadi Rp. 100,- artinya bentuk uangnya
tetap sama yakni satu lembar, yang dikurangl cuma angkanya saja.
Terkecuali redenominasi dilakukan atau mencetak uang dengan pecahan
nominal yang lebih besar, misalnya satu lembar nilai nominalnya menjadi
Rp.500,~flembar. Pemahaman orang Bl dan masyarakat tentu sangat jauh
berbeda. Karena itu butuh waktu jangka panjang melakukan sosialisasi,
tanpa sosialisasi dengan balk juga akan mengacaukan sistem transaksi bagi
masyarakat. Harga barang yang tadinya Rp. 1.000.000, kemudian dalam
transaksi akan mendapatkan vang dalam bentuk Rp. 1.000., meskipun itu
nilal tetap sebesar satu Juta, akan mempengaruhi persepsi mereka, Belum
lagi transaksi dalam bentuk wvalas jelas merepotkan masyarakat,

apalagl jika nilal tukar tidak stabil dan kecenderungan inflasi unty
ke atas. Pasti juga akan muncul pertanyaan, kalau Rp. 1.000,
nolnya tiga tinggal menjadi dalam bentuk pecahan baru sebes
Bagaimana kalau harga barang itu Rp. 250,- pecahan lama? Ini by
Indonesia kemungkinan akan menerbitkan lagi uang dalam b
seperti zaman revolusi, karena sudah barang tentu tidak sem
harganya bulat-bulat Rp. 1.000-. Juga syarat sebuah neg
melakukan redenominasi mata vangnya paling tidak tingkat i
rendah, ekonomi dalam kondisi steody state dan dukungan p
kuat. Masalah inflasi memang masih teriaga di bawah dua digit,
dapat dijadikan sebagai patokan bahwa perekonomian kita suda
Daya bell masyarakat masih cenderung terus menurumn, seiri
makin melambungnya harga-harga bahan pokok,

Turki dan Rumania mungkin termasuk negara yang rel;
melakukan redenominasi mata uang, itupun dilakukan dalam w
panjang. Dari segi konsep sangat balk, akan tetapi dibutuhkan v
lama dan sosialisasi yang memadai. Sebab Indonesia (pemerint
cekatan menggagas dan mengambil kebijakan, tapi dari aspek imy
sangat amburadul. Apalagl pengawasan, munculnya kasus mej
Bank Century atau praktik perbankan yang nakal tidak ter
kelemahan Bl. Berarti Dari sisi urgensi redemaninasi, beh
mendesak, sebab banyak pekerjaan Bl yang harus dituntaskan,
redenominasi Inl Juga tidak memberikan dampak apa-apa
perekonomian  nasional. (Mungkin) jauh lebih penting
mengoptimalkan peran Bl untuk menggerakkan sektor riil.
menunjukkan secara jelas pertumbuhan ekonomi pada kuartal k
mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuartal yang s
tahun sebelumnya (vear on year) sebesar 6,2 %. Besaran pertumt
dicapal pada kuartal kedua itu, tiga sektor mengalami pertumbu
tinggl, yakni sektor pengangkutan dan komunikasi (12,9 %), sel
gas dan air bersih (9,6 %), dan sektor Jasa-jasa (7,2 %). Semen!
primer yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sepertl sekto
hanya tumbuh sebesar 3,4 % dan sektor industri dan manufakt
2,0. Lalu apa urgensinya redenominasi rupiah yang dicanangka
Ekonomi kita seolah sudah tangguh, hebat sehingga redenomir
perlu dilakukan.
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Anomali Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah

Wl lalu ketika membaca sebuah harian nasional
W donigan judul “gizi buruk di Sulawesi Tengah masih
Beinbarl  mengingat berita dua bulan lalu  yang
bt oleh Radar Sulteng, pertumbuhan ekonomi Sulawesi

encapal sekitar 12 % tahun ini. Dasar pemahaman
fusiel tnmar ilmu ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan
lahwa makin tinggi pertumbuhan (PDRB) sebuah
iakin sejahtera masyarakatnya. Dengan pertumbuhan
| penyerapan tenaga kerja juga makin besar yang
bl i pak terhadap menurunnya angka kemiskinan. Lalu

illbaca, jika pertumbuhan ekonomi double digil, tapi

Wik juga paling tinggi? Artinya pendapatan riil

Wiluk sesuni dengan teori, pertumbuhan ekonomi boleh

il masyarakatnya tetap miskin. Gizi buruk jelas sangat

i denjgan kemiskinan, karena ia miskin maka asupan gizi

hi, makanan yang dibutuhkan sesuai standar kesehatan

! pi ibell, Fenomena ini dapat dikatakan keterlepasan

phasniinl antara pertumbuhan dan kemiskinan.

| memang menyisakan ruang, bahwa boleh saja

Wi tumbuh tapi penyerapan tenaga kerja dan
4 Iwhadap kemiskinan kurang berpengaruh, atau

peitumbuhan ekonomi relatif kecil, apabila pertumbuhan

| bl didominasi pada sektor non tradeable seperti industri
panidalkan capital intensive.  Kondisi ini pun dialami

T?r::::._h: nasional, ﬁmﬁnu..w:r.mﬂ ekonomi lebih

il sektor pertambangan, telekomunikasi dan keuangan

iidenble, akibatnya penyerapan tenaga kerja minim,

Wi cenderung terjadi makin meningkatnya pekerja di

sl (underground economy). Atau pertumbuhan ekonomi

i

W

4 pemerinteh provinsi Sulawesi Tengah tidak boleh
difl wiau membusungkan dada kalau pertumbuhan
fouble digit, karena sangat nyata mencerminkan
yang tinggi tidak berkualitas. Apalagi diklaim
nesan periode pemerintahan,

an, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sebagai
untuk  menjustifikasi keberhasilan sebuah rezim

0 untuk  mempersiapkan  diri  kembali untuk
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bertarung pada Pilgub mendatang. Pola-pola seperti ini seharusnya
dihentikan, secara kasat mata selama sepuluh tahun terakhir
Sulawesi Tengah tidak ada yang baru. Sangat anomali, daerah yang
kaya sumberdaya alam tapi tertinggal dalam banyak hal dengan
provinsi tetangganya. Inpres percepatan pun diharapkan dapat
mengeskalasi pembangunan nyaris tak berbekas, atau memang tidak
jalan sama sekali.

Masih dalam berita itu dijelaskan secara detil untuk tahun 2010,
semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tercatat sampai bulan
Juli terdapat 306 kasus gizi buruk. Kabupaten Sigi paling tinggi
tercatat 79 kasus gizi buruk, Donggala 61 kasus, Palu 33 kasus dan
Banggai Kepulauan 31 kasus. Kasus gizi buruk ini mucul karena
mereka miskin, atau kebijakan di bidang kesehatan mereka tidak
tersentuh. Untuk Kabupaten Sigi, rasanya dengan biaya perjalanan
dinas pejabatnya yang sudah menghabiskan Rp. 10 M selama tahun
2010 jika sekiranya dialokasikan ke sektor atau kegiatan ekonomi
produktif, niscaya tidak akan muncul kasus gizi buruk atau hasrat
untuk membangun taman dan baffic light ditunda, dan lebih
memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar masyarakatnya jauh
lebih elok, dan gizi buruk minimal jumlahnya tidak sebanyak itu.
Kabupaten Donggala pada ulang tahunnya beberapa bulan lalu,
kepala Bappedanya membeberkan keberhasilannya secara fisik, tapi
ia lupa bahwa ternyata masyarakatnya masih banyak yang miskin,
tidak jauh beda dengan Kota Palu secara fisik nampak ada
perubahan, tapi di depan mata ternyata orang papa di Kola Palu juga
masih banyak. Apalagi Banggai Kepulauan, lalu apa yang salah
semua itu? Kebijakan-kebijakan yang ditelorkan pemerintah daerah,
baik provinsi maupun kabupaten/kota belum menyentuh secara
substansi terhadap hasic need masyarakat Human development index
(HDI) Sulawesi Tengah juga masih bertengger diposisi 22 diantara 33
provinsi di Indonesia, Angka kemiskinan sekitar 18,98 % tertinggi
kedua setelah Provinsi Gorontalo untuk regional Sulawesi. Ini
menggambarkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan belum
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mengalami perubahan mendasar. Kendati setiap tahunny
provinsi ini makin meningkat signifikan. APBD provinsi, m:
kabupten,/kota lebih banyak terserap untuk belanja pega
menduga, belanja pegawai inilah mendominasi
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Karena itu w
pertumbuhan yang tinggi tidak (kurang) memberikan
terhadap pendapatan masyarakat, lebih-lebih terhadap
masalah kemiskinar.

Anomali atau trade off sosial ekonomi di Provinsi Sulawe:
memang perlu diputuskan, sembari merumuskan kebija
tepat untuk mengurangi gizi buruk, atau meningkat
Sulawesi Tengah ditengah gelimang kekayaan SDA, meski
sekaya Kalimantan Timur, Riau atau Papua. Tapi jelas leb
SDA-nya ketimbang dengan provinsi lainnya yang ada d
Sulawesi, Mumpun menjelang Pilgub awal tahun depan, m
Sulawesi Tengah perlu jeli mencari figur pemimpin yar
komitmen mensejahterahkan rakyat, punya jiwa kewir
bukan pemimpin yang Hdak punya visi, sekedarnya s
menjalankan agenda rutinitas. Disinilah perlunya

kepemimpinan, bukan berputar-putar pada tokoh-tokoh ya
juga. Banyak tokoh muda Sulawesi Tengah yang energ
komitmen memajukan daerah, jaringan yang luas,
entreprencurship government.

Sulawesi Tengah butuh lompatan-lompatan besar agar lel
dengan daerah lain. Perbaikan pelayanan publik secar
infrastruktur dasar mendesak untuk dikembangkan, sebal
utama hambatan investasi berada pada dua simpul ini. ]
perizinan menjadi masalah krusial, tengok saja kelul
investor yang berminat mengembangkan energi untuk me
pembangkit listrik tenaga mikrohida di Sulawesi Tengah.
mengurungkan niatnya setelah tak kunjung mendapat
pemerintah daerah (Kompas, 8/10/10). Kesadaran p
daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondu
terbangun, padahal investasi yang paling diharapkan un
menyerap tenaga kerja, dampak ikutannya terhadap 1
angka kemiskinan. Sehingga dalam jangka panjang kasus |
tidak akan muncul kembali ditengah pertumbohan

Sulawesi Tengah yang tinggi. Iromis!!

e
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_ L eiipakan refleksi akhir tahun 2010 dan catatan menjelang
Provinsi Gorontalo. Provinsi ini ketika lepas dari
, Wiln sinisme yang menyeruak tatkala mulai dirancang
Bl Binrkan Gorontalo lepas dari Sulawesi Utara nanti
| bing kembali. Konon ungkapan ini dilontarkan oleh
e Uit Manado, Secrang ekonom dalam  membuat
il brang tentu memiliki landasan akademik, jika sekedar
MPhan tanpa didasari data tak ubahnya ungkapan emosional,
Rakl demikion analisis ekonomi selalu dilandaskan pada apa
W asiimnl dan pilihan fchoice). Ekonomi bukan ilmu pasti,
Anlil waina dengan doa, tapi juga tidak sama persis dengan
Wiy, seperti politik satu tambah satu hasilnya tergantung
M kepentingan. Karena jtu asumsi vang digunakan
ke kebijakan ekonomi atau menganalisis bisa meleset,
W e mendekati kebenaran tergantung kondisi internal dan
el perekonomian,
i Weidugn ungkapan biarkan Gorontalo berdiri sendiri,
| Wsigabung kembali ke induknya didasarkan pada kondisi
W haln lu. Angka kemiskinan yang begitu tinggi sekitar 75
Peigagguran besar, serta indikator kesejahteraan lainnya
Wil dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada

il atau lebih akrab dipendengaran kita pedagang
iikota provinsi (Manado) seolah menjadi milik orang

seperti itu lebih memperkuat dugaan “orang lain”

o tidak mungkin mampu untuk mandiri dengan
wendiri, karena hanya mampu menjadi pengusaha
welertinggalan Gorontalo dari berbagai segi, bukan
Iilkn " atau etosnya orang-orang Gorontalo rendah,
ﬂ. yuk eripakan ekses kebijakan yang kurang berpihak pada

r:_. wevinlon mkers dari Gorontalo ditingkat provinsi sangat
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terbatas, itupun kalau ada tidak mampu memberikan warna dalam
mengeksekusi kebijakan yang lebih berpihak ke wilayah Gorontalo. Juga
rendahnya mutu SDM sebagai dampak dari desain vang sistemik
memungkin peningkatan mutu SDM Gorontalo masa itu tidak dapat
berkembang. Angka partisipasi sekolah ditingkat sekolah dasar begitu
tinggi, bahkan tertinggi di Sulawesi Utara, pada tingkat sekolah
menengah perfama mulai menurun sampai ditingkat perguruan tinggi
makin menyusut. Itupun pada tingkat perguruan tinggi fakultas-fakultas
yang dikategorikan sebagai “favorit” jumlah orang Gorontalo sangat
minim, mungkin hanya satu dua orang.

Setelah lepas dari Bulawesi Utara, asumsi “ketidakmampuan™
berdiri sendiri meleset. Secara statistikal angka kemiskinan menurun
drastis dari 75 % menurun sampai 27 % pada tahun 2010 turun menjadi
23 %, indikator sosial lainnya makin membaik. Kepiawaian seorang
Fadel Muhammad sebagai seorang manajer dan marketer, jangan lupa ia
juga seorang politisi vang pasti akan selalu menjaga citra populisme,
Gorontalo bisa melakukan sprint sehingga mampu sejajar dengan
provinsi lainnya di Indonesia. Meski Gorontalo kalah populer dengan
gubernurnya itu sendiri, jika menyebut Gorontalo yang terbayang Fadel
Muhammad, bukan sebaliknya. Tidak salah banyak orang lebih mengenal
Fadel Muhammad daripada Gorontalo, tidak jarang orang kerap bertanya
Gorontalo itu dimana? Atau Fadel Muhammad itu gubernur dimana?
Wajar saja karena Gorontalo satu-satunya provinsi yang ada di Sulawesi
tidak menggunakan nama pulau itu.

Kemampuan lobbi gubernur, serta jaringan di pusat sangat kuat
karena ity banyak program yang dapat dikerjakan di Gorontalo.
Dampaknya tentu terhadap pembangunan ekonomi, juga termasuk pada
akselarasi pertumbuhan ekonomi, Selama kepemimpinan Fadel
Muhammad pertumbuhan ekonomi Gorontalo di atas rata-rata nasional
sekitar B %. Tapi harap diingat, pertumbuhan yang tinggi itu lebih
banyak dipicu dari supply side ketimbang demeand side. Sekaligus
menggambarkan bahwa uang yang di drive dari pusat oleh pemerintah
sangat nyata, tapi dalam jangka panjang akan memberikan dampak
negatif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Jika transfer dari
pusat selain DAU dan DAK menurun maka progresifitas perekonomian
melemah, atau kemampuan lobbi pemerintah daerah serta jaringan tidak
ada untuk men-drive uang dari luar, sulit mengharapkan perkembangan

ckonomi. Kondisi ini mulal terasa di Gorontalo setelah
kepimpinan ditingkat pubernur, setelah Fadel Muhamm
Gorontalo.

Perkembangan Gorontalo tidak dapat dipungk
relatif positif, berkat kemampuan Fadel Muhammad m
serta merumuskan prioritas utama pembangunan yan
pengembangan SDM, kelautan dan perikanan, serta
berbasis komoditi jagung, Pada periode kedua ki
program ini mulai surut, pengembangan SDM me
beasiswa TPSDM sudah senvap. Program taksi mina b
bergaung lagi, bahkan gagal meningkatkan kesejahte
pesisir, sementara program agropolitan makin meredup.,
identik dengan Gorontalo, sebab daersh lain sudah
secara massif komoditi ini, seperti Sulawesi Selatan
meski tidak dapat dipungkiri “brand" itu masih melel
Karena itu untuk memenuhi permintaan ekspor k
Gorontalo mengambil sebagian dari Sulawesi Selatan.

Dalam konteks ini perlu dipahami secar:
pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mem:
vang berbeda, Bagi daecrah maju, pertumbuhan ekon
rendah tapi memungkinkan elastisitasnya lebih besar
yang baru berkembang, daerah (negara) berkembang pe
tinggi tapi elastisitasnya rendah dan share-nya terhad:
nasional sangat kecil. Kerap terfjadi di negara (d
ekonominya kecil, pertumbuhannya amat tinggi tapi |
juga tinggi. Padahal secara teoritis menunjukkan, ji
ekonomi tinggi, berarti angka pengangguran makin
berdampak terhadap menurunnya angka kemiskinan,
seperti itu, Schumpeter sebagaimana diuraikan oleh
meletakkan pemahaman bahwa perkembangan da
merupakan dua hal yang berbeda. Bagi daerah (neg
berlaku adalsh pertumbuhan, berarti perubahan jangks
perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaika
penduduk. Sementara di negara (daerah) berkemban
ekonomi merupakan perubahan spontan dan terpu
keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan m
keseimbangan yang ada sebelumnya. Bersambung!!
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il

usrah lebih maju kita tidak boleh menyandarkan pada
Iekatan kesisteman perlu lebih dikedepankan. Siapapun
PRI dlstem tidak berubah, atau sistem yang baku menjadi
B! pinlipin daerah, Jepang mungkin boleh menjadi rujukan,
Wiplnnyn kerap berganti tapi situasi ekonominya tetap
._ i sederajat dengan Indonesia seperti Thailand meski
_ politik kestabilan ekonominya tetap terjaga. Karena
jda figur pemimpinnya tapi lebih pada sistem yang
Aiwh (o the track). Kita punya kepentingan yang sama,
i Hlrontalo harus dibuatkan rumusan yang tepat, terutama
el skanomi lokal yang bertumpu pada keunggulan lokal
M8 Jikn Ini sudah menjadi spirit, yakin Gorontalo makin
| wogl. Sebab hari ini, memasuki sepuluh tahun umur
ilyn provinsi ini rada kehilangan jati diri. Data statisktik
NI menunjukkan sekitar 25 %, dan klaim pemerintah
i hingga 23 % angka kemiskinan di Gorontalo, namun
LWl yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya
wweal, bahkan termasuk kategori sepuluh provinsi
U Diibispyoaln,
Bl Inl - memunculkan dugaan dan apriori, angka
I yuny dibanggakan pemerintah provinsi selama ini yang
MIAS rula-ratn B % setiap tahun merupakan rekayasa, hanya
| pencitraan, Bahkan muncul pertanyaan, kenapa angka
alelah Fadel Muhammad meninggalkan Gorontalo?. Secara
Pokuiibangan Gorontalo makin meningkat seperti jumlah
M, rumah-rumah mewsh terus dibangun, orang kaya
Wi, Tapl jangan tanya, siapa pemilik kendaraan dan
Wl inewah (1u? Jika anda telusuri yang punya tidak jaub-jau
) Yy nda di provinsi, kabupaten/kota, anggota legislatif
W Lol rukyal bagaimana? Petani jagung yang berjasa
I We Corontalo sebagai penghasil jagung tidak menjadi
iy menikmati harga jagung dari mata rantai perdagangan,
Wl i eksportir. Sedangkan pekerja profesional dan

L]
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jumlah pengusaha tidak bertambah secara signifikan, yang ada adalah
kontraktor bergantung hidupnya pada proyek pemerintah, itupun kalau
pandai-pandai memposisikan dirinya pada saat Pilkada. Jika salah
mendukung, maka satu periode tidak mendapatkan “kue” dari penguasa.

Kontraktor dan pengusaha sangat berbeda. Jika kontraktor amat
bergantung dari program (proyek) pemerintah, artinya dia akan
melakukan proses produksi musiman, bekerja sekali dalam setahun
bahkan faktor produksi yang dimiliki relatif terbatas, seperti capital
land, technology dan  entrepreneurship. Sementara pengusaha,
ketergantungan terhadap pemerintah relatif kecil, kemampuan melakukan
produksi kontinyu yang didukung dengan faktor produksi yang memadai.
Baumol dkk (2010) mendefinisikan entrepreneurship yaitu setiap badan
usaha, baru atau yang sudah lama berdiri, yang menyediakan produk atau
Jjasa baru atau yang mengembangkan dan menggunakan metode baru
untuk memproduksi atau menyebarkan barang dan jasa yang sudah ada
dengan biaya yang lebih murah.

Dalam pengamatan saya, dengan mempersempit definisi di atas,
pelaku ekonomi di Gorontalo seperti pemilik toko-toko besar sangat
jarang dimiliki oleh etnis Gorontalo, lebih didominasi etnis Tionghoa,
Arab dan Bugis-Makassar, Bahkan supermarket yang ada di Gorontalo
semua dimiliki oleh etnis non Gorontalo, Walau saya sendiri tidak ingin
melakukan kategorisasi dalam kegiatan ekonomi, karena saya menduga
meski mereka yang sukses sebagai entrepreneurship non etnis Gorontalo
lebih merasa orang Gorontalo sendiri. Tapi ini fakta yang tidak dapat
diabaikan, dalam jangka panjang dapat memunculkan gesekan-gesekan
kecil sebagai akibat dari disparitas distribusi pendapatan antar golongan,
yang dapat merugikan kegiatan perekonomian Gorontalo secara
keseluruhan. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah
dengan mendorong lahimya pelaku-pelaku usaha dikalangan orang
Gorontalo sendiri,

Maenstream berpikir anak muda Gorontalo yang terlalu
political oriented perlu direduksi, ada banyak ruang yang kosong mesti
diisi oleh mereka, selain dunia kecendekizan terutama wilayah
kewirausahaan (enirepreneurship) lebih dikembangkan. Sebab ukuran
kemajuan suatu negara (daerah) samgat ditentukan oleh para pemilik
modal (pengusaha), atau wirausahawan, bukan politisi. Hal ini sejalan
yang diungkapkan oleh pakar enmsreprencur, David McCelland jumlah
wirausahanya paling sedikit 2 % dari jumlah penduduknya.

Merumuskan Model Ekonomi Lokal Gorontalo Sebagai Spirit Entrepreneurship (2

menyebutkan suatu negara akan mencapai tingkat kemakmi
Sementara itu, Ciputra salah satu enreprenenr terkemuka d
menyebutkan bahwa entrepreneurship adalah kunci menuju
negara yang maju, dengan merangkul entrepreneurship mer
negara mencapai ‘lompatan kuantum' dari Kkeputusasas
kemakmuran. Carl Schramm dalam pengantamya di b
Capitalism, Bad Capitalism; And the Ecomomics of G
Frosperity (2010), para entrepreneur memainkan peranan per
membanty kemajuan ekonomi, mereka menciptakan produ
baru, dan secara bersamaan membantu mendorong ekonomi e
menaikkan standar hidup lebih baik dan kemakmuran.

Meski tidak dapat diabaikan peran politisi Jjuga n
kontribusi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara {wi
proses politik (demokratisasi) yang tidak matang ju
menciptakan cawvimistik (merasa paling mampu) menjadi
yang akan merusak kondisi makro ekonomi. Gejala ini st
nampak di Gorontalo, semua kepala daerah baik pada level pr
kabupaten/kota mengklaim diri paling bisa menjadi gubernur. |
kebijakan lebih banyak berorientasi pencitraan, ketimbang per
secara substansial yang dapat mendorong perkembangan eko
mendidik generasi muda Gorontalo menjadi pengusaha.

Klaim success story pengusaha sekelas keluarga
Gobel atau Sandiaga Uno bisa menjadi figur untuk membe;
kewirausahaan di Gorontalo. Kita tidak lagi sekedar mem
mereka sebagai orang Gorontalo. Tapi bagaimana melahirkan |
pengusaha baru di Gorontalo itu sendiri sekelas mereka. Arifir
Rahmat Gobel dan Sandiaga Uno meski orang Gorontalo, tapi
dapat mengklaim bahwa mereka sukses karena orang Goronta
menjadi pengusaha besar bukan karena spirit ke-Goront:
dibentuk  oleh  lingkungan keluarga yang  memili
entrepreneurship. Pendidikannya mengarahkan kedunia usaha,
di Gorontalo sendiri background pendidikan generasi muda Jet
“berorientasi” atau “dioreintasikan” pendidikannya untuk bel
sektor pemerintah. Orang Gorontalo bukan tidak mem
enirepreneurship, di wilayah timur Indonesia seperti di Sulaw
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang menghuni pasar-pa
banyak orang Gorontalo. Bersambung!!
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memiliki Jinkage dengan sektor lainnya, misalnya penunjang industri parawisata  dengan perguruan tinggi, PT didorong membual inovasi dari produl

M. Amier Arham?* ftupun  didominasi oleh sekior jasa pemerintsh (belanja pepawai). Struktur  yang beragam melalui riset, pembiayaan bisa dari pemerintah daerah.
" . . ekonomi seperti ite mengindikasikan bahwa tidak dapat berharap dari sektor yang  dan inovasi perguruan tinggi dapat diterapkan oleh industri, jadi semua
A, ¢ Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG berbasis budaya. Atau mengembangkan industri kreatif yang tidak terlaln  Sebab selama ini terjadi keterlepasan (decowupling) antara pemerint

bergantung pada modal fisik, tapi lebih bersandar pada modal pengetahuan. perguruan tinggi dan industri dalam melakukan inovasi. Padahal
Kecenderungan ekonomi kreatif atau biasa juga disebut sebagai ecomomic  pengembangan salah satu pilar penting untuk mengembangkan perelon
knowledge makin tumbuh vang bermodalkan pada skl (kecerdasan). Dalam pada itu, Gorontalo yang meneguhkan visinya sebag
Karena itu grand design-nya pemerintah daerah perlu intervensi untuk  inovasi harus diperjelas. Visi bukan hanya milik gubernur, tapi dap
mengembangkan modal manusianya, hal ini sejalan pergeseran fokus  energi penggerak bapi semua level (kalangan). Pemahaman say
" pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengandalkan modal fisik, tetapi juga  dimaksudkan selalo membuat hal-hal yang baru atau melahirkan sesuat
; ; ; P : modal manusia yang menyanghut didalamnya pengetahuan, pengalamasn dan  dari yvang sudah ada, baik bersift sangible maupun fntangible. Atau se
hﬂr :"_::_.:__ h_umyﬁngﬂcwwﬂmﬁémhﬁﬁ keterampilan. Sementara itu, jagung yang terlanjur menjadi “brand” di Gorontalo  ditegaskan oleh Peter Drucker, inovasi adalah instrumen kb
R _ﬁ__.”._“wa__ e o e e e mmﬂﬁs perlu terus dikembangkan produksinya dengan tetap mempertimbangkan faktor  kewirausahaan. Jika itu acuannya maka kila rakyat Gorontalo patut be
sl mengharapkan kemajuan perekonomian suatu %m_.%. bila ekologl. }u&. memiliki value n_n.%ﬁ. m_mn_ﬁi pengolahan h.mms:m..msmw .ﬁaﬁm yang baru _& GE.Q,__E% *mnﬂﬁ.muumuu pola-pola _H_mww...m_.. pemerints
B Bekior pemerintah, Gelint ek i akan makin terasa jika keharusan dibangun. Sebab produksi jegung vang sudah berorientasi ekspor  publik masih begitu-begitu saja, atau ada sesuatu kebijakan yang

B Bhembang dengan bk vang tidak b fung dari proyek selama ini nilai tambahnya sangat rendah, serta dampak ganda {muftiplier effect)  menstimulasi kemajuan daerah, terutama pendapatan masyarakat? Jike
ANt ke holders, baik pemerintah maupun pergurean tinggi perly yong ditk el

weindl  seorang  entrepreniewrship  tidak hanya sekedar
Sl (il perl “pelembagaan™ untuk menjadi kuliur. Orang-orang
i mienjadi pedagang atau pengusaha, karena kultur mereka
e slstem gilda (kelerabatan, atau semarga). Secara sosial
W unluk mencari profesi atan bekerja pada seldor pemerintah

oo

lalu apa hasil inovasi ita? Gagasan provinsi inovasi yang pemnah dil
: . ey Sementara ftu, meski penyaluran kredit tetap tumbuh yang memmungkin -~ oleh Fadel Muhammad terinspirasi dari visi atau slogan dari beberaps
_"JH“,”nﬁqhﬂsa“ﬂwﬁaﬁmmﬂﬂsa_ Te H&Hﬂhﬂr dapat mendorong pertumbuban ekonomi, tapi lebih banyak pada kredit konsumiif, besar yang menglobal. .
s yang dapat melecukan gat. .Fﬂm:mm meskipun seperti perumahan, kendaraan dan konsumsi lainnya. Sementara penyaluran kredit ~ Patut diingat, visi schuah korporesi (perusahaan) akan e
it llal liberalisme-kapitalisme delam mengembangkan kegiatan uikuk kegiatan .HuEn_.EEw Emm._# sangat rendaly et I pensin baeg ol &EE:&E: ke interuglisasi nilgs-nilgi KiNponst yang EnEm&_u
B ik meninggalkan ajaran leluhurya (ajaran meiji, atau Gorontalo ...mHmE. lambat. Indikasi itu &ﬁﬁ _&_&R. nE.. uang yang .annunﬁ. dimana Emé.u&méﬂﬁﬁg H_uE.H.EE_.umBL Hnm_nﬂ_.m_
BRI sor! pemikiran ekonomi politik disebut teorl heterodoks, teari pecahan rupiah umumnya uang lusuh. Kredit investasi tidak jauh berbeds, masih  untuk merealisasikan capaian visi jauh lebih kecil, atan nyaris
! B (30100 caclons teast yane iesiveieed dar r,vnﬂ_ _.ﬂ_nm__ padahal investasi diharapkan &:E.n menyerap lenaga _ﬁm,am, Desain Sementara  pada organisasi publik n..ﬂu.._.._ﬂdqiE. .E..FF _UE.QU.
™ __.i_-__h:r.._ Dilans: Seocs i S elistorl-bi kebijakan untuk mengembangkan perekonomian daerah harus disesuaikan dengan  membentang untuk mewujudkan scbuah visi. Jika visi tidak dapat ¢
" . w_.:_.._:._n dan struktur sosial yang sudsh melembaga di kondisi dacrah, dengan terbatasmya peran swasta untuk u..n__.mmh_.m_ﬁ_ﬂa roda  maka ia hanva akan menjadi slogan. Visi dan slogan jelas sangat berb
t__-___.._.__.n b d: wﬂnnﬁh_n Eopd: I Hasit ?u.nﬁﬁ.ﬁﬁh: maaﬂﬁan peran pemerintah tentunya letap nﬁn._ﬁﬂ__ tumpuan. _.mzu.m._ﬂ_ﬂsuﬁrm: Eﬂis.m _u_,n.“_-u_,ns mﬁwaﬁ__ komunitas atau lembaga.
SaRth| yang lebih maju. I Didasarkan ﬁn@n _SE_.E. itu, _unnmn_ﬂ.um: pemerintah  selain memacu  saya, jangan sampai provinsi inovasi hanya sebush slogan kosong ¥
Sy R et ntindot yang dimiliki Gorontalo tidak dapat dinegasikan wﬁa&&.__mn:uz =._.m.mm¢._=!=_.._.:mu _unm.uu perhatian pada uﬂ.mn!.&ﬁmnﬂ _uﬁngnwnp: EnEvm:_mH, Eﬂﬂm.fw. wﬂﬂ.__mmn rakyat mE.E_Bru Jauh lebih
' nal manjedi penghambat kemanan; just dapat menjadi 1&53&.«-&15 .rng. dan industri rumah tangga. Sebab ini Eumm._&._ klasik, membumikan =:m.-=._3 E_E_ ketimbang g:mé..w:-:n.m:&ﬂ ¥
Hminy ljadi peng 4 ¥ industri jenis ini sulit berkembang karena minimnya akses pembiayaan dan  dengan slogan. Gorontalo seéjak dahulu kala memiliki adat istiadat ¢

- H__.__ _”__.s__”._ﬁ__.__ n.__wnam_ Ewﬂw n_”l:ﬂ_umm“”ﬁ.__ﬁ juga jﬁmﬂ pemasaran, serta kemampuan skill bagi pelaku usaha kecil dan menengah.  hidup yang bersandar pada agama (Islam) vang bisa menjadi guidance
BBask hiinynys scba Lsrosiaa Misride el nJEa,ﬂu_qs Ao Kelemahan itu tentu butuh intervensi pemerintah yang memadai, jika hanya Jika Malaysia menisbetkan dirinya sebagai “The Truly dsia” yang ses
i _*__“__.._________._*_ﬁw_..__._.._ﬂ_.m & B..m.._mE mwﬂ”aﬂﬂﬁ.<nﬁiﬁ3 st membiarkan mereka tumbuh sendin niscaya tidek akan besar. identitas lokal, kenapa Gorontalo malah cenderung menanggalka
_"_..._:____r, r_.z.__q__.z._mm Yy m___.mw kecil. Dengan semangal yang Apalagi mengharapkan mereka mampu ___m_.wmi.w. dengan produk-  lokalnya yvang depat menjadi keunggulan Iokal 105_5 peniug). T

- B Garunialo be e _.Hw_.cw :&.E__._,. ity Beskbambing produk dari luar yang sudah kadung menyerbu pasar Indonesia, setelsh ASEAN-  bangunan-bangonan perkantoran pemerintah di  Gorontalo ny
(¥ i TPaiang 1 Juga China Free Trade Arca (AC-FTA) mulai berlaku awal januari 2010, Pemerintah di ~ menyisakan identitas lokal, lebih mengadopsi bangunan kubah yang 1
" _H.:_:._z_::...:......:E_: s el e b tingkat kabupaten/kota tidak hanya menpadopsi keberhasilan dacrah lain, atau apa  white Aowse, pusatl pemerintahan Amerika?. lmlah (mungkin) ki
| terhundap nﬁswmmam_ng PDRB sangat kecil, masih yang dikembangkan di liar yang dianggep bethasil #n_.h:. tentu cocok  Provi .. ; .E.E&Em:m talinnya yue(g ksscpriivh, m._uﬁnmﬁ_u_uﬂa
_i B poviuninn :5.."._.";_ Hal yang sama, sekior jasa-jasa Em.m:. kexiil dikembangkan di Gorontalo. Tidak salah, dalam perumusan kebijakan masalah-  penyakit miopik dan menggunakan kacamata kuda schingga pengam
Ba yana perlu n__mnma_“_ piigkan muw ustri -industri kecil vang masalah pengembangan ekonomi  selain  diperlukan visi yang .E_E" Juga lerbatas!

y b pentingnya melibatkan perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah daerah bersimergi
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| twhun 1998 tatanan kehidupan masyarakat mengalami
I8 ruilikal, Reformasi difahami sebagai bentuk kebebasan
Wilutas, semua orang dengan leluasa mengekspresikan
I__.__ tanderung destruktif, Fungs lembaga negara terutama
| iakalah hukum dan keamanan seolah tak berdaya diantara
WERakan yang kerap terjadi. Kekerasan yang terjadi di Tarakan
i I iipun yang terjadi di depan Pengadilan Jakarta Selatan
batnpn tak berdayanya aparat hukum. Dari rekaman
pembakar rumah di Tarakan dengan santainya datang
Wke tajam, mengangkat drum yang mungkin berisi bahan
preman yang beraksi di jalan Ampera Jakarta Selatan pun
#iln yang membawa senjata apl semua terjadi di depan
i Wighap, tidak ada upaya pencegahan sama sekali.
w Hha Inl menjadi bangsa yang pemarah? Dugaan saya ada dua
bwikaltan dengan masalah-masalah penegakan hukum,
e, kedio ketimpangan distribusi pendapatan. Persoalan
B Misp mencederai rasa keadilan masyarakat seolah sudah
BINRN, penegakan hukum menjadi tumpul jika menebas ke
8 menladl tajam jika menebas ke bawah. Makin tergerusnya
I Medyarakat terhadap penegakan hukum, lalu mereka
Il dengan membentuk kelompok atau memanfaatkan

laysan terhadap aparat hukum sangat rendah karena
Hiigan masalah Internal, seperti makelar kasus. Kondisi ity
Pk modal yang memilikl lahan-lahan kosong di kota-kota
Wi ayakan kepada kelompok preman untuk menjaganya,

Bwriel waielirl, tapl saya menduga sebagai akibat darl

._:_: I8 pendapatan, bahkan merupakan penyebab utama.
W damrah  yang dijalankan  tidak  membuat

thlo Post, 27 Oktober 2010

ketimpangan makin membaik, Jakarta tetap menjadi tumpuan utama
mencari pekerjaan bagi usia produktif. |dealnya otonomi  daerah
memberikan kebebasan bagi daerah untuk berkreasl agar kapasitas
perekonomiannya makin besar, dampaknya terhadap penyerapan tenaga
kerja, Tapi itu semua sulit terwujud, desentralisasi menyuburkan praktik
korupsi dan memelihara perilaku miskin bagi rakyatnya. Dalam kondisi
miskin mereka gampang dipelihara untuk dijadikan basis massa menghadapi
Pilkada melalul praktek money politic. Kondisi ini dibjarkan tumbuh subur,
karena umumnya bupati/walikota maupun gubernur tidak akan melepaskan
kekuasaannya dan penguasaan resources. Jika periodenya habis, jabatan
dialihkan ke istri ataupun anaknya. Proses rekrutmen pegawal pun penuh
dengan kecurangan menggunakan uang sogok sebagai modal tambahan
untuk pemblayaan politik. Sementara yang tidak punya akses di pusat
kekuasaan atau uang sogok tidak ada, mereka terpinggirkan menjadi
pengangguran. Tengok saja di daerah manapun, hampir semua PNS memiliki
pertalian keluarga dikantor SKPD, apalagi yang direkrut lewat jalur honorer
(data base).

Ditingkat pusat, pemerintah terlalu sibuk membangun pencitraan, klaim
pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sekitar 6 % tidak memberikan
dampak secara signifikan terhadap berkurangnya disparitas distribusi
pendapatan masyarakat, Klaim angka kemiskinan terus menurun, meskl pun
serapan tenaga kerja di sektor formal sangat kecll. Kondisi ini
menggambarkan struktur ekonoml mengalami keterlepasan [decoupling)
antar sektor. Penyebabnya, pertumbuhan ekonomi lebih didominasi dari
sektor non tradeable, seperti telekomunikasl, pertambangan dan keuangan.
Sektor-sektor ini lebih mengandalkan copital intensive ketimbang lobor
intensive turut memperparah  ketimpangan distribusi pendapatan
masyarakat. Data makro statistik memang menunjukkan penurunan angka
kemiskinan, tapl serapan tenaga kerja sektor formal kecil, berbanding
terbalik serapan tenaga kerja sektor Informal makin meningkat sekitar 75 %.
Pelaku ekonomi sektor informal merupakan underground economy yang
tidak tercatat dalam PDB.

Pada sektor keuangan sendiri semakin membaik, arus modal masuk {capital
Inflow) asing ke Indonesia makin besar, t

Membaiknya sektor ini w.._rmz sesuaty yang :..m:mmmis_qum_.r mm_uw_u
termasuk kategeorl hot money yang bersifat jangka pendek, setiap saat
mudah terbang (capital flight) jika kondisi dalam negeri kurang mendukung.
Kondisi ini pun sudah diingatkann oleh lembaga keuangan internasional

Kekerasan dan Ketimpangan Ekonomi

seperti IMF dan Bank Dunia agar arus modal yang besar h
resikonya dapat menggerus devisa untuk melakukan inte
hanya menguntungkan kelompok kecil masyarakat yang
kaya. Situasi seperti inl makin memperburuk distrib
lapangan kerja terbatas sehingga angka penganggurar
tumbuh.

Menengok kembali masalah kerusuhan, umumnya pela
kategori usia produktif, bahkan usia remaja yang aktifitasr
ujung gang atau perempatan dari pagi sampai sore, sob
tidak ada pekerjaan tetap. Kerumunan-kerumunan seperti |
diplcu, apalagi jika dalam kondisi tidak sadar pengaruh dar|
sebagaimana pemicu awal kekerasan yang terjadi di

akumulasi berbagai persoalan terutama masalah ekonomi,

makin hari mereka terpinggirkan darl panggung kekuasaan.

Gejala menjamurnya preman dan gelandangan bukan tu
pemalas, tapl makin sulitnya mencari lapangan pekerjaan
pemilik modal dan penguasa lokal cenderung memang mer
kecenderungan seperti ini membuat mereka terbiasa hid
menunggu jatah darl yang menguasai resources |
demonstrasi dukungan terhadap tokoh lokal atau bupati/v
gubernur yang tersangkut dengan masalah hukum dapat

jelas. Ada banyak bupati/walikota kendati sudah divonis mi
(menggerogoti APBD) masih mendapatkan dukungan dan pi
membabi buta darl massa yang sudah jadi peliharaan

pemimpin seperti ini bahkan masih dapat memenangkan
memiliki modal {uang) besar sebagian dari hasil korupsi unt
massa,

Yakin saja, orang yang memiliki pekerjaan tetap, setidak:
bulanan niscaya tidak akan mau berleha-leha nongkrong sef
gang atau jadi preman untuk diperalat menjaga kepentingan
di daerah. Untuk mereduksi kekerasan massif, serta pember
juga tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian sendiri, hai
kebijakan dari pemerintahan secara keseluruhan. Pemerin
sekedar membuat program instan seperti PNFM Mandiri, Ba
Tunai dan sejenisnya. Tapi sektor rill harus dihela dengan ke
industrl yang mengandalkan lobor intensive. Sementara

daerah harus lebih serius mensejahterakan masyaral
membuat program yang dapat menggerakkan mesin ekono
memberikan dampak terhadap serapan tenaga ker|a,
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WUMN, tjuannya ada dua, yakni ontuk
. sl soslal, Karepa it korporasi (badan
N Dlek bwlal semals mendatangkan profit, tapi
N feigerribang misi sosial untuk menyediakan
yowle), seknligus dapat mengatasi kegagalan

biibuny usahn yang dikelola pemeriniah gagal
L Jusi memberatkan  kevangan negara, melalui
il el badan usshs menjadi beban pemerintah,
Ml Wl ekonomi klasik maupun neo-klasik
ol Wik perli Ikut campur dalam kegiatan ekonomi,
B nr. Potensi konflik interest juga tinggi, sebab
Sehallgin, rgulator dan operator.
JUls Wt diperparah karena badan usaha ini di bawah
i Ungpl negarn, pengelolaannya harus didasarkan
s Wi, Intervensi politik tidak dapat dihindari, pada
S petulian” partal, atau penguasa, Minimnya profit
b Wil ferun menggerogoti keuangan negara. Jauh
i Wsidii bl tidak sehat, pengelolaannya pun masih
PiMpiarile governance,
LRHAI, torkuilal dengan krisis moneter tidak ada pilihan
1 Iniian IMF untuk membantu mengatasai krisis,
U0l yng hweus dipatihi debitur yang ditvangkan dalam
] ﬂ.__::__:_ ndalah melakukan privatisasi BUMMN,
L el dulam kegiatan ekonomi. Bahkan komoditi
hitlsine  pusar, Privatisasi tentu baik, melepas
ik lali (publik), selain memperbesar kepemilikan
! pualslik mnkin kuat sehingga kincrja BUMN, atau
_, dhat wesunl prakick-prakiek korporasi yang baik.
.__. sl privatlsasi di Indonesia tidak hanya sekedar
l klnetfmnyn mokin membaik, tetapi juga dibebani
i APHN, Haosil privatisasi dijadikan sebagai salah
il i cgara, selain berharap dari penjualan
B el Leorinyn, hasil privatisasi sebuah korporasi
Wl i o ni sudah di luar teor, pada akhimya
bl wsahn (porbankan) yang masuk ke dalam
Ptk Nasional (BPPN), dilakukan privetisasi

g
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Kebijakan Privatisasi BUMN, Apa yang Salah?

(jual) secara massif, bahkan dibawah harga indikatf, setelah dilakukan
restrukturisasi dan “perawatan intensif”.

Bank-hank swasta nasional yang besar semua menjadi kepemilikan asing, yang
tadinya mengidap penyakit kronis, setelah sehat kemudian dijual. Idealnya, justru
badan uszha yang sakit tapi memiliki prospek yang dijual, bukan yang sudah sehat
dijual, dengan harga relatif murah. Dominasi asing di perbankan nasional, turut
memperparah disparitas penyaluran kredit, sebab mereka lebih fokus di Jawa saja.
Selain itu tenaga kerja professional makin didominasi para ekspatriat, sementara
rakyat Indonesia cenderung menjadi buruh kasar di rumahnya sendiri,

Kondisinya tidak jauh berbeda denpan BUMN itu sendiri, meskipun sudah ada
perubahan  kebijakan BUMMN tidak terlalu dibebani lagi untuk menyetor
devidennya kepada pemerintah. Tapi program privatisasi BUMN vang terus
berlanjut menyisakan banyak masalah, Jauh sebelum diprivatisasi, BUMN yang
akan [listing (privatisasi) terus digenjot untuk melakukan restrukturisasi dan
profitisasi, sehingpa pada saat [kitial Public Offering (IPO) cukup menarik minat
pembeli. Termasuk BUMN vang sudah listing di bursa efek didorong untuk terus
melakukan right issae (menambah penjualan saham). Masalah yang timbul
setidaknya dapat dilihat beberapa BUMN ketika melakukan [PO ditengarai dijual
di bawah harga indikatif, seperti kasus Indosat. Selain itu penjualan asset negara
terindikasi dijual murah, seperti penjualan kapal tanker pertamina.

Kontroversi privatisasi BUMN setidaknya dilihat dari dua masalah pokok,
pertama berkaitan dengan harga jual yang kerap ditengarai terlalu murah, dan
kedua porsi kepemilikan saham pemerintah, terutama di BUMN strategis vang
menguasai hajat hidup orang banyak, beralih kepemilikan ditangan asing.
Kontroversi penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Fte Lid anak
perusahaan Temasek Singapura yang menguasai banyak perusahaan di Indonesia
melingkupi kedua kondisi di atas.

Temasek juga memiliki saham di Telkomsel, operator seluler terbesar di
Indonesia. Dengan  demikian, perusahaan pelat merah dar Singapura ini
menguasai saham di pasar telekomunikasi. Pada akhimya dicium oleh Komite
Pengawas Persaingan Usaha (KPPLY, Temasek terindikasi melakukan praktek
meonopoeli di sektor telekomunikasi (Indosat dan Telkomsel).

Tulisan ini bukan bermaksud membahas secara detail pelanggaran monopoli, tapi
ingin menunjukkan titik kontroversi model-model privatisasi BUMN selama ini,
terutama Indosat, Semen Gresik dan yang sekarang lagi menghan

gal Krakatau Steel, Temasek, lewat anak perusahaannya Singapore Technologies
Telemedia Pte Ltd, yang memenangkan divestasi 41,94 persen saham Pemerintah
Indonesia di Indosat senilai Rp 5,62 triliun (Rp 12,950 per saham) pada lahun
2002, Setelah dinyatakan bersalsh oleh KPPU karena melakukan praktek
monopoli, dikuatkan oleh putusan pengadilan diwajibakan membayar Rp. 15
miliar (Kompas, 9 Juni 2008). Bagi Temasek Holding Ple Lid, dari pada
membayar kepada pemerintah Indonesia, mereka lebih memilih untuk menjual
kepemilikan sahamnya di Indosat Thk.,, sebesar 40,8 persen

sgham Indosar Thk milik Asia Mobile Holding Pte |
Telecom (Qtel) senilai 2.4 miliar dollar Singapura at
16,8 triliun dengan kurs Rp 9.300). Time lag selama |
mendeszk pun dapat dijual dengan harga yang fantast

Kasus Krakatau Steel:

Privatisasi Krakatau Steel (KS) vang juga memant
bahkan Amien Rais menyebuinya privatisasi Krakat
skandal Bank Century. Sebagian pihak menengarai s
mengulangi kasus Indosal dengan menjual BUMN di
Meneg BUMN menegaskan bahwa proses privatisa
proses persetujuan oleh DPR sudah berlangsung lam:
pemeriniah (Demokrat) menyokong langkah Meneg
KS sesual mekanisme yang benar. Penjualan Indos
berbeda dalam hal untuk mendapatkan modal, In
sementara  Krakatau Steel lewat IPO. Sehingga
dibandingkan.

Bagi saya, vang menjadi persoalan bukan pada mek
jualnya yang amat rendah, Rp. 850, per saham. Harga
bawah harga indikatif yang ditetapkan sebelumnya d
per saham. Padahal dalam hitung-hitungan, harga pros
mencapai Rp. 2.000,, per saham. Angka moderainya
dikisaran Rp. 1.000., per saham stau harga yang mend
Target Kementerian BUMMN saham perdana K5 akan
publik, atau sebanyak 3,15 miliar saham, sehingga de
sebesar Rp. 2,6 T. Sementara jika harga kisaran Rp.
dana sebesar Rp. 3.15 T, berarti ada potensi loose seki
Pertanyaannya, kenapa dianggap murah? Selain pros
meningkat, kondisi makro ekonomi juga semakin n
masuk ke Indonesia terus naik, saham-saham non w
para investor. Dengan makin membaiknya makro
domestik maupun internasional terus fumbuh, Denga
sebesar Rp. 850 per saham pada masa penawaran aw
calon calon investor ritel terus berjubel mengantre unt
produsen baja ini. Ini indikasi awal, bahwa saham K
murzh. Layaknya, prinsip ckonomi semestinya d
permintaan (demand) harga makin meningkat {mahal
salah, KS memang butuh modal untuk meninghkatk
memenuhi kubutuhan baja dalam negeri, terutama |
makin agresif, tapi harga yang pantas dan wajar.
kesalahan berulang kali? Hanya keledai vang selalu
samal.
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AN Yokyakarta, termasuk posisi
. \kap sebagai Gubernur dan Wakil
| perdebatan  hangat. Pemantik
i darl episentrum kekuasaan, istana
i Yudhoyono memercikkan api pro
Hilak mungkin dalam sebuah negara
. lokal menganut sistem monarki

hinyntaannnya memang, Gubernur dan
Whaie pelama ini  ditetapkan sebagai
yung didapatkan karena pertimbangan

.

1__:_______..__._: mengenai isu ini, tapi secara
Beaimya, UUD 45 mengakomodasi
.. fipl disisl lain juga mengharuskan
il wocara demokratis. Saya tidak ingin
hibatan itu, tapi dalam amatan kita ciri
wlahy presiden tidak semuanya benar,
ying diterapkan di Yokyakarta semua
i UL dan aturan yang ditetapkan oleh
i daerah maupun pengawasan sebagai
, fiikrasl semua berjalan di Yokyakarta.
lan prrvmen politik di Yokyakarta berjalan
| Yubyakaria merupakan daerah yang paling

bl

BbApan monarki yang ditujukan kepada
wnidnikon polemik. Setidaknya dalam
WMl slsler monarki berarti menggenggam
Ml #hau kopals pemerintahan secara turun
| buliniga raja (pemimpin). Kepemimpinan
Wlak il necarn luas, atau kepemimpinan raja
0 bl penjadi hak mutlak, dan biasanya
B swlalul pemilihan, meskipun ada juga
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sistern monarki mutlak kepala negara dan kepala pemerintahan
sekaligus.

Mungkin presiden lupa, bahwa fenomena Pilkada baik
untuk level bupati/walikota maupun gubernur ada semangat
“monarki” yang lebih berbahaya, dalam jangka panjang akan
merusak tatanan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi jangan
hanya dipahami secara sepihak atau dangkal, bahwa kepala daerah
yang dipilih secara langsung belum tentu bersifat demokratis.
Perilaku elit politik di daerah selama otonomi daerah berlangsung
justru melahirkan banyak raja-raja kecil yang perilakunya sangat
monarki dan anarkis meraih kekuasaan, Perilaku hidup mewah
seperti  kaisar dan pangeran dengan terang benderang
diperlihatkan. Umumnya kepala daerah ketika pertama berkuasa
kebutuhan pribadinva didahulukan melalui pengadaan kendaraan
mahal, rehab rumah jabatan, rehab kantor. Atau daerah pemekaran
baru, yang pertama dibangun rumah dinas dan kantor sebagai
simbol pusat kekuasaan, sementara pelayanan publik maupun
pembangunan infrastruktur dasar sebagal overhead socinl tidak
menjadi urgen.

Setelah berkuasa satu periode, hasrat untuk berkuasa
kembali makin kuat. Mereka menikmati “kerajaan” itu seoclah
menjadi milik dan keluarganya, tidak sedikit suami menduduki
jabatan bupati/walikota atau gubernur, istri pun ikut mengatur
kedudukan dan jatah "kue” dipemerintahan suaminya. Selama
menduduki jabatan kepala daerah yang terpikir bagi mereka
mengumpulkan harta (rent seckers) sebanyak-banyaknya untuk
digunakan pembiayaan politik periode berikutnya. Jika perlu untuk
memperkuat posisi kekuasaannya, istri, suami, anak  atau
menantunya disisipkan di partai politik. Karena itu tidak
mengherankan ada beberapa daerah suaminya bupatifwalikota
istrinya pimpinan dewan.

Fenomena Pilkada yang sudah berlangsung, juga makin
menunjukkan perilaku monarki, seperti istri menggantikan posisi
suaminya karena sudah dua periode menjabat bupati/walikota, atau
anak menggantikan ayahnya sebagai kepala daerah. Tentu saja
sepanjang dipilih secara “demokratis” tidak ada masalah istri
menggantikan suami, atau anak menggantikan ayahnya. Akan

Monarki Pemilihan Langsung Jauh Lebih Berbahaya

tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, kepala daes
berkuasa (incumbeni} umumnya diraih dengan berbagai
diluar kaidah-kaidah demokrasi. Sebagai incumbent ya
mewariskan “tahtanya” kepada istri atau anaknya posisin:
divntungkan, karena menggunakan kekuasaan dan ja
untuk mempengaruhi para pemilih dengan menggerakk
birokrasi, simultan dengan mesin politik.

Sebagiana besar kondisi masyarakat yang
pragmatis, proses pendidikan polittk makin minir
kencenderungan untuk memilih bagi calon kepala daes
punya modal. Pertanyaannya, siapa calon yang pal
modalnya? Sudah pasti incumbent, modal vang dimiliki
besar dari hasil perburuan rente selama berkuasa atau m
sponsor (pengusaha). Semenetara calon kepala daer
memiliki kapasitas tapi tidak punya modal besar, jangan ha
dipilih oleh rakyat. Fenomena lain yang dapat ditangk
justru menyuburkan perilaku politik monarki di daeral
bupati/walikota dengan pimpinan dewan kakak berac
bahkan ada daerah di NTB kepala daerah dan wakilm
beradik. Nalar sehat, dan nurani yang bersih tentu :
menerima atas fenomena ini. Pertanyaan penting yang
ajukan, kepemimpinan seperti ini apakah bukan monarki?

Anggapan saya ini adalah model kepemimpinan
dalam bentuk lain yang justru merusak tatanan demokras
olah tidak ada lagi orang lain yang bisa menjadi kepala dae
memang sermua pintu munculnya kepemimpinan alternati
rapat. Sebagai dampak dari makin dikuasainya semua reso
penguasa atau raja-raja kecil di daerah. Dalam proses
langsung juga semestinya menjadi perhatian serius oleh pe
pusat, yakni makin massifnya money politics dalam proses
langsung, atau memanfaatkan jabatan dan fasilitas negars
jabatan dengan segala macam cara jelas sangat bertentanga
proses demokrasi. Lalu kenapa hanya mempersoalkan
Yokyakarta yang sudah terbukti berjalan efektif dan k
Sementara kebanyakan daerah yang dianggap kepala d.
dipilih langsung oleh rakyat justru tidak kondusif,



UUMKM menunjukkan bahwa sektor ini sangat
ks ehagai tulang punggung perekonomian nasional,
Wl moneter tahun 1998 dan krisis global 2008
Wlll nasional (mudti national comparny) banyak yang
i nektor UMKM tetap bertahan, malahan tumbuh,
M wipek kebijakan, seringkali kurang mendapatkan
il yang besar, justru MNC menjadi anak kesayangan
Wbt triliunan rupiah pada saat rontok.
W dirl pengalaman dua krisis sebelumnya, sejumlah
Milar bahwa peranan UKM sangat strategis dalam
il pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, negara-
i, termasuk Amerika Serikat, mempercepat layvanan
n sl terhadap pelaku UKM. Dari segi kontribusi,
memberikan konstribusi terhadap perekonomian
W1} sudah lebih dari 50 %, bahkan tahun 2010 diprediksi
| transaksinya.
kondisi ini, UMKM tidak dapat dianggap remeh
Il penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian
IIMKM menyebutkan, sampai saat ini jumlah populasi
Hipn) 49,8 juta unit usaha atau 99, 9% dari total usaha di
Nimilah penyerapan tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta
#1,1% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dari
M, pemerintah pusat, juga sebagian besar pemerintah
Mionjot program-program pemberdayaan masyarakat,
Winlngkatkan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
! tiliun untuk menjamin kredit lunak sebesar Rp. 20

Wl wiyangnya, program ini kurang berjalan maksimal
Wilapkan pada berbagai kendala. Kondisi geografi dan
Wilnp daerah berbeda, sehingga akses informasi tentang

Wi (an pemasaran produk UMKM cukup menyulitkan.

i webagian pemerintah daerah, program pengembangan

Wiy nebatas lipservice sebagai pencitraan keberpihakan

i konomi kecil pada saat kampanye Pilkada. Setelah

luri rent seckers, sebagian kepala daerah kurang

1 UMEM sebab kurang mendatangkan manfaat

pengembalian pembiayaan kegiatan politik.

LIMKM di daerah, masih banyak kendala, kendati

ierah) sudah berlomba-lomba menerapkan "one stap
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services". Selain kualitas produk dan manajemen pengelolaan untuk
melakukan inovasi masih rendah yang sebetulnya butuh bimbingan
pemerintah daerah.

Sebagian kepala dacrah masih berkeyakinan, bahwa
perekonomian di sektor industrilah yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini tidak salah, tapi realitasnya
menunjukkan bahwa berharap investasi untuk industri besar (sektor
riil) saat ini sangat sulit. Uang (investasi) yang masuk ke Indonesia
memang mengalir deras, akan tetapi lebih banyak terserap ke sektor
keuangan, terutama memburu SBI. Industri perbankan tidak jauh
berbeda, lebih merasa comfortable menyimpan vangnya di SBI
ketimbang menyalurkan kredit ke UMKM yang dianggap memiliki
resiko tinggi. Kendati BI sudah menurunkan BI rate pada posisi 6,5
%, tapi bunga kredit perbankan masih di atas 10 %. Selain investasi
di sektor keuangan, investasi di sektor telekomunikasi dan mining
masih menjadi primadona. Jenis investasi vang terakhir ini, tidak
merata kesemua daerah, hanya provinsi yang memiliki kekayaan
5DA yang dapat menikmatinya,

Tidak salah kemudian, pemerintah daerah terutama yang
miskin SDA harus menggenjot pengembangan sektor UMKM yang
sudah terbukti mampu memberikan kontriubusi yang tidak sedikit,
termasuk penyerapan tenaga kerja. Upaya dan road show gubernur,
bupati/walikota sampai keluar negeri untuk menggaet investasi
masih sangat sulit dalam realisasi, karena banyaknya hambatan
investasi yang terkadang tidak disadari pemerintah daerah. Daerah
yang minim SDA, harus lebih fokus pada pengembangan UMKM,
karena itu lebih realistis.

Pada tingkat pemerintah pusat, sudah banyak program yang
ditelorkan, tapi sinergi dengan pemerintah daerah belum sejalan
secara optimal. Karena itu, tidak mengherankan kemudian laporan
"Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepeneurs" yang
dirilis oleh International Finance Corporation (IFC) dan World

UMKM Anak Tiri yang Menghidupi Perekonomian Nasional

Bank menempatkan Indonesia pada posisi 121, melorot
sebelumnya berada diperingkat 115 dari 183 negara yar
Laporan ini merupakan yang ke-8 dari rangkaian laporai
yang dipublikasikan oleh mereka dengan menilai as|
regulasi bisnis kunei untuk perusahaan lokal,

Peringkat dibuat berdasarkan 9 topik yang di
berbagai indikator. 'Doing Business 2017’ i meliputi pel
2009 hingga Mei 2010. Sembilan indikator itu adalah:
bisnis, berkaitan dengan izin konstruksi, pendaftaran prope
kredit, perlindungan investor, pembayaran pajak, perdagan
batas, pelaksanaan kontrak dan penutupan bisnis. Dari
indikator usaha yang dijadikan dasar penilaian 'doing
Indonesia, enam indikator menunjukan penurunan yakni pe
properti, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan
investor, pajak, kontrak usaha, dan penutupan bisnis. T
dianggap paling buruk adalah akses kredit, dan sedikit m
kenaikan (perbaikan) adalah permulaan bisnis. Hasil inj 1
bertolak belakang dengan hasil survey dari World Econom
yang merilis peringkat daya saing Indonesia meningkat d
ke 55 naik pada posisi ke 44. Survey yang terakhir cukup di
dengan baik oleh pemerintah, sementara survey IFC
pemerintah sepertinya kurang happy.

Apapun hasil survey tentang daya saing Indones
diterima dengan terbuka sembari terus melakukan perbai
investasi bisa terus mengalir. Jangan hanya mau meneri
survey vang baik-baik saja, karena itu tidak akan me
semangat melakukan perbaikan. Pada tingkat lokal, pe
daerah memiliki kewajiban untuk terus membenahi pelay:
menciptakan iklim usaha yang kondusif Selama ini, pe
daerah terlalu bergantung transfer dan bantuan dari pe
pusat, bertumpu pada supply side, artinya pemerintah |
sebagai produsen dan bersedia menciptakan barang dan ja
menggerakkan perekonomian, kegiatan ekonomi daers
banyak bergantung dari pemerintah. Sementara penge:
ekonomi lokal dari demand side kurang diperhatikan,
konsumen (rakyat) dan permintaan mereka untuk barang
merupakan penggerak utama ekonomi. Salah satunya sektor
yang berbasis lokal, terutama kegiatan ekonomi kreatif ser
terus didorong sebagai engine of growth ekonomi.
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_l 1| il berbagai negara masih saja terus terjadi,
i seolah tidak mengenal perikemanusiaan.
lingan Suyati karena membunuh majikannya
Mimyarnkat yang care terhadap kasus ini. Jika
il muncul, terutama jika menjadi Aeadiine
N pemerintah seolah sigap, terkesan sangat
ek yang mengalami kekerasan. Sehingga
! penanganan  yang reaktif, ibarat pemadam
Ik torfndi kebakaran. Setelah padam apinya, para
I M markas mercka, dan sepanjang tidak ada
honyak berdiam diri,
i, TKhW dari Dompu NTB yang mengalami
Wi il gunting oleh majikannya di Arab Saudi, serta
Rumalasari TKW dari Cianjur kemudian jasadnya
il yang mencuat akhir tahun lalu bukan kasus
Postiwn yang memilukan ini menggambarkan bahwa
sulah tidak memiliki martabat sama sekali, jika ia
[k sekalipun semestinya tidak diperlakukan seperti
' " Iitl sudah berulang kali terjadi, bahkan kasus yang
_..._. Wiiyn sajn tidak terekspose secara luas oleh media.
e Muyatl, dar segi usia, merunut pada aturan
W Uik dibolehkan lagi menjadi TKI, ia menghadapi
eilih seorang dird, karena negara tidak hadir di sana.
1 funcung, pemerintah tidak mengetahui sama sekali,
W pesldengan kendati diklaim oleh pemerintah sudah
kum. Tapi faktanya keringanan hukum tidak
. mengindikasikan perhatian terhadap Suyati
bertanggungjawab  tidak maksimal karena upaya
b wln, wehingga pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi

sk

i Wawis 1K1 serupa muncul seperti ini, tipikal pemangku
isllat Hidah, tindakannya defensif membela diri seolah
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Kekerasan Terhadap TKI, Akar Masalahnya Kemiskinan dan
Lemahnya Perlindungan (1)

sudah berbuat, bahkan ada kementerian yang menangani masalah ini
menterinya rajin mengiklan diri setiap usai menandatangani MoU tentang
ketenagaketjaan sebagai bukti "keberhasilannya” membenahi regulasi
ketenagakerjaan. Namun begitu masalah TK! muncul, pihaknya
menganggap bahwa yang memiliki jangkauan kewenangan pelaksanaan,
lembaga lain. Kasus pemancungan Suyati, sudah direspon oleh presiden
meski sangat terlambat bila dibandingkan respon terhadap permasalahan
yang mendera diri dan keluarganya, seperti SMS fitnah, pemberitaan
negatif dari media asing, atau merasa jadi sasaran teroris.

Ini indikasi bahwa pemerintah begitu lemah memberikan
perlindungan terhadap warganya, diplomasi terhadap negara tujuan
pengiriman TKI begitu lemah, terutama TKW yang berprofesi sebagai
pekerja rumah tangga (pekerja migran). Padahal mereka sangat berjasa
mendatangkan remitansi (devisa) terhadap negara, karena itu
disandangkan gelar, TKI sebagai pahlawan devisa. Berdasarkan data
Worl Bank, pada tahun 2009 remitansi yang didatangkan para TKI di
luar negeri memberikan kontribusi sekitar 1,3 persen terhadap PDB atau
sekitar 6.793 dollar AS. Keberadaan mereka menyumbang remitansi
terhadap negara asal dan ekonomi global, Sangat signifikan peran
mereka, sekali pun hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga
memungkin produksi barang dan jasa, implikasinya terhadap perputaran
ekonomi global terus beralan,

Dampak ikutan ekonomi atas kehadiran mereka cukup luas,
menggiatkan bisnis perbankan, pengiriman barang dan uang, industri
penerbangan dan firma hukum. Kondisi ini tentu saja menggiurkan
banyak pihak, tidak hanya bagi TKI itu sendiri akan tetapi juga banyak
berkepentingan, terutama Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(PJTKI). Jumlah PJTKI terus mengalami penambahan, jasa TKI (pekerja
migran) sepertinya menjadi “tambang emas” buat mereka. Calo dan
kepanjangan tangan para PJTKI bergentanyangan keluar masuk
kampung. Tempat-tempat sasaran beroperasi mereka di kampung-
kampung jumlah penduduknya relatif padat, dan di kantong-kantong
kemiskinan. Mereka beroperasi mencari calon tenaga kerja dengan
menjanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

Di tengah himpitan ekonomi, dan lingkaran setan kemiskinan
terus melilit tidak ada pilihan lain, tawaran itu cukup menggiurkan,

Kendati para pekerja migran (TKW) meninggalkan anal
selama bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan hasil survey
remitansi TKI yang dirilis oleh Bank Indonesia, bahwa mot
para pekerja migran yakni mencari penghasilan yang
mengumpulkan modal untuk membuka usaha, menambah
karena penghasilan suami kurang, terbatasnya lapangan p
diajak tetangga, teman atau keluarga.

Jika ada pilihan lain profesi yang dapat di
mencukupi biaya hidup mereka, menjadi buruh migran
menjadi pilihan, Pekerja migran yang bekerja di luar n
banyak resiko dan pengorbanan, tapi kenyataannya tidak daj
karena tuntutan ekonomi. Selain alasan ekonomi, pekerja m
karena ada faktor pendorong dan penarik di dalamnya. Kh
menyebutkan bahwa fenomena buruh migran tak uba
urbanisasi, faktor penariknya peluang kerja di luar negeri
contch pendahulu yang "sukses”. Sebaliknya, lapangan
desa, kemiskinan dan marginalisasi menjadi faktor pendoron

Asumsi saya, faktor pendorong dan penarik ds
dengan cara menghentikan pengiriman TKI (pekerja m
sektor non formal, karena merekalah yang rentang terhada
Cara lain dengan membangun indusiri pertanian, atau
lapangan kerja di desa. Tapi sayang pemerintah, melalui Me
Kerja dan Transmigrasi berasumsi bahwa menghentikan
pekerja migran "melanggar” hak azasi manusia untuk |
pekerjaan. Tanpa di sadari bahwa pemerintah justru lalai
gagal memberikan penghidupan yang layak bagi
pemerintahlah yang sesungguhnya melanggar hak azasi masy

Ia lupa bahwa menjadi pekerja migran dipilih kare
lapangan kerja di desa mereka, indikasinya bisa dilihat seks
nasional angka kemiskinan terus menurun, namun pad
bersamaan angka kemiskin di pedesaan justru meningkat, M
kemiskinan di pedesaan sebagai akibat makin menurunnya
sektor pertanian (baik lahan, maupun petani). Demil
kepemilikan lahan makin menyusut, rata-rata kepemilikan
petani saat ini sekitar 0,25 Ha. Pembangunan yang ferus
justru membuat mereka makin terdesak (terpinggirkan). Bers
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Kekerasan Terhadap TKI, Akar Masalahnya Kemiskinan dan

Lemahnya Perlindungan (2)

berupa lahan dan perumahan dijual den kembali menggeluti pekerjsannya semula, pembantu rumah langga dilusr negeri adalah 21 tahun, Tapi ayatanya ban;
Kechadiran  Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  dibutuhkan  disini, dibawah 21 tshun dipekerjakan melalui perdagangan manusia [rrafick
menyambungkan kepentingan dacrah asal dan daserah tujuan transmigrasi. Meskipun bekena diluar negeri dengan memanupulas umur mereka
urusan ketenagakerjaan berbasis tansmigrasi sudah diserahkan ke daerah, tidek berarti Sementara peristiwa kekerasun yang mendera pard pekerja
kementerian ini membiarkan begitu saja. wilayah timur tengah, juga menunjukkan titik lemah pemerintah karen:
perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan pencmpatan TKW. Peki
Lemahaya Perlindungan TKI L hanya dihubungkan dengan penyalur tenaga kerja melalui agen. Status pek
Kematian, kekerasan dan pemancungan para pekerja migran manped TKE  niuk pekerja rumah tangga dianggap urusan internal rumah tangea bagi 1
SECara E&E.:._.E =su._r tetap EEE_. Bahkan ada 23 kasus yang sama dialami  yorena pekerja migran bukan dianggap sebagai pekerja (buruh). Pena
semacam Suyati menanti di Arab Seudi. Scharusnya lembaga vang menangani mereka  nenoawssan berada di kementerian dalam negeri tempat bekerja para
bekerja keras membantu, dan terpenting mengatasi sumber masalahnya, sebab  Lementeriam tenaga kerja. Implikasinya, mereka tidak terikat dengan
hukuman dan .m_n-uukﬂ._. Gu.m_. TE1 m_mw.._h“_u akibat, E_._.___mE._.um_uﬁ—u. Dari seg kelembagaan ketenagakeriaan.Secara antropologis kultur orang Arab dan Indonesia sany
yang menangani TKI di luar negeri sudah lebih dari cukup, ada Kemenakertrans,  rojagi sender sangat tidak setara. Bagi orang Arab, pembantu rumah tu
BP2TKI, Kemenly, PJTKI dan Kementenan Hukum HAM. Tapi umtuk mengatasi  podak jika ia seorang wanita maka herhak dimiliki oleh tuannya (pria). |
HEE__“E St K e v_ﬂnﬂ.ﬁ-. i jﬁ Eﬂ,ﬁ. Eﬂamﬁ.ﬂ:&ﬁ dokumen dan alat komunikasi TKW berhak dikontrol oleh majikan
yang terbiasa menyelesal masalah lewst Satuan Tugas (Satgas). entu PP T . .
Gatias sudah barang tentu memiliki imphkasi, baik penganggaran maupun sl Hsu%”._: ini sulit dirubah, termasuk persepsi bagi pemerintah dinegara-r
kenapa tidak memaksimalken saja lembaga yang sudah adaf’ Dengan melihat kondisi itu, rasanya kebijakan pemerintah untul
Permasalahan TK di luar negeri begitu banyak dan beragam, akan felapi  glay komunikasi (handphone) bagi para pekeria migran bukan solus
yang wm..m_“. muncul kepermukaan kasusnya yang an_qe.m_ yaitu di Arab Saudi dan mengurangi kekerasan bagi mercka. Paling penting dari semua ifu o
En__w___.ws. Meski demikian, kasus per kasus mengalami penurunan .mnu.m.: Eumi perlindungan yang jelas dan tegas. Ada hukum tertulis secara terinteg
pemerintah termasuk yang memcgang otoritas penempatan TKD di luar nCER  perjanjian kerja antar kedua negira. Selsm ini tidak ada mekanisme da
szﬂdx:_ bahwa jumlah pekerja migran (TKD __E.EEE.E ferus  menurun. hukum yang permanen unnzk melindungi pekerja migran.
Mansjemen penempatan dan perlindungan bagi mercke makin membalk Tidac Persoalan perfindungan pekerja migran, patut kita belajar dari
tanggung-tanggung presiden pun membanggakan perbaikan ini yang disampalkan  peligdungi pekerja migran mercka. Para pekerja migran Filipma se
lewa pidatonya dihadapan peserta konferensi 1LO awal bulan . Lain halnya dafi  gipckali keterampilan memadal, aspelcaspe perlindunganpun _dimuat d
pandangan LSM seperti Migran Care, menurutniya angka TK| bermasalah masih tinggl.  Lerja standar yang ditandatangani antar pekerja migran asal Filipna dan n
ot moreka menunjukkan bawa TKI (TKW) bermasalah, khusus di Arsb Saudi  nlaysia, antara lnn jam kerja tidak Iebih dar 10 jam, dengan Wil
manpun tidak digaji. Sementara data pemerintah (BNP2TKI) hanya mencatat fatuséh jyqk dan makan tiga kali seharl, bebas biaya kesehatan dat rumah saki
Qrang. —..u.n-._ugm_m__.- angka statistik ini mmg_.__-mw.”m.ﬂ.._anw HE....E.&.._ masalah, tidak ada migran sakit, E._._WMN n_ﬂ_.-m.nwmw_! kontrak mn.aﬂmm. oleh kedutaan q..:._n_._.ﬂ.n .
salahnya pemerintsh dan LSM yang memiliki kompetensi melakukan advokasi  gleh Fhilippine Overseas Employment Agency {(Kompas, 26/11/2010).
terhadap pekerja migran bekerjasama, dan saling bersinergi. : : Selain perlindungan, pola rekrutmen, pengawasan dan pencmpatan perlu
Tidak dapat disanghal, jusirs pemerintah terkesan mencgasikan peran LEM diverketat, Umumnya calon lenaga kerja yan diar: dibeea
seperti data-data yang di lansir Migran Care. Dalam dialog yang cukup panas di salah et " " A, Mot YARE k jghatlcn:
salu televisi swista nasional makin memperkuat dugasn saya ini, data Migran Care kemampuan _E_Qpn..ﬁ__uz ey berbahasa semua discrahkan kepi
menunjukkan bahwa pekerja migran yang menghadapi masalah di Malaysia saja ada  tenaga Kega Pemerintah Iebih banyak bertumpu pada admnistratifny:
sekitar 4.000-an, sementara data BNP2TKI melansir “hanya” seratusan. Terkesan, data seriifikasi calon tenaga kerja, dan termyata sertifikasinya juga mudah dip
pemerintahiah yang paling ssh seperti yang diungkapkan oleh kepala ENFITE]  Kasus Sumiati menjadi cormin yang terang, ia tetap diberangkatkan k
{ Jurnlur :d_m%ni Ezpnﬁaﬁﬁﬁ Care _ﬁ“_azzm_% H_HLEw_M_ .ﬁ.ﬁ? kendati tidak dapat berbahasa Inggris dan Arab. Dengan kemampuan
rasan yang dialami para pekerja migran jauh sehelum umiali maupun . = - Ao :
Kokom sudah banyak, tapi penyclesaian secara hulum tidak funtas, serta peristiwa ﬁﬁﬁﬁjxaeﬁ r&:.ﬁmﬁiﬂ.ﬁwﬁﬁﬁ _ﬁwﬂ_ EE_E__.__E
serupa terus berulang. Afirmasinya, pemerintah sangat lemah melakukan diplomasi ") g ATEN. menge e yeng
terhadap perindungan TKI. Kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran ke Mercka merasa kecewa karena pekerja rumah tangga yang didapat tidak
Malaysia misalnya tidak berjalan efcktif, karena pekerja migran ini tetap banyak yang  ckspektasinya. Dugaan saya, kekecewaannya kerap ditimpakan kepada
berungkat. Demikian juga UU Mo, 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  dengan kekerasan yang berulang-ulang, puda akhimya seperti kasus Suy
Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri menetapkan usia minimal bekerja sebagai Iagi diperlakukan kesar pada akhimya ia hertindak nekat
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M. Amier Arham*
il Pusat studi Kebijakan Publik Sulteng
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Pemilihan Umum (Pemilu) sepertinya bukan lagi acara
wemilih wakil dan calon pemimpin. Ia sudah menjadi
Wiidgrung membosankan dan kurang memiliki lagi daya
wikiu lima tahun, setidaknya rakyal disibukkan dengan
illng sedikit empat event Pemilu (Pemilu legislatif,
milukada gubernur dan Pemilukada walikota'bupati).
oo il oleh rakyat Sulawesi Tengah,

hiyn  I'emilu  yang berlangsung di Indonesia schagai
ponerapan demokrasi. Meskipun terkadang “demokrasi”
butan apakah ia menjadi tujuan atau hanya “sarans™
paan, Dalam  banyak studi dan  literamr  klasik
Ml negora yang relatif demokratis perekonomiannya
| ikyuinyn lebih sejahtera. Tentu saja hasil studi ini perly
I Iarynk juga negara menunjukkan perkembangan politik
i), demokrasi tidak berjalan baik, akan tetapi
Piikup maju. Tiongkok dan Singapura boleh kita rujuk
i sudah maju sceara ckonomi, tapi terkebelakang dengan

Mhisilgnsl  yang sudah  berjalan baik, belum tentu
lipin yang baik. Apalagi jika pemimpin lahir dari
ying hanya bersifat prosedural. Meski demokrasi itu
ilengan prinsip suara terbanyak, entsh dengan cara
plapatkan suara terbanyak, sementara supply pemimpin
W ik, kendati pintu bagi calon independen sudah dibuka
0 el membutuhkan kapitalisasi yang besar, menyulitkan
Wi, Hementara figur vang ditawarkan oleh partai politik
Wlinpln, boik pada level nasional maupun lokal masih
(o Jagd, foe lagi), Pada akhimyz, figur pemimpin yang
by nl mangat terbatas, atau vang itu-ita lagi.

Wl Pemilukada (baca pemilihan gubernur) Sulawesi
wilile, juga tidak terlepas dari kondisi itu, masih
ki 4 1", atau figur lama, dan isu-isu kampanye
g Untuk Pilgob tahun ini, ada lima pasangan
i Ngur barm, bahkan itu -itu juga vang bertarung
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lima tahun lale. Kalanpun ada calon gubernurnya figur yang bam, tapi
pasangannya figur lama yang sama-sama pernah berkuasa. Isu kampanye
yang diosung pusarannya pada  keterbelakangan Sulawesi Tengah
diberbagai bidang. Pada sisi lain, calon yang pernah berkuasa merasa
“herhasil” dan “berpengalaman’.

Dari semua itu, ada fakta ckonomi yang menunjukkan bahwa
Sulawesi' Tengah merupakan provinsi yang terluas di regional Sulawesi,
paling kaya vang merupakan resowrces vang dapat menciptakan welfare
buat masyarakat. Meskipun fakta juga menunjukkan bahwa daerah ini juga
relatif tertinggal dengan provinsi tetangganya, meskipun provinsi vang baru
dimekarkan. Kondisi ini disadan oleh pemerintah daerah, baik pada level
provinsi maupun kabupaten/kota, karena itu diperlukan Inpres percepatan
pembangunan,

Melihat kondisi i, sembari mencermati para figur yang
bertarung pada 6 April lalu apakah rakyat Sulawesi Tengah masih punya
ckspektasi agar dacrahnya menjadi lebih maju, karena ditopang oleh
resources yang cukup banyak? Mengingat, semua pasangan calon gubernur-
wakil gubernur masih berpusar pada pada tokoh-tokoh *4 L". Sulawesi
Tengah yang kaya resources, butuh pasangan pemimpin muda dan visioner,
savang hasrat itu sepertinva belum dapat terwujud selama lima tahun
kedepan. Wajar rakyat pesimis dengan para figur yang bertarung, meskipun
tetap kita harus punya asa untuk maju, setelash pasangan Longki-Sudario
meraih suara lerbanyak.

Sofyan Wanandi (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia),
kendeti ia seorang turunan Tionghoa, tapi nasionalismenya tidak dapat
diragukan. Ia merupakan salah seorang kelompok minoritas menjadi bagian
penting aktifis 66 pada masa lalu. Sckali waktu pernah  berjar,
perekonomian kita bisa tumbuh 6 %, sekalipun pemerintah tidak perlu
bekerja, dan tidur-tiduran saja. Rakyat akan bekerja sendiri, hal ini mungkin
serupa dialami oleh rakyat Sulawesi Tengah. Daerah ini diklaim sebagai
penghasil rotan dan kakao terbesar di Indonesia, sementara Indonesia
termasuk salah satu negara penghasil kakao terbesar dunia. selain Pantai
Gading. Berarti Sulawasi Tengah termasuk kontributor kakao dunia, tapi
saya mungkin miopik schingga kurang jelas penglihatannya terhadap
kebijakan pengembangangan kakao Sulawesi Tengah yang dijalankan oleh
pemerintah, baik pada level provinsi maupun kabupaten penghasil.

Semoga bacaan saya yang sempit, tidak mengikuti perkembangan
kalau ada kebijakan inovatif dari pemerintah untuk mengembangkan kakao.
Kebun kakao vang ada di Sulawesi Tengah “nyaris” tak ada sentuhan dari
pemerintah, produksi kakao yang tinggi diklaim keberhasilan tidak

Hasil Pilgub Sulawesi Tengah, Menggantang Asa

lepas dari jerih payah petani itu sendiri, mulai penyiapan lahan, p
pemeliharaan, panen, pasca panen dan penjualan semua dilak
petani, Pemerintah tidak (belum)} memberikan sentuban untuk me;
produksi kakao, semua dilakukan sendiri oleh petani.

Sampai disitu, idealnya dalam proses penggar:
pemeliharaan biarkan petani bekerja sendiri, akan tetapi pada pe
pemeriniah tidak boleh lagi absen, apalagi menyangkul |
Pemerintah harus men-grive hasil panen kakao, atan produk
lainmya ke kantong-kantong pasar, baik regional maupun int
Suatu kenyataan, Gorontalo sudah dilabel sebagai penghasil jagur
jagung itu sendiri banyak yang didatangkan dari Sulawesi Tengal
Sulawesi Selatan. Karena itu dalam kampanye Pilgub baru-ba
sorotan, Sulawesi Barat yang baru dimekarkan sudah bergerak c
maju, Gorontalo baru lahir beberapa hari lale sudah lebih maju,
yeng bersamaan ada komplain dari pasangan lain yang dia
menyesatkan, bahwa jagung Gorontalo tidak seberapa, produk kal
lebih rendah dari Sulteng.

Masalahnya, bukan berapa banyak jagung yang dips
Gorontalo dan berapa banyak yang diangkut dari Sulteng, tapi |
Gorontalo mampu men-drive komoditi ini kejalur pasar int
Dengan permintaan yang tinggi, dan supply yang kurang dari
sendiri, maka tentu akan mencari supply aliernatif, karena mer
memiliki "brand”. Dengan tidak memiliki pretensi menggurui, |
mendasar Sulwesi Tengah, adalah kemampuan pemimpinnya w
drive hasil komoditi pertanian yang lemah, ussha dan inov
membuat “brand” tidak ada.

Dalam hayalan sava, gubernur-wakil gubemur yang ter
pilgub tanggal 6 April 2011 dapat melakukan banyak inovasi.
pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak boleh berjalan send
Apalagi hanya menjalankan muitinitas pemerintahan semata, la
melakukan inovasi. Sebab kunci dari kemajuan suatu daerzh ter
inovasi dan kreatifitas, kendati daerah kava ditambah kucuran d
percepatan pembangunan, niscaya dacrah ini selamanyz akan
disemua bidang, Hal ini sudah menjadi bukti, Inpres percep
mampu mengakselarasi pembangunan Sulawesi Tengah, Wajas
berharap hasil Pilgub kali ini, meskipun kita tahu bukan hasil
yang paling ideal, tapi minimal rakyal Sulawesi Tengah dapat me
asa pada kedua figur yang sama-sama pemah memimpin )
Semogall



filin terakhir chspansi bisnis perbenkan di Gorontalo cukup
ik tahum 2000 = 2011 ada empat bank swasta yang membuka

i lank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega, Bank Sinar
__. filonal Indonesia. Dengan makin banyaknya bank & Gorontalo,
hetat unbik menghimpun dana pihak ketiga, selain untuk
Musing-masing bank swasta ini sudeh barang tent mem-berikan
W0l menawarkan produk lavanan yang memiliki daya tarik.
iy bank swasta di Gorontalo akan menguntungkan bagi masya-
b lnysnan perbankan makin variatif baik unuk menabung maupun

Wik wwasta vang makin ekspansif membuka cabang baru, tidak dapat
Wik dari pertumbuhan ekonomi, azaw sebaliknya dengan makin
0 g dopat menyalurkan kredit (asumsinya, jumlsh vang beredar
ilimpak terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demilian, tidak
.. I menjadi sehat, justru sehaliknya dapat menciptakan *paradox
Weinpektif i, kita asumsikan saja bahwa pereko-nomisn Goromtalo
hank umum (swesta) makin berlambah. Permintzan kredit terus
sl tahun, sebagai data pendukung per-mintaan kredil perbankan
Whatan jiks dibandingkan dengan tahun  schelumnyae Posisi
Uil g ks menurut hasil rilis BI Gorontalo, per Februari 2011 sudah
W, padn bulan yang sama di tahun 2010 penyaluran kredit hanya

il maualah bagi perbankan itu sendiri, apabila pengucuran kredit
| i yong dihimpun dari pihak ketiga (dana lokal), karena itu bank
Sirmim dana antar kentor bank untuk memenuhi permintaan kredit
ik ternebut akan memberatkan bagi benk peminjam, karena bunga
Wil dibendingkan dengan bunga yang dihimpun dari dana lokal. Crari
i, Uwnn pihek ketiga muerni yang dihimpon di Gorontalo sampai
Wb sobenss Rp. 2,16 triliun, dibandingkan dengan tahun sebelummnya
Wil Dengan membandingkan dengan data penyaluran kredit dengan
W ililinpun tesjadi disparitas yang mencapal hampie Rp. 1 triliun. Sat
. pestibiinan kredit meningkat tajam, bahkan melampaui target nasional
Pitisila baik bagi perekonomian Gorontalo, karena kredit mengalami
Wi tapl kondisi seperti ini tidak dapat dibigrken begitu saja. Karena
Wl peibankan di Gorontalo lebih dari separuh untuk kredit konsumsi.
W Wlalaly wimg vang dipinjam digunakan untuk keperluan pribadi atau
Ul bk mervpakan hal yang baik karcna kredit konsumsi memiliki
it yuin relotif rendah, Wamun, dilikat dari kontribusinya terhadap
Wil dominasi kredit konsumtif menenjukkan bahwa  peran
Wl enitinuilus pertumbuhan ekonomi kurang optimal, karena kredit
Wwinbeiikan mfrplier effect yang tinggi bila dibandingkan kredit
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investasi atan modal kerja.

Walau demikian kredit konsumsi tetap berperan terhadap pertumbuhan ckonomi
daerah, hal ini meng-indikasikan bahwa perekonomian Gorontale terus meng-alami
pertumbuban fgrowthy, Meski elastisitas perfumbuhan ekonomi terhadap serapan
tenaga kerja relatif rendah. Karena itu pertumbohan ekonomi seperti ini tidak ber-
kualitas, 8 mengalami overbeating karena kurang berdam-pak terhadap penyerapan
tenaga kerja. Ditingkat nasional pun mengalami hal serupa, world bank sedah
mengingat pemerintah Indonesia untuk mewsaspadal perekonomian saat ini yang terus
tumbuh, bahkan pertumbuhannya terlalu cepat. Sementara angka pengangguran masih
tinggi, ini adalah gejala pemanasan ckonomi foverheating ecamamy,

Seiring dengan makin membaiknya kondisi makro ekonomi nasional, permintasn
kredit perbankan juga makin tumbuh, Bank umum terus membukukan pertumbuhan
keuntungan (profit) sepanjang tahun 2010 lale, meskipun suku bunga bank luar negeri
lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga dalam negeri. Akan tetapi keadaan ini
sckaligus menjadi daya tank untuk berinvestasi di sekior keuangan, bahkan bank
umum pun ikut-ikutan lebih suka menyimpan uangnya di Bl karcna tingginya suku
bunga, dibandingkan untuk menvalurkan kredit ke sekior usaha. Dampaknya, beban BI
terus bertambah untuk membayar bunga, sektor industri kurang berkembang terutama
industri berbasis labor intensive.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Dacrah?:

Makin tingginya permintaan kredit perbankan terutama untuk konsumsi, memancing
beberapa bank umum melakukan ekspansi membuka cabang baru di beberapa daerah,
Selain ity, bank-bank wmum nesional dalsm menyalurkan kredit konsumsi sudah
semakin mudah, Tengok saja bagaimana bank menawarkan produknya di pusat-pusat
perbelanjaan dengan membuka gerai uniuk menjaring calon pengguna kartu kredit
feredit card), dengan proses yang sangat mudah.

Penawaran kartu redit vang makin massif, kurang selektif terhadap calon pengouna,
balk dari segi usia maupun penghasilan berimplikasi pada kemampuan untuk
membayar utang, Tidak berbeda jauh, pemberian kredit konsumsi untuk para PHS
prosesnya pun begiin gampang. Akan lain halnya kredit investasi, atau lredit uniuk
usgha kecil yang menventuh langsung masyarakst berpenghasilan rendsh, perilaku
bank berkebalikan. Syaratnya cukup ketat, prosedumya refatif berbelit-belit.

Secars nasional, pada tahun 2010 permintasn kredit untuk kensumsi mencapai 30,6
persen dan total permintaan kredit, lebih tinggi dani kredit investasi sekitar 20 persen.

Pertumbuhan Kredit Perbankan di Gorontalo, “Paradoks Ekonomi”

Dilihat dari penyaluran kredit secara sektoral, partum-buhan kredit selama
ditopang oleh kredit perumahan, kendaraan, dan alat-alat rumah tangga Dit
(Gorontalo) tidak jaub berbeda dengan kondisi nasional, Penvaluran kredit |
Gorontalo mendominasi pangsa kredit terbesar di Gorontalo vaitu sel
persen, Sementara itu, kredit modal kerga tercatat memiliki pangsa sed
persen lerhadap total kredit,

Apabila dikaitkan dengan pertumbuban ekonomi Gorontalo dengan de
kredit, asumsinya dapat mengakselarasi pertumbuhan ekonomi sekaligus
terhadap makin menurunnya jumlzh pengangguran dan angka kemiskin
merjuk pada data yvang ada, angka pengangguran di Gorontalo 2010 menc
Jiwa dari 430.334 orang angkatan kerja, sementara angka kemiskinan bel
persen, Kemiskinan Gorontalo masih yang tertinggi di Sulawesi serta m
atas presentase nasional vang berada di tingkatan 14,15 persen. Angla-ang
hutannya tidak terlalu besar, akan tetapi jika diprosen-tasekan dengan jumia
Gorontalo, dengan membandingkan dengan provinsi yang berpendu
jumlshnya lumayan tinggi, kareny it angks tersebut memberikan gaml
buhwa perekonomian Gorontalo mengalami gejala “paradox™.

Dengan mencermiati uraian itu, kredit konsumsi vang lebih tinggi dibanding
kredit usaha di Gorontalo, peran pemerintah daersh diperlukan, dengan
kebijukan fiskal vang bersifat chkspansif Efisiensi penpgunaan anges
diperiukan, terutama untuk belanja pegawsi, sebaliknya belanja publik
sebab selama ini biaya rutin belanja pegawal merupakan salah satu koniril
permintzan kre-dit konsumsi. Ditengah rendahnya kemampuan dunia us
sangat berperan menciptakan stimulasi perekonomian deerah terutama pe
infrastruktur atap pembiayaan overhead soclal lainmya. Pada saat vang
pemerintah deerah menghilangkan berbagai jenis hambatan dunia uszha
utama dunia usiha saat ini adalah minim den rusaknya infrasiruktur, beban
usaha menjadi tmggi.

Minimnya mvestasi swasta, serta belum berkem-bangnya industri-indus
Gorontalo, kegiaten pembangunen melalui pembiayaan APBD menupakan
satunya mendorong kegiatan ckonomi produkctif, maupun menggerakian
Selain bersumber dari APBD, bantuan pemerintah pusat menjadi san
Pemerintah pusat, sudah seharusnya membuat kebijakan yang bersifat “big
daerah, seperti Gorontalo yvang masih minim investasi swasta. "Big push
vang dimaksudkan yaitu memberkan pembiayssn yang besar pade s
potensi. Apresiast yang patut kita berikan kepada Menteri Kelaotan dar
dengan mengalokasikan dana program minapolitan sebesar Rp. 16 M, deng
di Gorontale Utera. Setidakmya ini dapat menjadi stimulasi bagi pe
Gorontalo di scktor perikanan dan kelautan vang berdampak luas bagi
Semogal
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Mesla sudah dikenal sejak dahuluy karena kekayaan alamnya,
Wjadi incaran negeri-negeri Eropa. Lama-kelamaan kekayaan
Mereka, berlanjut pada sistem kerja rodi untuk memproduksi
dibutuhkan di pasar Eropa, sekaligus menjadikan nusantara
Wejorn kolonial. Penguasasn sumberdaya alam, serta kekayaan
berlanjut hingga kini meskipun dengan metode yang berbeda,
i Inlu dikelompokkan, setidaknya ada dug potensi  utama
g dapat dijadikan sebagai “keunggulan komparatif”, yakni
Mlam dan jumiah penduduk yang besar, selain China, India dan
Wi sumberdaya alam berada di atas tanah, di bawah permukaan
di dalam lant. Meski demikian kekayaan sumberdaya
Wienjadi kutukan bangsa ini, sebah hasilnya belum mampu
Mesejahteraan secara optimal, malahan bangsa lain yang banyak

rn (miskin} masih begity mudah kita
Kol besar sampai di pelosok desa, anak
Julan, penduduk  desa

menemukan disetiap
putus sekolah disetiap
bermigrasi masuk kota mencari
1._;" liyak, TKI jutaan di luar negeri yang tidak terlindungi
Mlinnl, karena minimnya ketersediaan lapangan kerja dalam

fipek lain, berulang kali pemerintah mengklaim sukses dalam
Nl terutama mengatasi stabilitas makroekonomi, cadangan
ijknt, inflasi yang terkendali, nilai tular repigh cenderung
b kemiskinan menurun, Serapan lenaga kerja meningkat, seria
biuksesan lainnya. Pada kenyataannya memang, secara statistik

ik cerita di bidang perekonomian, pada saat yang bersamaan
W I menyimpan potensi “duka” dan amat membahayakan
lonal dalam jangka panjang. Meski efeknya sudah lerasa
i 1 pemerintah tidak beranjak dari model kebijakan
| ying ditempuh dari tahun ke tahun, Dalam PDB, jika

wewcktor  ada  sembilan  sektor sehagai  kontributor
clidaknya bila dibedah saty persatu  permasalahannya
‘miriskan hati sebagai bangsa yang kaya sumberdayas dan

g, Mulai dari sektor pertanian, sckior pertambangan dan
whior industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih,
ivkonstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
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Implikasi Kebijakan yang Kurang Berpihak (1)

pengangkutan  dan komunikasi, sektor
perusahaan dan sekior j Asa-jasa.

Mamun dari keseluruhan sektor yang disebutkan di atas, tulisan ini
hanya hendak mengulas masalah yang dihadapi sektor pertanian  dan
turunanya, sebab sektor paling banyak digeluti angkatan kerfa kita, Sektor inj
Jjuga sesungguhnya memilik keunggulan daya saing, namun jusiry terpuruk.
Tidak sekedar ity saj, akan ditelagh berbagai implikasinya secara lugs,
bahkan kedalam sub sektor. Dari konstruksi  masalah yang ada, tidak
menutup kemungkinan ada pemikiran alternatif sebagai bantalan kebijakan,

dasarnya kekayaan yang dimiliki bangsa ini begitu besar, hanya
saja pemanfaatannya kurang optimal. Bahkan kebijakannya cenderung
eksploitatif yang kurang menguntungkan secara ekologis, lebih melihat pada
aspek ekonomi dan mengabaikan faktor sosial, apalagi masalah keadilan
untuk kepentingan bangsa. Pada Jevel pengambil kebijakan birsanya ahaj
terhadap kesiapan perangkat pendukung, keberpihakan terhadap  bangsa
{nasionalisme) seringkali dikalahkan dengan pragmatisme kebijakan. Selain
itu mafioso ekonomi turut bermain pada kegiatan ekspor-impor yang kurang
peduli dengan kepentingan bangsa, mereka sesungguhnya pembury rente
yang banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah,

keuangan, persewaan dan jasa

Negara Agraris dan Membanjirnya Produk Impar Pertanian,

Indonesia  dikenal sebagai  zamrud khatulistiwa, kekayaan
sumberdaya alam sanga melimpah. Akan tetepi kekayaan itu belum
memberikan kesejahteraan secara maksimal bagi masyarakat secara luas.
Ada banyak masalah yang dihadapi bagi sektor dan subsektor pertanian,
Sekior pertanian yang meliputi tanaman pingan, perkebunan, kehutanan,
peternakan, perikanan, dan hortikulpurs, Meski pada kenyataannya sekior
pertanian memiliki peran penting memberikan lapangan kerja bagi hampir
separuh angkatan kerja Indonesia, Bahkan scktor tersehut Jjuge memberikan
kontribusi yang nyata terhadap total nilaj ckspor dan produk domestik bruto
(PDB), atsu malahan menjadi scktor andalan dalam kegiatan ekspor,
terutama komoditi karet, sawit, kakao, kayu dan rotan di tengah lesunya

olahan. Namup perkembangan sekior ini masih lehil rendah

pada aktivitas di lahan pertanian (on-farm), padahal
peningkatan  kesejahieraan petani  hanya  hisa didukung  dengan
pengembangan kegiatan di luar pertanian (off~farm).

Perkembangan kegiatan  ekonomi pangan  da
diperhadapkan oleh berbagai kendala, seperti  buruknya sisten
sarana publik terutama yang di dalamnya ketersediaan air iri
Petani, jaringan jalan perdesaan untuk distribusi pasokan bahan
usahatani, dan  ketersediaan dukungan  permodalan, I
diperhadapkan pada penurunan kuantitas dan kualitas lahan teru
banyaknya lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan kom
kegiatan pertanian.

Dari sekian banyak masalah
terutama sub sekior Pangan, pada akhimya petani yang menggel
kerap diidentikkan dengan kemiskinan. Karena im banyak ¢
beralih profesi bekerja serabutan di kota-kota besar, padahal
subsekior pertanian cukup memberikan peluang untuk mens
masyarakat. Tidak itu saja, lahan pertanian tersebar luas di har
pulau-pulau  besar dj Indonesia, lzhan tidur ratusan he
termanfaatkan dengan baik. Pada saai Yang bersamasan bar
produktif beralih fungsi,

Selain itu politik

yang dihadapi sekic

pertanian, dalam hal inj berkait;
kebijakan publik di sektor pertanian  sejak orde
menunjukkan adanya keterlepasan keterkaitan antar sekior. Dala
transformasi struktural, diasumsikan bahwa peranan sektor pertan
menurun  seiring  dengan perkembangan  industri.  Meski
Pengembangan industri tidak boleh melupakan basis sumberdaya
sektor pertanian, sebab bagaimana pun juga Indonesia merupik
agraris. Sektor pertanian tetap dibutuhkan, karena ity diperfukan
teknologi melalui riset dan pengembangan terutama untuk men
produktifitas, Minimnya prasarana dan sarana pendukung sektor
serta dukungan kehijakan dengan sekior yang lerkait, seperti indus
dan bahan bakunya kerap kali tidak bersinergi. Karena ity sulit ak:
kembali predikat yang pemah di raih, Indonesis sukses
swasembada beras seperti pada tahun 1984,

Sebaliknya, dari periode ke periode pemerintahan k
politik pertanian begitu elok didengar, namun dalam impleme
tidak seindah dengan “dongen” dalam kampanye, Khusu
komoditi beras sendiri, jangankan untuk mencapai swasembada
impor beras tetap berjalan, Pemnyataan pejabat publik yang me
sektor pangan, tidak jarang kita terkesima mendengamya namu
kesempatan yang berbeda mengkerutkan kening kita mendes
Bersambung!
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k misalnya pernyataan menteri pertanian, mereka menjamin
| (20100 produksi beras nasional melampaui tingkat kebutuhan
sililnpea Indonesia tak perlu mengimpor dari luar. Malahan
i melakukan ekspor beras, Beberapa bulan Kemudian,
beriolak belakang dengan pernyataan pejabat publik lainnya,
llan lsin bagi Indonesia untok memenuhi stok pangan dalam
Wi impor beras. Bahkan Selama 2010 ini total impor beras
pemerintah jumlahnya bakal mencapai 1,33 juta ton, setelah
il penambahan impor lagi sebanyak 250 ribu ton,
il berkaitan dengan sub sektor pangan, misalnya kedelai meski
Iipl kebijakan pendukung dari pemerintah cenderung kurang,
ik pengadaan kedelai sebagai bahan baku produk makanan
I} ditutupi dengan kebijakan impor. Kedelai sebagai bahan
pembuatan makanan tempe, tahu, susu, kecap dan lain-lain
#l trendnyva meningkat setiap tahun. Sebab protein yang
Wl kedelmi cukup tinggi, dan bahkan sudah menjadi menu
masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan stok
Mnyn impor.
liksl kedelai dalam negeri kendati mengalami peningkatan,
Il, hnsil produksi petani kedelai hanya sekitar 400 ton, atau
| memenuhi kebutuhan nasional sekitar 20 % dari total
) Juln ton pertahun. Dengan demikian impor kedelai mencapai
Nobpgei komoditi pokok, seharusnya ada kebijakan affirmatif
Windorong produksi lokal yang berdampak terhadap penghasilan
gl lohan untuk produksi kedelai cukup tersedia. Upaya
produksi ito perlu di dukung oleh sektor hilir foff farm),
phijaken yang membuat harga kedelai dipesaran stabil dan
Jumlah kedelai impor. Peningkatan produksi kedelai tentu
{iiangl jumlah impor kedelai kedalam negeri. Sebab impor
prung meningkat sejak 1975, dan berlanjut hingga saat ini.
prmininan yang lebih besar akan impor juga telah diramalkan
fiyn, peningkatan impor kedelai yang mencolok belakangan ini
i bahwa produksi dalam negeri ketinggalan di bawah

fierikn Serikat telah menjadi negara pengekspor kedelai vang
| filonesia. Kendati permintaan kedelai terus meningkat selama
hliir, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam
Wi upaya meningkatkan produksi dalam negeri cenderung tidak
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ada, kafaupun ada petani enggan menanam kedelai, karena kurangnya
insentif atau stimulasi yang dapat menarik bagi petani untuk menanam
kedelai. Apalagi harga kedelai impor yang murah (terutama dari Amerika
Serikat) dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifiva
pengembangan kedelai di dalam negeri,

Untuk menckan laju impor diperlukan strategi  peningkatan
produksi melalui  peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam,
peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan
kualitas produk, peninghkatan nilai tambah, perbaikan skses pasar, perbaikan
sistem permodalan, pengembangan infrastrukiur, serta pengaturan tata niaga
dan insentif usaha. Apar tujuan dan sasaran pengembangan kedelai dapat
tercapai, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder: (i}
kebijakan pemerintah, mulai dari subsisten hulu hingga ke subsistem hilir;
{ii) komitmen dari stakeholder swasta/pengusaha untuk berpartisipasi dalam
menekan ketergantungan pangan dari impor; (iii) partisipasi aktif pemerintah
daergh dan aparat pertanian (penvuluh) serta masyarakat pertanian dalam
pengembangan budidaya kedelai.

Tidak jauh berbeda, gandum sebagai bahan dasar pembuatan terigu
sejak zaman orde baru hinga saat ini belum ada program pengembangan
budidaya gandum, sementara kebutuhan terigu setiap tahunnya meningkat,
bahkan diperkirakan setiap tahunnya konsumsi gandum nasional naik sekitar
6 %. Sebagai negara yang berpenduduk besar, bagi produsen gandum,
Indonesia merupakan potensi pasar yang paling baik, belum lagi kegiatan
impor komaoditi ini dimonopoli olech perusahaan yang sudah menggurita dan
linkage dengan industri makanan olahan lainnya. Untuk tahun 2000 realisasi
impor gandum menembus 5,85 juta ton atau setara dengan konsumsi terigu
4,3 juta ton.

Porsi terbesar impor gandum unfuk lerigy, setara dengan 1 juia ton,
Permintaan terigu setizp tahunnya juga meningkat karena permintaan produk
olahan berbahan baku terign naik. Jadi meski terjadi peningkatan impor
gandum tidak 100 % untuk konsumsi domestik, sebagian diekspor produk
turunan terigu. Sampai disitu, bagi bangsa Indonesia cukup menguntungkan
karena negara ini sudah menjadi sentra produk makanan olahan berbahan
terigu. Tapi industri hulunya (produsen gandum) tetap menguntungkan bagi
mereka, apalagi produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi impor.
Saatnya nanti jika negara penghasil gandum mengalami gagal panen, maka
suplai pasti terganggu dan berdampak terhadap kenaikan harga-harga produk
turunan terigu (gandum).

Selama ini pengembangan budidaya gandum belum  berjalan
efektif, alasan uwtamanya gandum kurang cocok dikembangkan di daerah
tropis. Kalaupun ada, luas lahan produktivitas pandum tropis relatif masih
rendah atau tak memenuhi skala ekonomis, selain it pemerintah
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menganggap sangal sedikit lahan yang cocok untuk gandum, karen
dengan tanaman padi. Gandum lebih cocok ditanam di daerah k
tinggi. Sepertinya, jika ini menjadi kendala utamanya, terasa agak
untuk mencari lahan seperti itu bukan perkara sulit. Saya mend
karena perhatian pemerintah belum ada, kendati gandum sudah
kebutuhan pokok. Padahal penanaman gandum di Indonesia sudah
awal abad 20 secara terbatas di Jawa yaitu di Pengalengan, Dieng,
dan Amanumbang. Luas tanaman gandum di Indonesia tal
berkembang dan tak pernah melampaui luas lahan 2.000 hekiar
Menurut Asosiasi Produsen Teripy Indonesia (Aptindo), pen
pengembangan gandum di Indonesia tak berkembang karena |
penampungan hasil gandum, tak ada upaya khusus dari pemerin
mengembangkan gandum dan tanaman gandum ditanam di datar
schingga harus bersaing dengan tanaman sayuran yang lebih menjar

Sementara komoditi pangan tradisional lainnya vang st
dapat menggantikan beras dan gandum semakin  lama
keberadaannya. Produk umbi-umbian dan sagu yang merupakan
pokok bagi orang yang berada dibelahan timur Indonesia, perlab
ditinggalkan. Politik pangan pemerintah cenderung menggerus |
masyarakat dengan beralih ke komoditi beras, pada akhirmys
alternatif yang sudsh menjadi makanan pokok perlzhan-fahan diti
dan mendorong permintaan terhadap konsumsi beras meningkat, S
pada saat yang bersamaan produksi beras dalam negeri berfluki
pemenuhan kebutuhan stok dilakukan dengan mengimpor dari
Thailand, bahkan dari Jepang. Pengembangan sumber pangan lc
skala ekonomi menghadapi berbagai kendala, terutama pada
pegunungan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak adanya infi
dan lembaga pemasaran hasil pertanian. Petani biasanya menjus
pertanian mereka ke pasar desa vang hanya buka 1-2 hari seminggi
pertanian yang dijual antara lain adalah umbi-umbian dan
Pemasaran hasil pertanian dalam skala agribisnis sangal jarang
karena produk belum memenuhi kuantitas wvang layak d
(marketable product) selain lemahnya sarana transportasi.

Tidak jauh berbeds, komoditi jagung sebagai sumber pa
bahan baku berbagai makanan olahan serta sebagai sumber minys
Selain itu, selama tiga dekade terakhir permintean jagung untuk ba
pakan domestik terus meningkat seiring dengan berkembangny
pakan dan industri perunggasan. Kebutuhan jagung domestik o
pesat sebesar 6,6 persen per tahun, sementara produksi hanya mengs
peningkatan sekitar 2,5 persen per tahun. Meskipun ada beberaps
melakukan kegiatan ckspor, seperti Gorontalo akan tetapi kebutuhs
Bersambung!!
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ilia, liwign Jogung domestik cenderung berfluktuatif sementara

Wbernmslonal trendnya meningkat, bahkan diperkirakan harga
W bt fangka internasional untuk penyverahan sampai tahun 2012
slis 1188 S50busel. Perkembangan harga jagung di pasar
W Dl dijadikan peluang bagi Indonesia, dengan catatan ada
W ying memadai, Scbab kendala selama ini yang dihadapi para
WA fhsdnpatkon bibit yang baik, serta produktifitas lahan masih
Ml A one, Menurot data Dewan Jagung Nasional (DJUN),
ikin benih jagung hibrida dan transgenik, produktivitas
I W0 ton/ha, Dengan menggunakan benih jagung transgenik
i produksinya tinggl, karcna teknologi transgenik bisa
__ g yung disesuaikan dengan iklim dan lahan yang akan

L nharkan bahwa pengembangan komoditi japung, tidak

Wbl don dukungan kebijakan pemerintah yang memadai,
fmalh menurut DI hanya sekitar 30 % dari seluruh lahan
i bibie jagung hibrida masih fokus di daersh-daerah yang
M ok pengembangan jagung masih begitu luas di beberapa
1 i produlktifitas jagong, jelas diperlukan eksentifikasi ke
Bkl lahon vang potensi, sembari dilakukan penyuluhan
(hilrlda). Jika perlu, bibit hibrida digratiskan kepada petani
o0 il dmnam chori satw kali musim tanam menjadi dua kali musim

W pikibninan, selain sawit dan karet kebutuhan domestik masih
fobigl bahan bakm sandang, seperti kapas. Secara nasional
W Sk 300,000 ton kebutwhan serat kapas nasional per talhuon,
s diginakan untuk industri tekstil, dan sebagian besar produk
i produksi dalam negeri hanya sekitar 25 riba ton.
Bl masih impor 99%  dari total kebutuhan nasional.
e yung finggi, berdampak terhadap industri garmen. Pada
”i. melonjak hingga 100 %, berimbas pada kenaikan harga
dilkan haiga kapas dunia, setidasknys menuorut Asosiasi

| IAFT), dinkibatkan oleh imbas pemanasan global dan banjir
b penghasil utama kapes seperti India, Pakistan dan

W hwigan makin majumya perekonomian China, terjadi lonjakan

it i Indin dengan harpa vang kompetitif, selain masuknya
tlo Post, 04 Mei 2011

tekstil illegal. Dengan melihat luas lahan yang tersedia, seharusnyva komoditi kapas ini
dapat dibudidayskan di Indonesia, akan tetapi kebijakan pendukung unmuk
memproduksi komoditi amat minim. Karena it, bagi industri garmen vang masih
bertahan mercka mengandalkan pasokan kapas dari China dan Afrika, bagi industni
garmen yang Gidak mampu bertahan, mereka beralih menjadi pedagang tekstil,
terutama dari India dan China dengan harga yang miring.

Sementara sub sektor peternakan, tidak jaub berbeda Siapapun menterinya
atau pejabar publik yang menangani sektor ini kerap bersuara lantang akan membuat
program swasembada daging. Bahkan kementerian pertanian menargetian tahun 2010
laluy sebagai tahun swasembada daging, target terscbut meleset Saat ini target
swasembada daging bergeser ke tahun 2014, dugaan saya targeinya sangat politis,
karena tzhun tersebut merupakan akhir periode pemerintzhan saat ini. Karena itu
pemerintah berupaya meningkatkan populasi sapi, sehingga produksi daging juga
diharapkan bisa naik dari 250.800 ton tahun 2009 menjadi 420,400 ton tahun 2014,
Dari total kebutuhan daging, sekitar 30 % masih diimpor. Kegiatan impor daging tidak
lepas dari praktek kolusi, yang cenderung menguntungkan partai pengendali
kementerian yang berkaitan dengan komoditi ini. Permainan konghkalikong impor
daging dari Australia pernah mencuat dimedia nasional, karena ada pemain baru dalam
bentuk yayasan mendapatkan kuota impor melebihi dari kuota pemain lama yang
sudah berpengataman,

Tekad untuk mengurangi impor atau bahkan mencapai swasembada daging
tidak cukup, akan tetapi butuh komitmen yang kuat sebab aken berdampak luas bagi
petani peternak. Target swasembada daging tidak hanya menguntungkan bagi pemodal
smja, akan teftapi juga melibatkan petani kecil. Scbab potensi dan lahen untuk
pengembangan pelemakan tersebar di seamtero Indonesia. Selain i, daging unggas
perlu dikembanghkan dan mendapatkan perhatian sebagai subtitusi dari daging sapi.
Schab daging unggas meski belum dibuka lebar kran impor, namun banyak beredar
terutama di supermerket. Bahkan impor daging unggas yang kerap menimbulkan
kontroversi, masih ingat dengan prahara impor paha ayam dari USA pads zaman
menteri perindustrian dipimpin oleh Rini M. Suwandi, Umumnya, orang—orang USA,
tidak suka mengkonsumsi psha ayam karena ity ager produsen tidak mengalami
kerugian, pengusaha peternakan ini biasanys mendekati pengambil kebijakan untuk
memasukkan paha ayam sebagai komodit impor.

Mungkin yang paling menghentakkan nalar schat kita sebagai bangsa yang
dikenal sebagai bangsa maritim, kegiatan impor ikan masih berlangsung sampai saat
ini. Jika di tarik dalam garis ckuasinys, panjang pantai Indonesia yaitu 95,181 km.
Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia, Sedangkan
negara pemilik garis pantai terpanjang diduduki Amerika Serikat (AS), lalu Kansda
Sebagai negara yeng memiliki garis pantai yang panjang dan schagai negara kepulauan
terbesar dengan luis Jautan tiga per empat dari luas daratan, dari hasil studi yang adu
disebutkan bahwa sektor kelautan mampu menyumbang USS 140 miliar per tahun.

Potensi ikan begitu melimpzah, potensi produksi lestari ikan lawt Indonesia
6.4 juta per ton per tahun, sedangkan luas laut Indonesia 5.8 juta kilometer persegi,
Tapi ironisnya, temyata impor ikan tidak sedikit, ini jelas berdampak terhadap
kehidupan nelayam fradisional. Impor ikan yang melanda negeri ini sungguh
menciderai para nelayan. Jenis ikan yang diimpor dianiaranya adalah ikan kembung,
Iele, teri, dan ikan asin. kan-ikan tersebut merupakan ikan laut wtama (dominan) yang
selama ini dihasitkan dari kegiatan penangkapan. Artinya, secara jumlah, Indonesia
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tidak kekurangan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 7]
yang menjadi payung hukum bagi impor Tkan, hanya mengatur masalah
ikan, tidek distur pembatasan jenis ikan, Akibatnya, Impor ikan vang seje
ikan lokal pun terjadi. lkan hasil tangkapan nelayan tradisional pun kalah :
pasaran.

Kebijakan di sub sekior perikanan ini memang culup pelik, seb
meritim semestinga para nelayan sudah sangat sejahters, namun
berbanding terbalik. Kehidupan nelayan tidak jauh berbeda dengan kehi
petani, mereka identik dengan kemiskinan dan keterbelakang. Kemamgpy
semakin menurun, mereka kalah bersaing dengan nelayan-nelayan yang dir
pengusaha, dan bahkan kalah bersaing dengan nelavan dari fvar karena
dengan elat tangkap yang modern. Belum lagi dukungan lembaga keon
seltor perikanan cukup rendah, sementars kebutuhan konsumsi ikan begitu

Tidak jauh berbeda, meskipun dikenal sebagai negara kepulauan
pun sebagian besar diimpor, Kebutuhan negara kita akan garam mencapai
juta ton per tahun, sementara produksi garam nasional hanys mampu diper
2 persen dari total kebutuhan. Kemenperin mencatat, impor garam konsums
384210 ton pada tahun 2010, Ini jelas memprihatinkan, apalagi PT Garan
vang seharusaya perusshaan ini membuat garam untuk masyarakat st
garam untuk diekspor, malahan perusahaan ini hanya melakukan kegiatan ir
klise rasanya, alasan rendahnya produksi garam nasional karena terbentur
infrastruktur pendukung. Disamping itu, ada anggapan proses pembustan g;
sulit, memang semita serba sulit jika komitmen sangat rendah untuk meng
komoditi yang sesungguhnya punya potensi untuk dikembangkan. Justru ac
prakick impor ingin dipertahankan karena komoditas ini sudah dikussai pa
garam (importir garam). Ataukeh bangsa ini memang henya map
gampangnya saje, yang penting dapat keuntungan?,

Sedanghken sob sektor honikuliure, untuk sayur mayur tidak terls
persoalan karena kebutuhan domestik dapat dipenchi oleh produksi lokal,
berkaiten dengan dengan ‘bush-bushan, saat ini vang dikonsumsi kebanyakan b
seperti buah apel, durian, jambu, pear, jeruk dan semacammya Produksi lok
minim, kalaupun ada kalah bersaing dengan produk Thailand, China, Mew Zaels
produk pertanian [J5A. Schagai negara tropis, bush-bushan sebetulnya dapat dik
dengen baik. Nemun kondisinya tidak jauh berbeda dengen produk pertantan la:
itmpor, seperti jeruk porkam dari China dulunys hamya bisa didapat di super murk
ini dipedagang kaki lima dengan mudshnya didapat, balkan lebih banvak jerk
Jual ketimbang jeruk produk lokal, sepenti jeruk medan. Selain harganya mural
pedagang konting serta rasanya lebih manis,

Selnin jeruk ponkam yang diimpor der Ching, masih ada jenis be
vang membanjiri pasar Indonesia, seperti Apel Fuji dan Pear Shandong,
diberlakukan ASEAM-China AFTA impor besh-bozhsh dari China makin
Malahan kementerizn pertanian merilis sepanjang mhon 2010 neraca perdagm
buahan makin jomplang, hingga mencapai USS 600 juta, bila dibandingkan i
imper bush China bary mencapai USS 390 juta, Jika kondisi ini dibiarkan begitu
ady tindakan konkrit maka negara agraris yang subur hanya menjadi cerita
dongeng wituk turunan kit kelak. Karena sepertinya bukan hanya produk pers
menyerbu Indonesia, akan tetapl produk lain pun dari China dengan harga i
Kemonapun kita belanja barang akan ditemukan made in China, kenapa b
menemukan produk made in Indonesia, sepertinya “made™ dari Bali saja vang ban
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boru saja menghelat peravaan ulang tahun yang ke-10,
ildak dapat menafikkan provinsi ini sudah mengalami
, Dari segi pembangunan fisik, nampak kemajuan, indikator
oini terus mengalami peningkatan, angka kemiskinan terus
pusnt ibukota terus berbenah diri menuju ibukota metropolis.
fnakin dikenal luas, ada banyak fenomena sosial yang muncul
{lilak sedikit orang luar memalingkan pandangan ke provinsi
Jugung tersebut. Masalah pengelolaan pemerintahan, tidak
fuh ini dijadikan sebagai mjuan smdi banding. Gorontalo
i, sinpapun itu pasti setuju berkat kemampuan seorang Fadel
mengolah isu, menjual komoditi jagung ke berbagai event
Kemajuan teknologi informasi, setidaknya Gorontalo makin
il pengeuna internet dan media elektronika karena fenomena
" nnak mudanya. Lirik lagu andai aku Gayus Tambunan dan
“Polisi  India™ dari Gorontalo menyemarakkan pamor

somua, tidak berapa lama bahkan dalam hitungan hari akan
Pemilihan Gubernur (Pilgub). Gorontalo makin riuh,
jolitik menerpa daerah ini. Lima belas tahun vang lampau,
i politik lokal Gorontale yang mewarnai perhelatan Pilgub
Wi sepi, karena posisi tawar orang Gorontalo saat itu masih di
lnp proses politik apapun untuk tingkat Sulawesi Utara, orang
piling tinggi kedudukannya sebagai wakil gubernur. Jabatan
menjadi takdir politik bergantian dengan tokoh-tokoh dari
Mungondow.

il Sulawesi Utara, meskipun proses politik untuk pemilihan
Bidah dua kali dilakukan sebelumnya, tapi tidak terlaln
bptenn lawan tanding dalam Pilgub tidak imbang. Pasca
i Fadel Muhammad, politik di bumi Gorontalo makin
lunpir semua kepala daetah berlomba dalam lintasan  arena
Wlidnlnya ada empat bupati‘'walikota vang akan bertarung
i kekuasaan.
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Kader Politik Makin Banyak:

Bupati Gorontalo Utara yang baru menghabiskan  separuh
pemerintahannya, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk
menjadi calon gubernur setelah menggenggam ketua Partai Golkar
Gorontalo. Ia merasa mampu dan sudah berbuat banyak di Gorontalo
Utara, karena itu menisbatkan dirinya sebagai pemimpin yang “berkarya
nyata, bukan berkarya kata”. Sebagai seorang yang berlatar belakang
pengusaha, alat peraga berupa iklan sudah disebarnya diseantero
Gorontalo setahun yang lalu bukan perkara sulit baginya.

Dengan memiliki kekuatan politik dan ekonomi, ia bebas memilih
pasangan. Dan nampaknya jatuh hati pada Ketua Partai Demokrat
Provinsi Gorontalo, yang sudah menjabat dua periode Bupati di
Boalemo. Meskipun dalam jagat politik, Bupati Boalemao lebih senior,
akan tetapi ia bersedia menjadi wakil dengan melihat kemungkinan yang
dapat kita baca, yaitu kurang percaya diri karena sokongan politik dari
partainya belum seratus persen, dan tidak memenuhi syarat pencalonan
jika hanya bermodalkan Partai Demokrat. Selain itu, sokongan dana
kampanye turut mempengaruhi sikapnya, kendati sudah dua periode
menjadi bupati.

Bupati Gorontalo, tentu saja tidak akan ketinggalan. Sebagai orang yang
sukses meniti karir birokrasi di dua provinsi, ia popular dengan
programnya “mobile government” yang konon sudah diadopsi oleh
Kementerian Dalam MNegeri. Motivasi untuk meniti tangga kekuasaan,
sederhananya dapat dibaca karena ia dianggap sebagai birokrat
cemerlang vang pemah di miliki oleh Gorontalo, selain sudah dua
periode menjabat bupati, meskipun juga belum tuntas periodenya yang
kedua, hal ini menjadi modal untuk mengelola pemerintahan yang lebih
tinggi. Meskipun ia sendiri tidak yakin mendapatkan sokongan politik
dari partai yang ada di Gorontalo, karena itu menggunakan jalur
independen. Untuk memperkuat basis dukungan independesinya, maka
digandenglsh mantan rektor UNG yang memiliki basis kelas menengah
ke atas, selain memegang tampuk pimpinan beberapa organisasi sosial.
Mungkin karena segmennya kelas menengah ke atas, maka pasangan ini
menggunakan jargon “Davidson”. Bagi masyarakat awam, idiom
“Davidson™ terasa asing, terkecuali orang yang hobbi pada otomotif atau
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memiliki pengetahuan lebih tentang motor gede (moge) vang
Harley Davidson,

Walikota Gorontalo, sebagai orang yang berpengalaman di du
posisinya sebagai ketua Golkar dan pimpinan ormas Masional
serta ia sudah merasa berbuat banyak di Kota Gorontalo,
ketinggalan. Kendati ia seorang kader Golkar, kemungkinan t
akan menggunakan partai berlambang pohon beringin itu. Si
lama pula mempersiapkan diri untuk bertarung dengan memas
dan baliho dimana-mana. Walau hinggi hari ini belum ada
akan menggunakan perahu apa, dan berpasangan dengan siap
keyakinan, dan merasa dibutuhkan oleh masyarakat untuk
perubahan di Gorontalo, karena itu tagline dalam posten
menggunakan idiom “maju pak....” yang banyak dipasang pac
publik (negara}.

Selain mereka berempat, Gubemnur dan Wakil Gubemur n
mereka akan mencari lintasan yang berbeda pada Pilgub
Gubernur yang pernah menjajal berbagai jabatan di birokras
periode mendampingi Fadel Muhammad, tentu merupakan m
untuk melanjutkan jejak langkah politiknya dalam Pilgub.
memiliki modal sokongan politik vang ada di parlemen ma
parlemen, meski ia sendiri masih belum menemukan pe
politiknya untuk berlomba di arena politik. Program pembang;
dirintis bersama Fadel Muhammad setidaknya sudah ada yang
serta beberapa keberhasilan, karena itu ia merasa perlu melan]
yang sudah ada. Pilihan jargonnya, “mari lanjutkan pem
Gorontalo”, meski saya sendiri yakin bahwa siapapun yang te
gubernur, tetap akan melanjutkan pembangunan,

Tokoh bisinis, pernah memimpin Kadin Papua dan peng
Golkar yang “homeback” jadi wakil gubermnur di Goront
berkemas-kemas untuk meniti satu tangga lagi untuk mer
gubernur. la sudah mempersiapkan diri pula dengan menyeb
dari Bone Bolango sampai di Pohuwato, meski yang terpampa
poster itu masih dalam kesendirian, kendaraan yang akan c
belum pasti, apakah naik perahu, naik mobil atau pesawat. Bila
kepastian pilihan kendaraannya, bisa-bisa ketinggalan dal;
pertarungan politik. Bersambung!!
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Unirontils tentu saja harus herhitung langkah takts, bagaimanapun

sekarang sebagai peiabat karie di birokrat sudah mentok. Tidak ada

luirus mempersiapkan diri keluar dari jabatan itu, karena it i@ juga tidak

alan vtk ikut meramaikan bursa pemilihan gubernur. Poster dan

iandulungnya pun sudah ditebar meski tidak terlaly mencolok. Tentu

ng karcna hingga hari ini belum jelas hendak pakai apa, dan dengan

jigan tangan.

ying mungkin kurang dikenal banyak oleh publik Goroatalo terutama

harenn ia memang besar dan berkarir di uar Gorontako sebagai konsultan

Woal ini kitapun dengan mudah menjumpai postermya. dengan jargon
fanib kitorang.. 2 % + ¥ ....... Jangankan masyarakat awam. sayd
finperti orti iklan ito. Banyak kota di Sulawesi sudah dinibah wajshaya
dlnginnye Mungkin hanya sedikit yang tahy kalau ia merupakan salah
lyn pembangunan kantor  gubernur Gorontalo di Botu. Dengan
i, i yakin mampu mengakselarasi pembangunan Gorontalo, dengan
Migub tenty membutuhkan sokongan politik dari partai. atau maju
gnilen,

“_ yudah dinraiken di atas, tjuannya bukan untuk meranghkum atan
kol politik vang akan bertarung dalam Pilgub. Mamun melibat pada
Wiivasi dan implikasinya secara luas bagi Gorontale ito sendiri. Dengan
s sosinl yang ada, kemajnan Gorontalo saat ini dari aspek pembangunan
Mgunl i bandingkan dengan kemajuan dalam bidang  politik.
i bupotiswalikota untuk meniti tangga kekuasaan pada level lebih
Ik proses perkaderan politik di Gorontalo cukup sukses Adau dapat
fuien fekoh-tokoh Gorentalo, termasuk generasi mudanya terfalu golitical
i Dk lahan pengebdian vang knsong belum diisi obeh mercka, yang
lirasi pembangunan dari berbagai segi.

wiya tokoh teknorat, seperti B Habibie, ahli geologi JA. Katili,
uhli bahasa JS. Badudu, ada pengusaha nasional T, Gobel dan
ainun harss disadari ity cerita masa lampan, menjadi bagion
i, Kita harus menatep masa depan, bagaimang membangun
setidaknya tidak hanya bertumpu pada ortentasi politik semata,
genennn (eknorat bara dari Gorontalo, ahli geologi sebagai penerus Katili,
Wil dibewah level Jasin atau ahli bahasa yang memiliki reputasi

b wipeprenenr di Gorontalo:
i sy, proses perkaderan politik di Gorontalo begimn massil dan
10 tlengnn mudal kita menjumpai politisi di Gorontaie, Aktor-akior
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politik muncul diberbagai ruang, mereka tidak hanya memainkan panggung politik
semata, tetapi juga berupaya menganeksasi kedalam penguasaan resources ekonomi.
Meski minim pengataman, aktor politik yang berada dalam kekuasain maupun didekat
kekuasaan secara lerus-menerus mengais proyek, Bahkan tidak jarang, aktor politik ini
lehih berkuasa dalam pengaturan kegiatan proyek di SKPD yang ada, ketimbang
panitianya itu sendiri, Jika pimpinan SKPD tidak mengikuti kehendak politisi
pemburu rente, resiko jabatan menjadi taruhannya.
Agak sulit memang skan mcnemukan lshimya enfreprencur-enierpreneir dalam
kondisi banysknya pemburu rente. Politisi yang berhasral MENgUasal resoUrces
ekonomi, umumnya hendak mendapatkan kekayaan yang bersifat instan, Atau pelaku
gkonomi vang instar, tipe ini hanya karena dekat dengan pusaran kekuasaan mencoba
terjun untuk kegiatan bisnis (tepatnya, jadi kontraktor), Sehingga itu, mercka lahic
bukan by process, tidak jarang kelahirannya premature,
Bila melihat keberhasilan para pengusaha nasional yang sukses, Secara umum mereka
lahir dengan by process yang panjang dan berliku, karena it mereka sangal langguh
dalam berussha Jiwa entreprenenrship-nya tinggi, dalam menghadapt turbulence
economy tipe seperti ini memiliki daya tahan yang kuat. Sementara enfrepreneurs
vang dikatrol, dekat dengan lingkaran kekuaszan kebigsaannya meminta proteksi
usaha, hahkan hanya berperan sebagai “hroker” dengan memiliki saham bodong di
beberapa perusahmn, ia hanya berkantor di hotel dan dari resto ke resto.Selama 10
tahun jadi provinsi, ransan politisi lahir di Gorontalo, sehaliknya entrepreneur dapal
dihilung jari. Dacrah otonom yang dimekarkan terus bertarnbah, kecambah politis: pun
hertumbuhan. Idealnya, enfreprenenr harusnya makin banyak. Pemekaran wilayah
sejatinyn memberikan dampak ekonomi, mendorong lahimy: enreprenewr dalam
berbagai bidang. Peluang ini justru dimanfaatian oleh pelaku usaha dari luar.
Sejatinya, para kepala daerah yang hendak berehut jabatan lebih tinggi, memikirkan
kondisi imi untuk mendorong lahimya pelaku-pelaku ekonomi yang berjiwa
entrepreneur. Tidak sekedar memikirkan jabatan gubemur, apalagi schagian dari
mercka perinde pemerintahannya baru berjalan setenpahmya. Saya menduga, apt yang
dilakukan para bupati yang hendak bertarung dalam Pilgub tidak lagi fokus
menjalankan tugasnya, kalaupun mereka bekerja hanys menjalankan rulinitas semata.
Inovasi dan terobosan kerja sudah berhenti, kalaupun ada terobosan mereka hendak
diekspose secara massif schagai bagian dari pencitraan.
Dalam pencermatan kita, para kandidat yang hendak maju schagai calon gubemnur
maupun wakil gubernur tidak lagi punya concers. Acara kunjungan kerja lebih sering
dilakukan, vang escnsiniya justru kampanye terselubung urink mendeketkan diri pada
calon pemilih. Sejatinya, para bupatl ini bekerja maksimal, apalagi kita diperhadapkan
aleh masalah-masalah sosial ckonomi yang cukup krusial, angka pengangguran masih
tinggi, angka kemiskinan masih tertinggi di regional Sulawesi,
Pengangguran dan kemiskinan sehagai potensi sumbu ledak kerusuhan sosial, jika
tidak ditangani dengan buaik akan memberikan dampak sosial yang luas. Solusinya
pemerintah dagrah harus menciptakan banyak lapangan kerja, tidak hanya bertumpu
pada scktor pemerintah, Investasi swasta diperiuas dengan membuat regulasi yang
dapat merangsang tumbubunys investasi i sendiri. Kultur kewirausshasn dibangun
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bagi kolangan generasi muda, sebagian pandangannya dialihlk:
oriented.
Agak sulit berharap sustu daerah akan maju bila investasi minit
diharapkan setidaknya pada sektor industri manufakiur, sehab
memberikan dampak ekonomi yang luas. Dalam pandangan says
masuk di Gorantalo untuk skela menengah dan besar adalah ekt
roda ekonomi untuk selctor ini relatif pendek, karcna sebagian dip
konsumsi langsung.
Ada pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa Gorontalo
kemajuari, pendapatan regional makin meninglat, Pandangan itu tid
begitu adanya, Hanya saja dalam jangka panjang kita perlu waspa
dikatakan prihatin. “Kelas menengah” Gorontalo tiap lahunnya
seiring dengan makin banyaknya pemekaran wilayah, Namun seh
adalah “kelas menengah” parasit bagi pemerintahan, tidak punya ke
perubshan atau posisi tawar bagi pemerintah dacrah, apalagi
ketorpantungan sccard ekonomi begitu tinggi terhadap pemerinta
aman, meleburkan diri kedalam partai menjadi jalan pilihannya.
“Kelas menengah” scperti ini tidak dapat diharapkan akan melab
sosial. Jstilshmya kelompok vang mengisi “kelas menengah’
berkualitas, secara ekonomi mereka lemah karcna tidak terdorong |
Dalam kiprah politiknya tidak memberikan pengaruh, apalag
Meminjam istilah Revrisond Baswir bahwa ada fenomena yang g
kenaikan kelas menengah di Indoncsia Bersamasn dengan refior
multipartsi, kita memiliki banyak kelompok yang berkemampu
masuk partai politik. Akan tetapi, sayang sekali mercka sebagai k
menawarkan perubahan. Di kelompok itm juga tidak muncul wirauw
tangguh. Jika merujuk perdefinisi kelas menengah sebagaimana |
oleh Anthony Giddens, kelas menengah adalah mereka yang kare
kualifikasi teknisnya dapat menjual tenaga serta pikiranny
penghidupan yang hasilnya sccara materi dan budaya jauh di ai
binsa
Sementara dalam perspektif ekonomi kelas menengah acuannys
dan pengeluaran yang relatif tinggl. Dengan bertambahnya kel
diharapkan meningkatkan konsumsinya untuk menggerakkan pe
pendapatannya lebih tinggi dani masyarakal biasa. Tidak it
diharapkan memiliki peran schagai agen perubahan. Perubahan tro
dan munculnys gagasan-gagasan baru dalam berbagai aspek,
entrepreneur-enterprencyr buru, Sebab yung nampak ruang ini be
menengah yang sesungguhnya. Tidak jauh berbeda di Gorontala, k
ekspekiasi yvang sama hasil Pligub kedepan akan melahirkan tidok
tetapi melahirkan kelas menengah dari perspektif definisi ekonomi
gubernur  Goromtalo, bukan sekedar menjalankan fugas Tl
perkantoran mewih, menandatangani prasasti, menggunting pil
seremoni dan melobi anggaran dari pusat. Rasanya jika hanyn
hampir semua orang Gorontalo punya kemampuan ik jadi gube:

|Il
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i banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan postur
tnhun mengalami kenaikan. Semenjak SBY jadi presiden,
fipai Rp. 1000 T lebih. APBN yang makin “tambung”
skspekiasi bahwa kondisi ekonomi akan makin membaik dan
yurakat makin meningkat, dengan asumsi jika besaran APBN
illgunakan untuk pembiayaan peningkatan infrastruktur dan
ik, Namun pada kenyataannya, kenaikan nominal APBN setiap
lih tidak berasa di masyarakat, sederhananya dilihat dari minim
yi infrastruktur, pelayanan publik tidak menjadi lebih baik
meningkatnya APBN.
Usunan APBN tidak bisa dipisahkan dari politik anggaran vang
_-ﬂ pemerintah dan DPR. Maka dari itu, kenaikan APBN bukan
b memenuhi kebutuhan pembiayaan (pengeluaran), akan tetapi
|swab kebutuhan asumsi makro yang disusun sebelumnya.
Wi tujuh asumsi makro ekonomi dalam APBN yang harus selalu
, yailu PDB, pertumbuhan ckonomi, inflasi, kurs, SBL harga
Iling minyak mentah. Bila target asumsi makro ini tidak tercapai
I dipastikan APBN mengalamai tckanan vang membutulkan

fiomi semata yang bicars, akan tetapi interest politik juga
| Unlemnya, misalnya target kenaikan PDB, pertumbuhan
I minyak kerap dipatok dengan angka optimistik, sementara
MM dan harga minyak mentah dunia dipatok dengan nilai yang
I, Turget dan pencapaian asumsi makro tersebut sebagai
Dithasilan pembangunan ekonomi, akan tetapi menjadi masalah
ierintahan dan secara luas makro ekonomi terganggu manakala
pemun melesct.

bwrapn tahun terakhir ini, asumsi makro ekonomi yang paling
i herdampak luas terhadap “keschatan™ APBN yaitu target
M minyak mentah dunia yang kerap jauh dar asumsi yang
WN 2011 target fifting minyak sebesar 970 ribu barrel per hari
Wi dilakukan perubahan target menurun menjadi 945 ribu bph,
filkan harga minyak mentah dunia, yang berlaku mekanisme
¢ hnrl hahkan menit mengalami perubahan, dengan demikian
lingsung  terhadap APBEN  karena  berkaitan dengan
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subsidi. Membaiknya makro ekonomi global biasanya permintaan minyak
melonjak di pasar internasional, sebaliknya jika terjadi furbelance ekonomi
seperti pada tahun 2008 di USA, Jepang dan beberapa negara Eropa lainnya
permintaan minyak menurun dibarengi dengan penurunan harga, Oleh karena
itu menjelang Pemilu tahun 2009, pemerintah menurunkan harga BBM pada
level harga semula.

Penurunan harga BBM tidak bisa dipisahkan sebagai kebijakan
pencitraan, meski tidak dapat dikesampingkan berdampak terhadap inflasi,
Mamun sebagai komoditas strategis dunia, sudah dapat dipastikan harga
minyak akan merangkak kembali berbarengan dengan pulihnya krisis
ckonomi global, Tentu saja situasi ini akan menimbulkan masalsh, karena
harga BBM dipatok pada harga tetap, sementara harga dunia trendnya
meningkat. Opsi pemerintah yang akan dihadapi sudah pasti terbatas,
menaikkan harga BBM, atau membatasi BEM bersubsidi, Menaikkan harga
BEM akan menimbulkan inflasi terlebih akan memunculkan gejolak sosial
sekaligus merusak citra pemerintah yang berkuasa. Mempertahankan pada
level harga yang ada dipastikan subsidi membengkak dan membebani APBN.

Dalam APBN-F 2011 pemerintah memprediksi subsidi BBM akan
naik dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 120,7 triliun. Artinya, terjadi kenaikan
subsidi scbesar Rp 24,8 triliun atau naik 29 persen dari pagu anggaran 2011
(TPNN, 06/7/2011). Dampak ikutannya, yakni defisit APBN membesar maka
pembiayaan defisit tersebut dipastikan tidak jauh sumbernya dari hutang.
Walau secara teoritis, defisit angparan sesuatu yang halal, bahkan “wajib™
yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ckonomi, dengan asumsi
defisit terjadi karena dampak dari pembiayaan sektor riil. Opsi lain yaitu
membatasi BBM bersubsidi, namun yang kita lihat opsi ini tidak berjalan
cfektif, kelangkaan BBM meluas ke berbagai daerah, moral hazard tetap
timbul karena disparitas harga yang tinggi dengan BBM non subsidi. Imbauan
moral (moral setion) tidak akan dihiraukan, bahkan rencana menggandeng
MUI alih-alih mendapatkan apresiasi positif, justru pemerintah dianggap
frustrasi dan MUI dikecam,

Semua opsi tidak berjalan, implikasinya kemudian BBM bersubsidi
akhirnya ditambah dari 38,6 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL,
Dengan perincian premium 24,54 juta KL (bertambah 1,35 juta KL), solar
14,15 juta KL (bertambah 1,07 juta KL), minyak tangh 1,8 juta KL
(diturunkan 0,52 juta KL). Dengan demikian, jika volume BBM bersubsidi
ditambah, maka ckses dana akan ditambah Rp. 25 triliun, schingga 1otal akan
menyerap dana subsidi BBM menjadi Rp. 120,7 triliun. Dari total subsidi
BBM tersebut vang paling banyak menikmati vaitu decile masyarakal atas,
bahkan simulasi Kemenkeu sekitar 75 % dinikmati bagi
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kalangan yang tidak layak disubsidi, Kendati demikian, sepertinya p
tetap pada posisinya tidak akan menaikkan harga BBM dengan al
menimbulkan gejolak sosial dan angka kemiskinan akan melo
alasan ini sudah pasti lebih banyak berbicara pada mustan ci
pemerintahan, tidak lagi bicara tentang persoalan ekonomi an sic
Bagi saya, kondisi APBN yang tertekan kebijakan yang tidak pop
pun wajib untuk ditempuh bukan hanya pada level pemerintahan
pusat, termasuk pemerintah daerah dalam konteks APBD,

BBM sebagai komiditi strategis dan bersifat unrencable s
trendnya meningkat dari sisi harga, kendati pada kondisi tertentu
karena BBM subtitusinya masih terbatas. Menurunkan harga BBM |
Pemilu merupakan kebijakan yang amat populer akan tetapi tidak -
yang justru menimbulkan masalah dikemudian hari yang sudah ter
ini. Saya menduga. jika kebijakan penurunan harga BBM menjelar
tidak ditempuh maka beban subsidi BEM seperti yang dialami sekar
terlalu berat, Karena opsi untuk menaikkan harga BBM sebesar
perliter saja diprediksi akan berdampak langsung terhadap kenaik
schesar 2,25 %, akhimya merembes ke angka kemiskinan. Ma
sesungguhnya yang ditakutkan olch pemerintah, yakni persoalan ke
menjadi taruhan citra dan akan menggerogoti popularitas pemerinta
memang sudah terus tergerus sebagai dampak belum terselesaikanr
Mazaruddin,

Sementara masalah kemiskinan disisi lain juga men
polemik, definisi kemiskinan menjadi tidak baku dalam banyak p:
dan ukuran, masing-masing lembaga pemerintah baik pusat maupu
berbeda. Belum lagi definisi kemiskinan dan hampir miskin yang d
pemerintah akan menjebak kita, karena bila diukur dari segi pe
batasannya sangat tipis. Merunut ukuran yang digumakan BI
kemiskinan yaitu Rp 233.740 pengeluaran per kapita perbulan, ata
Rp. 8.000 per hari, sedangkan hampir miskin ukurannya adalgh 1,2
garis kemiskinan, berarti pengeluaran per kapita perbulannya di b
280.488 atan masih dibawah Rp 10,000 per hari. BPS mencatai P
2011 jumlah penduduk miskin sebesar 30,02 juta orang atau 12,49%
seluruh penduduk Indonesia. Kedua kategori ini sesungguhnya adal,
sama miskin, karena pengeluarannya di bawah Rp 10,000 per hari,
sckitar 60 juta penduduk. Tentu saja akan lebih parah jika meng
ukuran world bank ukuran garis kemiskinan 2 US$ pengeluaran per k
hari, angka kemiskinan di Indonesia bisa mencapai 60 %. Demi
popularitas, ratusan triliun rupiah dihabiskan untuk asap knalpot.



| bulan suci ramadhan, para dermawan muslim memanfaatkan
untuk mensucikan hartanya, baik dalam bentuk zakat (mal
Irah), Infak dan Sadagah (ZIS). Ada banyak orang kaya
I rutinitas kedermawanannya ini membagikan ZIS dalam
Virian, Sebagian masyarakat pun menunggu momentum
leski terlaksana hanya sekali dalam setahun dengan rela
dari pagi hari hingga menjelang malam, Penuh sesak
binkan hanya untuk mendapatkan sembako gratis atay uang
il Rp. 50.000,- atau malahan kurang dari nilai itu. Pembagian
M langsung sangat nampak tidak terkelola dengan baik,
miih terekam dengan baik peristiwa kekacauan pembagian
lirian merenggut jiwa sebanyak 21 orang.

LIS secara langsung yang dilakukan para dermawan, dugaan
nya karena mereka meyakini lebih berkah Jjika memberikan
#pada yang berhak, atau mungkin saja tidak terlepas dari
' Apapun motivasinya saya tidak punya pretensi untuk
0 kurang baik (zu‘uzhonm), akan tetapi pembagian zakat
ung sebaiknya diberikan dengan mencontoh khalifah Abu
dengan membawa langsung gandum secara diam-diam
i miskin. Bukan mempertontonkan “kesalehan sosial” kepada
don dibalik ity semua menyimpan potensi kericuhan dan
ki nestapa orang miskin. Disamping itu, di Indonesia sudah
baga resmi pengelola zakat, baik yang dikelola oleh
Maupun dalam bentuk lain yang dikelola oleh swasta seperti
fh. Persoalannya, apakah lembaga resmi ini mendapatkan
A dari publik (kaum muslim) itu sendiri atau sehaliknya?,
ngan berat bagi pengelola Badan Amil, Zakat, Infaq dan
AZIS) yang dibentuk disetiap daerah untuk dapat bekerja

Untuk  mengoptimalkan  zakat sebaiknya  bentuk
nya belajar dari metode pajak, dan aktifitas ekonomi yang
cluarkan zakat tidak lagi dikenakan beban pajak. Cara
lnra pemerintah (direktorat perpajakan) dengan lembaga
ariah masih mengemuka, bahkan tarik menarik. Pihak
menganggap bahwa bagi hasil (keuntungan) yang diraih
i dikelola oleh lembaga keuangan syariah mesti dikenakan
tara lembaga syariah menganggap tidak perlu karena secara
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otomatis sudah mengeluarkan zakat,
Pengelolaan zakat, infak dan sadagah
menghimpun dana. Selanjutnya disalurkan
{semacam bantuan langsung tunai),
untuk pemberdayaan ekonomi um
merosotnya kepercayaan publik tentang pengelol
sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah,
sumber alternatif pembiayaan kegiatan masyarakat
ekonomi, sekaligus mengentaskan kemiskinan.
kemiskinan mendekatkan kepada
sebaiknya ia ditebas dengan ped
Khalifah Umar Bin Khattah,
Melihat fenomena pembagian ZI8, diberba
bahkan menelan korban jiwa menggam
sesungguhnya. Klaim pertumbuhan ekonomi se
kedua tabun ini, bahkan angka optimisktik dari
kemiskinan yang terus turun tinggal sekitar 12
juta jiwa seolah menjadi antitesa dari
masyarakat yang menganiri
pembagian ZIS, yang mengan
jadi yang dikategorikan
Indonesia dan penurunan angka
diinternal pemerintah itu sendiri, Peter Drucker p
menyandingkan dengan negara-negara  bertumbu
market), yaitu Brazil, Rusia, India
memasukkan Indonesia sebagai mew co
sehingga menjadi BRICI.

Lalu apakah kita lantas berkesim
membangun citra atan ungkapan g
klaim itu tidak salah berbagai
membaik, akan tetapi
perekonomian Indonesia
menjelaskan  dengan
mendorong penurunan
benar, tapi realitas sosial

ini sangat penting, untuk
bukan dalam bentuk tunai
tapi dalam bentuk pemanfaatannya
at di sektor ril, Ditengah makin
aan pajak sebagai
zakat dapat menjadi
untuk kemandirian
Dalam perspektif agama,
kekufuran. Jika berwujud manusia
ang satu persatu seperti “kekesalan”

gai tempat penuh sesak,
kan kemiskinan yang
kitar 6,5 % pada triwulan
ity, serta deklarasi angka
9 % atau sekitar 30,02
kondisi pembagian ZIS. Ribuan
makanan dan minuman gratis atauy
tri di sana adalah orang miskin, atau boleh
miskin., Pujian kinerja ckonomi
bukan hanya datang
ikut memuji dengan
h pasar (emerging
dan China (BRIC) dengan
mer kedalam emerging market,

pulan, pemerintah membual, sekedar
ata? Dalam hitung-hitungan
indikator makro ekonomi terus
dampaknya menjadi persoalan lain. Terlihat
terjadi keterlepasan (decoupling), secara teoritis
gamblang bahwa pertumbuhan ekonomi akan
gka kemiskinan. Secara statistikal seolah sudah
menggambarkan fenomena lain bahwa orang

Fenomena Pembagian ZIS, Gambaran Kemiskinan Sesungguhnya -

miskin di Indonesia sepertinya bukan hanya 30,02 juta jiwa, |
it
Apalagi ukuran yang digunakan pemerintah, standar kemiskina
dari pengeluaran perkapita per hari sekitar Rp. 8.000,-,
Dilain sisi, secara tidak langsung BPS sebagai lembaga resmi
pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indone:
sensitif terhadap kemiskinan, terlihat dari tingkat kemiski
disparitas pendapatan mengalami kenaikan. Disparitas ¢
pendapatan ini ditunjukkan dengan perbedaan gini ratio, ketin
diperkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, ar
indikasi kurang bagus, Interpretasinya, jika angka gini rasio m
nilai 1, berarti terjadi ketimpangan yang tinggi, sementara an;
rasio yang bergerak di gha 0 berarti terjadi pemerataan. Perken
gini ratio di kota sejak 2002 hingga 2010, naik dari 0,33 menja
Perkembangan gini ratio di desa lebih fluktuatif, namun demikis
2002 hingga 2010 juga naik dari 0.29 menjadi 0,32 (BPS, 201 1).
Dengan mencermati struktur pertumbuhan ekonomi yang menc:
% ditopang oleh sektor pertanian dan industri yang menyerap lel
50 % tenaga kerja, nampak pertumbuhannya belum menggemt
Sementara sekior yang non tradeable seperti sektor transport:
telekomunkasi lebih tinggi padahal penyerapan tenaga kerjany
rendah, dan terkonsentrasi di Pusat-pusal kegiatan (wilayah) ek
Dugaan saya, ini merupakan salah sary penyebab  ketim,
pendapatan antar sektor dan antar wilayah. Karena itu, kinerja el
bukan hanya melihat indikator makro ekonomi semata yang
membaik, tapi ada realitas yang nampak dihadapan mata
kemiskinan masih begitu tinggi, terjadi ketimpangan antar pen
antar sektor dan antar wilayah yang membutuhkan perhatian,
Makin maraknya kejahatan korupsi, sebagai sumber masalah bang
menciptakan proses pemiskinan massal, hingga kini pencepahs
pemberantasannya yang dilakukan oleh pemerintah belum mak
justru kerapkali kontraproduktif. Dalam kondisi seperti jtu, terlal
Jika berharap banyak dari pemerintah untuk mengentaskan kemis
rakyat sudah lelah menunggu janji. Gerakan ZIS dengan mana
yang baik perlu ditumbuhkembangkan, sebab menurut perhitungar
dibuat Asian Development Bank {ADB), potensi zakat di Indonesi
mencapai Rp. 100 triliun, Sementara perhitungan Badan Amil
Nasional dengan pihak IPB lebih besar lagi, potensi zakat sekita
217 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu digunakan untulk
produktif, maka akan menurunkan angka kemiskinan secara |
bukan sekedar kamuflase dalam bentuk angka-angka statistik yang |
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yi setiap daerah memiliki potensi dan keunggulan
| yang dapat dijadikan sebagai striggle pembangunan.
il potensi maupun keunggulan itu dapat dikelola dan
i baik, pada akhimya memiliki nilai jual. Dibutuhkan
pusn masing-masing “manajer” daerah mengolah
llau pun potensinya minim dapat memanfaatkan
§, seperti menjadikan suatu daerah sebagai wilayah
{ftldder), berlanjut menjadi pusat pengolahan (industri
mnpun industri jasa).

llah dasar pemahaman Walikota Palu. Enam tahun
biint visi dan misi pada pencalonannya sebagai walikota,
Miyn terlibat secara terbatas. Kota Palu hendak dijadikan
Industri dan perdagangan rotan dan kakao nasional.
| Ini sudah terbangun, minimal vang dapat dilihat
pekolah kejuruan khusus rotan, maupun UPT serta
il kakao, walau skalanya belum terlalu besar,

§, sejauh mana kekuatan konstruksi fondasi tersebut
nig pembangunan Kota Palu, maupun secara umum
gih. Masih sulit untuk mengukur capaian itu, sebab
i Industri rotan di Kota Palu tidak terlalu signifikan.
(llne industri rotan tidak bertambah, malahan ada yang
 pun kepemilikannya tidak bertambah. Beberapa industri
| dimiliki orang yang sama. Meski beberapa event,
liMirl dan kerajinan kerap ditampilkan, tapi dampaknya
ghonomian daerah relatif kecil. Mudah diduga, serapan
terutama lulusan sekolah kejurvan rotanpun sangat

ii Industri rotan di Kota Palu sekaligus gambaran secara
Il rolan nasional. Selama ini Cirebon sebagai sentra
Julan  nasional mengalami  deindustrialisasi, banyak
i tutup, sebagian beralih profesi dari pengolah

menjadi pedagang meubel. Asumsi saya, Cirebon saja sebagai sentra
industri rotan nasional mengalami masalah serius terutama pasokan
bahan baku, apalagi kota lain yang baru memulai. Masalah utama
vang dihadapi industri rotan di Cirebon yakni pasokan bahan baku
yang makin terbatas, sebagai imbas dari kebijakan menteri
perdagangan yang membuka kran ekpor bahan baku (mentah) rotan.
Kebanyakan ekspor itu tertuju ke China dan Vietnam yang memiliki
kemampuan industri yang kompetitif, selain kemajuan inovasi yang
terus berkembang. Implikasinya kemudian, produk China maupun
Vietnam yang berbahan baku rotan harganya sangat kompetitif,
selain desain mebel yang dibuat sangat diminati pasar domestik
Indonesia.

Biaya produksi yang murah, serta penggunaan teknologi
mengakibatkan mebel China maupun Vietnam sulit untuk disaingi
produk dalam negeri. Konsumen, bahkan lembaga pemerintah pun
banyak yang menggunakan mebel impor, bahkan ada yang ditengarai
mebel impor digantikan lebelnya dengan produk dalam negeri.
Dalam bentuk lain, berkat kemampuan inovasi teknologi, China
memiliki kemiampuan membuat rotan imitasi yang berbahan baku
poliyester. Coba tengok, kebanyakan restoran maupun pusat-pusat
perbelanjaan maupun hotel menggunakan rotan imitasi impor dengan
desain futuristik, Gempuran produk impor makin memukul industri
rotan nasional, untuk menyiasati agar pelaku usaha mebel dan
industri rotan dapat bertahan, mereka banyak beralih kegiatan
sebagai pedagang mebel.

Kondisi ini tentu saja tidak jauh berbeda dengan indusiri rotan di
Kota Palu, meskipun ada asumsi dari awal bahwa Cirebon dalam
jangka panjang agak sulit bersaing sebagai sentra industri rotan,
sebab bahan baku rotan di Jawa semakin menipis. Umumnya bahan
baku diantarpulaukan dari Sulawesi dan Kalimantan, ada juga
sebagian diimpor. Karena itu pemerintah Kota Palu memiliki
keyakinan bahwa industri rotan di Kota Palu akan berkembangan
dinamis, karena bahan baku cukup tersedia di Sulawesi Tengah.
Mamun asumsi itu kurang terbukti, Cirebon sudah kadung memiliki
kemampuan kompetitif pada level nasional sebagai sentra industri
rotan, meskipun secara global sulit bersaing saat ini. Pada akhimya
kita dapat berkesimpulan, visi Kota Palu sebagai sentra industri rotan
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nasional sulit terealisir dengan berbagai kendala, kemampua
yang rendah maupun perkembangan industri secara kuanti
berkembang. Dampaknya terhadap perekonomian daerah
apalagi terhadap penyerapan tenaga kerja. Bagaimana
industri kakao?, secara nasional produk kakao sebetulny
berkembang, maupun luasan lahan komoditi kakao terus be
Indikasinya dapat dilihat, posisi Indonesia termasuk (i;
sebagai penghasil utama kakao dunia. Idealnya, Indones
menentukan harga kakao dunia, serta memberikan dam
terhadap perekonomian daerah yang berimplikasi lua:
nasional. Dari keseluruhan wilayah penghasil kakao di I
Sulawesi Tengah berkontribusi besar. Walaupun demikian :
yang patut dicermati, sudah banyak lahan kakao beralih
lahan komoditi lain sebab makin hari produksi kakao m
penurunan karena banyak diserang hama. Program

rehabilitasi kakao nasional belum memberikan dampak luas
berbicara masalah industrinya.

Berkaca pada fenomena itu, mungkin visi dan misi Walik
(pemerintah) tidak tercapai secara optimal. Bahkan bebera
mempertanyakan sejauh mana visi dan misi vang dibuat en:
lalu memberikan resonansi terhadap kemajuan Kota Palu,
kontribusinya terhadap perckonomian daerah. Sumber pes
daerah Kota Palu, sepertinya tidak ditemukan dari dua kon
(rotan dan kakao). Walau ini akan menjadi perdebatan, ba
dan misi tidak harus menghasilkan sesuatu secara konkr
bentuk tunai, tetapi ia merupakan pijakan untuk membuat
serta arah perubahan yvang akan dituju kedepan oleh sebuah
Masalahnya, visi dan misi yang dibuat tergambar secara
tidak hendak dikatakan bersifat ‘“bendawi”, maka se
memang memberikan implikasi secara nyata maupun dalar
rupiah.

Poinnya, yakni bahwa sebuah visi dan misi sesungguhny
abstrak tapi dapat diukur capaiannya selama lima tahun ata
pemerintahan. Dan tidak harus menetapkan satu atau dua

sebagai pijakan pembangunan, karena kota bersifat multipr
multiaktifitas. (Bersambung)
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iluga, perubahan visi dan misi Pemerintah Kota Palu pada
ilua ini sebagai imbas dari kurangnya capaian visi dan misi
Sepertinya visi dan misi jilid kedua ini lebih abstraktif
nn dengan visi sebelumnya, dengan mengusung konsep --
, City for All---, Secara samar-samar saya menangkap visi
inl titik tekannya pada aspek sosiologis, ketimbang aspek
n. Tapi fidak menutup kemungkinan dapat menjadi
mbangunan, sebab 1a merupakan bagian dari social capiial.
{) dimaksudkan adalah potensi manusianya yang multietnis
profesi, Secara faktual tidak dapat dipungkiri, negara atau
bersifat melting por relatif lebih maju atau minimal
perkembangannya cepat. Lain halnya wilayah yang
telutif lambat untuk berkembang, kompetisi sangat rendah.
fka kultur kurang mendukung. Wilayah yang memelihara
)i, antar masyarakat punya kemampuan kompetisi sebab
erogen, memiliki karakter dan budaya yang berbeda. Ada
lur) yang dinamis, ulet dan pekerja keras menularkan
[tir lain yang kurang dinamis, pada akhirnya memberikan
lobih massif. Apalagi jika kultur, budaya maupun etos yang
I dengan masalah ekonomi, maka akan berdampak
perkembangan ekonomi, mavpun menghasilkan produk-
i\

i inilah pemahaman sosiologis vang saya bisa tangkap dari
visi dan misi jilid dua pemerintah Kota Palu saat ini.
memang demikian, Palu salah satu kota di Indonesia
kerapaman budaya, meski dalam ornamen-ornamen
mendominasi etnis Kaili, Tapi dalam aktifitas keseharian,
i macam etnis, maka ia dapat disebut melting por dalam
Innn ekonomi. Akan tetapi dibalik “potensi” sosial itu, ada
Inin yang tersimpan dibalik keragaman i yang dapat
in pesekan bahkan benturan keras jika tidak didukung
yung tepat.

ying sudah dicapai Kota Palu saat ini memberikan tarikan

dari luar orang datang beraktifitas maupun melakukan kegiatan
ekonomi. Penguasaan ckonomi, bahkan cenderung monopolistik
pada etnis tertentu akan melahirkan disparitas pendapatan antar
penduduk.

Akumulasi kapital maupun penguasaan asset saatnya nanti akan
menjadi pemicu disorder social. Kerusuhan rasial, atau huru-hara
yang terjadi di London beberapa hari lalu sesungguhnya dipicu oleh
adanya disparitas dalam berbagai aspek. Riak-riak separatisme di
Papua, juga menggambarkan keadaan kesenjangan antar penduduk
lokal yang kurang skill dan masyarakat pendatang yang menguasai
berbagai ruang aktifitas, Maka visi dan misi, —Kota Palu Untuk
Semua--- perlu dibuatkan rumusan yang tepat, serta program yang
baik agar dapat mendorong masyarakat Kota Palu berkompetisi
secara sehat, termasuk di dalamnya memberikan spitit baru untuk
menciptakan etos kerja bagi penduduk yang relatif terkebelakang
secara ekonomi.

Jika space ini dibiarkan kosong oleh pemerintah kota, hanya
mengharapkan terisi secara natural, lama kelamaan akan menggeser
penduduk setempat kepinggiran. USA sebagai salah satu contoh
negara yang sudah lama menganut sistem melting pot mengalami
kondisi dimana penduduk asli (Indian) termarginalisasi dari segala
hal. Justru para imigran yang lebih dominan, baik dalam aktifitas
ekonomi maupun kegiatan politik, Meski diakui negara ini termasuk
paling stabil secara politik, dan kompetisi antar penduduk sangat
dinamis.

Masyarakat yang masih terkebelakang dalam banyak hal harus
dipersiapkan menghadapi perubahan-perubahan bahkan loncatan,
sebab tidak menutup kemungkinan mengalami “shock culture”. Ada
banyak indikasi kemajuan yang sudah dicapai Kota Palu, setidaknya
kota ini akan wmengalami pergeseran sektoral, dinamika
perekonomian makin maju kearah sektor tersier (jasa), sementara
sektor sekunder relatif lambat. Jika sektor jasa berkembang pesat,
apalagi yang memerlukan skill khusus, maka dalam jangka panjang
kemungkinan tenaga kerja bagi penduduk lokal yang tidak siap
berkiprah di industri jasa sangat minim terserap. Lain halnya jika
industri, atau sektor riil biasanya serapan tenaga kerjanya relatif
merata, tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus. Sinergi visi
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pemerintah daerah, dan arah kebijakan kurikulum pada p
tinggi tidak boleh dibiarkan berjalan terpisah, apalagi
sendiri-sendiri. Sebaliknya saling terkait, bersinergi satu :
untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan ekonomi
Apalagi menisbatkan Kota Palu sebagai kota transit, me
luapan dari spreedwash ekonomi Kota Makassar yan
dinamis, maupun penghubung dengan wilayah lainnya ya
Kalimantan. Selama pelaksanaan otonomi daerah, Kalimant
secara spasial memberikan kontribusi ekonomi nasional re!
tinggi dibandingkan dengan Sulawesi. Kegiatan ekonomin
dinamis karena keberkahan kekayaan sumberdaya alam,
sesungguhnya menjadi penghubung yang strategis diantara
tersebut,

Pada perspektif lain, sebagai kota transit kesiapan infrastruk
maupun ekonomi perlu terus dibenahi, tujuannya untuk r
dan menciptakan kenyamanan bagi banyak orang untuk
lama homestay di Palu. Ini akan berdampak terhadap
ekonomi masyarakat. Kegiatan sektor jasa, terutama perhot:
tumbuh tentu saja berdampak terhadap industri turman
membutuhkan  banyak tenaga kerja. Dengan <«
perkembangan ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daer
mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhar
jasa perhotelan dan industri pendukungnya.

Industri manufaktur di Kota Palu masih sulit diharapk:
tumbuh pesat, karena itu sektor jasa maupun perdagangan le
untuk dikembangkan. Dengan catatan kebijakan pendu
cukup memadai, serta program yang menopang ker
menyambung. Niscaya lima atau sepuluh tahun kedepan K
akan sejajar dengan kota-kota besar lainnya yang ada di ks
Tapi itu terpulang pada sejauh mana implementasi, interpr
dan misi yang dibuat oleh pemerintah Kota Palu, tentu s
terjadi keterlepasan (decoupling) dengan visi pemerintah
Kota Palu tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, atau arah h
bertolak belakang dengan pikiran pemimpin di level provin
Kota Palu dari jauh adalah view dan dari dekat sebagai gare |
Tengah.
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mencapai tujuan bernegara,
Emberikan pelayanan publik vang lebih demokratis, Sementara
Wini memperlihat kecenderungan yang lebih baik dengan alasan
g publik lebih efisiensi, mendorong kompetisi dan penduduk
I membayar kewajiban-kewajibannya, Sementara dukungan
1 perlunyva desentralisas dikemukakan oleh Tichous Model vang
kan sebagai rujukan pengadaan /ocal public poods maupun untuk
ungan desentralisasi dan pertumbuhan,

36} menyebutkan bahwa dengan adanya pelimpahan Wewenang
pkatkan kemampuan dnerah dalam melayani kebutuhan barang
i lebib baik dan efisien. Kondisi peningkatan pelayanan barang
antar daerah otonom akan memberikan
kabupaten/kota untuk memaksimalkan
i inasyarakat, Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan
ilah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui
n karakier masyarakat lokal, sehingga program-program dari
merintah akan lebih efekiif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi

i publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan

V. apakah konsep yang ideal itu dalam implementasinya
cora empiris membuktikan hal tersebug cukup baik, tapi tidak
gagal dalam menjalankan misi desentralisasi, Ada banyak
Ui yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah itu
msistensi pemerintah  pusat pun  turet memparah  kondisi
eagalan yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi dacrah,

pemerintah daerah begity luas, apalagi didukung kekuatan
. akibatnya banyak bermunculan by praciice pemerintahan.
i kekuatan terhimpun di tangan kepala daerah, schingga
o memiliki “powerfill” menentulan segalanya, Dampaknya,
i tergoda  memprakiekkan pemerintahan  yang cenderung
i kekuasaan ekonomi dan politik berpusar dekat dirinya. Ada
nooumtuk  merawat  sifat tolaliternva  dengan  melakukan
epada bawahannya (PNS) secara politis, bukan pengawasan
ik pembinaan birokrasi, Tidak banyak pilihan bagi birokrat
Misadari mereka terseret kearah pusaran politik kekuasaan,
w  birokrat  cenderung tergerus dengan situasi politisasi
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disingkirkan sementara birokrat yang
politik™ terhadap kepala daerah, kendati kemampuannya relatif rendah akan
dipakai dengan kedudukan vang lebih prestisius.
Maka tidak mengherankan mutasi jabatan, penempatan seseorang dalam
suatu instansi, ada kecenderungan tidak didasarkan pada kemampuan dan
penguasan keilmuan seseorang, tapi lebib pada mendudukkan secara politis,
Posisi kepala dinas, atay kepala badan sebagian besar kepala daerah
menganggapnya sebagai —jabatan politis--. Latar belakang keilmuan dan
kedudukan jabatan bagi PNS daerah tidak lagi menjadi pertimbangan
penting.
Politisasi terhadap sekolah, gurnu dan kepala sekolah tidak luput. Semenjak
anggaran pendidikan terus naik, memberikan imbas yang besar ke dasrah,
Dinas pendidikan menjadi rebutan berbagai pihak, ada banyak kepiatan serta
pengadasn barang dan jasa lahir disana. Tidak terkecuali kepala daerah
menitipkan pesan sponsorship, agar kepala dinas maupun kepala sekolah
dijadikan mesin ATM. Jika pesan sponsor diabaikan, jabatan menjadi
resikonya. Tidak jarang kepala sekolah dicopot dari Jabatannya dan dijadikan
sebagai guru fungsional karena keengganan menurut permintaan pesan
sponsor, Demikian halnya, banyak guru-guru dialihkan jabatannya ke jabatan
struktural sama sekali tidak sesuai dengan kompetensi jabatannya. Tidak jauh
berbeda, kepala dinas pendidikan pun menjadi incaran, Beberapa dacrah,
kepala dinas pendidikan bukan berlatar belakang sarjana pendidikan,
Idealnya, kepala-kepala dinas didasarkan pada kompetensi keilmuannya.
Banyaknya masalah yang dialami oleh para gury mulai tingkat SI) sampai
SMA, berimplikasi pada perkembangan dunia pendidikan di deerah, Paling
lerasa dan nyata politisasi guru makin menguat. Tidak itu saja, politisasi bagi
PNS daerah makin mengkuatirkan terhadap pembinaan PNS baik untuk
pengembangan karir maupun profesionalisme aparatur negara.  Setidaknya
{mungkin) inj yang menjadi pijakan pemerintah pusat, schingga muncyl
Wacana umtuk melalukan resentralisasi kewenangan pembinaan dan pcnataan
kepegawaian. Kementerian Pendidikan Nasional tidak man ketinggalan
dengan berupaya melakukan resentralisasi kewenangan pembinaan dan
penataan guri-gurn.
Secara konsepsional kebijakan resentralisasi sangat tidak baik, akan tetapi
pada prakteknya jauh lebih buruk Jika kewenangan ity terus melekat di
daerah. Sepanjang prakrek pemerintahan tidak profesional dan amburadul,
Tidak semata masalah pembinaan PNS, tapi implikasi lehih jauh yakni
hubungannya dengan pembiayaan  PNS  daerah. Konsep yang coba
ditawarkan pemerintah yaitu menghapus status kepepawaian pembeda selama
ini antara pegawai pusat dan pegawai daerah. Indikasi ity dilihat dengan
pemberian nomor induk pegawai, selama ini *nomor identitas itu jelas ada

punya kemampuan “komunikasi

Antisipasi Kebangkrutan Daerah

pembedaan antara pegawai pusat dan pegawai daerah, Tapi csens;
disity, jauh lebih penting masalah pebinaan dan pembiayaan,
Pembinaan pegawai yang amburadul di daerah berdampak
pembebanan anggaran negara. Ada dacrah yang kelehihan pegaws
daerah justrn kekurangan. Pada akhirmnya distribusi pegawai tid;
baik pada level nasional maupun ruang lingkup provinsi itu sendi
yang sudah “over capaciny” Pegawainya masih saja terus me
formasi penerimaan CPNS setiap tahun, pada saat yang bersamaar
pejabat yang sudah memasuki usia pensiun terus diperpanjang,
tenaga honorer terus berjalan, akibatnya belanja pegawai men
Proporsi pengeluaran dalam APRD jauh lebih besar untuk belanja
AFBD 2011, terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya di atas
belanja modalnya sampai 15 %. Dari 124 daerah tersebut, seh
daerah  memiliki belanja pegawai di atas 70 %5 tertinggi K
Lumajang yang memiliki belanja pegawai hingga 83 % dan belar
hanya 1 %,
Berikut 16 kabupaten/kota dengan belanja pegawai 70 % ke al
Tasikmalaya 70 %, Kabupaten Klaten 70 %, Kota Bitung 70 %, Kot
Sidempuan 70 %, Kabupaten Srgaen 70 %, Kabupaten Purwore;
Kabupaten Pemalang 70 o, Kabupaten Kulon Progo 71 %, K
Bantul 71 %, Kabupaten Kuningan 71 %, Kota Palu 71 %, K
Simalungun 72 %, Kabupaten Agam 72 %, Kota Ambon 73 % K
Karanganyar 75 % dan Kabupaten Lumajang 83 % (Fitrah, 2011),
Membengkaknya pegawai di suatu dacrah tidak terlepas dari bagian ;
penerimaan CPNS, sebab mercka anggota keluarga pejabat daers
sukses dan keluarga politisi. Sepertinya pemeriniah  daerah i
berpatokan berapa jumlah standar kebutuhan pegawai,
Kebijakan moratorium penerimaan CPNS mulai tahyn ini yang di
oleh pemerintah pusat perly disokong. Jika kewenangan reknitmen |
masih berada di tangan pemerintah daerah, rekrutmen terus akan |
tidak peduli berapa besar alokasi anggaran dalam APRD untuk
pegawai. Lalu bagaimana daerah may membangun jika anggarar
belanja publik makin menipis?
Kehijakan ini bukan perkara gampang sehab banyak daerah vang men
seperti delapan kabupaten di NTT menolak adanya moratorium pene
CPNS, Alasannya mereka masih kekurangan pegawai, kendati sudah r

untuk menyerap banyak
kerja. Ini lebih pada pembuktian bahwa daerah gagal menciptakan ding

perekonomian daerah yang berdampak terhadap penycrapan tenaga ker,




Menelaah Kemampuan Fiskal Daerah

memiliki korelasi negatif terhadap pengeluaran untuk belanja barang dan belanja  dibagikan ke provinsi maupun pusat,

M Amier -F-._um:.:% modal, sementara belanja pegawai berkorelasi positif. Meski masih ada secercah  Jika dianalisis lebih lanjut, ketiga daerah ini sekalipun tidak ad
i ol cahaya yang dapat menerangi keadaan itu, karena fungsi-fungsi pelayanan umum,  transfer dari pusal, mereka tetap hidup dapat membiayai pengelia
Peneliti LP2EB FEB UNG pendidikan. kesehatan relatif meningkat. Alokasi untuk fungsi pelayanan umum mandiri. Idealnya dacrah otonom seperti itu, sebab esensi dusar dari

merupakan alokasi terbesar untuk tiap tahunnya vaitu mencapai 36 % dari total fiskal yang melekat dari tujuan otonomi daerah, Yakni mendorang

. belanja. fiskal daerah. Tapi mungkin ity terlaly ideal, paling tidak da
Wkan masalsh otonomi daerah, termasuk di dalamnya deseniralisasi Peranan PAD yang minim, transfer dari pusat makin bertambah, proporsi untuk  mengatasi masalat ¥2 sendiri ferufsna menin el
imelekat. seolah tak ada ujungnya. Selama sepuluh tahun kebijakan gkatkan

: ! " belanja langsung begitu minim, maka dampaknya dapat dibaca, pembangunan  mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada,
Misi berjalan belum ditemukan formula yang ideal, masih Sa1d - infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi tidak berjalan. Membuka

| celah munculnya bad practice. Revisi payung hukum tentang jalan baru sangat sedikit, uniuk memperbaiki jalan rusak saja anggarannya begitu -~ Bagaimana Kemampuan Fiskal Gorontale?

il akan kembali diajukan pemerintah ke DPR untuk dibahas dan rendah, apalagi membangun pelabuhan laut dan udara di daerah sangat berat  Dari jauh saya mencoba meneropong  perkembangan  ekonomi
. Bagaimana dengan kemampuan fiskal daerah selama sepuluh tohun g direalisasikan. Kalaupun ada pembangunan pasti lebih banyak transfer Kemajuan Gorontalo secara fisik adalah fakia, tapi perdebat
esentralisasi?. Dari hasil riset yang ada, seperti yang dilakukan oleh (bantuan kementerian) dari pusat, untuk pelabuhan udara dag laut yang terbangun  kemampuan fiskal Gorontalo baik pada level provinsi maupun ka
), balwa proporsi transfer ke daerah makin meningkat sekalipun PAD umumnya dilakukan oleh BUMN, bukan pemerintah daerah, perlu kita hati-hati. Masalah fiskal daerah ada dua hal yang |
fimiun secara presentase PAD terhadap transfer pusat makin MEQUFUR.  Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diluncurkan diperhatikan, yakni PAD dan Dana Perimbangan. Bisa jadi ke
roh makin tergantung dari transfer pusat. Sementara realilasnya.  pada tahun 2009, dengan memperluas basis penerimaan daersh tidak banyak  pendapatan meningkat secara nominal, tapi proporsi peranan PAD
| pusat terutama DAU sebagian besar digunakan untuk membayar gaji menolong untuk memperbesar PAD, Kalaupun terjadi penurunan kertergantungan  Perimbangan terhadap total pendapatan justru menggambarkas
[engan kondisi itu, menggambarkan bahwa tujuan otonomi_daerah transfer dari pusat, hanya terjadi di daerah-daerah yang kava resources dan pusal-  kemunduran. Bila hanya melihat nominalnya akan T IS e

pai. kendati sudah berjalan satu dekade. ) pusal hisnis. Dengan mengacu pada faktor itu, tentu saja sangat terbatas daerash  Gorontalo makin mandiri dari segi fiskal bisa menyesatkan. Kenail
! dserah otonom memang makin meningkat, tapi kenaikan belanja

.@.ﬂ,.m_uﬁqmg%iamﬁ&na%m%ﬂm=.._. Artinya, endowment factor tersebut pendapatan semua dacrah mengalami hal serupa, bukan hanya G
i lerus merangkak. Pada awal atonomi daerah rata-rata daerah otonom sekaligus pemicu lahimya disparitas antar wilayah, sebab hasi] kekaysan SDA  kabupaten’kota yang ada di dalamnya.
berkisar Rp. 100 M — Rp, 200 M. tapi selama sepuluh tahun berjalan hanya daerah tertentu saja yang memiliki, Ada sekitar delapan daerah saja yang  Diskusi mengenai kemajuan Gorontalo dan kemampuan fiskal yang diki;
erah sudah banyak daerah nilai nominal APBD mencapai Rp. 1 T. memiliki proporsi total penerimaan yang sebagian besar dipenuhi dari bagi hasil  pihak menjadi daya tarik buat saya, klaim ity memacu adrenaline unts
telash APBD mulai tahun 2000 — 2010 yang saya lakukan rata-rata pajak dan bukan pajak (BHSDA), diantaranya: Bengkalis, Kampar, Siak, Mus  data-data kevangan dacrah seluruh Indonesia yang saya miliki. Selanjutny
PBD setiap daersh naik, akan tetapi sebagian besar sekitar 70 Banyuasin, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Penajam Paser Utara,  dengan  data kevangan mmn.aa. Gorontalo  baik u@? level  provi
i untuk belanja tidak langsung. Sementara untuk belanja langsung Walaupun demikian, bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang tingei, Untuk xmguﬂé dengan mengambil sampel secara series stlama dug E
Mol dan barang). rata-rata 10— 20 % saja itupun banyak mengalami jangka panjang daerah-daerah tersebut tidak boleh mengandalkan atay bergantung  $ampel ini terlalu pendek ramge waktunya, tapi minimal sudsh memberik;
semata dari hasil kekayaan SDA, karena umumnya kekayaan tersebut bersift @™l apakah kemampuan fiskal Gorontalo makin meningat atau sebalikny
lu, hasil rilis yang dilakukan cleh direktorat perimbangan keuangan unreneable. Saatnya nanti akan habis, sehingsa kemungkinan daerah tersebut U._E__,ﬁ_u wﬂumuﬂﬁ wﬂia_ _._H_m.n_s_.mn_ Nﬂnzq.___.n__smﬁ ME tahun 2
I menunjukkan bahwa, total belanja meningkal sebesar 83 % dari sebaliknya ketergantungannya terhadap transfer dari pusat begitu tinggi, hal ity ”._ﬂ »283 Milir n menjadi Rp. 122, iliar pada tahun 2011,
- : . B ; £ 3 5 ggaran 2011 bary berjalan triwulan kedua, artinya besaran PAD tahus
) snmpai tahun 2011 yang kemungkinan besar disebabkan karena tercermin dari kemampuan PAD masing-masing daerah yang kaya SDA relatif erupaken tanget. i peranan PAD Provinsi Gorontalo terhadap tota
yuknya jumlsh daerah. disamping alasan bertambahnya kebutuhan rendah. E.E__m_.:c mnwnme._ _Em mﬂeﬂmﬂﬁm tahus 2011 torom menjadi 1908 M s
dnerah, Sedangkan prosentase jenis belanja, dimana belanja pegawai Sedangkan daerah yang mampu memenuhi kebutuhan pengeluarannys, maupun perimbangan peranannya m&&g total pendapatan _u.d{_._nﬂﬁnﬁmac
o barang jasa 19 %, belanja modal 25 % dan belanja lainnya 14 %.  sebagian besar memilii Kemampuan untuk memenuhi total pendapatannys, yghun 2010 L 80,65 % dan tabun 2011 naik sehesar 80.71%
Ini-hesar jenis belanja tersehut, vﬂh&u pegawii, belanja barang dan diantaranya: DKI Jakarta, Surabaya dan Badung menggambarkan bahwa Provinsi Gorontalo bukan makin wandinl dari o
elanja lainnya meningkat dalam nilai vang relatif konstan, sementara Jakarta scbagai ibukota (pusat pemerintahan), sekaligus juga sebagai pusat bisnis  karena peranan transfer dari pusat meningkat, justru ada indikasi keterga
Il micnuran sekitar 8 %%, memiliki PAD lebih dari Rp. 16 T, dana perimbangan yang diterima sekitar Rp. 8 naik,
Wi tersebut menjadi cerminan peranan mekanisme transfer dari pusat T Sekalipun termasuk tinggi bila dikomparasikan dengan daerah lain, tapi  Pada level kabupaten/kota berdasarkan data pada tabel di atas ada dua kab
hhah setiap tabunnya. Sekaligus mempertegas bahwa biaya untuk proporsi terhadap PAD Jakarta ity sendiri lebih dari separuh. Kota Sursbaya  trendnya baik yakni Bene Bolango dan Gorontalo Utara, kedua dacrah |
i infrastrukiur dasar di daerah terus mengalami penurunan, BANEAL  gehagai kota terbesar kedua dari Jakarta merupaken sentra industri dan bisnis  PAD terhadap total pendapatan naik, dan peranan dama perimbangan
lwinpir semua daerah jalannya rusak dan sulit diperbaiki karcna nasional PAD-nya mencapai Rp. 2 T lebih, sementara dang perimbangannya jauh _ﬁnﬂe_ﬁﬁu Gorontalo dan  Kota EB:E_“. peranan EE firun,
| ik belanja modal begitn minim, Tidak jauh berbeda, persentase  Johip rendah secara proporsi dari PAD Kota Surabaya. Scdangkan Kabupaten  Perimbangan pada saat yang bersamaan juga mengalami  pemurunan,
Wik fngsi ekonomi seperti perkebunan dan penanaman modal relatif Badung, memiliki PAD sekitar Rp. 1 T jauh melampaui dana perimbangan yang ~ Pendapatan lain-lainnya naik. Kabupaten Boalemo dan Pohuwato mem
ik Lshun 2010 tinggal & % dari sehelumnya 10 %o pada talun 2007, ditranefir dard pusat, karena daerah  ini merupakan daersh parawisata vang kecenderungan yang ..ﬂ.m_.mm.un_mj provinst, peranan PAD-nya tunm
I wemang, kenaikan APBN maupun APBD  setiap tahun nampak chagian besar sumber PAD-nya dari pajak hotel dan restoran yang tidak perimbangan naik, kondisi ini tentu tidak ideal bagi sebuah daerah otonom,
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bwrbasis kinerja (performance budgeting) sudah menjadi
diterapkan dalam penyusunan APBN/APBD. Sistem
ran seperti ini diharapkan menciptakan efisiensi dan
pemantaatan uang rakyat, sebab semua uang yang keluar
I program ketja yang ada, atau menghindari kebiasaan
hir tahun anggaran membuat berbagai macam program
untuk meghabiskan anggaran yang ada, tanpa melihat
ikur ontcome, Anggaran berbasis kinerja juga menuntut
fogram-program yang terukur, bukan sekedar menuai
W ada indikator target. Namun anggaran berbasis kinerja
berjalan optimal disemua tingkatan pemerintahan, juga
anggaran  diprioritaskan  untuk keperluan yang
dan memberikan dampak langsung terhadap kegiatan
iyarakat,
rkait dengan ijtu, nampak prioritas anggaran untuk
10 masih jauh dari aspek anggaran berbasis kinerja, DPR
ki hak budgeting dengan seenaknya membuat program
ggaran untuk membangun kantor DPR Rl dengan
p. L8 triliun. Anggaran jumbo ini didasarkan pada
it gedung DPR RI sudah mengalami kerusakan, dan
B berlantai 24 sudah miring sekitar 7 derajat. Kendati
PU membantah kalau tidak pernah mereomendasikan
RI mengalami kemiringan, hanya perlu perbaikan dan
lapi tidak total,
enangan DPR RI yang begitu besar dalam hal budgeting
lah praktek kolutif dan koruptif, hal ini bisa dilihat
ngesahan  APBN-P 2010  selain merencanakan
n kantor baru fuga munculnya program-program yang
an jelas tapi anggarannya cukup lumayan besar, dalam
aran tersedia tapi program belum tersusun dengan
ada anggaran yang dialokasikan ke DPR Rl bahkan
dan anggaran sendiri mengakui kalau memang ada
miliar untuk DPR akhirnya dibagi rata setiap komisi
ny, dialokasikan kemana?, Pola Peganggaran seperti ity
"entangan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja
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yang n_Em:mﬁ:mrnm:m#:mrw: bahkan menjadi tuntutan DFR ke
pemerintah. Idealnya, bahkan harus ketika disahkan, APBN sudah
memuat perincian program. Itu merupakan keharusan untuk
mencegah penyelundupan Program-program siluman yang tidak
jelas masuk ke dalam APBN-P. Pengesahan APBN-P 2010 tanpa
program adalah sebualh langkah legislasi tanpa kelaziman dan
kepatutan. DFR dan pemerintah bisa saja beralasan bahwa program-
program terperinei akan disusulkan dan dibahas kembalj dengan
DPR. Namun, justru dj situlah  letak perkaranya. Dengan
menyusulkan program secara tersendiri, terbuka luas kesempatan
berlangsungnya praktik mafia anggaran. Program-program siluman
akan masuk dengan mudah, Proyek-proyek titipan anggota dewan
pun akan leluasa diakomodasi, maka dapat dibaca kemudian akan
memancing  datangnya Para mafioso anggaran yang memang
banyak bergentanyangana di Senayan,
Pesan yang dapat ditangkap disini, keinginan untuk
membangun kantor yang lebih mewah dan mengesahkan anggaran
yang belum jelas programnya menunjukkan hasrat mementingkan
kebutuhan anggota dewan dikedepankan ketimbang kebutuhan
dasar masyarakat. Apapun kebutuhan mereka seolah tidak ada yang
tidak bisa, namun bila menyangkut hajat rakyat alasan kijse yang
selalu disamapaikan anggaran tidak cukup bahkan tidak ada, Secara
sarkastik boleh dibilang bila otak sudah rusak dan kotor serta
syahwat politik yang besar dan kerakusakan yang menyelinap
dalam tubuh yang normal pun dianggap tak wajar, yang tegap dan
kokoh dianggap miring, yang bersih dihadapan mata dapat
dikelabui menjadi kotor. Keadaan itu seolah melekat bagi sebagian
besar wakil rakyat, Pengembang amanah rakyat justry menjadi
sarang “penyamung”, ini bukan ungkapan halusinasi karena sudah
puluhan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat
daerah ditangkap tersandung kasus hukum, dan sepertinya tidak

ijakan yang Koruptif

akan berhenti karena masih saja terus berulang,
Anggaran jumbo yang disahkan DPR dalam APR
untuk pembangunan gedung baru DPR RI sekalipun ;
berubah angkanya tetap sulit diterima masyarakat, A,
ditengarai lebih besar ketimbang untuk anggaran Program |
Harapan (PKH) yang hanya senilai Rp 1,3 triliun untuk
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Padahal, dengan ;
Rp 1.8 trillun angearan ini bisg mengkover 1,1 juta triliur
dibandingkan Gedung DPR yang hanya dinikmati 560 anggo
Anggota DFR sepatutnya  menjadi ujung
mempolopori pemangkasan biaya perjalanan dinas ke lua
bagi eksekutif karena kecenderungannya biaya ini meningk:
tahun, namun harapan itu terlaly ideal bagi orang banyak
biaya perjalanan dinas untuk DPR Rljuga terus meningkat, al
yang terjadi simbiosis mutualisme, kedua belah pihak
kepentingan yang sama yang mengabaikan hak dasar
Sementara  bila dikomparasikan dengan keadaan ¢
pendidikan  sangat memprihatinkan  yang justru  seha
diperjuangkan secara maksimal bagi DFR R, ICW mengut]
statistk per sekolah yang dimiliki Kementerian Penc
Nasional. Dari data statistik itu, diketahui banyak gedung s
dalam keadaan rusak, yakni 161 ribu bangunan, "45 perse
gedung sekolah rusak tersebyt mengalami rusak berat d
kemiringan lebih dari 7 derajat dan mendekati 90 derajal
hampir rubuh”.Data ity berasal dari statistik 2007/2008. Keru
gedung sekolah ity mulaj dari gedung Sekolah Dasar S
Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Umum, Berdas
data tahun 2007/ 2008 tersebut terdapat gedung Sekolah
sebanyak 139461 yang rusak, meliputi 72471 rysak ringar
66.990 rusak berat. Sementara untuk gedung Sekolah Men:
Pertama, terdapat 16.360 gedung yang rusak, 4.731 rusak ringan
11.629 rusak berat. Sementara itu juga terdapat 5.693 gedung
yang rusak, dengan rincian 4.151 rusak ringan dan 1542
berat. Dengan anggaran Bp. 1.8 triliun 00 dosian |5 ¥l
RN Ay

I

- F



lma atlet dan Kemenakertrans menyedot banyak perhatian
#l, Kedua kasus ini beraroma penyuapan, korupsi dan
ingan dengan pusaran politik kekuasaan dengan perilaku abuse
¢, Dari banyak rangkaian itu, pangkal muasalnya dari sistem
\ggaran negara, termasuk daerah yang belum baik. Apalagi
lillk dan pendanaan partai yang cenderung tidak menganut
ibu etika, Negara dirampok secara berjamaah yang justru
oleh elit-elit politik yang semata-mata lebih mementingkan
dun materi untuk menghidupi kelompok dan partainya,
kepentingan bangsa dan negara dikesampingkan.

figan sistem politik yang kumuh membuka celah munculnya
fnran. Kasus-kasus korupsi dan penyuapan akhir-akhir ini
jpni oleh KPK pasti menyerempet ke lembaga politik (partai)
(lan partai penyokong kekuasaan, Ada indikasi bahwa uang
litear dengan memanfaatkan celah politik anggaran yang
finsih bermasalah. la bermasalah karena sengaja diciptakan
Mbuka celah merampok APBN maupun APBD. Politik
ying belum tertata baik akan mengundang kehadiran para
Vg kita kenal sekarang mafia anggaran.

wran tidak sekedar bau aroma, bisa dicium tapi tidak bisa
Iin ia adalah fenomena yang faktual dan berada dimana-
lumpok mafia anggaran berpusat di tiga atau empat lokasi,
pusat, legislatif, pemerintah daerah dan di tengahnya ada
). Perantara ini umumnya kepanjangan tangan politisi
lirangkap oleh politisi yang memegang kendali di
- Mafin bekeria secara rapi, tugasnya ke daerah menawarkan
dibiayai oleh APBN, tentu saja tidak ada makan siang
itik angparan yang jomplang, serta besarnya kewenangan
nrin DPR RI vang dimiliki, makin membuka celah masuknya
i

| bentuk anggaran yang berpotensi diinfiltrasi mafia, yakni
Wilan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID). Indikator
Aertn formulasi besaran yang ditransfer ke daerah ukurannya
, dwn scuannya hanya di dasarkan oleh peraturan menteri
dan diputuskan dalam rapat kerja dengan badan anggaran,
Wgl, dana DPPID ini dapat berubah 180 derajat di tangan
Wudan anggaran atau pimpinan DPR RI, dengan dalih DPR
Wk hiadieering. DPPID sesungguhnya dana yang berpotensi
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untuk diselewengkan karena formulasi pembagiannya agak longgar,
maka peluang untuk mendapatkan dana tersebut daerah harus punya
cantolan di DPR. Bila tidak jangan harap akan mendapatkan dana
DPPID, kalaupun dapat tidak didasarkan pada kebutuhan daerah
pengusul, serta besaran yang diharapkan.

Karena itu sejumlah daerah mempertanyakan dasar pengalokasian DPID
pada APBN perubahan 2010 maupun 2011, DPPID APBN 2010 totalnya
mencapai Rp. 5,5 triliun yang justru lebih cenderung memperparah
prinsip equalizing transfer. sehingga menjauhi prinsip perimbangan
keuangan daerah. Sebab ada daersh yang mendapatkan DPPID puluhan
miliar yang lainnya hanya dibawah 5 miliar, seperti yang dikeluhkan
beberapa bupati dari kawasan yang relatif tertinggal. Bagaimana
mungkin dalam APBN Perubahan 2010 ini ada daerah yang
mendapatkan alokasi hingga Rp 24 miliar, sementara daerah lain hanya
mendapatkan Rp 1 miliar atau bahkan ada yang tidak mendapat sama
sekali?. Padahal Untuk penguatan infrastruktur pasti semua daerah
memburtuhkan.

Memang indikator serta formula pembagian DPPID ini sudah dijelaskan
oleh badan anpgaran DPR RI diantaranya daerah yang dikategorikan
tertinggal. Tapi DPPID 2010 ada sebagian dari kabupaten/kota yang
tidak menerima DPIPD itu daerah tertinggal, seperti Kabupaten Melawi,
Kabupaten  Bengkayang, dan Kabupaten Sumba Tengah,
Dari 30 provinsi yang menerima alokasi DPPID, 14 di antaranya hanya
menerima Rp | miliar. Kabupaten/kota yang menerima DPPIPD senilai
Ep 1 miliar ada 41 daerah. Dana Rp 1 miliar jtu semuanya dialokasikan
untuk penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Maka
inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan, sekaligus memperlihatkan
politik anggaran sangat amburadul yang cenderung merusak mekanisme
transfer yang sudah baku dalam perimbangan keuangan pusat dan
daerah,

Keberadaan DPPID tidak dibisa dihapus stigma sekedar bagi-bagi
anggaran bagi politisi ke daerah pemilihannya, dan memang cenderung
overlapping dengan dana transfer lainnya ke daerah, seperti DAK. Bila

Politik Anggaran: Membuka Peluang Korupsi dan Potensi Pengurasa
APBN dan APBD (1)

kita cermati Peraturan Menteri Keuangan (PMK) N
/PMK.07/2011 sebagai dasar penentuan DPPID, pos-posnya i
yang berbeda atau kurang lebih sama dengan item-item ¥i
DAK selama ini. Karena itu DPPID sesungguhnya perlu dides
memiliki formula yang baku dan masuk dalam bagian UL pe
atau model transfer lainnya. Dengan demikian potensi kebo
dikorup akan terkikis. Scbab dimana ada kewenangan yang
hanya didasarkan pada aturan yang lemah, dan diputuskan s
badan anggaran dan kementerian keuangan, maka disitul
penyalahgunaan kewenangan. Muaranya akan muncul prak
secara berjamaah.

Munculnya DPPID pada dasarnya Juga cenderung merus
alokasi anggaran atau berpotensi menabrakan aturan lain ¥y
ada, seperti UU Keuangan Daerah, ULl Perimbangan Keuang:
dan UU Bagi Hasil Pajak. Kasus suap yang melibatka
Kemenakertrans juga berpangkal muasal dari munculnya
DPPID bidang transmigrasi. Bahkan dicurigai anggaran Rp. :
langsung nyelonong dalam PMK tanpa pembahasan di kom
artinya dana ini ada hanya lewat badan anggaran dan ke
terkait. Apalagi DPPID transmigrasi diserahkan atau badan
memiliki kewenangan yang lebih untuk menetapkan, narnur
kriteria penetapannya tidak baku,

DPPID transmigrasi sesungguhnya juga berpotensi untuk diba
berbagai pihak. Jika merujuk pada prinsip dasar otonomi daer
transmigrasi, bidang ini menjadi kewenangan pemerintal
Dengan asumsi, jika itu menjadi kewenangan daerah otonc
kementerian teknis tidak perlu membuat program dan mer
anggaran ke kementerian keuangan. Otonomi daerah, per
keuangan pusat daerah menganut prinsip money foflow functic
kegiatan, program yang diserahkan ke daerah penganggarannys
dengan sendirinya. Prinsip ini yang dilanggar oleh kementeris
kerja dan transmigrasi, kendati sudah dijelaskan bahwa kemen
hanya mengusulkan program ke kementerian kenang
pelaksanaannya tetap daerah, termasuk kuasa penggunaan
berada di tangan bupati (dinas).

Jalur pengusulan program dan pendanaan seperti itu justra berliku da
panjang, semestinya semua diserahkan ke daerah saja. Dengan jahur yar
dan berliku justru akan membuka celah masuknya mafia anggaran,
yang tejadi di kemenakertrans saat ini. Mafia anggaran yang ditengar:
justru berada di pusaran ekschutif dan legislatif, Bersambungl!




igan keuvangan pusat dan daerah yang sudah memiliki UU
ya menjadi salah satu pertimbangan dan dasar pijakan politik
» namun jika kita telaah alokasi APEN/APBN-P 2010 vang lalu,
Rp 781.5 triliun atau sekitar 69,33 persen dialokasikan untuk
usal, kecenderungan APBN/APBN-P 2011 masih tetap sama.
i jauh lebih besar dibanding belanja daerah vang hanya Rp
liun (30,61 persen). Idealnya anggaran ke daerah lebih besar
g untuk dipusat, meski jujur diakui alokasi APBN bukan hanya
sfer, akan tetapi ada alokasi untuk bayar utang, subsidi dan
dak langsung. Namun seharusnya alokasi anggaran kementerian
ptru dikurangi untuk dibagikan kedaerah, dengan asumsi
lembaga pemerintah di pusat posturnya dirampingkan. Tidak
karang, begitu banyak lembaga di pusat dibuat, sementara
pun pemerintah pusat yang melekat hanya sekitar lima.
gi, politik anggaran yang sekedar menetapkan pagu anggaran
i tahun, kemudian indikator pengukuran keberhasilannya lebih
mata banyaknya penyerapan anggaran dalam kurun wakiu
Akibatnya, program yang disusun dengan pembiayaan APBN
APBD akan digenjot dihabiskan anggarannya sebelum masa
akhir tahun berakhir. Maka jangan heran, tiga bulan diakhir
npir semua hotel dan pusat-pusat pelatihan Jull booking oleh
pemerintah  untuk membuat  kegiatan dalam ranghka
malkan penyerapan anggaran. Tergambar disitu, keberhasilan
tansi diukur dari seberapa besar penyerapan anggaran akan
Scharusnya menjadi pertimbangan penting sejauhmana capaian
erealisir dengan menggunakan anggaran sehemat mungkin,
terjadi selama ini, instansi yang berhasil menyerap anggaran
i waktunya, entah itu indikator keberhasilannya secara fisik
tau tidak, yang penting ada laporan kegiatan, sudah dianggap
enjalankan program, Instansi yang dianggap sukses, baik di
upun di daerah akan menjadi pertimbangan utama untuk
an anggaran tahun berikutnya.

instansi vang masih minim penyerapan anggaran, kendati
nya mereka melakukan penghematan dianggap sebagai
an” yang perlu diberikan punishment oleh legislatif dengan
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mengurangi atau memangkas anggaran tahun yang akan datang.
Efektifitas penverapan anggaran juga semestinya perlu mendapatkan
pertimbangan, baik pada pemerintah pusat maupun daersh. Sulit rasanya
menerima akal sehat, misalnya pada APBN-P 2010 badan anggaran
mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp. 1,1 triliun. Anggaran ini bisa
diduga dana tak bertuan, schingga badan anggaran berinisiatii
membagikan setiap komisi sebanvak Rp. 100 miliar karena ada 11
komisi. Formula pembagian dana ini tidak jelas vkurannya, kelihatan
lebih berorientasi bagi-bagi anggaran atau bagaimana menghabiskan
anggaran. Padahal setiap komisi memerlukan kebutuhan dana yang
berbeda. Jika DPR yang mayoritas pendukung pemerintah harusnya
konsisten, kemana arah visi presiden? Apa yang yang menjadi prioritas
selama lima tahun, ifu vang diberikan anggaran yang lebih banyak.
Kesimpulan saya, badan anggaran, termasuk pemerintah itu sendiri tidak
memiliki politik anggaran yang baik untuk mendukung implementasi
visi pemerintahan yang dibuat.

Belum lagi muncul model formula pembiayan kedaerah yang aneh-aneh
vang kelihatan tidak jauh berbeda dengan model transfer yang sudah
ada, baik bersifat block grant maupun specific grant (DAL dan DAK).

Fada APBN-P 2010 muncul semacam "dana aspirasi terselubung" atau

dalam bahasa APBNP-nya disebut DPD FPPD (Dana Penguatan

Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah) senilai Rp

7.1 trilion. LSM Fitra menengarai dana ini Jadi lahan subur calo
anggaran, karena tidak ada kriteria yang jelas dan ditetapkan oleh Badan

Anggaran DPR. Sesuai tugas pokoknya badan anggaran seharusnya

hanya melakukan sinkronisasi anggaran antar komisi, bukan melampani

kewenangan menentukan besaran anggaran, termasuk menentukan

daerah yang mana yang berhak mendapatkan dana DPPID, seperti yang

terjadi pada kasus DPPID transmigrasi

endapatkan dana sebesar Rp. 500 miliar tanpa melalui pembahasan di
komisi,

Politik Anggaran: Membuka Peluang Korupsi dan Potensi Pengurasan

Ketimpangan Anggaran

Otonomi daerah sudah berjalan selama 10 tahun, kewenangas
vang diserahkan ke daerah begitu banyak (11 kewenangan
alokasi anggaran ke daerah jauh lebih kecil ketimbang alokasi
belanja pemerintah pusat. ldealnya kementerian-kementeri
dirampingkan, fungsinya selama ini diserahkan sepenuhny
daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Kementeri;
sebagai fungsi koordinasi, termasuk bertugas supervisi progran
kegiatan-kegiatan kementerian umumnya juga dilakukan olel
baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namu
kekurangan dana sebab sentralisasi fiskal masih  hesa
mengoptimalkan program teknis di dacrah maka mereka lontan
ke pusat mendapatkan bantuan pembiayaan.
Gampang diterka, kepala daerah setiap bulannya atau pejab
dinas akan selalau berada di Jakarta untuk melobi anggaran. K
membuka peluang percaloan, potensi hadirnya mafia anggars
terbuka lebar. Boleh jadi oknum-oknum kementerian yang dit
membantu mengurus bantuan ity dengan harapan akan ada
{komitmen fee). Jadi persoalan mendasar disini yakni ket
anggaran muncul, disamping karena tingginya derajat sentralis:
karena basis pajak yang gemuk masih ditangani oleh pus
diserahkan ke daerah basis pajak yang kurus-kurus. Basis paj
diserahkan ke daerah seperti pajak hotel dan restoran yang diur
hanya daerah pusai-pusat bisnis dan Jasa, sedangkan daerah ke
yang bukan pusat bisnis dan jasa ketergantungannya terhadap
pusat tetap tinggi.
Bentuk ketimpangan lain soal alokasi anggaran baik di pusat m:
dacrah, Rancangan APBN 2012 diperkirakan sekitar Rp. 1.400 il
persen di antaranya dialokasikan untuk anggaran rufin seperti gaji
negeri sipil. Ini berarti rakyat hanya mendapatkan jatah melalui
modal sebesar 19,5 persen. Sangat ironi, karena PNS vang jumiuhny
2.5 persen dari total penduduk Indonesia mendapatkan alokasi 82,
dari APBN. Proporsi pembiayaan APBD tidak Jouh berbeda,
kabupaten/kota belanja pegawai {belanja tidak langsung) di atas 50
bahkan ada vang mencapai 80 persen. Sungeuh sebush masalah,
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yiiick counr yang dilakukan beberapa lembaga survey politik
wling day pemilihan Gubernur Gorontalo menunjukkan
un (incumbent) kalah, dengan selisih svara yang agak besar.
pencermatan  saya, beberapa  Pilkada langsung
len'kota di Indonesia sudah banyak petahanan yang kalah
saingnya, sementara di level provinsi selama setahun
tini baru dua, yakni Sumatera Barat dan Gorontalo. Pilgub
ta Barat petahanan kalah dari new comer, meski diakui
an merupakan pengganti karena gubernur sebelumnya
| sebagai menteri dalam negeri. Pola ini sama dengan
Wlo, gubernur yang kalah merupakan pengganti gubernur
inya yang juga diangkat menteri untuk pos kelautan dan
in. Bedanya, mantan gubernur Gorontalo hanya menduduki
dua tahun, direshuffle karena intrik dan tensi politik yang
kental ketimbang hasil evaluasi kinerja kabinet. Sementara
lgub lainnya, secara umum incumbent masih terlaly perkasa
irontokkan.
lan petahanan di Gorontalo ada banyak kemungkinan dan
politik. Jauh-jauh hari sudah saya duga, bahwa siapapun
elanjutkan periode kepemimpinan Fadel Muhammad akan
imi kemerosotan citra, bukan karena kinerja atau prestasi
dari persepsi publik. Selama Fadel Muhammad memimpin
lo banyak orang memotret kedaerah ini. Fadel Muhammad
markeier, piawai menggunakan momentum dengan public
“ya cukup baik, sehingga hal-hal yang kecil bisa dipoles
lclihatan besar. Bahkan “manipulasi® angka-angka statistik
nng dilakukan, seperti jumlah produksi jagung seolah yang
tinggi sehingga wajar jika melakukan ekspor. Terbukti,
permintaan jagung Gorontalo yang tingi kuota yang
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diminta tidak mencukupi, untuk menjaga frust bahwa Gorontalo
punya komoditi jagung kuota ekspor di-drive dari Sulawes;
Selatan.

Demikian halnya ekspor sapi yang dilakukan terkesan memaksakan
diri, sebab kebutuhan daging domestik masih begitu tinggi.
Gorontalo lebih mengedepankan citra publik, seolah hendak
berkata Gorontalo bisa. Dugaan saya vang ingin dilakukan
pemerintah Provinsi Gorontalo saat itu agar ia punya nilai tawar,
tentu saja beroleh popularitas dimata rakyatnya, sehingga
cenderung melawan arus kebijakan nasional. Kebijakan ini pula
yang coba diimpelementasikan di kementerian kelautan dan
perikanan dengan menyetop kebijakan lama berupa impor ikan dan
garam. Tapi policy ini melawan maenstrem “mafia impor”,
meminjam istilah Rhenald Khasali “beruang-beruang ekonomi”
menguasai lisensi impor berbagai komoditi, termasuk garam.
Mereka pemburu rente yang memegang lisensi impor bertahun-
tahun merasa terusik kenikmatan ekonominya oleh kebijakan Fadel
Muhammad.

Kembali ke masalah Pilgub Gorontalo, setelah Fadel hengkang
(tepatnya kembali) ke Jakarta pamor Gorontalo terasa menurun,
Polesan berbagai kebijakan maupun kegiatan relatif sepi dari
penggantinya (Gusnar Ismail). Meski ikon dan program merupakan
kesinambungan  dari sebelumnya, tapi stile manajemen
pemerintahan tentu berbeda. Pada akhirnya, publik melihat terjadi
kemunduran, Gorontalo seolah tenggelam dari percaturan nasional.
Gorontalo tidak lagi identik dengan jagung, bahkan menjadi isu
pokok dalam debat kandidat Gubernur, apakah betul Gorontalo
masih mampu memproduksi jagung? Terbukti tahun 2009/2010
produksi jagung merosot, kegiatan ekspor ditengarai tidak ada lagi,
atau diantarpulaukanpun sudah terhenti, Kalau pun akhir-akhir ini
Gorontalo mencuat popular terlebih karena munculnya fenomena
video youtube “Gayus Tambunan” dan “Polisi India™. Tapi itu
tidak ada signifikansinya antara kebijakan gubernur dengan

Pemilihan Gubernur Gorontalo, Persepsi Publik Yang Berubah (1)

kreatifitas mereka. Justru terbaca di p
mendompleng ke mereka pada fenomena

anak muda yang popular lewat media sosial.
Kemungkinan lain bisa dibaca atas kekals
Gorontalo ingin sesuatu yang baru, kares
Ismail) meski baru beberapa tahun berada

dianggap sudah lama berada di puncak Bc
kolektif, program pemerintah Provinsi Go
kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya
Ismail bagian di dalamnya. Klaim keberha:
Gusnar Ismail — Toni Uloli (GITU admin
terlalu merespon. Angka-angka kemiskinar
sebagai kampanye prestasi lebih nampak dc
yang dikecap publik bertolak belakang seq
pertumbuhan ekonomi yang dipublis piha
secara statistikal memang tinggi tapi kurang
karena hal semacam itu terlalu akademis,
tinggi, hal itu sesuatu vang harus terjadi, jik
ini tidak berkontribusi terhadap pembentuka
income. Itupun meski kelihatan pertumbuha
tinggi, namun kontribusinya terhadap peml
sebesar 0,2 %, sementara secara spasial te
regional Sulawesi hanya menyumbang sebesa
Ditengah upaya membangun citra positif bag
yang bersamaan muncul negative campaig
yang sementara menduduki jabatan wak
penggunaan “ijazah palsu”. Tokoh yang sa
orang yang paling terdepan “menganeksasi”
Wartabone untuk pembukaan lahan tambang
publik Gorontalo menolak perusahaan yang
emas dihutan lindung. Tokoh saudagar ini ti
Gorontalo, karena hampir-hampir tidak ada
Gorontalo yang menonjol lebih banyak berk
dan Jakarta).
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lnya pemenang sementara, kedua-duanva merupakan figur
r dimata publik Gorontalo. Meski pengalaman di
ntahan relatif baru, tapi didampingi oleh birokrat yang relatif
aja” dan tidak neko-neko. Ditambah dalam tahap sosialisasi,
iri” keseantero Gorontalo, pemenang setidaknya dianggap
i dari petahanan lewat gerakan tak langsung dengan
barkan beberapa kali acara silaturahmi di Kota Gorontalo,
ping itu, terbuka lebar ditafsirkan oleh banyak orang bahwa
ng yang diusung oleh Partai Golkar, dianggap sukses
ngun  Gorontalo Utara, Meskipun itu  masih sangat
le. karena kemajuan suatu daerah bukan diukur semata
0 banyak gedung perkantoran yang dibangun, atau seberapa
rumah jabatan berdiri. Terobosan dalam pembangunan di
lo Utara juga tidak terlalu menonjol, bahkan sepi dari
itaan mengenai inovasi apa yang dikembangkan di
en termuda di Gorontalo, lebih banyak pemberitaan acara
an kerja dan seremonial yang memang umum dilakukan
daerah dimanapun.

0 kemajuan svaty daerah diukur dari welfare masyarakat,
terjadi kenaikan karena dampak langsung dari kebijakan
gunan. Bila itu terjadi, minimal mengindikasikan bahwa ia
membangun daerah. Selain itu, juga dilihat dari seberapa
emandirian daerah dalam masalah fiskal, Khusus masalah
luasi saya, ada perbaikan. telaahan yang sayva lakukan
data keuangan daerah trend PAD kabupaten Gorontalo
cara prosentase meningkat seiring dengan trend penurunan
se transfer dari pusat. Sementara daerah lainnya cenderung
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terbalik, prosentase transfer dari pusat cenderung naik dan
prosentase kontribusi PAD terhadap APBD trendnya menurun,
Artinya, dari perspektif desentralisasi fiskal Gorontalo Utara sudah
on the track walau dari kemandirian fiskal masih jauh dari ideal.
Masalah money politic yang banyak dibicarakan publik Gorontalo
tidak menjadi concern saya, karena itu relatif kita menilainya.
Selama praktek Pilkada langsung dilakukan mustahil tanpa money
politic, tergantung seberapa jauh kemasannya dilakukan apakah
terang-terangan (bahasa hukumnya, sistematis, massif dan
terstruktur) atau dalam bentuk varian lain berkedok sumbangan.
Dalam Pilkada langsung ditengah maraknya transaksi langsung
antara rakyat dan calon, money politic sudah menjadi “praktek
legal”. Sementara tawaran program (visi) saya orang yang termasuk
kurang percaya jika itu menjadi dominan daya tarik untuk memilih
seorang pemimpin. Pilihan emosional jauh lebih kuat ketimbang
pilihan rasional, perasaan lebih dikedepankan ketimbang rasio, dan
itulah potret umum Pilkada dihampir semua tempat.

Pilgub sudah berlalu, walau sebagian pihak pasti tidak puas
utamanya orang yang punya ekspektasi politik dan ekonomi. Bagi
yang tidak puas, curiga terhadap proses Pilgub, pemerintah sudah
menyiapkan sarana untuk sengketa pemilu lewat Mahkamah
Konstitusi (MK). Ketidakpuasan sangat tidak elok ditumpahkan
dijalan, merusak dan berkonflik. Apapun itu hasilnya yang menang
dan kalah sama-sama “anak negeri Gorontalo™, pasti punya
keinginan yang sama membangun Gorontalo yang maju. Harus
kembali ke “Khittah” siapapun pemenangnya, dan pihak yang
dikalah musti patuh terhadap janji dan deklarasi yang dibuat bahwa
siap menang dan siap kalah.

Bagi pemenang, ada banyak agenda yang harus dibuat.
Perekonomian Gorontalo masih amat bergantung dari investasi
pemerintah, sementara investasi swasta baik PMDN maupun PMA
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masih sangat minim. Anggaran pemeri
investasi swasta sangat terbatas masuk ke
pertumbuhan ekonomi Gorontalo sekalipu
elastisitasnya terhadap penyerapan tenaga
Secara nominal angka pengangguran di G
tapi jika diukur dari angka prosentase den
secara keseluruhan termasuk tinggi.

Tidak akan mungkin daerah maju tanpa
karena itu pembenahan pola daya tarik inve
Kegiatan ekonomi di sekior riil sangat
industri yang berdampak luas terhadap |
disadari industri besar masih sulit unty
Gorontalo, minimal industri-industri kecil
dengan potensi lokal Gorontalo.

Masalah pola daya tarik investasi tidak ada
dari provinsi senior, seperti Sulawesi Selat:
memenangkan regional champion sebagai
menarik investasi dengan membuat Perda
Dalam kurun waktu enam bulan setidakny:
masuk ke Sulawesi Selatan sebesar Rp. 28 tril
sebesar itu niscaya akan mnggerakkan roda |
pertumbuhan yang berkualitas. Kini g
membuktikan itu bahwa “Goromtale olc
provinsi dan kabupaten/kota wajib bersiner;
tarik investasi harus senafas, tanpa itu sulit
lompatan ekonomi. Meski disadari otonomi d:
menjadi alibi, kabupaten/kota masing-masing
sekata dengan pemerintah provinsi. Ego sekto
ditanggalkan, masalah pribadi sebisa mung
keranah kebijakan pemerintahan, karena pasti
dan biasnya ke publik.



wisan Timur Indonesia (KT1) selama ini belum dioptimalkan,
i ini didorong akselarasinya akan memberikan kontribus
bagi pembentukan perekonomian nasional. Berbicara masalah
ti membicarakan regional, yang meliputi di dalamnya
W, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Secara
Niribusi kawasan ini relatif kecil, juga dilihat dari berbagai
a masih jauh tertinggal dengan Sumatera, apalagi Jawa,
» Kalimantan berkontribusi terhadap pembentukan PDB
| %, Sulawesi 4,61 %, Nusra-Maluku-Papua 3,83 %,
ik fakior penentu rendahnya kontribusi wilayah KTI,
n jumlah penduduk kecil, disamping sebaran penduduk di
| masih begitu timpang. Infrastruktur pendukung sangat
emampuan sumberdaya manusia masih rendah dan investasi
pulagi dukungan kebijakan pada masalah lalu kurang
secara optimal, pembangunan lebih berpusat di Jawa. Ini
onsekuensi pilihan idiologi pembangunan vang lebih
| pada efisiensi (pertumbuhan), ketimbang memilih
- Investasi baik PMDN maupun asing cenderung diabaikan di
I, semua menumpuk di Jawa, jika pun ada investasi yang
om jumlah besar umumnya pada investasi pertambangan
nng membutuhkan tenaga kerja vang berpengetahuan tinggi,
ntasi capital intensive. Keberadaan tambang disuatu wilayah
emberikan dampak ekonomi yang besar, tapi cenderung
an  kompleksitas masalah sosial seperti konflik agraria,
enagakerjaan, kerusakan lingkungan. Apalagi dalam sejarah
tambang di Indonesia kontribusinya terhadap negara maupun
lokal sangat minim.
halnya, proporsi penyaluran kredit, maupun keberadaan
uangan di KTI masih sangat kecil sebagai implikasi dari
mnya investasi di kawasan ini. Meski disadari ada banyak
serta program untuk mendorong percepatan pembangunan di
nasa lalu, seperti pembentukan Kawasan Ekonomi Terpadu
Kebijakan ini seolah mati suri, secara kelembagaan KAPET
tapi sudah tidak ada aktifitasnya. Belakangan komitmen
lerutama pemerintahan SBY baik jilid satu maupun jilid dua
iwasan ini diabaikan dengan menghilangkan kementerian
menangani KT1 yang dibentuk oleh Presiden Abdurrahman

diubah menjadi kementerian daerah tertinggal, artinya tidak

saja tapi semua wilayah. Sementara daersh yang paling
nggal dalam hal apapun ada di kawasan ini, Walau di Jawa
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sendiri masih ada daerah tertinggal, tapi tidak seberapa. Dalam
perspektif lain, Jawa sebetulnya sudah “overioad” dalam proses
pembangunan, infrastrutur relatif sudah baik. Hanya saja daya dukung
untuk sektor primer (pertanian) makin menurun karena dipengaruhi
faktor demografi, karena penduduk Indonesia lebih dari 50 % ada di
pulau ini. Idealnya, lembaga yang mengurusi KTI tetap ada untuk
memacyu agar memiliki spreedwash ekonomi dengan kasawasan barat,
selain akan menjadi penarik sebagian penduduk yang ada di Jawa,
KAPET selama ini diharapkan akan menjadi “engine of growth” di KTI,
tapi hanya jadi aksesoris, tak berdaya, namun secara kelembagaan masih
dipertahankan.

Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Koridor Ekonomi dan
terakhir Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) tidak menekankan secara spesifik KTI, tapi semua
wilayah diberikan peluang yang sama dengan berbasis pada keunggulan
lokal. Artinya. desain MP3EI, pemerintah ingin mengakselarasi
pembangunan secara simultan disemua kawasan. Dengan masing-masing
wilayah diharapkan mengembangkan komiditinya sebagai selling point.
Namun jika kita telash dengan baik, tidak ada komoditi spesifik yang
dimiliki di wilayah KTI yang tidak dimiliki oleh wilayah barat,
Asumsinya, dengan kebijakan atau pola pembangunan seperti itu, KTl
dan KBl masing-masing didorong untuk bersaing secara bersamaan,
Fola ini tidak terlalu banyak menolong ketertinggalan KTI, sehab ada
banyak kendala vang dihadapi daerah ini. Kita berharap, apapun model
atau kebijakan pembangunan yang berubah-ubah itu, akan memberikan
perhatian lebih di KTI,

Ketertinggalan KTI dari berbagai aspek, terutama infrastruktur
menciptakan biaya ekonomi tinggi. Biaya angkut transportasi berbagai
komoditi antar KT sendiri begitu timpang kendati jaraknya hampir
sama, atau biaya angkut ke daerah Maluku dari Makassar misalnya lebih
murah dengan biaya angkut sebaliknya. Dari desain perencanaan MP3E[
Jjuga memperlihatkan kecenderungan bahwa program ini sebetulnya
tidak banyak memacu ketertinggalan KTI, karena secara umum koridor
Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua yang dibuat nampak hanya
dijadikan sebagai pengumpang (feeder) komoditi yang dibutuhkan di
lawa maupun untuk kebutuhan ekspor. Pelabuhan direct call tetap
diletakkan di Jawa atau pusat perekonomian nasional, seperti pelabuhan

(1)

Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta, kendati
dan Manado-Bitung dijadikan alternatif part international
koridor Sulawesi dan koridor Maluku-Papua lebih dekat den
potensial, terutama ke kawasan Asia Timur dan Amerika.
Dilihat dari perspektif ini, KTI jelas memerlukan special trear
insentif khusus untuk mempercepal ketertinggalannya. Kend
yang dihadapi koridor Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Pap
banyak, tapi yang paling krusial masalah infrastruktur,
mempertimbangkan bahwa koridor yang ada di KTI seperti K.
kegiatan utama ekonomi meliputi enam sub sektor yakn
batubara, kelapa sawit, besi baja, bauksit dan perkayuan.
Sulawesi kegiatan utama ekonomi yang didorong yakni lim
diantaranya sekior pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel d;
sementara koridor Maluku-Papua meliputi pertanian pangan,
nikel, migas dan perikanan,

Ketiga koridor itu semua berbicara tentang pusat prodi
pengolahan sektor primer, karena ity memerlukan infi
pendukung yang memadai. Belum kendala lain, seperti
Kalimantan. Wilayah ini kontribusi utamanya dalam pem
PDRB dari sektor tambang, Akan tetapi ada trend penurur
produksi sektor migas dari tahun ke tahun, tentu dalam jangka
menjadi persoalan yang berdampak pada keberlanjutan
Kalimantan, karena itu tidak boleh mengandalkan sektor tamb:
bersifat wnrenewable. Apalagi realisasi  investasi pemk
dikawasan ini masih tetap rendah, Akan halnya disparitas
Kalimantan begitu finggi, antara daerah tambang dan dae
tambang.

Untuk koridor Sulawesi hambatan yang menghadang dikedepan
rendahnya nilai PDRB perkapita dibandingkan dengan pulau
kegiatan utama perekonomian hampir 40 % didominasi sektor p
atau penyumbang terbesar dalam pembentukan PDREB, dan m
sekitar 50 % tenaga kerja, tapi pertumbuhannya sangat mo
invetasi yang rendah serta infrastruktur yang terbatas. Koridor ]
Papua lebih banyak kendala yang dihadapi, seperti Jumlah pe
atan mobilitas penduduk yang rendah, investasi yang
infrastruktur terbatas dan produktifitas pertanian belum optim
merupakan andalannya. Karena begitu banyaknya kendala mal
ada keberpihakan bagi pemerintah, agar KTI tidak makin te
dengan adanya MP3EI Jika perlakuannya sama, justru MP3]
menjadi pemicu baru terciptanya disparitas antar KTI dai
Bersambung!



aya saja, bahwa desain perencanaan yang dibuat kedalam
leh pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan
mengurangi pola ketimpangan antar kawasan, maupun
pendapatan. Kekuatiran saya, desain ini jika dibaca dengan
itu elok, karena MP3El dibuat oleh pemerintah untuk
akan (ransformasi ekonomi. MP3EI mengedepankan nor
usual dengan melibatkan semua stakeholders. Melalui
P3EL, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
empatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025
endapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 —
00 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara
~ 4,5 Triliun. Sementara persoalan klasik, seperti koordinasi
erintah pusat dan pemerintah daerah kurang berjalan
ebijakan pemerintah pusat terkadang implementasinya di
ak sejalan. Masing-masing koridor sudah dibuat tema
nan beserta pusat ekonominya, dan berikut kegiatan
utama. Hal ini berarti Pemda juga lebih fokus sesuai potensi
iliki koridornya, sebab tidak jarang pemerintah daerah apa
at di luar sana, tertarik pula mengaplikasikan di daerahnya
dak sesuai dengan potensi, apalagi kebutuhan masyarakat
dang dikesampingkan demi mengejar sebuah prestise.

osisi Gorontalo Dalam MP3EI?

kumen MP3EI ada delapan program utama yaitu pertanian,
gan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika,
sembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama
erdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang akan dibagi
n keunggulan lokal masing-masing koridor dengan
ankan semangal nof bisnis as aswal, terutama untuk
man  infrastruktur. Model pembangunan infrastrukiur
ni yang dilakukan mengandalkan pembiayaan dari
h melalui APBN dan APBD. Terbatasnya anggaran yang
sleh pemerintah, baik dipusat maupun di daerah tentu
lit pembangunan infrastruktur, Net bisnis as  usual
| cara pandang yang berubah, pembangunan infrastruktur
n kerjasama semua pihak dalam bentuk Indonesia
fir,
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Dalam hal ini juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur
sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan
produksi. Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan
dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk
membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara
paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun
tarify pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan,
pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha.
Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif
jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi
baru. Selanjutnya, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus
membangun /inkage semaksimal mungkin untuk mendorong
pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.

Menarik untuk dikaji masalah MP3EI, begitu banyak program yang
akan dikembangkan disetiap koridor. Koriodor empat (Sulawesi)
mengedepankan tema pembangunan pusat produksi dan pengolahan
hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan
nasional. Terdiri dari enam pusat ekonomi (Makassar, Kendari,
Mamuju, Palu, Gorontalo dan Manado), kegiatam ekonomi utama
meliputi pertanian pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu),
kakao, perikanan, nikel dan minyak bumi dan gas (migas). [ustrasi
pengembangan koridor empat dengan jelas digambarkan pada setiap
pusat ekonomi yang didasarkan pada endowment facior masing-
masing wilayah. Dengan mendasarkan pada kenyataan itu, terbuka
peluang bagi masing-masing kepala daerah (gubernur) di regiomal
Sulawesi untuk menginterpretasikan peluang apa yang dapat diraih
dalam program MP3EL Bagi Gubernur Sulawesi Tengah, MP3E]
manfaatnya sedikit sekali di wilayahnya, jauh lebih diuntungkan
Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Tlustrasi pengembangan
koridor ekonomi di Sulawesi kelihatannya memang beberapa simpul
komoditi sirategis yang dapat dikembangkan kedua wilayah tersebut,
Sementara di Sulawesi Tengah tersebar pengembangan simpul-
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simpul komoditi, tidak hanya berpusat di Palu.

Bagaimana dengan Gorontalo? Diantara enam pusat ekono
MP3EI wilayah ini hanya dijadikan sebagai basis peng;
tanaman pangan (jagung), simpul komoditi lainnya t
Sementara komoditi jagung sudah banyak  wilay:
mengembangkan, seperti Lampung, termasuk Merau
ditetapkan sebagai MIFEE (Merauke Integrated Food
Estate), bahkan Sulawesi Selatan sendiri sudah surplus
Jagung. Berulang kali pemerintah, baik dilevel provinsi
kabupaten’kota di Gorontalo hahwa wilavahnya memilik
perikanan yang besar, bahkan dahulu memiliki gagasan m
Badan Otorita Teluk Tomini. Disamping memiliki prog
mina bahari, baik yang di perairan Tomini maupun perai
Gorontalo. Usaha itu sepertinya kurang mendapatkan ke
pemerintah pusat, sehingga Gorontalo bukan termasul
perikanan. Justru yang dijadikan simpul pengembangan

perikanan Sulut, Sulbar, Sultra dan Sulsel,

Hal ini berarti dari lima kegiatan ekonomi utama di koridor
yang dianggap lebih potensial dikembangkan di Goronta
Jagung. Walau tidak menutup kemungkinan komoditi lain I
dikembangkan, kendati dianggap kurang kompetitif deng
ekonomi lainnya. Dengan merujuk pada tema pembangun
koridor ekonomi Sulawesi, sebagai pusat produksi dan pe
pertanian pangan (jagung). Gorontalo perlu meraih secara r
peluang ini, tidak saja sebagai pusat produksi jagung t:
diupayakan sebagai pusat pengolahan jagung. Gorontal
punya “brand” jagung, tapi masih rendah value added-nye
kebanyakan jagung yang diproduksi diekspor dalam ben
olahan. Tidak hanya pasar ekspor, kebutuhan jagung dome
masih tinggi, pada tahun 2010 Indonesia masih mengimpo
sebanyak 800.000 ton dari total kebutuhan 5 juta ton.

Gorontalo perlu memanfaatkan kebutuhan pasar domestik
dengan segala upaya yang didukung dengan regulasi dan k
dari pemerintah daerah. Juga konsistensi dukungan dari pe:
pusat untuk menempatkan Sulawesi. dan Gorontalo secars
sebagai pusat produksi dan pengolahan pertanian pangan (k
jagung). Berakhir!




Kematengan kedua tokoh politik yang berbeds pershu dituntut, meski ada rivalitas tapi menciplakan daya tarik investasi. Kemampoan Sulawesi Selatan meraih Region:
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fntoran, Disamping geliat ekonomi begitu besar, schingga perekonomian menjabat sebagai ketus harian koridor empat MP3EL Ini akan makin me
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| dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Memperingati hari jadi Sulawesi Sclatan yang ke 342 mengusung tema “Sulawesi Selatin kondisi seperti itu, provinsi yang lain tidak ada salahnya melakukan inovas) ymas
s diskui, pembangunan ekonomi masih terkonsentrasi di Makassar, sementara — py Masional”. Secars spasial komwibusi Sulawesi Sclatan terhadap perckonomian investasi, atay minimal ada pembenshan untuk mengantisipasi luapan (spreedhvas
lainnya masih banyak yang tertinggal Dengan kendisi sepert it justru dapat dikawasan Sulawesi tertinggi sehesar 49,5 % dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun  Sulawesi Sclatan,
disparitas wilaysh yang makin tinggi, apalagi jika melihat kondisi infrastruktur nasional sumbangannya terhadap pembentukan PDB masih sangat kecil, hanya  Beberapa jenis proyek yang dirintis di ams menggambarkan Sulawesi Se
paten/kota tidek scimbang. Nampak kondisi jalan diwilayah tengah, hingga  oaoen- 2,23 %. Bugi saya tidak ada salahnya bertanya, méngapa mercka dengan percaya diri  melakukan diversifikasi ekonomi (prosiuk), yang tidak mengandalkan saty komed
relatif lebih baik, dibandingkan dengan wilayah sclatan hingea ke Sinjal  olgs n o Tahiva Sulawesi Selatan merupakan pilar nasional, sementara kontribusimya ~ Walau sclama ini discktor pertanian menipakan penopang utama, khususnyz
pangzat buruk. Tidak dipungkiri, perhatian pemerintah provinsi diwilayah bagian bagi perckonomian nasional masih kecil?. Sembari melihat deretan prestasi yang dicapai  pangan. Provinsi ini merupakan lumbung pangan, atau penghasil beras ketign
" berishun-tahun agak minim. Sehinggs dibalik kemajuan yang dicapai  \oroerintah provinsi kita bisa menduga bahwa inilah landasannya sehingga daerah ini hendak  Indoriesia yang sudah diantarpulaukan ke 16 provinsi di KTL Demikian ju
an yang terkonsentrasi di Kola Makassar menimbulkan spekulasi politik dijadikan sehagai pilar nasional. produksinya sudah surplus sekitar 1,5 juta ton,
punyd peran besar, apakah Pemerintsh Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulawesi Selatan pada tahun 2009 menduduki peringkat kedua sctelah Sulawesi Utara Bidang inovasi juga digalakkan. Mereka sadar tanpa inovasi maka bangsa ini
o Makassar?. Spekulasi ini tiduk bisa dilepaskan dari aroma rivalites antar o (PR - sebagai dacrah pelayanan publik terbaik (Prasamya Karva Bhokti Praja  akan lertinggal dan hanya sekedsr jadi ftujuan pasar produsen bangsa lain, M
walikota, meski mereka berangkat dari tempat star politik yang sama tapi di Mugraha). Setidaknya dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, selain i ada banyak  sederhana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggandeng perzur
perpisah haluan. Kedus-duanyapun pada waktu yang bersamasn meraih bintang penghargaan yang diraih sebanyak 96 penghargean disemua SKPD. Tidak kalah pentingnya  Jokal mengembangkan mobil lokal, Mobil ini akan diperuntukkan bagi pedagang.
I preziden. ) B h dalam bidang ekomomi, Badan Koordinasi Penanaman Maodal (BEPM) memberikan  sehingga desain whap awalnya masih berbentuk mabil pick up dan mobgi bax ¥
tilan tidak tethindarkan, kemajuan Kota Makassar sah rasanya sebagai sukses penghargaan bergensi bagi Sulawesi Selatan sebagai juars sa —Regional Champion—  nama mobil toko (moko). Visinya jelas, moko ditarapkan kedepan akan menjadi s
alikot, Tapi tidak sedikit Imvestasi yang masuk ke Makassar juga jerih payah dengan menyisihkan 10 provinsi lainnys. Keberhasilan Sulawesi Selatan meraih Regional  mobil nasional, yang teniu beda dengan mobil nasional merek Timor pada masa |
i pembangunan, serin kebijaken keduanya nampak terjadi perlombaan, Champion menjadikan provinsi ini akan mendapatkan kemudahan berinvestasi, dimana diproduksi di Korea. Menengok sejarsh otomotif dunia di Jepane. seperti Toyota ai
ol scperti ini justru baik bagi dacrsh. Rivalites yang tidak schat, sena pemerintah pusat berkewajiban mendatangkan dua investor kedaerah jawara, satu PMA dan  merck lainnys semua dimulai dari hal yang sederhana, kemudian dikembangkan ir
forin masing-masing pihak yang perhu dihindari, karena pasti akan berdampak PMDN, Serta banyak “kewajiban-kewajiban” lainnya yang hurus dipenuhi pemerintah  desain yang menyesuailan Zaman, serta kebutuhan kenyamanan penzgunanya. Ti
patan pemerintehan dan pembangunan, Pertikeian antar tingkat pemerintah pusit bagi Sulawesi Selatan untuk menggaet investasi sebanyak-bunyaknya. Polo seperti i jepang, hari ini Malaysia dan India sudah memulai, kenape Indonesia tidak biss?
h_rﬂﬂnn_ﬁwm_&w .”nw_ dunia usaha yeng tidsk kondusif, pads akhimya [ akan menjadi daya pacu bagi daerah lain agar melakukan hal yang sama untuk
I pola daya tarik investasi,

imur, 29 Oktober 2011
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perencanaan yang dituangkan kedalam Masterplan Perluasan dan
lan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI} oleh pemerintah
endorong percepatan pembangunan sekaligus mengurangi pola
fgan antar kawasan, maupun distribusi pendapatan, Desain ini jika
engan rinci begitu elok, karena MP3ET dibuat oleh pemerintah untuk
takan transformasi ekonomi. MP3EI mengedepankan nor bisnis as
engan melibatkan semua stakeholders. Melalui langkah MP3EI,
n dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan
i sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per
nng berkisar antara USD 14.250 — USD 15.500 dengan nilai total
mian (PDB) berkisar antara USD 4,0 — 4,5 Triliun. Untuk
dkannya target di atas, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar
persen pada periode 2011 — 2014, dan sekitar 8,0 - 9,0 persen pada
2015 — 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh
i inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 — 2014 menjadi
en pada 2025, Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu
inkan karakteristik negara maju {bappenas.go.id, 2011).

lokumen MP3El ada delapan program utama yaitu pertanian,
ngan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta
angan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri
efgiatan ekonomi utama yang akan dibagi berdasarkan keunggulan
ing-masing koridor dengan mengedepankan semangat not bisnis as
utama untuk pembangunan infrastruktur. Model pembangunan
tur selama ini yang dilakukan mengandalkan pembiayaan dari
th melalui APBN dan APBD, Terbatasnya anggaran yang dimiliki
nerintah, baik dipusat maupun di daersh tentu mempersulil
inan infrastrukivr. Nor bismis as usual merupakan cara pandang
ibah, pembangunan infrastruktur dibutuhkan Kerjasama scmua
nm bentuk Indonesia incorporate.

ol ini juga dikembangkan metode pembangunan  infrastruktur
v oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi,
nerintah adalah menyediakan perangkst aturan dan regulasi yang
Insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan
lur tersebut secara paripurma. Insentif tersebut dapat berupa
{sistem maupun tarif} pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan,
pertanshan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha.
khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka
ilam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru, Selanjutnya,
h pusat dan pemcrintah daerah harus membangun  finkage
il mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat
un ckonomi (bappenas.go.id, 2011)

IR SULTENG, 07 November 2011

Dimana Posisi Sulawesi Tengah Dalam MP3E]I?

Menarik untuk dikaji masalah MP3EL begitu banyak
dikembangkan disetiap koridor. Koridor empat (Sulaw
tema pembangunan  pusat  produksi
perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional,
pusal ekonomi (Makassar, Kendari, Mamuju, Paly, Goron
kegiatam ckonomi utama meliputi pertanian pangan {p
dan ubi kayu), kakao, perikanan, nikel dan minyak bumi
Nustrasi pengembangan koridor empat dengan jelas digam
pusat ckonomi yang didasarkan pada endowment Jact
wilayah., Dengan mendasarkan pada kenyataan itu,
masing-masing kepala daerah (gubernur) di
menginterpretasikan peluang apa yang dapat
Bagi Gubermnur Sulawesi Tengah, MP3IEI
wilayahnva, jauh lebih diuntungkan Sulawes
lustrasi pengembangan koridor ekonomi di
beberapa simpul komoditi stralegis yang
tersebul. Sementara di Sulawesi Tengah
simpul komoditi, tidak hanya berpusat di
Sekilas saya bisa mahfum men
uringan di dalam forum rapat ke
dengan berpandangan agak apriori terha
sedikil manfastnya bagi Sulawesi Tengah. Pandan
Tengah mungkin akan jadi perdebatan jika kita
terutama  ilustrasi pengembangan  koridor
memang ada beberapa komoditi andalan Sulawesi Ten
blow wp kepermukaan yang dianggap potensial,
(perkayuan) maupun potensi perikanan yang berada
yakni Selat Makassar, Teluk Tomini dan Teluk 1
pengembangan koridor, Sulawesi
perikanan, bersama Gorontalo,
Tapi kita mesti yakin, Sulawesi Ten
simpul pengembagan kakao bersam
disamping komplek LNG dan klust
juga ditetapkan sebagai simpul
Sulawesi Barat dan Sulawesi Sel
Tengah masih
menutup kemungkinan hasil komod
Sulawesi Tengah, karena Palu men
industri, Komoditi-komoditi
added di Palu, yang justru
Sulawesi Tengah karena akan lahir indust
apriori Gubernur Sulawesi Tengah di
Makassar dan Manado-Bitung dijad
alternatif. Untuk mengantisipasi lim
mendrive komoditi dari kawasan tim

program yang akan
esi} mengedepankan
dan pengolahan  hasil

karcna kedua pelabuhan tersebu
lengkap dibanding pelabuhan yang ada di
g ada di wilayzh Sulawes;,
dimanfaatkan oleh Sulawesi Tengah
ditetapkan pada koridor empal {Sula
memiliki keuntungan dengan ko
Gorontalo, Diantara enam pusat
dijadikan sebagai basis
komoditi lainnya tidak
wilayah yang mengem
ditetapkan sebagai MIFEE
bahkan Sulawesi Selatan se
Berulang kali pemerintah, ha
Gorontalo bahwa wilayahnya
dahulu memiliki gagasan membent
Disamping memiliki program taksi
Tomini maupun perairan utara Gorontalo. Uszha
mendapatkan kesan bagi pemerintah pusat, sehi
termasuk simpul perikanan,
komoditi perikanan Sulawesi
Sulawesi Selatan.

Hal ini berarti dari lima kegiatan ekonomi utama di keridor Sula
dianggap lebih potensial dikembangkan di Gorontal
tidak menutup kemungkinan komoditi lain pun boleh
dianggap kurang kompetitif dengan pusat ckonomi la
pada tema pembangunan untuk koridor
produksi dan pengolahan pertanian pang
secara maksimal peluang ini,
perlu diupayakan sebagai pusa
Gorontalo sudah punva
karena kebanyakan jag
dak hanya pasar ekspor,
tinggi, pada tahun 2010 Indonesi
B00.000 ton dari total

memanfaatkan peluang
didukung dengan regul

t baik letak geografi

Persoalannya, peluang ap:
bagi kegiatan ckonomi i
wesi). Sulawesi Tengah n
nsep MP3IED  dibandingk
ekonomi, dalam MP3EI wilaya
pengembangan tanaman pangan {jagus
ada. Sementars komoditi jagung sug
kan, seperti Lampung, termasuk Me
(Merauke Integrated Food & Ener
iri sudah surplus produksi jagung,
ik dilevel provinsi maupun kabups
potensi perikanan yang be:
uk Badan Otorita Telyl

Terdiri dari enam
talo dan Manada),
i, jagung, kedelai
dan gas (migas).
barkan pada setiap
or masing-masing
terbuka peluang bagj
regional Sulawesi onuk
diraih dalam program MP3EI,
manfasinya sedikit sekali dj
i Utara dan Sulawesi Selatan,
Sulawesi kelihatannya memang
U dikembangkan kedua wilayah
tersebar pengembangan simpul-
ngga Goront
Justru yang dijadikan simpul peng
Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Ter

gapa Gubernur Sulawesi Tengah uring-
TN Sulteng beberapa wakiu laly,
Baginya, MP3ET sangat
gan Gubermur Sulawesi
mencermati dengan baik,

Pada kenyataannya
gah selama ini yang di
seperti komoditi rotan
tiga kawasan (zona),
olo. Dalam ilustrasi
Tengah tidak dimasukkan schagai simpul

0 hanya jagus

innya. Denga
ekonomi Sulawesi, sehs
an {jagung). Gorontalo pes
tidak saja schagai pusat produksi ja
t pengolahan jagung,

“brand" jagung, tapi masih rendah value e/
ung yang diproduksi dickspor dalam he
kebutuhan jagung domestik p
a masih mengimpor jagung
kebutuhan 5 juta ton. Artinya, Goront:
pasar domestik terscbut dengan segala up;
asi dan kebijakan dari pemerintah daerah, T
konsistensi dukungan dari pemerintah pusat untuk mene
bsus sebagai pusal prody
i jagung). Jika itu diabaikan
Gorontalo begitu minim, dan saya pu
an Gubernur Sulawesi Tengal
Selatan dan Sulawes

gah akan kebagian kegiatan Jain sebagai
Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara,
er industri di Palu bersama Makassar,
pengolahan nikel di Morowali selain di
atan. Dengan demikian peluang Sulawesi
terbuka lebar mengembangkan komoditi lain, dan tidak
iti dari provinsi tetangga diolah di
dapat kebagian schagai simpul kluster
it kemungkinan besar mendapatkan value
ampak ekonomi bagi masyarakat
ti-industr turunan. Saya menduga,
dasarkan pada keberadaan pelabuhan
ikan schagai porr of international
pahan muatan dari kawasan barat, atay
ur. Penetapan itu tentu ada alasannya,

dan Gorontalo secara kh
pengolahan pertanian pangan (komodit
MP3El dampaknya di
keyakinan yang mirip de
MP3EI jauh lebih diuntungkan Sul
Waktulah yang akan membuktikan “keris
Giorontao akan meraih manfany yang maksimal,
semata dari pusat ekonomi

memberikan d
TNEAn permyata
itu, apakah dengan

atan hanya sehagai ¢
lainnya di Sulawesi, lebih luas di KTI Fn




Il

merupakan

Secara historis,

dimana-mana,
importir me

komoditas  strategis yang perlu dijaga
njutannya, karena ia menyangkut hajat hidup dasar rakyat,
an pendukungnya senantiasa adaptable terhadap berbagai
bangan sosial politik, bahkan budaya. Tidak hanya melihat
ek ekonomi semata. Kecenderungan berpikir ekonomi semata
p komoditi pangan biasanya melahirkan kebijakan pragmatis
menekankan pada efisiensi. Karena itu, bila terjadi beralih profesi denga

lgan pangan, jalan mudahnya dilakukan impor, Bukan hanya sehingga ketergantungan _E.:.u%
kebijakan produksi pangan vang dianggap praktis cenderung  lainnya yang didatangkan dari 1
linasi keputusan pemerintah, karena ity padi (beras) lebih
p efisien pengadaannya ketimbang jenis pangan lainnya, kebijakan (Undang-Undang
ada masa lalu semua rakyat “dipaksakan® mengkonsumsi  dianggap banyak kalangan
liberal. Juga cenderung me

terutama kultur masyarakat kebiasaan terhadap pengadaan pangan,
nsumsi pangan di luar beras sudah terjadi turun temurun pada  komoditas strateg
lertentu. Namun kebijakan melakukan “mewajibkan”  didekatkan pada jangka

¢ beras, perlahan sumber pangan lain ditinggalkan, sebab komodit pangan yang dihasilkan tidak semua daer

inya, terjadi hukum permintaan yang diakibatkan dengan  sebagai produsen. Bila cenderung diliberalisasi, daerah

kewenangan untuk menge
pangan selamanya akan mengimpor dan
ewenangan pemerintah pusat hilang, maka
cenderung mencari Pasar yang memberikan
ketimbang mengantarpulaukan ke daerah
gan harga yang kurang kompetitif,

aerah bukan hanya diberikan keleluasaan
berikan diskresi untuk
Belum lag;j, nampak peran
ni tidak diberikan "beban”
gabah yang dihasilkan oleh petani,
rti itu, maka kebijakan pemerin
para petani melalui

berarti para tengkul
tetap cenderung mengkonsumsi beras, menetapkan harga dilingkungan petani,

produksi pangan belum terlihat, masalah- hasil panen petani saja, petani tidak
klasik penghambat tidak dilakukan perbaikan, seperti harga yang dilakukan para
| irigasi, penyuburan lahan dilakukan secara instan yang  diwajibkan, Dengan jelas, pe
itkan ongkos produksi pertanian meningkat. Akibatnya berdaya
W petani cenderung menurun, banyak diantara merekg Bulog d

Undang-Undang Pangan,

thnya jumlah konsumen untuk mengkonsumsi beras. Sejalan diuntungkan karena memiliki
itu, lahan pertanian produktif terus menyusut, yang terjadi  miskin atau bukan produsen
N kelangkaan pangan (beras). Untuk memenuhi permintaan  bergantung. Apalagi jika k
impor menjadi pilihannya. Dibalik kebijakan ini melahirkan  daerah surplus pasti lebih
macam pemain yang lebih berorientasi profit ketimbang gain yang lebih besar,
ketahanan pangan nasional. Moral hazard para importir kekurangan pangan den

yang dirugikan tentu masyarakat, terbuka Pemerintah d
masukkan beras ilegal atau menghindari bea melakukan ekspor-impor  tapi juga di
merancang dan mengelola pangan sendiri.
Tahun 1984 Kita berhasil mencipatakan swasembada beras, Bulog makin direduksi, karena
‘i yang terjadi defisit (kelangkaan). Instrumen kebijakan  untuk menyerap produksi
h tidak jauh dari impor, sementara untuk mendorong  tidak ada kewajiban se
tan produksi pangan lebih banyak muatan politis (janji  selama ini kerap menolong

yang sulit direalisasikan. Diversifakasi pangan pun tak (floor price) akan hilang,
baik, masyarakat

iendongkrak

pe

talo Post, 11 November 2011

Muh. Amir Arham*
* Penulis, Pengajar Fakultas Ekon omi dan

Bisnis Universitas Negeri Goron falo
&3

n melakukan urbanisasi, Inj menjadi akumulasi

p impor beras, maupun jenis pangan
uar makin tinggi.

seperti itu, DPR berupaya membuat
Pangan) yang merupakan hak inisiatif,
terutama akademisi lehih berorientasi
ndesentralisasi kewenangan ke daerah
Pangan yang merupakan
dari mekanisme

Ditengah kondis

surplus akan
kspor, daerah

penetapan harga dasar
ak akan lebih leluasa
Kewajiban Bulog menyerap
berdaya terhadap permainan
apalagi Bulog tidak
terpuruk dan tak
ementasikan, Peran
dengan memberikan

kecil makin
Jika UU Pangan yang baru ini diimpl
ireduksi, peran pedagang diperbesar
keleluasaan mengelola cadangan bangan,

Kelahiran UU Pangan ini tent menyisakan bap
Yang sangat serius, tidak saja di hulunya tapi juga di hil
Jjelas makin kurang berda . posisi tawarnya makin turw
keleluasaan pedagang makin besar yang tentu mem|
bahkan mungkin saja akan dilindungi kekuatan P
cenderung  memburu rente, Apalagi  kewenangan
diperluas, sementara kita paham bahwa umumnya kepala
serius mengurusi masalah pangan mulai dari huly hing
SDM di daerah untuk merancang, mengelola dan kegia
impor masih begity lemah, maka peluang yang akan my
kekacauan pangan vang berimplikasi pada masalah sosial-
Kewenangan yang ada pada daerah saat ini saja
untuk diurus dengan baik, apalagi menambah kewenar
pengelolaan pangan. Daerah saat ini lebih cenderung meny
di lembaga keuangan, yang umumnya bersumber dari tra
ketimbang menggunakan untuk kegiatan produktif. Seme
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang ny
sentuhan pemerintah semuga dikenakan pungutan untuk me
penerimaan. Apalagi jika kewenangan merancang dan
pangan diberikan kelelyasaan kepada daerah, dugaan say
(Pemda) akan berkolaborasi dengan para pedagang yang
kewenangan Jjuga mengelola pengadaan pangan vang m
gain untuk digunakan pada pembiayaan politik. Maka
ketersediaan pangan memang akan dilakukan akan tet
cenderung pada nuansa politiknya, ketimbang pemenuhan }
pangan masyarakat secara ekonomi. Lajy untuk apa UL
dibuat jika kecenderungan merugikan petani (masyarakat), a
akan melahirkan hukum rimba siapa vang kuat akan mena
yang lemah selamanya akan miskin dan bergantung pac
pangan dengan harga yang dimainkan oleh daerah produsen,
patut curiga, rancangan UL Pangan yang baru inj pesana
Siapa yang diuntungkan? Apakah DPR yang berinisiatif m
UU Pangan punya perspektif yang luas atau sekedar memeny
legislasi? Jangan-jangan UU ini akan berujung di M;
Konstitusi, pada akhirmnya akan dibatalkan, Jika itu terjadi ma
rakyat yang digunakan membahas Ul akan menguap, d
segelintir orang saja yang diklaim sebagai orang terhors
perlanyaan yang wajib dijawab bagi yang berkepentingan |
Penyusunan UL tersebut,




Perekonomian Stabil:

uangan di USA dan krisis utang Zona Euro membuka peluang
i kawasan Asia  memainkan peran  dalam dinamika
ymian Global. Selama ini lebih dari separuh perekonomian dunia
oleh dua kawasan tersebut, sekaligus menjadi tujuan pasar
unculniya krisis keuangan sebagai dampak dari menumpuknya

inya, pangsa pasar ini sekaligus punya peluang dapat menjadi
perekonomian  domestik dimasing-masing negara sehingga

aan sumberdaya alam yang besar, belum dioptimalkan l
unnya, c. Negara yang majemuk, sudah menjalankan demokrasi

i baik, dibandingkan dengan Tiongkok, dan d. Tumbuhnya

erus-terus di-suppfy.
talo Post, 22 November 2011
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Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan ekonomi
1z publik di Zona Euro. Atas krisis itu, tiga negara di Asia cenderung tidak berkualitas, Triwulan M 2011

va China, India dan Indonesia dapat memanfaatkan Indonesia mencapai 6,5
gan” ini dengan memperkuat ekonomi domestik, sebab pangsa berbagai pertany an. .

digal ekt Ttois capai 40 i D bahwa perekonomian digera
il digabung ketiganya hampir mencapai o pangsa p yang terserap sangat keci

boleh saja tinggi tapi
pertumbuhan ekonomi
%. Nilai pertumbuhan yang tinggi menyisakan
aan. Jika dikaji lebih jauh kedalam, memperlihatkan
kkan oleh sedikit perusahaan, dengan jumlah
l. karena sebagian dikuasai oleh
nontradeable, atay sektor finansial Dengan melihat
rtumbuhan ekonomi seperti itu, ditambah derasnya arus
k ke Indonesia saat ini, utamanya di pasar modal belum
baik oleh korporasi BUMN sebagai salah satu
asional. Demikian halnya aksi korporasi swasta,
um krisis Eropa. Akibatnya nilai tambah ke sektor
vang ada hingga saat ini belum
BEI untuk memanfaatkan modal asing.
orporafion menempatkan daya
pada wrutan 124 dari 129 negara yang
yang rendah, asumsinya korporasi BUMN
memanfaatkan capiral inflow yang ada. Lain
lam bentuk penanaman modal

tenaga kerja
perusahaan yang
kecenderungan pe
ndorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan (demand  modal asing masu
hkan Indonesia apportunity-nya lebih besar karena setidaknya  dimanfaatkan de :
beberapa kekuatan, yakni; a. aspek demografi, rata-rata usia wJ@:ﬂﬁ ekonomi ”._

: ; : i melewatkan momen
masyarakat Indonesia begitu banyak, sekaligus potensi pasar, sangat minim. Ratusen BUMN
sampai 20-an yang listing di
Walau dari sisi lain hasil su
saing usaha Indonesia berada
pelaku usaha dari luar, sehingga capital inflow makin deras disurvey. Dengan daya saing
tabilan makro ekonomi dan politik relatif terjaga. dan swasta lebih baik
krisis finansial di USA dan Zona Euro, dipastikan banyak hor halnya jika investasi dalam |
engendus negara-negara yang dianggap aman dari krisis, il atau kegiatan produktif
atraktif, Kriteria itu ada pada China dan India, tapi kedua pendukung daya tarik inves
| perumbuhannya sudah cukup tinggi bahkan sudah panas _unE_c&:_...m_‘ ._u,n_ d
nan akan melambat. Karena itu momentum ini perly Yang stabil, usia penduduk produktif yang b
an oleh Indonesia, sebab dampak krisis relatif kecil, arah mata  cukup karena digerogoti oleh negara It
stasi menuju ke Indonesia. Pasar domestik perfu dioptimalkan, ~cenderung mengganggu. , ™
ikian perlu diwaspadai karena namanya hor money, besar Kedua variabel fersebut masih menjadi
an capital inflow begitu deras, keluamya feapital flight) juga  Schingga nﬂwﬁ.mw_nm menurun, .EE di bandi
jadi. Apalagi selama ini investasi yang masuk ke Indonesia Kedua niegara ini proses memulai .
ak pada sektor keuangan (portofolio) karena suku bunga begitu 3 dan 6 hari, sedangkan Indonesi
lerung investor asing melakukan capital gain dalam jangka ”ﬂm_.__.ﬁrﬁ Indonesia __..E_EE. |
kalipun USA melakukan hal yang sama, namun para investor  infrastruktur yang masih minim, terutama di d
hindar dari USA karena nilai portofolio relatif kecil, lembaga  Pola daya tarik investasi

rvey finance o

langsung disektor
vang bersifat Jabor imtensive, variabel
asi menjadi pertimbangan penting untuk
ki potensi, ekonomi makro
esar, tapi itu semua belum
sendiri, birokrasi masih

sekalipun Indonesia memili

“barikade” bagi Indonesia
ngkan Thailand dan Malaysia
p dilakukan masing-masing
a masih berkisar 2 bulan (60 hari).
faktor daya dukung
aerah. Problema utama
selama ini sekalipun pemerintah pusat

Juga diakibatkan

Peringkat IPM Turun dan Daya Saing Melorot

terus  membenahi, akan tetapi daerah masih sijn |
Sinkronisasi masih  belum berjalan maksimal. Infrastrukmur d.
jalan yang menjadi bagian kewenangan daerah hampir se
akibatnya ongkos angkutan barang dan jasa menjadi besar,
Fada level nasional, insentif pemerintah kemungkinan ady ta
malah sebaliknya (disintensif). Masalah utama yang dihad
schingga terkendala dalam pembangunan infrastrukur,
terbatasnya anggaran. Sebetulnya anggaran bukan tidak ada,
terbatas untuk dialokasikan ke belanja modal dan barang, kar
BO % alokasi APBD terserap kebelanja tidak langsung (belanjs
Satu-satunya cara yang dilakukan Pemda untuk membangun ir
selalu  menengadahkan tangan ke pusat untuk memint;
pembiayan pembangunan, maupun perbaikan infrastrukiur, A
sakit sepertinya Pemda-Pemda belum berupaya maksin
menyehatkan, mereka tetap cenderung memperbesar bel;
langsung. Kondisi ini turut memperparah merosotnya daya taril
di Indonesia karena minimnya pembangunan dan per
infrastruktur,
Paradoks ekonomi lain yang perlu dicermati, hampir sem:
makro  ekonomi tercapai  sesuai target, itu artinya pere
Indonesia sangat stabil, dan terus tumbuh. Hal ini terbuka pelu
diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya me
dampak yang baik terhadap kesejahteraan rakyat, tapi ada pem
lain yang terlihat seperti IPM Indonesia turun dari peringlat
tahun 2010 turun pada posisi 124 tahun ini, Mengukur IPM s
dilihat dari aspek kinerja pendidikan dan derajat keschatan
pendidikan cenderung membaik setiap tahunnya karena alokasi
terus naik, ada kemungkinan turunya [PM karena faktor m
berbagai macam gangguan kesehatan, atau merebaknya
penyakit menular, Kendati anggaran di sektor kesehatan pada
juga terus diperbesar, tapi anggaran bukan faktor dominan saty
uniuk memperbaiki keadaan. Jauh lebih penting komitmen yang
seluruh pemangku kepentingan bangsa, mulai dari pusat hi
daerah. Dengan cara itu, paradoks-paradoks perekonomian |
(termasuk daerah) tidak mengelayut setiap saat, ekonomi tum
indeks pembangunan manusia turun, daya saing melorot pula.



1sat Statistik (BPS) sudah melansir kinerja ekonomi tahun
dikator makro ekonomi yang kerap ditonjolkan sebagai
keberhasilan  kinerja perekonomian salah  satunya
han PDB. Dalam APBN 2011 asumsi pertumbuhan yang
ikisaran 6.4 — 6,5 %, pada akhirnya memang perekonomian
di tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dengan nilai PDB
Rp 7.427 triliun, tertinggi atau kondisi perekonomian
etelah krisis ekonomi tahun 1998. Akselarasi kinerja
han sebesar itu secara otomatis mendorong peningkatan
n perkapita. BPS mencatat, pendapatan per kapita atas
berlaku mencapai Rp. 30,8 juta atau USD 3.542,9.
ghan dengan tahun sebelumnya (2010), nilainya meningkat
p. 27,1 juta (USD 3.010,1).
ngka-angka di atas dengan terang memberikan pesan bahwa
mian Indonesia makin maju, apalagi capaian kinerja
sepanjang tahun tahun 2001 diperhadapkan pada
stian perekonomian Eropa, karena itu capaian ini diapresiasi
ihak, dan seperti biasanya pihak pemerimtahpun akan
ebentar lagi partai akan ikut serta mengklaim keberhasilan
yang duduk dikemeneterian ekonomi. Meski demikian kita
-hati dan mencermati peningkatan PDB, karena itu bukan
satu-satunya unfuk melihat kesejahteraan masyarakat di
ra. Dengan mengandalkan nilai PDB semata terbuka
penafsiran bahwa pemerintah lewat BPS berbohong,
a mungkin pendapatan perkapita secara nominal naik tapi
n rakyat begifu banyak yang masih susah. Namun yang
s dalam menghitung pendapatan perkapita sudah melewati
lisis ilmiah, artinya angka-angka yang dilansir oleh BPS
ah) tidak salah, justru penggunaan PDB menjadi bagian
isalah seperti diungkapkan oleh Stiglitz, Sen dan Fitoussi
hwa PDB bukan tolok ukur satu-satunya yang tepat untuk
majuan,
i tidak ingin terjebak pada perdebatan konsepsi penggunaan
k mengukur kesejahteraan, namun lebih melihat pada sisi
tha-angka yang justru lebih memperjelas bahwa betapa
un ekonomi menyisakan problem tersendiri vang justru
ntonkan paradox. Pertama, pertumbuhan ekonomi terutama
oleh konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi
A %. Sementara peranan investasi hanya berkontribusi
i1% terhadap PDB, meski harus diakui donasi
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investasi mengalami peningkatan. Kedua, ketimpangan masih sangat
mencolok baik secara sektoral maupun spasial.

Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor
pengangkutan dan komunmikasi tumbuh sebesar 10.7 %, sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,2 % dan sektor keuangan
sebesar 6,8 %. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia sepanjang 2011 belum memberikan jaminan peningkatan
kesejahteraan, serta utilitas penyerapan tenaga kerja masih rendah,
sebab  sektor-sektor dominan tersebut merupakan  sektor
nontradeable. Apalagi pertumbuhan angka kerja setiap tahun 2.9]
juta orang, dan pertumbuhan lapangan kerja tersedia hanya 1,6 juta
orang, jadi disparitasnya cukup tinggi. Kalaupun pendapatan per
kapita meningkat hanya segelintir orang vang menikmati,
sederhananya bisa disebutkan yang kaya makin kaya, yvang miskin
tidak beranjak jauh dari kehidupannya semula, sebab pendapatan
golongan ekonomi bawah hanya meningkat 2,75%, sementara
golongan menenggah tumbuh 6,62%. Apalagi jika diperlihatkan dari
kecenderungan kontribusi sektor pertanian kecil hanya sebesar 3,0 %,
dan sektor industri pengolahan 6,2 %, semestinya kedua sektor ind
diharapkan tumbuh optimal karena sektor-sektor tersebut menyerap
tenaga kerja banyak, pertanian sekitar 40 % dan manufaktur sekitar
20 % menyerap tenaga kerja. Rendahnya pertumbuhan sektor
pertanian makin mempertegas kecenderungan daerah perdesaan
makin tertinggal, karena orang miskin lebih banyak di daerah rural
ketimbang  diperkotaan. Idealnya, output  ekonomi  tumbuh
berbarengan dengan penurunan angka kemiskinan yang cepat,
Sementara ketimpangan secara spasial terlihat dengan mencolok,
37,6% ekonomi Indonesia dikuasai pulau Jawa, kemudian diikuti
oleh Pulau Sumatera sebesar 23,6 %, Pulau Kalimantan .7 %, Pulau
Sulawesi 4,6 %, dan sisanya 4,6 % di provinsi-provinsi lainnya,
Berdasarkan perbandingan provinsi-provinsi di Indonesia, tiga
provinsi penyumbang terbesar di Pulau Jawa adalah DEKI Jakarta
(16,5 %), Jawa Timur (14,7 %), dan Jawa Barat (14,3 %5). Kemudian,
di Pulau Sumatera urutannya adalah Riau (7.0 %), Sumatra Utara
3,2 %), dan Sumatra Selatan (3,0 %). Apabila pengelompokan
kegiatan ekonominya dibedakan ke dalam sektor primer, sektor

Jangan Bangga Dengan Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi

sekunder dan sektor tersier, secara spasial sektor pri
didominasi oleh wilayah luar Pulau Jawa (74,3 %), Sedangl
sekunder dan tersier, Pulau Jawa masih menjadi per
terbesar, vaitu masing-masing sebesar 66,5 % dan 66,7 %.
Gambaran angka-angka ini tidak sekedar ditampilkan yan;
kaku, tapi dibutuhkan pencermatan agar pemerintah
pemangku kepentingan lainnya serius melakukan pembenal
secara konsepsional pemerintah terus melakukan p
kebijakan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru
menggeser pusat-pusat perekonomian di luar Jawa, Salah sz
kebijakan dimaksudkan yakni Master Plan Percepatan dan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kebija
diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pu
pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun ya
Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pe
sektoral dan regional, Setiap wilayah mengembangkan proi
menjadi  keunggulannya.  Tujuan pengembangan  pu
pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memak
keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggula;
serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan
Indonesia. Efektifiya MP3El mulai berlaku tahun 2011
sayangnya, upaya pemerintah untuk menggeser porsi pert:
ekonomi ke luar Jawa terutama wilayah timur belum mem
hasil. Porsi pertumbuhan tersebut justru menurun Jika dibar
tahun lalu. Pada 2010 porsi pertumbuhan untuk Maluku ds
sebesar 2,4%, sedangkan pada tahun ini sebesar 2,1%. B
dengan kuartal IV, porsi pertumbuhan kedua wilayah tersebu
2%. Porsi tersebut menurun jika dibandingkan kuartal |
sebesar 2,6%. Bali dan Nusa Tenggara pun juga me
penurunan dari 2,7% di 2010 menjadi 2,6% di 2011. Sebag
Sulawesi, patut kiranya tersenyum sebab Sulawesi sedikit me
pertumbuhan dari 4,5% tahun 2010 menjadi 4,6% di tahu
Dibalik itu semua, tidak salah kalau saya bertanya, benarkah
salah satu solusi untuk mengakselarasi perekonomian I
secara simultan dengan membagi enam koridor? Atau jangar
kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan daerah yan
lebih mapan? Angka-angka yang sudah ditampilkan
mempertegas keadaan yang sesungguhnya, maka inilah g
pemerintah mengurangi disparitas antar individu, sektoral
spasial yang kelihatannya belum mengalami  perubahan
mendasar kendati MP3ET sudah berjalan selama setahun,
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lirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada dasarnya memiliki misi
tujuan yang sama dengan bank umum lainnya di Indonesia. Walau pada
4 tertenty BPD memiliki fungsi spesifik yang berkaitan dengan
ntingan pemerintah daerah. Namun dalam menjalankan usahanya, bank
vang mayoritas dimiliki sahammnya oleh Pemda setempat tetap
cu pada prinsip corporate. Meskipun tidak dapat dinafikkan intervensi
B masih kerapkali hadir setiap saat yang berpotensi mengganggu
Ja usaha, apalagi jika gubernur {kepala daerah) tidak memiliki visi
§ yang cenderung meletakkan semua persoalan dengan masalah politik.
jarang penentuan jabatan direksi maupun dewan komisaris layaknya
ah instansi pemerintahan, seolah jabatan politik, Yang duduk disana
yang disukai oleh gubernur, sehingga memilih orang yang dekat
nnya, mengabaikan profesionalisme. Tidak jauh berbeda, rekrutmen
wan pun kebanyakan nepotisme. Tapi perlahan kondisi itu sudah
uh, hampir semua BPD yang ada di provinsi-provinsi para kepala
sebagai shareholders sadar akan pentingnya profesionalisme. Bank
di Indonesia terus melakukan transformasi dan membangun cultire

ional, karena itu kinerja bank-bank daerah terus membaik. Produk
an yang dijalankan BPD makin beragam, terus menarik  minat
iriakat menggunakan jasa perbankan BPD. Ferubahan branding juga
dilakukan layaknya korporasi yang mapang, karena itu hampir semua
di Indonesia berubah nama yang relatif dinamis tidak monoton dengan
ing seragam, bernama BPD, yang membedakan hanya nama provinsi
angnya, Hasil transformasi dan perubahan branding memberikan efek
» selain diiringi kinerja yang terus tumbuh, bahkan beberapa bank
| seperti Bank Jabar-Banten (BIB) sudah listing di bursa efek, disusul
ank DKI. Sebagaimana lazimnya, perusahaan yang sudah go public
profesional dan prinsip-prinsip good corporate
ementasikan, sehingga gangguan-gangguan yang bersifat politis akan
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terminimalisir.

Demikian halnya BPD Sulut menjadi --Bank Sulut--, dengan tagline “rorang
pe bank", Bank ini kepemilikannya 4945 2 dipegang oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara, sisanya dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota
yang ada di wilayah Sulut dan Gorontalo. Bank Sulut tidak dimungkiri salah
satu bank daerah yang sudah menasional dan sudah memiliki reputasi
sebagai lembaga keuangan vang kredibel, melebarkan sayapnya hingga ke
ibukota negara dan Surabaya. Hanya sedikit bank daerah yang mampu
membuka cabang di Jakarta dan ekspansi ke daerah lain di tengah sengitnya
persaingan industri perbankan. Bank Sulut termasuk bank daerah yang
berkinerja baik, ada banyak penghargaan yang diraih seperti, Platinum
Award, Best Perpformance Overall, The Best Bank Service Excellent, serta
award lainnya, pertanda bahwa bank ini sudah “branded”. Dari sepit aset
pun terus meningkat, posisi per Mei 2012 asetnya sebesar Rp. 6.9 triliun atay
tumbuh sebesar 36 dibandingkan dengan periode yang sama tahun laly,
Sementara laba yang berhasil dihimpun dari dana pihak ketiga sebesar Rp.
3,7 triliun atau tumbuh 33 % dari tahun sebelumnya, dan kredit yang
dikucurkan sebanyak Rp. 3.9 triliun (banksulut.co.id).

Sudah Saatnya Menjadi “Bank Sulut-Gorontale™

Dalam 10 tahun terakhir ada tujuh provinsi baru, termasuk Gorontalo, Setiap
provinsi memiliki karakteristik ekonomi, identitas sosial dan budaya yang
relatif berbeda, dengan sendirinya setelah ada provinsi baru sudah barang
tentu ada perubahan identitas. Namun di Gorontalo, acapkali muncul dalam
memori saya kenapa ada “branding™ (identitas) yang sesungguhnya
Gorontalo juga memiliki, tapi identitas dan nama Gorontalo tidak ada,
sekalipun daerah ini sudah berdiri selama 10 tahun. “Branding” yang saya
maksudkan adalah “Bank Sulut” di Gorontalo, Saya menduga, kepala daerah
pada level kabupaten/kota bahkan gubernur tidak memiliki concern tentang
“identitas™ Bank Sulut, mungkin dalam pikiran mereka seperti ungkapan
William Shakespeare: What's in a name? Thay which we call a rose by any
other name would smell as sweet, Bagi saya nama tetap penting, nama untuk
seseorang adalah do'a, harapan dan cita-cita, bagi sebuah lembaga nama
merupakan identitas sosial, kultur, politik, harga diri dan mungkin saja
“hoki” dari aspek ekonomi. Sulawesi Utara dan Gorontalo secara historis
tidak dapat dipisahkan Memang, namun secara yurisdiksi pemerintahan
spektrumnya terpisah dengan jelas, karena ity sudah saatnya nama —-Rank

Mengapa Torang Pe Bank Bukan Bernama Bank Sulut-Gorontalo

Sulut-- memunculkan dengan terang identitas -
-Bank Sulut-Gorontalp---,

Meski jika dilihat dari kepemilikan, Pemerinta
pemegang saham terbesar, sementara Pemerin
sahamnya tidak ada, hanya kabupaten/kota ya
share-nya hanya sebesar 18,17 % dengan perinc
Gorut (0,1 %), bone Bolango (0,1 %), Pohuws
%) dan Boalemo (7,3 %). Kemungkinan karena
maka identitas Gorontalo tidak dinampakkan,
dengan Bank Sulselbar, Pemerintah Provinsi
memiliki saham di bank Sulselbar, hanya li
wilayah Sulbar vang memiliki share, itupun ja
Itu artinya perubahan nama dari Bank Sulsel m
didasarkan pada besar kecilnya saham kepemili
bentuk penghargaan identitas kedaerahan,
Provinsi atau bank daerah lainnya pun melakuka
identitas dan nama dengan menampilkan nama ¢
Bank Riau-Kepri, Bank Sumsel-Babel, Bank J
Bank Maluku dan Bank Papua karena nama
menggunakan nama daerah induk didepannya. B
dengan daerah lainnya, sebagai warga Gorontalo
agar Bank Sulut sekalipun 80 % shareholders-n
kabupatenikota di Sulut, identitas ke-Gorontalo
bermakna untuk dicantumkan, karena itu akan
kesetaraan, rasa saling memiliki dan penghargaan
kinerja yang baik, dan melakukan ekspansi
Gorontalo, termasuk membuka kerjasama de
membanggakan, namun rasa-rasanya sebagian be
merasa bagian dari kebanggan itu, Dengan tid
Gorontalo yang tergambar superioritas kedaerah:
sementara daerah lain berada pada posisi )
menduga, bahwa pada“dasarnya pemerintah di G
hal yang urgen mengusulkan perubahan nama -
Bank Sulut-Gorontalo---, SCMOZA saja saya salah
kepada bupati/walikota dengan dukungan Gub
selamanya kita menjadi daerah yang inferior?
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selisap  tahunnya mengupavakan melakukan Ihdonesia
pal Tfrastructure Conference and Exhibition (IIICE), Forum ini
fjang promosi berbagai proyek yang tersedia, proyek vang
an dan proyek potensial yang akan dikembangkan (dibangun) di
lacrah berdasarkan cnam koridor yang telah disusun dalam
I Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
wonferensi infrastukiur tahun 2012 baru saja berlalu, konferensi
chih mendorong peranan pemerintah daersh untuk menawarkan
an infrastruktur di wilayanya masing-masing kepada pihak
nentara pemerintah pusat bersifat menginisiasi antara swasta dan
daerah dalam forum tersebut, karena pemerintah pusat sudah
piak biru pembangunan infrastruktur melalui MP3EL Cetak biru
rupakan proyek jangka panjang pemerintah selama 15 tahun yang
pada tahun 2011 untuk membangun sekitar 762 proyek senilai
riliun dengan membangun enam koridor ekonomi. Khusus untuk
r jumlah provek yang teridentifikasi dalam enam koridor tersebut
O provek.

r yang akan dikembangkan terbagai dalam tiga kategori pelaku,
rintah, BUMN dan swasta yang bersifat parinership, Pada tahun
k yang diprioritaskan meliputi transportasi laut, jalan tol, air
itasi dan power plant, hingga Juli 2012 sudah ada 135 proyek
tar Rp. 500 triliun yang sudah dimulai (groundbreaking) di enam
momi. Namun demikian, dari 396 proyek sckitar 40 % proyvek
ible, proyek-proyek yang dikategorikan kurang fisiable umumnya
awasan Timur Indonesia (KTI).

witas MP3E] yang bersifat Public Private Partnership (PPP)
anakan dalam waktu dekat maupun yang sudah groundbreaking
msentrasi di bagian barat Indonesia, sementara di wilayah KTI
i Sulawesi hanya pembangunan Toll Road Manado-Bitung
Itora} dan Hydro Power Plant di Sulawesi Barat, dan kawasan
pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Dengan kondisi
tujuan MPIEI untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru
vasan-kawasan ekonomi baru di luar Jawa masih sulit terealisir.
nma ini proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah di daerah
pannya swasta lebih memilih dacrah yang memiliki jumlah
nng besar,
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sementara daerah yang pertumbuhan ckonominya rendah dan penduduknya
sedikit seperti di KTl kurang diminati. Kondisi seperti ini justru tetap
mempertahankan  disparitas  wilavah (kawasan), bukan mengurangi
sebagaimana tujuan penyusunan MP3EL

Kawasan yang diminati investasi tarikannya makin kuat terhadap wilayah
lain sehingga tidak saja menciptakan konsentrasi ekonomi pada satu kawasan
akan tetapi juga memberikan dampak terhadap persoalan kependudukan
{demografi). Orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik akan
bermigrasi ke pusat-pusat kegiatan ekonomi, demikian juga orang-orang
vang kurang skill turut serta. Dengan demikian membutuhkan intervensi
pemerintah berupa insentif fiskal melalui keringan pajak dan bea, jika periu
insentif moneter berupa instrument rate yang berbeda. Schingga wilayah
yang kurang diminati investor akan menarik dan menjadi tujuan investasi,
terutama di sektor riil yang memiliki interkoneksi dengan wilayah sudah
maju dan lirkage dengan hulu dan hilir, schab selama ini KTI lebih
mengandalkan produk pertanian yang belum diolah.

Sclain  memberikan insentif kepada swasta, pemerintah juga perlu
mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak
di bidang infrastruktur untuk bermain di KTI. BUMN pada dasarnya tidak
hanya berfungsi mencari profit akan tetapi mereka juga memiliki fungsi
sosial untuk mengakselarasi pembangunan di wilayah vang tertinggal.
Inisiatif menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendorong PT. Semen Gresik
(Persero) agar membangun pabrik semen di Papua salah satu solusi karena
harga semen di Papua bahkan di wilayah pegunungan mencapai ratusan ribu
per sak. Dengan harga semen selangit teniu biaya pembangunan infrasirukiur
di wilayah itu sangat mahal, maka tentu saja pelaku usaha yang diharapkan
membangun infrastruktur di KTI jauh dari harapan. Perlakuan khusus
pembangunan ckonomi di KTl masih sangat dibutuhkan, model
pembangunan dan pendekatannya tidak dapat disamakan dengan Kawasan
Barat Indonesia (KBI). Jika perlakuannyva sama, selamanya KTI akan
tertinggal, hal ini dapat dilihat dari peranan kawasan belum Jjauh beranjak
dari tahun-tahun sebelumnya. Data statistik untuk semester pertama 2012
menunjukkan peranan kawasan Jawa terhadap pembentukan PDB (share
ekonomi) sehesar 57 %, Sumatera sebesar 23 %, Kalimantan 9 %, Sulawesi
sebesar 4.7 % dan sisanya kawasan lainnya di KTL.

MP3EI dan Gorontalo

Pelaksanaan [ndonesia  International  Infrasiructure Conference  and
Exhibition (IICE) yang baru saja berlangsung, sekitar 23 gubernur
menghadiri ajang tahunan tersebut dan sekitar 19 gubernur memaparkan
kekhasan  masing-masing  daerahnya untuk  memenuhi  kebutuhan

Jangan Lupakan KTI dan Mengabaikan Gorontalo

infrastrukturnya. Dari 19 gubernur vang memaparkan potens
infrastruktur da¢rahnya, saya luput memperhatikan apakah
Gorontalo termasuk di dalamnya?. Namun dari dokumen Pub)
Partnership (FPP) yang disusun Kementerian Perencanaan Pemba
Nasional, proyek baik yang dikategorikan Ready for Offer Projec
Prajects dan Potensial Projects Provinsi Gorontalo tidak ada di da
Lalu apa yang dapat dibaca pada posisi seperti im, apakih
termasuk wilayah vang tidak membutuhkan pembangunan infi
Infrastruktur di Gorontalo tentu saja masih kurang memadai, na
berskala besar yang membutuhkan PPP tampaknya belum tereksp
dugaan saya Gorontalo memiliki Potensial Projects di bidang in
seperti listrik dan pelabuhan, termasuk infrastruktur penunjang
ckonomi yang berkaitan dengan produksi pangan. Berdasarkan I
koridor ckonomi dalam MP3EI wilayah Sulawesi dijadikan seb;
produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,
pertambangan nasional. Gorontalo tentu saja termasuk pusat per
dan kebagian untuk pengembangan pangan (jagung). Hanva
ditelisik lebih  jauh, MP3IEI lehih menguntungkan  wilay
dikategorikan outlet utama yaitu Sulawesi Selatan (Makassar) dan
Utara (Manado — Bitung) dibandingkan dengan wilayah outlet P
seperti Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju.

Outlet utama jelas akan memberikan tarikan ckonomi yang |
fbackwash economy) yang kurang memberikan frickle down effect
wilayah outlet pendukung sehingga berdampak meningkatnva ket
antardaerah, Maka dipastikan yang diuntungkan wilaysh outle
seperti produksi kakao dimana Sulawesi Tengah pada dasarnya
kakao terbesar dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, akan tetapi
ini tercatat dalam kegiatan ckspor Sulawesi Selatan yang lebih
karena wilayah outlet utama tersebut memiliki infrastruktur lebih b
dijadikan basis ekspor. Mungkin saja kondisi ini akan dial;
Gorontalo, misalnya komoditi hasil laut yang diuntungkan Sulaw
{Bitung) karena industri perikanan sudah ada di Bitung., Karena
salah kemudian, Gubernur Sulawesi Tengah menganggapnya ke
MF3E] hanya Sulawesi Sclatan dan Sulawesi Utara yang diur
Sekalipun dalam MP3EL Sulteng dijadikan pusat kluster industr
perkebunan kakao dan eksplorasi LNG. Sementara Gorontal
kebagian “jatah™ pusal produksi pangan (komoditi jasung) yang
scbagai penghasil jagung sudah meredup. Dengan melihat keny:
tanpa disadari pemerintah terkesan melupakan KTI dan men
Gorontalo. Semoga dugaan saya salah.!
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fn - pembangunan  dan politik  anggaran Yang dj
lebih banyak melihat pada sisi

Idak langsung) dan belanja pembangunan {belanja
n implikasi darj keputusan para eljt

drafi APBN carf selamat, ketimbang
¢ dan sehat, namun

i lebih dari separuh dialokasikan
lji pegawai, Postur
ienan dan
4 helanja rutin pemerintah schesar Rp,

sar Bp. 212 triliun, subsidi
Fang sebesar Rp,

anggaran  yang

energi sebesar Rp.
186 triliun. Sementarg belanja modal hanya Rp.
itnu 10,9 %5 dari total belanja negara,

(ublik berharap bahwa APEN 2013 yang baru disahkan pemerintgh
PR postur APBN akan mengalami perbaikan secars signifikan,
bih berpihak kepada publik. Padg kenyataannya APBN 2013
Inal mengalami peningkatan dari Rp. 1.439 triliun tahun 2012 naik
P 1.683 triliun, namun APBN 2013 masih lebih banyak berpihak
ftingan  birokrasi, pembayaran  utang dag subsidi  energi
N kepentingan publik. Belanja pemcrintah pusat sendiri sebesar
rliun dan transfer ke daerah Rp. 528 triliun, Belanja pemerintah
| dari belanja pegawai malahan naik sehesar Rp. 241 iriliun,
g Rp 167 triliun, subsidi energi Rp. 193 triliun dan pembayaran
Rp. 113 triliun, Sementara belanja modal hanya sebesar Rp. 216
transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar
bana Alokasi Umum pada realitasnya lebih dari 70 % untuk

talo Post, o2 November 2012

alan dan Belanja MNegara (APBN) merupakan
am satu tahun kedepan, Nilai satuan dalam APBN
EUANZAN negara, namun menggambarkan orientasi

dalamnya
Ihatkan leadership pemerintahan, Selama ini ulasan mengenai politik

komponen pembiayaan dengan
Ingkan belanja rutin dan belanja pembangunan, Banyak pihak
I belanja rutin lebih besar ketimbang belanja pembangunan, idealnya
dibalik. Namun banyak yang lupa bahwa besar kecilnya belanja rutin
langsung) hanya
pelitik  yang cenderung
menyusun APBN yang
memiliki resiko politik dan agresi sosial dari

Dhalam kurun lima tahun terakhir, Belanja Negara di afas Rp. 1.000
untuk membayar utang, subsidi

demikian memperlihatkan
tidak produktif Dalam APBN-P 2012, anggaran terbesar

724 trilliun, belanja pegawaj
137 wriliun dan

membayar gaji pegawai, jlu artinya dana yang di daerahkan juga lebih banyak
melayani kepentingan birokras; Dengan  demikian Postur - anggaran
kelihatan gemuk  akan tetapi kurang produktif dan tidak efisien menciptakan
stimulasi ekonomi,

Postur APBN yang tidak sehat jni bukannya tanpa disadari
pemerintah, akan tetepi realitas politik berkehendak lain, Politik anggaran
bukan hanya diputuskan oleh pemerintah  sendiri akan tetapi  secara
konstitusional mesti melibatkan DPR Yang memiliki hak budgering, Sebagai
sebuah lembaga politik, anggaran vang disusun harygs mengakomodasi
: i mereka yang ada di legislatif, meski sesungguhnya juga
mereka tahu bahwa APBN kit . Dalam menetapkan asumsi-
asumsi makro ekonomi iki
DPR selalu berscberangan, landasan pemikiran pemerintah sejaly didahuju;
simulasi kebijakan sementara secara umum DPR. hanya mengandalkan intuisi
dan asumsi sematg dengan berbagai argumentasi politik. Penetapan APRN
sudah pasti dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi resiko APEN yang
muncul maupun melesetnya asumsi makrockonomi seringkali DPR milempar
tanpgungjawab semata ke pemerintah.

UL APBN 2012 memberikan isyaral ke
menyesuaikan besaran subsid;, terutama subsidi
ketika pemerintah akan melakukan penyesuaian
negalif, DPR pun baik pihak Oposisi maupun pen
berbalik menolak i

MNamun masalahnya subsidi BEM dan listrik lebih ban;
oleh orang yang tak berhak disubsidi. Akan tetapi perhaikan |
tetap diperlukan, subsidi energi yang lebih banyak dinikmati ple
tak berhak hanys dikurangi, sembar; memperbaiki pengelolaan en
yang selama inj lehih banyak melayani kebutuhan asing ketimbar
domestik. Subsidi non energilah yang patuy diperbesar seperti sub

transpaortasi, pupuk dan subsidi lainnya yang banyak dj
masyarakat decile hawah, Dengan kata lain diversifikasi sub
dilakukan, diluar iy program-program  dengan tjuan m
ketahanan pangan dan pembangunan infrastuktur tidak bersifat
semata, perlu dircalisasilan melalui kebijakan affirmatit yang pe
didukung dengan mengurangi belanja birokrasi, subsidi yang

SAsaran maupun pembayaran utang.

Anggaran pembangunan infrastrukyr
bawah anggaran subsidi BBM, hanya sehesar Rp. 188 triliun, p,
memperbesar anpgaran pembangunan infrastuktyr sudah ada deny
mengurangi  subsidi, tetapi political action Yang belum berja
kelemahan utama rezim pemerintahan sckarang inj implementas
yang kurang. Belum lagi sudah menjadi ciri khas dan karakter kepe
nasional cenderung  skomodatif terhadap kepentingan politi
ketimbang menempuh kebijakan yang penuh resiko politik dan sos
memang tidak populis, akan tetapi memberikan dampak perbaik

oleh

pada APBN 20)

pada pemerintah agar dapag
energi. Namun Yang terjadi,
harga BBM, reaksi publik
dukung koalisi ramai-ramaij
padahal mercka serta
- ULJ APBN  Pasal 8 Ayat 10
pemerintah untuk melakukan
makro ataupun parameter yang ada
Upaya penyvesuaian harga partai-partai pasti

penolakan dari i
ikut serta ramai-rama;

masi
dan siap menanggung resiko, [
dilakukan konvergi cnergi atas
seorang Wakil Presiden, namun menjelang  Pemily 2009 harg:

En lanpa perlu pertin
yang lama. Arahnya mudah ditebak, penurunan harga BBM untuk per
dalam | i memori says, — se
sejarah, baru kalj inj harga BBM diturunkan . Tapi mercka tidak me
akan menjadi bagi pemenang Pemilu, menaiklan subsid
menurunkan salah, Akhimya maju kena, mund ur kena,

diberikan oleh pemierintah harys

asalah subsidi sudah menjadi masalah
yang krusial dalam APEN setiap tahunnya semenjak dahuly, bahkan o

partai  apapun Penguasanva  akan mengalami

rnom_._n_nE_._,mEEwm subsidi akan dikurangi, terutama subsidi
subsidi dalam APBN 2013 mencapai 18,8 % dari total belanja
senilai Rp. 3172 triljun, Subsidi ity terdiri dar subsidi BAM Rp. 193.%
triliun, subsidi listrik Rp. 80.9 triliun, dan subsidi non energi Rp. 42.5 triliyn,

energl. Porsi
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W dua isu menarik bila dicermati dengan baik dalam dua
Wit ini berkaitan dengan subsidi, yakni rencana penghapusan
| dan kemungkinan makin membengkaknya subsidi BRM.
Api Indomesia (KAI) bersikukuh akan menghapus KRL
m kegiatan operasionalnya disubsidi oleh pemerintah,
il kereta komuter ber-AC, konsekuensinya tarif ekonomi
lllak berlaku, Tarif semula sebesar Rp. 2.000,- dinaikkan
§ §.000,- bolak-balik berarti pengguna KRL ekonomi akan
blaya transportasi perhari sebesar Rp. 12.000.-. Sementara
lilonesia yang berpenghasilan di bawah Rp. 12.000,- masih
M Jula jiwa. PT. KAI dalam menjalankan operasionalnya
herpikir profit, karena statusnya badan usaha. Penghapusan
mi didasari karena KRL ekonomi sering mogok, biaya
lyn makin tinggi dan spare partnya makin langka.

mun perlu diingat, KAI adalah milik negara, pemerintah
kukan intervensi melalui kebijakan, salah satunya subsidi
i bukan barang haram karena penggunanya adalah kelas
ko bawah, yang memang perlu dibantu. Kebijakan subsidi ada
ubsidi ke penyedia jasa (KAI) atau subsidi langsung kepada
KRL ekonomi. Jalur pertama akan jauh lebih efektif
i dengan jalur kedua yang diusulkan oleh PT. KAI agar
KRL ekonomi harus memiliki Surat Keterangan Miskin.
o menggunakan Surat Keterangan Miskin merupakan cara-
legan, dan tidak efektif karena akan menambah kerumitan,
jpemerintah maupun pengguna KRL ekonomi sendiri, KAl
mencari profit, namun badan usaha negara jangan melupakan
mengemban misi sosial. Oleh sebab i, KAl tetap perlu
i pilihan-pililian yang berbeda bagi pengguna jasa kereta,
pemerintah  wajib membantu  PT. KAl lewat subsidi

iiinilah dibutuhkan keberpihakan pemerintah, tidak hanya
hauan moral kepada KAl agar menunda penghapusan KRL
kap pemerintah sangat berbeda dengan subsidi BBM,
subsidi BBM lebih banyak orang mampu yang
ctimbang kelas menengah yang berpenghasilan Rp. 12.000,-

talo Post, 30 Maret 2013

Kebijakan pemerintah terkait dengan ini kelihatan maju mundur
dan mutar-mutar bak orang menari poco-poco, Besaran subsidi energi
dalam APBN 2013 lebih dari Rp. 274 triliun, ada kemungkinan
membengkak karena kecenderungan harga minyak mentah dunia naik,
sementara lifting minyak dalam negeri makin menyusut. Meh karena itu
pengurangan  subsidi BBM tidak terelakkan untuk dilakukan,
persoalannya apakah pemerintah berani? Ada banyak skema dan skenario
kebijakan yang dirancang akan tetapi dalam implementasinya tidak
berjalan, mutar-mutar. Kini muncul usulan baru hanya sepeda motor saja
yang boleh menggunakan BEM bersubsidi kelak, selain itu Kementerian
ESDM pun telah mengeluarkan Kepmen No. 1 Tahun 2013 tentang
larangan truk pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM
bersubsidi, baleh jadi keputusan logis namun dalam prakicknya di
lapangan akan sulit, kecuali mereka punya SPBU khusus,

Kecenderungan pemerintah berpikir politis lebih kuat, dengan
menjaga citra tetap mempertahankan subsidi untuk menghindri resiko
gejolak dan penolakan. Apalagi memasuki tahun politlk, pengambil
kebijakan yang terkait langsung merupakan orang-orang partai, karena
itu terkesan lebih memilih APBN jebol ketimbang suara partai yang jebaol
tahun depan. Sikap pemerintah Yang menari poco-poco akan membawa
konsekuens| penyehatan anggaran, balk di pusat maupun di daerah.
Pada tri wulan pertama, subsidi energi sudah habis menguap lebih dari
Rp. 50 triliun, maka kemungkinan kuota BBM akan ditambah dengan
sendirinya subsidi bertambah. Ini akan memberikan dampak terhadap
makro ekonomi, dengan meningkatnya defisit anggaran, semula dipatok
sekitar 1,6 % naik menjadi 2 %.

Sementara pembiayaan defisit dipastikan sumber utamanya
lewat utang. Dalam APBN 2013, pemerintah mengupayakan pembiayan
defisit dengan sumber pembiayaan dari pembiayaan non-utang sebesar
Rp 8,1 triliun dan pembiayaan utang Rp 161,4 triliun, Pembiayaan utang
terdiri atas penerbitan Surat Berharga Megara (SBN) neto sebesar Rp
1804 triliun, pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 19,5 triliun, dan
pinjaman dalam negeri Rp 500 miliar. Ini merupakan indikasi kuat bahwa
kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tidak lagi efektif, pilihannya
hanya ada satu menaikkan harga BBM. Kondisi ini akan terus berlanjut
bilamana pemerintah tidak menempuh  kebijakan yang  drastis,

Kebijakan Subsidi, Pemerintah Seperti Menari “Poco-Poco”

diperkirakan tahun 2014 menghadapi Pemilu konsumsi BE
tambah naik, kendati ada rencana subsidi energi akan dibatasi.
Konsekunesi anggaran yang banyak tersedot ke subsi

maka belanja modal berkurang, demikian halnya dana transfer
menyusut. Hitungan sederhananya, Jjika sekiranya subsi
dikurangi seperempatnya saja kemudian dibagikan ke daer
provinsi akan mendapatkan Rp. 1 triliun lebih dan sisany
langsung ke pengguna KRL ekonomi. Bagi daerah, ketamba
transfer akan mengerek pertumbuhan yang lebih tinggi, pem
infrastruktur akan banyak yang terealisir. Dj tengah minimnya
ke daerah, terutama wilayah timur dana transfer sangat m
karena mengharap investasi langsung dari swasta masih sul
minimnya infrastruktur. Investasi swasta masih cenderung terke
di wilayah yang memiliki infrastuktur yang lengkap, sehing;
melakukan pemerataan pembangunan antar kawasan masih
pemerah bibir,

Pilihan memangkas subsidi energi merupakan kebijakan ya
popular, membawa konsekuensi bagi pemerintah dan partai |
Tapi itu merupakan resiko bagi pemimpin dan pemerintah, me
dengan menghindari resiko akan membawa banyak dampak
yang lebih buruk. Karenanya dibutuhkan bagi pemerintah ken
mengelola resiko itu, mampu menjelaskan secara logis dan rasi
kebijakan yang ditempuh. Selain itu manajemen pengelolaan en
sumber daya mineral juga diperlukan, karena dari sini
Pengelolaan energi hulu merupakan titik lemah, beberapa tahun
lifting minyak makin menurun karena tidak ditemukan sumur |
sumur-sumur tua makin kurang produktif. Sementara kebijaka
alternatif dari berbagai sumber belum berjalan optimal, yan
mengurangi penggunaan energi fosil,

Menurut hemat saya, kompetensi seorang menteri teknis di bidan
juga diperlukan, menjadi penting dipertimbangkan seorang
ESDM sepatutnya yang memiliki visi untuk dapat mengem|
energi alternatif. Maka kita layak berharap kedepannya, kemente
diserahkan kepada orang profesional bukan Orang partai yan
banyak bercakap politik prakiis, dan konsentrasinya terpecah me
partai yang terpuruk. Kalau kita cermat, sepertinya akhir-al

Menteri ESDM lebih banyak berrbicara tentang partainya ketirr
tugas pokok dan model kebijakan pengelolaan energi,




kartu  kredit itu “malaikat” atay “hanty™?. Kartu kredit
h kita menggunakan dengan bijak dapat menjadi dewa
M, menjelma menjadi malaikat karena dapat membaniu
n transaksi apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Selain itu
dit relatif simple dibandingkan dengan membawa uang funai,
ng pula pemegang kartu kredit mendapatkan akses kemudahan
mgan untuk transaksi di pusat-pusat kegiatan ekonomi. Meski
secara psikologis, hasrat melakukan konsumsi selalu muncul
h seseorang memiliki kartu kredit, tawaran dan sale off barang-
rentu seolah tak ada hentinya datang menggoda bak “setan™
nang kerjanya menggoda manusia {baca; konsumen),

ila hasrat belanja terus datang dengan mengandalkan Alat
an dengan Menggunakan Kartu (APMK) perlahan ia akan
"hantu”, tanpa terasa pemakaian kartu kredit tagihannya
kak, sementara penghasilan cenderung tidak meningkat,
. pembayaran tagihan peniggunaan setiap bulannya justry
i keuangan keluarga, bunga akan berbunga pada saat jatuh
mana belum dilakukan pembayaran minimum setiap bulannya,
Isi itu terjadi, seperti selama ini pemegang kartu kredit harus
erhadapan dengan debt collector. maka kemungkinan setiap
banyak nasabah yvang masuk
it atau bahkan meregang nyawa ditangan debt collector,

pemberian  kartu kredit kepada masyarakat mendorong
industri jasa penagihan (deds collector). Masalahnya para

o ini lebih mengedepankan “otot” ketimbang “otak™, setiap

mengenal waktu datang menagih dan meneror nasabah sampai

I bersangkutan membayar tagihan.

ltu, revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai APME

ngatur waktu penagihan dan melarang menggunakan deby

| lvar karyawan bank, kalaupun menggunakan tenaga alih

idak boleh lepas tangan manakala ada masalah, Aturan ini

ikon apresiasi, karena itu Bl harus menjalankan “extra
Nengatur secara teknis hal yang demikian yang bertujuan
lindungi  nasabah  bank. Bank jangan hanya ingin

skin  pencapaian fujuan  internalnya semata, yaity
an laba sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan kondisi

perbankan selalu memegang “frame™ yang baku untuk
kredit kepada nasabah. baik perorangan maupun badan
i prinsip  kehati-hatian ({prudentiall, Tapi sepertinya

alo Post, 24 April 2013
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untuk pemberian kartu kredit yang akan digunakan sebagai APMEK
cenderung longgar, seolah syaral minimum baik dari ysia maupun
penghasilan seseorang tidak dijadikan rujukan. Para sales yang umumnya
karyawan outsourching perbankan ditebar di pusat-pusat perbelanjaan
menawarkan menjadi member dengan persyaratan yang begitu mudah
kepada setiap pengunjung pusat perbelanjaan,

Selama limat tahun jumlah kartu kredit terus bertambah, posisi per tahun
2006 jumlah kartu kredit tercatat 8,3 juta kartu dan akhir tahun 2011
jumlah kartu kredit mencapai 14,7 juta kartu, atau naik rata-rata 12
persen pertahun, dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi tahun ini.
Nilai transaksi melalui kartu kredit tersebut mencapai Rp. 180 triliun per
bulan. Potensi ini tentu saja menggiurkan industri perbankan, karena i
penawaran kartu kredit tidak terbatas penawarannya ke individu-individy
semata, ada banyak varian kerjasama dengan produsen atau provider jasa
menjadi sasaran,

Meski demikian bisnis jasa perbankan ini bukan tanpa resiko, bahkan
pihak perbankan kerap mengklaim sudah menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam pemberian kredit atay penggunaan kartu kredit, tapi
nyatanya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) kartu
kredit per 2012 mencapai Rp 1,52 triliun. Bank asing mencatat NPL
terbesar hingga Rp 726 miliar, bank milik pemerintah atau bank persero
mencatat NPL kartu kredit sebesar Rp 147 miliar, kemudian bank
campuran sebanyak Rp 215 miliar, Sedangkan bank umum swasia
nasional (BUSN) tercatat Rp 432 miliar khusus NPL karty kreditnya
(Statikstik Perbankan, 2012). Sementara NPL atau presentase nilai
tagihan kartu kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan
dan macet mencapai 4,26 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan
NPL rata-rata perbankan dj 2,55% tahun lalu, Tingginya NPL dapat
menjadi resiko bisnis industri perbankan, sekaligus dapat menggerogoti
“kesehatan™ bank yang berimplikasi pada perekonomian nasional,
Oleh karena itu BI selaku otoritas moneter perlu melakukan penataan dan
auran untuk menjaga perbankan tetap sehat, selain memberikan
nasabah (masyarakat). Menurui hemat saya, Peraturan
(PBI} nomor 14/2/PB1/2012 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan APMEK perlu diapresiasi bagi masyarakat maupun pihak

Mengapa Bank Indonesia Membatasi Kartu Kredit?

perbankan sendiri, sebab PRI mengandung unsur edukasi d
bagi masyarakat. Secara ringkas kisi-kisi APMEK menjelaskar
minimum 21 tahun dan batas minimum penghasilan Rp. 3 jut
yang pendapatan per bulannya antara Rp 3 sampai Rp 10
hanya diberikan plafon pinjaman tiga kali besar pendapat
hanya diperbolehkan memiliki karty kredit maksimal dari dy
Kemudian Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/Da
antara lain membatasi denda keterlambatan pembayaran tag
kredit maksimal 3 persen dari total tagihan,
Peraturan ini tentu akan mendapatkan resistensj, setidaknys
pihak yang saya catat mempertanyakan, bahkan merasa kehe
tersebut, misalnya manajer Asosiasi Penerbit Kartu Kredit
(AKKI) mempertanyakan alasan mendasar membatasi jum
kredit bagi individu yang berpenghasilan Rp. 3 juta — Rp. 10 j
dibolehkan memiliki dua karty kredit. Menurut pihak AKK]
Indonesia dibatasi seseorang memiliki kartu kredit dengan pe
tertentu, di negara lain tidak, seperti Malaysia dan Singapu
Finance, 19/6/2012).
Selain AKKI, Ketua Perbanas pun keberatan dengan adanya pe
bunga kredit paling tinggi sebesar 3 persen perbulan karena me
bahwa dengan adanya pengetatat pemberian kartu kredit pihak p
akan makin selektif memberikan kartu kredit, karena ity bun
tidak perlu dibatasi. Keberatan in; dapat dimaklumi, karena PB]
akan memberikan efek pada penurunan profitabilitas perbankan
demikian, pihak perbankan atay yang terkait langsung dengan 1
Jasa perbankan selayaknya tidak hanya memikirkan profitabilitas
Terbitnya PBI saya meyakini memberikan motivasi bagi ma
untuk meningkatkan penghasilannya, dilain sisi mendorong pe
untuk menciptakan  differensiasi produk layanan maupun
penyaluran kredit lainnya selain kredit konsumsi, Karena
Sejatinya perbankan tidak hanya mengandalkan kredit konsun
tetapi kredit investasi terutama pembangunan infrastruktur per
didorong untuk meningkatkan profitabilitas bank, dan pada sa
bersamaan akan mendorong laju pertumuhan ekonomi yang ber
terhadap pendapatan masyarakat, dan siklusnya pihak perbank:
mendapatkan gain dari mata rantaj kegiatan perekonomian, se
bersifat Jong run, Kenyataan itu harus dijalani perbankan, seba
juga memiliki misi dan fungsi “sosial” mendorong pertumbuh
pembangunan ekonomi dalam Jangka panjang, bukan berperilaku
seekers” dalam jangka pendel.
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liap tahun pemerintah dipusingkan dengan lonjakan subsidi
debatan dan silang pendapat pun  bermunculan mengenai
ubsidi, kondisi ini menambah kebimbangan pemerintah untuk
| 0psi mana yang terbaik akan ditempuh. Namun harus disadari
kontra  merupakan i

berbagai
ite, masalah
ergi sudah selayaknya menjadi agenda bersama berbagai pihak.
rui politik. Mereka partai politik sepatutnys memiliki platform
Bl, punyz konsep yang memadai bagaimana membangun visi
n encrgi dalam jangka panjang, energi fosil vang murah bukan
vi. Partai politik jangan lagi mencari justifikasi bahwa tugas
phantu masyarakat melakui subsidi, secara konstitusi subsid;
uin tetapd harus tepat sasaran,
BN 2013 mengalokasikan subsid; sekitar Rp. 300 triliun, lebih
untuk subsidi BBM (premium dan solar). Konsumsi premium

menjelaskan secara ferang kepada
rmasuk mahasiswa yang menjadi garda terdepan menolak jika
an harga BBM, Membiarkan subsidi terus membengkak

Ihsidi BBM. Di tengah beratnya beban fiskal, mereka mencari
itik menolak kenaikan harga BBM ke tingkat keekonomian
ejadi selama ini. Harga minyak mentah dunia diatur oleh
wr, sementara Indonesia sudah lama menjadi ner impors
ihsi minyak (lifting) yang ditargetkan sctiap fahun dalam
il lercapai, malahan cenderung seret, Oleh karena it tidak
buagi pemerintah  mengenai kebijakan subsidi BRM.
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Keputusan yang cepat diperlukan, opsi menaikkan harga BBM tetap menjadi
pilihan “terbaik”, apalagi ULl APBN sudah memberikan mandat kepada
pemerintah melakukan penyesuaian harga,

Mempertahankan subsidi BREM

dalam jangka pendek mermang
relalif menjaga stabilitas makroekonomi,

cenderung mendorong peningkatan

Dunia jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat dari 37,7 % tahun
2003 menjadi 56,6 % tahun 2010 dari total jumlah populasi Indonesia,
Peningkatan jumlah kelas menengah dengan sendirinya mendorong hasrat
konsumsi, termasuk permintaan otomotif,. Walhasil konsumsi BBM
bertambah pula, Kebijakan penetapan kuota BEM bersubsidi sudsh barang
tentu tidak akan mencukupi. Bilamana besaran kuota tetap dipertahankan
vang akan terjadi kelangkaan BBM, kebijakan ini akan mengganggu
perputaran roda ckonomi. Dapat dipastikan pemerintah akan menambah
Jjumlah kuota BBM, Namun resikonya beban fiskal akan makin berat karena
besarnya subsidi BBM, sudah barang tentu mengurangi alokasi pembiayaan
infrastrultur dan overhead rocial lainnya.

Kebijakan mengenai subsidi BBM, kelihatan pemerintah masih
lerus berwacana dan maju mundur mencari formula. Kondisi ini menambah
ketidakpastian i Lambatnya
menciptakan
inflation expectation, harga-harga mulai merangkak naik sebelum ada
kenaikan harga BEM, dun kemungkinan kenaikan harga-harga pun terus
naik pasca perubahan harga BBM. Apa yang ditakutkan oleh pemerintah
resiko timbulnya inflasi sebetulnya sudah ada selama kebijakan tidak ada
kepastian, intinya ketidakjelasan kebijakan Jjustru menciptakan inflasi.
Menaikkan harga BBM sudah Pasti akan terjadi shock ekonomi. akan tetapi
berlangsung sesaat. Namun demikian, resiko inflasi tidak hanya disebabkan
oleh kenaikan harga BBM, ia akan muncul dua bulan kedepan
dengan liburan sekolah, bulan puasa dan lebaran, Jadi tanpa kenaik
BBM inflasi tetap diperkirakan naik, karena itu keputusan
lebih cepat akan lebih baik.

Namun nampaknya pemerintah akan meminimumkan  resiko
dengan menerapkan fwin price BAM. Untuk kendaraan pribadi harga solar
dan premium ditetapkan sehesar Rp. 6.500/liter sementara kendaraan urmum
dan motor harga tetap Rp. 4.500/Titer, Fenerapan twin price ini bukan tanpa
masalah, terutama pada pengawasan kendati ada usaha menggunakan  chip
card untuk mengontrol perilaky mora/ hazard pembelian BBM di lugr
kebutuhan pemilik kendaraan, Pemasangan chip card tenty membutuhkan

seiring
an harga
kenaikan BBM

Rumitnya Kebijakan Subsidi BBM di Tahun Politik

ongkos, termasuk menempatkan pihak keamanan di setiap SPBLJ y:
memerlukan pemnbiayaan, Artinya, kebijakan nwin Price tersebut cer

akan menciptakan biava tambahan, ketimbang dengan i
harga BBM sccara serentak (harga tunggal),

Belum tuntas kebijakan fwin price kini muneul wacana
Menteri ESDM  bahwa kemungkinan mencrapkan harga tungg:
Pemyataan-pernyataan pejabat publik kerapkali membingungkan,
cenderung mempersepsikan masyarakat tidak siap terhadap kenaik
BBM. Manakala persepsi ity dibangun maka selamunya masyaral
mau (tidak siap) ada kenaikan harga BBM. Padahal sesun
pemerintahlah yang kurang siap menaikkan harga BBM karen
cenderung mempertahankan citra, apalagi dalam tahyn politik, La
keputusan mengenai  subsidj BBM karena sudah tercemari
kepentingan politik, pertimbangan politik cenderung dikedepanka
pemeriniah sendiri yang akan kerepotan, Padahal menaikkan harg
sudah berulang kali dilakukan, keputusan ini memang akan menis
reaksi sesaat, dan menambah Populasi orang miskin. Namun
diperlukan kompensasi bagi masyarakal miskin, hanya saja |
kompensas selayaknya tidak dibawa ke ranah politik bagi partai pe
Kompensasi beras miskin (raskin) maupun pemberian bantuan

pendidikan dan kesehatan Jjruh lebib tepat ketimbang bantuan |
tunai.

Risel Energi Terbarukan Masih Jalan di Tempat

Akibat dimabukkan dengan subsigi BBM, triliunan rupia
semestinya dapat digunakan untuk pembangunan  infrastrukty
mengembangkan riset, justru menguap menjadi asap. Selama ni s
kalangan paham bahws Indonesia kaya sumber daya mineral, ter
minyak dan gas, maka dari it mereka tetap berkeinginan harga BBM
murah, Hanva sedikit yang memiliki pengetahuan bahwa energi fosi
unrenewable, cadangannya makin menipis dan impor minyak maki
makin meningkat. Apalagi penggunaan encrgi alternatif  dan terh:
belum berjalan optimal karena dukungan pemerintah masih lemah n
riset-riset. Padahal ada banyak sumber energi alternatif terbarukan te
belum digarap. Idealnya subsidi BBM direalokasi untuk riser, selar
alokasi dana riset di Indonesiy hanya sekitar 0,1 % terhadap PDB kalal
dari negera-negara letangga, Thailand 0,25 ™. Malaysia 06 %
Singapura 3 % Minimnya dana riset memperkuat dugaan bahwa rog
kebijakan energi nasional belum kelihatan aplikasinya hendak kemana ‘
Jangka panjang?,
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laan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah pada dasarnya
aspek penerimaan {revenue) dan pengeluaran {expendinre).
dimaksndkan lebih memperkuat analisis dari sisi expenditure,
n pengeluaran pemerintah perly dicermati karena menyangkut
untuk pembiayaan pemerintah. Rezim anggaran yang dianut
rezim  defisit, walau secara normatif defisit anggaran
gan twjuan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui
yuan pembangunan. Akan tetapi defisit anggarin ada ambang
esar 3 % terhadap PDB, batas toleransi tersebut musti dijaga
4l anggaran.
eiisi dari munculnya defisit maka diperiukan sumber
ranya melalui a) Pajak, b}, Pinjaman atau utang, ¢} Pencetakan
den d) Penjualan asset pemerintah {privatisasi). Dari keempat
n defisit, vang paling krusial adalah pinjaman (utang), baik
| maupun utang dalam negeri (obligasi) Pada awal
utang pemerintah  seringkali hanva digunakan sebagai
utupi defisit anggaran. Seiring meningkatnya pembiayaan
pukibatkan terjadi pergeseran peranan dari semula sebagai
sumber utama pembiayaan, Pada tahun 1980-an Proporsi
APBN masih didominasi non utang, mulai tahun 1990-an
i bersumber dari utang. Persentase pembiayaan defisit APEN
1980 sebesar 35 %, tahun 1990 sebesar 2.3 % dan tahun
Y. Pergeseran peranan uting mengakibatkan akumulasi stok
gkat setiap tahun hingga mendekati Rp. 2.000 trilien pada
piermn fiu pula mengindikasikan bahwa rhmm-mnzﬂ..mﬂ:

ulang luar negeri, peminjam menggunakan sistem asistensi
melakukan intervensi sangat terbuka, Kedaulatan neger
N4 sgends negara donor turut serta dijalankan oleh nogara
igutang). Oleh karena it pemerintah secara perlahan makin
i utang luar negeri, kendati nominalnya masih tinggi,

iy, Inar negeri jika dilihat dari perkembangannya dari tahun
| 2001, secara nominal meningkat sebesar USD 90,3 miliar
i terfadi baik pada utang Juar negeri pemerintah MU
ikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri
phekaten PDB (harga berlaku) vang relatif lebih besar yaitu
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sehesar USD 5368 miliar (1902 %), Peningkatan PDB  akan cenderung
mendorong hasrat pemerintal melakoukan penarikan uting baru, karena utang
secard umum dibitung berdnsarkan rasio PDR. Pada akhirnya pemerintah punya
alasan kuat memperbesar defisit anggaran setiap tshun. Konsekuensinya,
pembayaran cicilan bunga utang dan pokok akan memberatkan anggaran setiap
tahun, Realisasi APBN 2012 untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp. 122.2
triliun, diantaranya bunga utang dalam negeri Rp. 88,5 triliun dan bunga utang
luar negeri sebesar Rp. 33.7 triliun, Dengan komposisi itu menunjukkan bahwa
pemerintah sudah lebih cenderung mengandalkan pembiavaan defisit melalui
utang dalam negeri. Dalam APBN 2013, penarikan ulang baru bedjumlah Rp
230,2 triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (netto) Rp 177.3 triliun,
pinjaman luar negeri sehesar Rp 45,9 triliun, dan penerus pinjaman luar negeri
sebesar Rp 6,97 triliun. Jumlah penarikan utang di tahun 2013 meningkat 3,7%
dari anggaran tahun 2012 yang sebesar Rp 221.8 triliun. Peningkatan volume
penarikan utang pemerintah, selain disebablkan masih tingginya ketergantungan
terhadap utang untuk membiayai defisit anggaran. Juga karens ferjadi
peningkatan beban pembayaran utang dan jatuh tempo utang-utang lama yang
ditutupi melalui penarikan utang baru. Dengan kondisi utang seperti itu, tetap
menghuatirkan. Profil utang pemerinizh dan wakty Jatuh temponya menunjulccan
secara nominal beban tersebut cenderung tidek akan menumn signifikan, Jika
terjadi goncangan dan shock ekonomi domestik akan memperparah beban utang

pemerintah sehingga akan menyulitkan perekonomian, atau akan mengganggy
Jiscal sustainability,

Apa Pengaruhnya Jika Peringhkat Utang Naik atau Turan?

Peringkat utang naik dimaksudkan adalah kemampuan anggaran untuk
membayar utang lebih besar karena pembiayaan sektor produktif dalam APBN
cenderung meningkat, Sebaliknya, peringkat utang menurun karema kondisi
anggaran yang kurang sehat lebih banyak dialokasikan untuk pembaiyaan subsidi
(non produktif). Peringkat utang Indonesia ada kecenderungan naik turan sebagai
dampal dari politik anggaran pemerintah yang dijalankan setiap tahun. Dua tahun
terakhir (2011 - 2012), peringkat utang Indonesia berada pada posisi BRB.
(Pogitive. Owtlook), peringhkat tersebut dapal memberikan dampak  terhadap
menurunnya pembiayaan pinjaman, terutama hasil imbal surat utang negara yang
membebani APBN. Dengan demikian akan memperkuat likuiditas dan cadangan
devisa, schingga biasanya arus modal asing akan cenderung meningkat baik dana
Jangka pendek maupun dana jangka panjang. Peringkat utang yang positif di
tahun 2013 mengalami penurunan dari posisi ‘BBB-" positive ontlook ke posisi
BB+ stable outiook sehagaimana yang dilakukan oleh lembaga pemeringhkat
Standard and Poor's (S&F).

Peringkat tersebut berdampuk terhadap  drvestment grade Fating,
dengan kata lain Indonesia relatif makin menjauh dari peringkat investment grade.
Penurunan peringkat utang, pihak asing memandang Indonesia sebagai negara
yang dianggap “bermasalah™ perekonomiannya yang kemungkinan kurang
menguntungkan, Artinya, saat ini komunitas internasional mengangeap Indonesia
termasuk negara kurang kompetitif di bidang investasi. Menurunnya peringkat
utang [ndonesia membawa sentimen negatif dimana minat imvestor untuk

Peringkat Utang Indonesia Menurun, Apa Dampaknya?

membeli aset-aset Indonesia, khususnya
pemerintah  menurun.
Indonesia makin herat

instrumen  keuangan dun oh
Selain ity penurunan peringkat utang membuat |
dalam bersaing dengan negara-negara lain di kaw
untuk meraih dana asing. Pada saat yang bersamasn § & P j
meningkatkan peringkat Fllipina dari ‘BR+' menjadi ‘BBB-' positive outlaok,

Akan mudah ditebak penurunan peringkat wang Indonesia
berekses terhadap makro ekonomi. BPS mencatal di kuartal pertamga
pertumbuban ekonomi hanya numbuh 6,02 persen, lebih rendah dibandin
periode yang sama tahun 2012 sebesar 6,3 persen. Selain i, BPS juga men
bahwa ekspor menurun dan pembentukan modal tetap bruto yang juga t
Dengan kondisi seperti itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah ey
paket kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terus
pada triwulan II. Kelambanan keputusan untuk mengurangi subsidi B
ditengarai salah satu fakeor penurunan rating, karena membebani APBN. §
maju-mundur mengakibatkan pergeseran wakiu unfuk menaikkan harga B
dan kemungkinannya aksn makin memberatkan masyarakat karena
menghadapi liburan sekolah, puasa dan lebaran vang secara bersamaan
menyumbang inflasi, Upaya untuk mengurangi subsidi BBM yang berdek.
dengan wakiu tersebut mengakibatkan inflasi lebih tinggi, maks sudah bar
tentu berdampak terhadap kinerja makro ekonom; (pertumbuhan). Rencana p
kebijakan pemerintah yang disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekong
selayaknya dibenahi masalah-masalah klasik, seperti perbaikan infrastruk
koordinasi pemerintah pusat dan daersh masalah kemudahan berinvest
keamanan dan kepastian hulum, Disamping itu, memperbesar belanja modal
belanja pembangunan terutama di Kawasan Timur Indonesis, karena swe
masih cenderung berinvestasi di kawasan yang relatif mapan,
Pemerintah menyadari penurunan peringkat utang jtu terkait den;
kehijakan anggaran, salah digntaranya masalah subsidi BEM yang makin be:
MNamun sikap pemerintah tidak saja terkesan hati-hati akan tetapi lebih dipands
sebagai sikap inkonsisten, sikap tersebut menggambarkan pemerintah bimbang. Wa
pihak mereka menanggapi bukan bimbang akan tetapi memikirkan sccara mak
terutama masalsh inflasi yang akan berdampak terhadap bertambahknya masyara
miskin. Namun harus disadari bahwa masalah inflasi, kenaikan harga BBM har
salah satu faktor pendorong, lambatnya keputusan atan minimmya antisipasi kebijak
fuga dapat menciptakan inflasi, Kebijakan tata niaga daging, bawang putih dan bawa
merah yang amburadul membulctikan menjadi pemicy inflasi di bulan maret — ap:
Dengan demikion makin meyakinkan kita bahwa sumber inflasi juga sangat terk
dengan sikap pemerintah yang lamban.

Kebijakan subsidi cnergi yang tinggi sudah barang tents sebuah masals

adanya sikap inkonsistensi merska karens mumi ekonomi semata, merunut sejar:
kenaikan harga BRM, misalnya tghun 2005 kenaikannya sangat signifikan, mes
disadari periode tersebut menciptakan shock ekonomi tapi bersifat shore term. Pa
tahun 2008 juga dilakukan penaikan, namum menjelang Pemilu 2009 diturunke
dengan pola seperti itu sulit unmuk dipercuya bahwa ijekan subsidi BBM Pz

ecomomic. Saya lebih percaya pertimbangan politiklzh yang dominan dibalik i
Sema. !



"aket Kebijakan Ekonomi, Efektifkah Menstabilkan Rupiah?

[ 0 Boleh jadi pemerintah (Haa Rajasa) tidak sadar bahwa TESEp yang gampang karena instan untuk menjaga kebutuhan domestik,
h. Amir Arham serangkaian permasalahan tersebut merupakan wilayah pemerintah. Selain perbaikan produksi dalam negeri masih saja berkutat pada perencanaan,
Hmu Ekonomi FEB UNG yang disebutkan diatas penyebab melemahnya nilai rupiah begitu banyak  Effirmasi aksinya sangat lemah, contohnya harga kedelai yang meroket saat
kesemuanya merupakan urusan langsung pemerintah. Intinya, pelemahan  inj karena terjadi kelangkaan, menstabilkannya dipastikan Bulog akan
rupiah saat ini dominan sentimen negatif dalam negeri ketimbhang global, mengimpor kedelai sebanyak 100,000 ton dari USA,
il rupish buken urusan pemerintah tapi wrusan  Mengurangi defisit neraca berjalan, menckan angka inflasi, serta menahan Selain i, pemberian insentif dengan menghapus pajak harang
ph BI....... . Kutipan ini merupakan ungkapan  keluarnya modal asing pekerjaan rumah vang harus segera dibereskan mewah beberapa jenis produk ditengarai tidak akan memberikan efek terlalu
nko Perckonomian Hatta Rajasa beberapa waktu  pemerintah, Urusan domestik dengan memperjelas arah perekonomian akan besar untuk shorr ferm, Permasalahannya jenis produk yang dihapus
i rupiah. Beberapa minggu terakhir rupiah terus mendorong rupiah menjadi perkasa merupakan urusan fiskal yang berada pajaknya pada dasarnya bukan lagi barang mewah (luxury goods), seperti
idip dollar. Dalam APBN-P rupish dipatok  dibawsah kewenangan pemerintah, peralatan rumah tangga dengan harga Rp. 5 juta atau Rp. 10 juta, pesawat
lukar rupiah di pasar spot pada perdagangan Melemahnya nilai rupiah otoritas moneter dan fiskal harus scjalan,  penerima siaran televisi dengan harga dan ukuran di bawah Rp.10 juta dan
kemarin, sempat menyventuh level Rp 11433 per  tidak boleh terjadi decoupling satu sama lain. Masalah moneter dan pasar 40 inchi, lemari pendingin (kulkas) di bawah Rp, 10 Jjuta, mesin pengatur
) uang seringkali bermain pada wilayah efek psikologi yang menimbulkan  subu udara (AC) di bawsh Rp8 juta, pemanas air dan mesin cuci di bawah
¢ pejabat yang semestinya berfanggung jawab  sentimen negatif, sementara permasalahan fiskal cenderung rasional  Rp. 5 juta, prayektor dan produk saniter di bawah Rp. 10 juta,

| tidak patut diungkap seperti itu, sekalipun ada  (rational expectation), semua pelaku ekonomi bertindak secara rasional Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini dengan mengandalkan
hwa pemerintah akan merespon melakukan dapat mengetahui permasalahan ekonomi hingga kedepan, termasuk arah produk impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat inflasi tetap akan
resep kebijakan ekonomi, Tapi selidaknya rakyat  dan kebijakan perekonomian dari pemerintah, tinggi. Apalagi harga minvak mentah dunia terus bergerak naik, dalam
an berprasangka buruk, bahwa betapa seorang Fada sisi ini, bank sentral parut diberikan apresiasi dengan  APBN-P 2013 harga minyak mentah dipatok sebesar USS 108/barel]

lerung tidak paham permasalahan ekonomi dan  membuat amunisi baru untuk menguatkan rupish dengan merilis sejumlah  sekarang sudah naik dikisaran USS 110, Sejumlah industri dan perusahaan
jika ada masalah, scbaliknya akan mengklaim  beleid baru soal operasi moneter dan pembelian valas, diantaranya BI  yang memiliki komponen biaya minyak dalam fungsi produksi akan
omian maupun rupish stabil. Memburuknya  mengeluarkan kebijakan sertifikat deposito Bank Indonesia (SDBI). Surat  mengalami lonjakan ongkos produlksi. Adanya kenaikan ongkos produksi
kerapkali juga dibarengi dengan eufimistik para berharga dalam fupish ini befangka waktu 12 bulan, Selain itu, BI  berdampak terhadap kenaikana harga-harga barang. efeknya terhadap
nderung menipu sesungguhnya, pejabat otoritas  melakukan penyempurnaan  aturan mengenai  pembelian  valas  untuk kemampuan daya beli masyarakat tergerus, it artinya inflasi bukannya
i seolah rupish tidak sendirian melemah tapi  kegiatan ekspor barang dan jasa. Salah satu poinnya, pembelian valas hanya  menurun,
n mengalami kondisi serupa, dengan kata lain dapat dilakukan oleh eksportir yang telah menjual valas atas hasil ckspor Sementara masalah investasi, bukan hanya masalah insentif dan
 tnpi dollar yang menguat, mereka. Jangka waktu term deposit valas juga mengalami perubahan dari  disisentif Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga seringkali
it turunya nilai rupiah memang merupakan  semula tujub hari 14 hari dan 28 hari menjadi satu hari sampai dengan 12 menjadi hambatan yang serius, ftermasuk masalah kelembagaan,
lingani oleh Bank Indonesia, tapi penyebab  bulan, Kebijakan BI tersebut diperkirakan bisa menambah likviditas dollar  infrastrukiur dan keamanan. Pembenahan hambatan investasi terscbut
ukan masalah moneter semata, banyak faktor,  AS di dalam negeri. membutuhkan waktu yang lama. Dari sisi perbankan, bunga pinjaman dalam
pil, kenaikan BBM yang melewati momentum Lain halnya kebijakan fiskal efektifitasnya masih diragukan untuk  negeri dianggap masih terlalu tinggi sedangkan bunga deposito terlalu
. inflasi, karena penaikannya menjelang bulan menguatkan nilai rupiah dalam jangka pendek. Paket kcbijakan pemerintah  rendah. Melemahnya nilai rupiah terhadap dollar menjadi masalah bam
0 sckolah. 2} defisit neraca perdagangan yang  yang dikeluarkan antara lain; 1) perbaikan neraca transaksi berjalan dan terhadap kegiatan investasi, pelaku usaha tidak memiliki alternatif’ sumber
kebutuhan domestik melalui impor, sehingga  menjaga nilai tukar rupizh. 2) pemberian insentif dengan menghapus pajak  pinjaman. Suku bunga pinjaman dalam negeri linggi, sementara suku bunga
niupun kebutuhan mata vang asing meningkat,  barang mewah beberapa produk, pembebasan PPN dan pengurangan PPh luar negeri relatif rendah akan tetapi rupiah terdepresiasi. Apalagi salah saty
I, wakiu jatuh tempo makin mendekat yang  untuk industri terfentu, 3) Menjaga daya beli masyarakat dan menjaga  sumber pelemahan rupiah karena banyaknya utang swasla yang akan Jatuh
I, efeknya terhadap tckanan rupiah. 4) ekspor  tingkat inflasi, dan #) Percepatan investasi. lempo. Maka dari itu, paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah

pliti, sementara barang-barang yang diimpor Sepanjang penychab pelemahan rupiah tidak dilakukan perbaikan cukup baik tapi efeknya jangka panjang, sementara pelemahan rupiah
karcna berdampak luas. I

an diagnostik  penyakit
berucap, seorang pejabat

| nilai tambah untuk negara produsen, kebalikan  secara fundamental rupish masih akan sulit didongkrak, sementara  memebutuhkan penanganan jangka pendek
ipmestik). Seiring dengan itu, otoritas moneter penguatan fundamental ekonomi bersifat long rerm. Diefisit neraca transakesi artinya  Menko Perekonomian  belum melakuk
uk menjaga tergerusnya devisa, schingga bukan masalah yang baru muncul, tapi masalah klasik karena perekonomian secara  komprehensif sebelum
fjadi. Dampaknya lebih jauh barang-barang ketergantungan impor hampir semua komoditi begitu tinggl, Impor menjadi berwewenang ucapan adalah “kebijakan”.

i kembali menciptakan sumber inflasi baru,
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un 2013 baru saja kita lewati, kawasan ckonomi euro sebagian
dilanda krisis, angka pengangguran masih tinggi dan beban
besar. Begitupun perekonomian USA walau secara perlahan
in kemungkinannya mengurangi stimulasi ftapering off’ ) tahun
Ini kawasan euro dan USA merupakan tujuan pasar ekspor
ada  akhimya dampak krisis ity cenderung  memukul
| domestik, terutama permintaan ekspor komoditas. Selain
wl, masalah intemnal perekonomian sepanjang 2013 juga
| keschatan ekonomi, tingkat inflasi vang relatif tinggi memiliki
igsung terhadap angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik

I3 tercatat 28,55 juta orang miskin atau 11,47 persen dari
uk, naik sebesar 11,37 persen atau sebanyak 28,07 juta orang
3. Tidak dapat dipungkiri inflasi merupakan faktor pemicu
ngai dampak dari kenaikan BBM,

iken BBM tahun 2013 memang tidak dapat dihindari,
lieu peningkatan inflasi, hanya saja respon kebijakan terlambat
ah menjadi salah satu penyebab utama. Momentum penaikan
ikan, kenaikan pada bulan Juni justry menciptakan trap inflasi
e schingga menambah kemiskinan, Reaksi negatif terlebih
ul seperti kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan pokok
ikan harga BBM, pasca kenaikan BBM pun harga terus
u mundurnya keputusan pemerintah menaikkan BEM juga
wlap peringkat utang menurun sehingga daya saing melorot.

19,5 persen,
nen automotif (4,1 persen), kendaraan CBU (2,3 persen) dan
t (1.2 persen). Defisit neraca pembayaran mengakibatkan
Mlar naik, efek dominonya rupish terdepresi, melemahnya
spor juga turul memperkuat tekanan defisit, Permintaan
or andalan menurun seiring krisis yang dialami tujuan pasar
Melibat struktur perckonomian kita yang masih didominasi
moditas primer, bersamaan makin meningkatnya impor migas
rediksi tahun ini masih sulit neraca perdagangan menggapaj

i teoritis untuk menciptakan surplus perdagangan, ckspor
kan. Hanya saja struktur perekonomian perlu digeser dengan
I (dominan} dari komoditas primer. Larangan ekspor bahan
wlahan diyakini salah satu kebijakan yang tepat, schingga
pertambangan berorientasi ekspor bahan Jadi. Nilai tambah
dibvasilkan sekaligus meminimalisir ekspor komoditas primer
crialan efektif, pemerintah sudah berubah sikap dengan
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diharapkan terus meningkat. karena itu dari sisi kebijakan fiskal
menjadi salah saru paket untuk mengurangi tingkat pengangpur

bermuara pada menurunnya angka kemiskinan. Kedua otoritas jal

memberikan pengecualian perusahaan tambang raksasa, seperti Freeport dan
Newmont dengan alasan kedug perusahaan tersebut sudah membangun
smeiter,

Terkoreksinya pertumbuban ekonomi di tthun 2013 dibandingkan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebagai dampak ekonomi
global tidak dapat dikesampingkan, namun faktor internal sesunggulinya
menjadi problem utama. Defisit neraca perdagangan bukan gangguan
ekonomi yang muncul secara tiba-tiba, ia merupakan masalah ekonomi sudah
menahun yang dapat diantisipasi kemunculannya. Ketergantungan ekspor
komediti, serta minimnya diversifikasi pasar ekspor merupakan masalah
tersendiri belum mendapatkan perhatian lebih serius. Pasar Asia saat ini
menjadi engine pertumbuhan ekonomi global sejatinya disasar, termasuk
Timur Tengah. Jadi jelas struktur ckonomi merupakan masalah yang

diperlukan perubahan secara fundamental, bergeser ke struktur ekonomi
sekunder dan tersier,

Berbagai Trade Off Kebijakan Ekonomi

Ada empat paket paket kebijakan pemerintah yang ditelorkan
ditahun 2013, perbaikan neraca transaksi berjalan (current account), menjaga
nilai tukar rupiah, pemberian insentif, dan menjaga daya beli masyarakat
dengan menurunkan tingkat inflasi dan percepatan investasi. Paket kebijakan
ini terbukti kurang efektif karena dampaknya jangka panjang. Sementara
perbaikan defisit neraca perdagangan dari sisi kebijakan fiskal sepertinya
menemui berbagai kendala, harga komoditas andalan di pasar dunia belum
kunjung beranjak, aliernatifnya vang dapat dilakukan dengan mengurangi
impor melalui kenaikan tarif pajak, termasuk menailkan harga BEM,

Kebijakan ini sebetulnya tukup efektif, hanya saja sulit dilakukan
ditahun  politik, sehingga kebijakan fiskal tidak lagi efektif melakukan
perbaikan untuk mengurangi impor. Maka pendulum kebijakan pemerintah
diarahkan kesektor moneter, Bank Indonesia (BI} memikul beban untuk
mengerem  laju  pertumbuhan  ekonomi melalui  pengurangan impor.
Menaikkan suku  bunga merupakan instrumentasi pokok yang kerap
dijalankan BL dengan demikian suku bunga yang tinggi praktis akan
mengurangi investasi. Laju  investasi yang direm terutama investasi yang
sangal besar membutuhkan komponen impor sebagai pemicu defisit neraca
non pertanian. Namun kebijakan ini diyakini banyak pihak kurang
berhasil, perdagangan,

Namun  sesungguhnya yang ideal pertumbuhan  ekonomi

kebijakan nampak beriolak belakang (trade off), hanya saja kondis
dapat dihindari karena strukiur pertumbuhan ekonomi Indonesia ce
kurang berkualitas, didominasi sektor konsumsi. Efek den
perekonomian turut pula menjadi variabel yang tidak kecil me
kegiatan impor, pertumbuhan ekonomi didominasi oleh konsumsi s:
indikasinya. Impor migas, komponen otomotif, CBU dan telepon
merupakan penyumbang defisit neraca perdagangan. Bahkan
pengguna telepon seluler di Indonesia lebih banyak dibandingkan
jumlah penduduk itu sendiri.

Kondisi serupa, kebijakan pembatasan kuota BBM bersubs
dilakukan pemerintah, juga memunculkan frade off dengan pengadaa
murah, Keberadaan mobil murah dipastikan akan meningkatkan ke
BBM. meskipun argumentasi awal pemmerintah bahwa mobil murat
lingkungan diarahkan unmuk menggunakan bahan bakar yang berokza
(pertamax). Tapi pada kenyataanniya mobil murah vang beredar
menggunakan BBM bersubsidi, hal ini Juga bertolak belakang dari
pemerintah daerah unmk mengurangi kemacetan. Kebijakan mahi]
tidak lain dimaksudkan untuk mendorong industri dalam negeri,
asumsi komponen mobil murah lebih dari separuh merupakan p
dalam negeri. Akan tetapi sesungguhnya masih sulit kita mengukur se
besar pemakaian komponen produksi dalam negeri yang digunakan
unit mobil murah.

Upaya pemerintah menurunkan inflasi juga cenderung konts
(trade off) dengan kebijakan Pertamina menaikkan harga gas elpiji
kenaikannya cukup signifikan mencapai 60 perscn. Kebijakan men
harga elpiji akan berdampak terhadap industri kecil, biaya pr
meningkal, pilihan mereka terbaas dengan menaikkan harga jual,
akhirnya daya beli masyarakat menuryn, Dipastikan sebagian konsume:
beralih menggunakan gas elpiji 3 kg, lonjakan permintaan Eas bersubs
tidak dapat dielakkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kelan
bila moral hazard dipraktekkan, baik oleh Pertamina ity sendiri maupu
agen. Kemungkinan lainnya, pengoplosan gas elpiji bersubsidi dari
kegas elpiji non subsidi 12 kg akan marak karena disparitas harga
terlalu tinggi,

Fenaikan harga gas elpijii non subsidi memang  m
kewenangan korporasi, hanya saja perubahan harga perlu memperhs
kondisi makro ekonomi. Berkaca pada kenaikan harga BEM
momentumnya tidak tepal justru menciptakan sumber infasi berganda.
karena i koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi kata kunci 1
menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, agar berbagai macam tra
yang muncul dapat diminimalisir di tahun 2014 Semogall!




Beratnya Beban Ekonomi Kota Gorontalo

Nol'Wakil Walikots Garontale sangal dramatis, panjang
L ek sija i berliku pemith perdebatan di lembagy
Kepaln Kepala  Dacrah (Pilkadn) Kota
ithan fesis atau bahkan disertasi kareng belum
in, bolel jadi muncul leori-teori haru hukum
. Perdebatan yvang panpang pada  akhirmyg
b dengan dilantiknya Pasangan Marthen Taha dan Budi
i, MaDu} Kini masvarakat Gorontalo  mendapatkan
ikl pemimpin de L dibalik i semua terselip
terbadap kepemimpiman walikota bary,
Linasyarakat Koth Gorontale menunggu realisasi janji
| MaDu, seriva berharap pola komunikasi dan karakier
ihmodatit dalam berhagai pemkiran, mendengar masulka
al kebutuhan rakvat berdasarkan preferensi merekq
wrld program pemeriniah daeraly terkadang jiplakan dary
Wiy ndak sesuai kebutuhan musvarakal setempat, lebih
ek pada akhirnva  miniin manfial (mubazir), Kota
view dan Provinsi Gorontalo, karena itu kemajuan
ometemys berada di Kota Gorontalo, Sinergitas
menjadi keniscavaan, Kota Gorontalo tidak boleh
I bersifal resiprokal dengan Provinsi Gorontalo, Ada
vang dihadam Kota Gorontalo saa i, namun tulisan ing
irl sudut pandang ekenomi, sebab pemerintahan dileve]
dipastikan visi dan misniya berujung pada Upaya
I rukvat {ekonom;),
rik dalam ranah teori perubihan struktur ekonom;
§ dikembangkan oleh Chenery dan Syrquin (1973}, bahwg
hepiatan  perekonomian didominasi oleh sektor primier
1 bergeser ke seklor sekunder (industri manufakiur)
ima seklor tersierpun (jasa) berkembang. Jika melihal
Wi Liorontalo cenderims berbeda dengan kota-kola Taimya
Mor pertanian masih cukup potensial terutama Kemoditi
A saja karakteristk  ing dipastikan  tak  dapat
langka panjang, sebab Kota Geronlalo sehagai ibukota
erfungsi sebagai pusat pemerintahan serta pusat jasa
Il ki menicu miaras.
W penduduk ke wilayah perkotaan  akan merdorong
papai {rumah} sehingga mempercepat laju konversi
menjadi kompleks perumahan,  perniagaan, Gejala i
hend umum di daerah perkotasm, Upaya apapun yang
fingsi lahan tidak dapat  dibendung, Walaupun  ada
I fungsi laban melalyi Perda justru akan  memicy
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lomjakan binva konstruksi Saar i indeks kemahalan Konstniks: Kota
Gorontalo sudah setars dengan kota-kota besar (i Indonesia, sementar
tieente perkapita lebih rendah. Maks tidak mengherankan harga tanah d
propertt di Kota Gorontalo termasuk tingei, ada banyak ruko dibangun
letapi tidak digunakan,

Kota menjadi dava tarik  masyarakai gl untuk mencar
penzhidupan vang lehih lavak, melanjutkan letjang pendidikan vang lebih
tinggi serta menjodikan kota sebazai tempat mewijudkan Impian-impian
Inetigenai masa depan, Dalam konteks seperti it mendorong percepatan
proses transformasi, hanya sajy lahapan proses transformas; ekonomi dj
Kota  Gorontalo mengalami  lomcatan ke sektor Jasa korema  pada
kenvataomnya  sektor indusiri  inanufakiur Belum  (tidak) berkembang
Loncatan transformasi ekonomi akan menyisakan masalah bagi sebagian
petdudul Kota Gorontalo, Karena ummmnya sektor jasa kemampuannya
membuka kesempatan kerja relatis terbatas dibandingkan dengan sektor 5l
(industri) Kesempatan kerja yang terbatas akan menggiring angkatan kerja
produktii” bekerja di sektor Pemermitahan, sementara SeTapan | penerimaan)
tenaga kerjaa di sekior pemerintahan sangal terbatas. Hingga king lenaga
honorer di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalg terdapal sebitar 700}
orang vang berharap kelak akan diangkat merjadi pegawai tetap, tentu saja
akan menjadi masalaly vang krusial bagi pemerintah karens membebani
belaija daeral untyk menggajt mercka, Padahal alokasi belanja dacraly Kotq
Corontale lebill dar separih untuk belanja tidak langsung (pegawai),
akibatnya kemampuan untuk bermanuver mendesain alekasi anggaran
untuk belanja langsung {modal dan nvestasi} terbatas,

Idealnya, jika sektor sekunder belum berkembang dengan baik
maka belanja pemeriniah [Bovermment speding) menjadi pilihan yang
utama  untuk  mengseraklkan perekonomian  daerah,  terutama untuk
penvediaun barang publik. Situasi i menjadi beban bagi pemerintahan
baru Kota Gorontalo, mengurangt pegawai honorer meripakan pilihan
rasional tapi dipastikan akan menjadi blunder secara politik. Masalah
ving dihadapi Koty Gorontalo, nuninmya swmher-symber pendapatan
sebagai dampak darg kecilnya potensi Putjak karena kemampuan daya belj
masyarghat masih sangal rendah, apalagi Kota Gorontalo  presentase
kenaikan biava hidup lerfinggi ketiga di Indonesia lima tahun terakhir,
sefelah Kota Puwokerio dan Koa Bunjarmasin, Rasio Pendapatan Ashi
Daerah (PAD) terhadap total penerimaan masih sangat kecil (ahun

mejadi fumpug, sekalipun kenvalaanmya hampir semua daeral
mengalami hal serupa. Transfer pemerintah (Bagi Hasil, DAL ds
realitasiya sebagian besar diperuntikkon gntuk 2ajl peziwai, D
beban APBD Kota Gorontalo kedepamya makin berat, selwh ad
VAran program gratis vang dijanjikmn oleh pasangan Mal, jika
tidak direalisasikan justry menjadi bumerang, Program gratis pada (
Hegafive fax, yang biasanya diberlakukan hagi negara (wilavah)
pendapatannyva sudah tinggi, namun tetap dilakukan diferensiasi
penerima  vang lebih  diorientasikn bagi kelompok pra s
Pembagian kartu seligt pada saat kampanve pada pemilih;
aval banyak vang tidak lepat sasaran, artinya vang PPN rend
kartu sehal untuk berobat gratis di puskemas dan rumgh sakil
pencermatan sava, setidakiva ada sembilan Prigram gratis vang dita
bagi pasangan MaDuy. jika program ing direalisasikon akan bery
terhodap sumber pendapatan daerah

Menghadapi situasi Jebakan anggaran dibiuhkan lerobos;
dengan melakukan  efisiensi melali - pengurangan perjalanan
pemibatasan kuota bahan bakar minvak bagi kendargan dinas, ref
birokrasi  dengan berpijak  pada pansip Kava fungsi miskin =t
Disamping menyisir polensi-polens pajak yomg selama ini belom te;
juga terminsuk memberdayakan aset-asel darah agar produktit. Adg |
gedung dan bekas perkantoran dinas vang tidak termanfaatkan, sela
Justnu membutuhkay biaya perawatan, aset-aset ity dapat disewgkan
menambal suniher pendapatan.

Sementara vang  berkaitan dengan  pemberdayaan ek
masyarakal, di tengah minimnya investasi masuk ke Gorontalo
UMEKM menjadi prioritas. Program pasangan MaDy dengan mernbe
bantuan modal ysahy bagi berkembangnyva UMM merupakan s
point, lapi membutuhkan kecermatan bagi pemerintah agar Progra;
dapat berjalan dengan haik, Kenvataannyn hantyan yang kerap dit
oleh masvarakar vang bersifat stimulan dan Pemenntah justry |
digunakan untuk konsumsi Tak kalah pentingnya spirit kewirmusahaa
mentalitas juga perly diperkuat, produk TIMEM seperti Kue pia g
produsenmya Jehih banyak dikuasai oleh einis Tionghoa, demikian
usaha-usaha lamnya seperti perbengkelan dan rumah makan, apalagi |
ritel (super market) hempir keseluruhannya milik pendatang. Ada b
wiransahawsn potensial g Gorontalo pada akhimya disorientasi ks

diversifikasi usaha tidak berjalan sehingga daya samg melemah. Sung
i akan menjadi beban ekonomi vang cukup beral untuk dipamg gl
pasimgan Malu selama lima tahun kedepan
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PEHTA umum karakierstl: perekonamian wilayah perkotaan hampir
n perekononian didominasi oleh sektor sekunder dan fersier,
Gorontalo memiliki kekhosan tersendin, karena sekior primer
lanih potensial. Hanys gajg kurakienistik Kota Gorontalo yang miasih
ersawaban sulit unink &_.15._.._.9:__B_:__.__.__...,_mm:mwﬂ. panjng. sehab
sebagai ibukots provinsi, sekaligus berfungsi sebagar pusar
iy puzat jasa dan perdagongan okan memicy migrast Migrasi
wiloyvoh perkotaan akan mendorong kenaikan perimniaan papap
i mempercepat laju konversi lahag Produktil’ menjadi komplels
I perniagaan, Gejala ing merupakan fenomena umum di daerah
I apapun vang dilakukan alik nesi lahan tdak dopat dibendung
persawaban merupakan milik pribadi privane right), tidak ada
niemberikon kompensasi hilg masyarakat hendak menjual qiay

Hoverh, sekalipun ada pembatasan alih fungsi  Iahan, SEpPErti
|

i s3s1 jika pembatasan alil tungsi lahan dilakukan pemermtal,
ihuhan penduduk; sebagai dampak dag migrasi dan mortalifas
micu lonjakan biava konstruksi di Kot Gorotitalo, Saat jni
lnn konstruksi Kota Gorontalo stidah setara dengan kota-kota besar
mentars pendapatan per kapitg masyarakat tergolong masih
livan sebagian penduduk kota akan bergeser ke wilayah pinggiran
\ dan secara administranf di luar wilavah, Dengan sendirinve kota
Il pidensi pengembongan ekonomi ving berelek pada penerimany
Uiromtalo presentsse kengikan biuva hidup tertinggi ketign o
i lima tabun terakhir. setelal Kota Puwokerto dan Ko
imdist ini akan menguntungkan wilayal pinggiran, seperti Kabila
ijufen Bone Bone Bolanga} dan Telaga (Kabupaten Gorontala).
meiin penduduk Kota Gorontalo pecln dijaga. karens mereka
olengi pasar dag maodal untuk menggerakkan perekonomian
mhumya  penduduk vang  bergeser e daerah  penyanggal
eria di sektor jasa, sementars Ko Gorontalo amat bergantung

k dalam  rapah e perubahan  struktor  ekonom;
e dikembangkan oleh Chenery dan Swreuin {1975), baliwva pada

perebonomian didominasi oleh sektor primer ([ pertanian ),
1 ke seklor sekunder (imdustn manulaktury dan k rang lehily
ierpun {jasa) berkembung, Artinya, bahws  sekior primer
I pasti tidak dapat lagi diandalkan scbagai kontributor wiama

iy sekior induster tumbuh, hanya saja proses ranshormas;
wecnitalo mengalami loncatan ke sekior jasa, itupun sektor jnsa
it Jas pemerintah masil mendeminas mernpakan
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lin

ttangan berat, Larenn i dalam  penade Lepemimpinan Walikota-Waki
Waliketa Gorontalo saar inj perlu dilakusn reformulas; perekonomion dengan
mengoptimalkan sekior jasn-jasa, sebab PDRE Koty CGorontale peranan seliyy
Jasa-jasa tertinggi. kemudian sekior perdagangan, horel dan restoran. Sektor hass
ini perly diopmalian, karena Peluangnya cokup besay leritama melayang
kawisan Teluk Tomini dan wilaval perbalasan utam dag selatan.

Sekitur jasa parawisata partut dipertimbanghan dijadikan andalan, sehab
sektor im menverap banvak lenagg kerja. disamping penerimaan di sekior gasga
pariWisata  merupakan  penerimas sepenuhinyva bagi  doeral olomnom

{ kabupaten Lot ) vang tidak dibagihasilkan dengan
Pada umumnve daera) dimana sekior ja#sn-jasa dan perdagangan. hotel dan
restoran berkembang, Dang Alokasi Umumnya (AL rendah schingea [ebih
mandin dalam pembiavaan. Jika terjadi nebufanes ekenom di tingkat nasional.
daerab vang idok lerlalu bergantung transter dari Pusat fefop siabal,  dap
sehaliknva daeraly vang bergantung banjuan PUsH rentang dengan krisis. Sekior
parawisata vang dopot diandalkan J; Kota Garontalo, teruama berdimens:
budava. Revitalisasi dap reakiualisasi budava Jokal mitlak dilakukon, dan tenty
saja keinginan luhur mi sejalan detigan visi jangha
Gorontala (1ING) sehagai w
Gorontalo dan UNG dapat bersinergi
milei dan dapat dikembangkan

Dhsamping itu, untuk mendoron
Gorontalo, serta memngkatkan

pemenntahan di tingkar atas,

& pengembangan perekonomin di Kot
pendapatan masyvarakat sekioe Usala. Mikro,
Eecil dan Menengah (UMK M) Jelas diperlukan optimalisost, serta mendorong
Spant eniraprenenrsiip bagi masyaralar Kota Gorontalo, Padg realitasnyva pelaky
ekonmi. terutama sektor ritel didoininasi oleh masyarakat Gorontalo dari suky
ABC (Arab, Bugis dan China). I sangal erst Kaitannwg dengan mentalitas,
perubahan pola pikir masyarakat Gorontalo perlu dipybah orienlasinya. Budaya
eirEprenenesiiy perlu didorong dan ditasilitasi, seperti buntan permodalan
{gratis) termasuk  perizinan usaha gratis  schagaimany yang  dicananglan
Pemerintah Kota Gorontalo perlu didukung,

Pembinaan generasi muda (mahasiswa), terutama vang dilakukan oleh
UNG melalui Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) bisy disinergikan  dengan

program  pengembangan  kewirausahaan bagi masyvorakat Ko Gorontalo,
sehingea dalam jangha panjang pelaku ckonomi di Kata Gorontalo, bukan hanyva
dari suku ABC

akun tetapi bergeser atau berlambak menjadi ABCG (Arah, Bugis,
China dan Gorontala ), Selain it Pengembangan ekonomi Kot Gorontalo vang
didasarkan pada sistem “elustering " melalui program pengembangan Kawasan
Ekonomi Kecamatan (KEK} merupakan langkah tepat, Eansep dasar dar] KEK
adalsh mengoptimalkan kegiatan ckonomi sesuui dengan potensi vang dimiliki
olel kecamatun, Sekaligus ditujukan uniuk menats kawasan perckonomian
perkotaan

Selanjutnya,  days saing Kot Goronialo tmenyangkut SDM dan
ekonomi} masih sangat rendah, karena dipengaruli oleh berbagai faktor salah
sulunya mentalitas  dan pola pikic Masih mendominas: dalam pala pikie
masyarakal selelah menempul pendidikan akan bekerjn pada selior pemerintal
(Pegawai Negen Sipal), sementard fotmasi penerimaan FNS cukup terbatas,
ltupun sangat kompetitil kedepan, kareng penemmaan CPNS makin ketar, seperti

Sinergitas UNG dan Pemkot Gorontalo Dibutuhkan

vang dialami oleh Universitas Megeri Guorontala  dog tathun  fers)

iy lulusan dan Juar dueral Yang terakomodasi (el |
pengembangan S youg berdava saing dap ungeul sangat Javal;
TPemyemaian” bibi S0 ungaul melalui pembingan seeara dini (tingk

untuk progeam intermasionalisosi siswa'mahasiswa masyarakat Koo Gor
Pembinaan S unggul |

larus dimalai ditingkat kelas 11 Al
dengan menggunakan fenaga  pengajar  dar Limversitas Negeri
Berdasarkan bidang kepakaran, selanjutnya ditingkat kelas 1 akan
nenguatan bahasa asing ofeh pusat bahasa LING, Muaranva adalall mey
SDM unggul dalam menghadapt Masvarakat Ekonomi ASEAN (MEA) «
bebas. Kerjasama antars Pemerintah Kata Goromalo dengan NG
penting disini, sebob UNG sudah melakukan rintisan kerjasama
PeErguTIAn  tinggi  fuar negeri.  Sententarn dava saing ekonomi g
pelakunya) juga lemaly ing terjadi bukan penvebab tinggal Karena perel
Kota Gorontala kurang ditopang oleh sl produktit’ (industrl man:
Minimnyva serapan temiga kerja di selktor swasia harapannyg mienja
menank minat melahn proses selaks tenaga honorer. hingga sau jn;
honorer di Pemerintali Kotg Giorontalo mencipai sekitar ribugg Cring.
songal berdampak terhadap pembiayaan. Cile karenia 1t propersi belg |
langsung { belanja pegavai) dalam APBD Koty Crorontalo mencapai 3 %

Tingginya belanja  pegawal

mengakibatkan  ruang  fiskal
Crorontalo cukup terbatss, terutamg untuk membiavs sektor publik. [

Penggunaan anggaran daeral yang tepat seharsnva bisa menjadi witiplie
yang dapat menciptakan  siklys pertumbuban  ekonomi  Iehik posit
berkualitas. Disamping iy, tnasalah vang dihadapi oleh Peme Tal
Gorontalo saat ini adalal defisit APBD, sebak penoeluaray fexpericlitere
besar daripada penedmann frevermel, walau pada dasaniya defisit bukan h:
labu, namin perlu ada batasan rasio, Secara umum kemampuay kevangay
Gorontalo  dibandingday dengan daerali otonom tkabupaten) yang
Gorantalo cukup baik, dari enam kobupatenkota di Gorontalo Kota Gor
kapesitas fiskalnys tinggi. sedangkag katezori sedang adalah Boalemo, Poh

dan Gorontale Utary dag kategori rendah Kabupaten Gorontalo dap
Bolango,

Kendati termasul kategriri
Corontalo menghadspi masalah Yang
demikian ada yang salah, perlu dilakukan pembenshan dengan seriws lima
kedepan,  dengan mengoptimalkan  penerimaan dagrah  dan Em pe;
mangjemen pengelyaran, Pengelolaan kevangan daerah dan sislem pelavan
Kota Gorontal o penggunaan Jnformatiom, Commmmication aned Teclniology
dengan mengembangan Cyber Ciry cukup mendesak. Sistem pelayanan
berbasis ICT akap menciptakan efisiensi day memudahkan sistem ko
penvalahziungan Wewenang bagi aparatr, sehingpn akun mengurangi b
Pengeonibangan Cwber City, terulamn untuk membangun sisten Jaringan
S -ava tidak mumgkin akan dilakukany alef Pemerintah Kota Gorongalo
tetape botuh bantuan dar PerBUrOAn tinggi terutama |niversitng e
Gorontalo yang sudali Jebik ma dari sistem Javanan berbasis 1CT

keasama iln dapap terwujud ._HEM.E:....m Kedua belah pibak, semoga ini
terwigied,

kspasitas fiskalnya linggl, namun
Krusial menvanghkut anggaran, d




Mengapa Ribut Mengenaj Pengalihan S

Perubalin 2014 yang sebesar Bp. 244 5 Irilinn. Anggaray s bsadi

M. Amier Arham* .wn__unw.ﬂ. Bp. 1942 triliug deigan w_:__.:_ 46 juta kil lirer (k) ¥

* p ol ey . disnis UNG Premium 29,3 s KL solar 155 e KL, dan minvalk
engaiar Fakultqy Ekonomi dap Bisnis UNG Belanja. energi ternyaty. lobit, tingei dibandi,
hanya  sebesy Bp. 169 irilion

ubsidi BBM ?

meliput] BHEM ditetapkan. Karen
Di dalamevg gy
tarah 830 riby f.
nekan dengan belanja mdrastouk iy
Padalia) mfrastro kg
pertumbubun ekopom; nasional, day,

I APBN defisit. berapa defisitnva. day

il manakaly harga minyal
dkan ket melonjal Sementars mednde pe
dimana harpy BRpg biayi lambang + kilang Lrartsports
marpin. Jika metode kedun yang digunakan 1enny saja tidak g
mertpakan  kune crude vong diglaly ofeh kilang dag Pertaming langsung o
a suing ekopom; Indonesia rendah juga Metode rethitungan ilah yang  dipimakan beberapy
o ketersediaan infrasteuktur vang belum memadsg, Hasil Mengangeap subsidj ji Bolwng dan akal-akaliy,
leh Mugraheni day P%.:E:EEE_E_. infrastruktur secarg Mungkin kita akay bertanva, kenapa menggunakan mefnde
el terfadinya kegiany ekonomi produlitit d; sektor-sektor lajp, Price) karena mejode uplifi cost hanvg dapat dilakukan tatuk
setelah krisis fidal lagi mm_r.:_p..,._. sederhana saja, jiks harga BBM bersyhbsicy dinaikkon sebesyr Rp. 3.000 vang dihasilkan dglam negerl yang saat i jumiahnyg Bianys
sama besarpyva dengan  per _:_n.s dengan kuom BRM _u.._:_: depan 46 u._..m_. kiloliter (KL), maka anggaran  pype| per han, Manakala menggunakan merade perhitin
anggaran 1999 pegim vang bisy diheya Rp. u_“m ﬂ_..:_.... umituk Em__urm.u_nm: ke xmw.._sq E.am:f:. Dana SECara prmsip Penerimaan negara tadak ada kapeng _m__mm._am
2. prlihanuye ada dua surplys  sebesar jiu, pemetintah bisa di amnE_.,_,.::.__”_B..ﬂma dengan dibugi rata kesuluruh 1 rakyat. Hamva saja figgl SEmua crude di dalum negers i
L Uminmnya Negara vang masih belug steady state desyin kebijakan  kabupaten Tata se-Indonesia, Masing-masing “__E_.d kebagian Rp. 275 miliar. Uang ving dimilik; Periamiang, bahkan akay Jauh Jebil menguniyg,
I pemerintal memberikan stimulan aniuk mendornng pertumbulian chonong u_.._.,.m__._.,,.ﬁ,.._ﬁ I seperempatnya mlai APBD sebagian besar kabupatenkota, YL ental {mimvak mentaly), Sekaligus pppygk menjags disparit
elinggi-tingginva dengap menganut angearan defisit, jni ¥ang disebut  dapat dimanfaatkay _._n.z_u..ﬁmzun_:._h:,_u..a.:._r:_r n.n:&::w...... dan r.o.mﬂ_uﬁ? oo Negeri dan Jugr negeri, jika mengsimakan uplift cost ke,
ki fiskal ckspansif Fenerimaan |ehih keeil  dibandingkan dengan  Ada anggapan n_r.umbq_ mengurangi subsidi BRM (Energik pemerintal fidak adil BEM murah, nanun di Tuar negeri lehih mahal sehinggy

arn, penjelasan sederhanya banvak progran kegiatan pembangunar vang  dan pro pasar dan :...m__,. _“_n_...u__r.r. Peda rakival Leeil, ﬁn_,mu_:.::m. melihatnyg, penyelundupan,
vang oleh pemerintal dalag, rangka mengaerakiony rada perekonomiay, Earena menng }1_“_.7_ juga n_.__.._n_uﬂa. oleh pemibayiran dang obligasi vang _E_,.:._u :

Aggaran defisit by design. tengy saja ada batas tolerps; dan rasionya  besar. sava setuju. Ini perlu dikoreks; u_:ue,m\ﬂ:_l

semva pibak, karcia rezim sug Subsidi BBM Bukan Persoajan Defisit Sematg
____:_LEZ__._"__._::;:“.. Domestik Bruta (PDB). Selama inj rata-ratn defisit  ganti belum pdg ¥ang berani melakulay koreksi vang ficdak tenvehatkan APEN Ada partai vang menalal _au:__._“_n_,._,._“.sH
liletupkan pemeriniah sebesar 2 ¢ mendubung pengalihgy m:wvaﬁ:mmm...__..ﬂu_ .

dunia melog

thitungan uplifi |

Apu belul subsidi BEM karena dipengarubi fakt,
I delisitr Secury teantik deretun pertanyaan inj _.._:.E_w::...d..... cukup  risel vang dilakukan o

NN sava akom mencohy menfawab  geps g sederhana. Rezimy  Inas dapat mem;
vang dijalankay Pemerintsh saar o

Irndifional _”___amn::w diming penenimann
{ungearan berimbang),  inylai tahiun
taran berubszh meiadi performace budgetin

o. Tahun anggaran 2014 defisit sebesar 2.4 setiap tahuy, Sembari saya tentunya : !
| wilni PDB stau setarg dengan Rp. 2517 trilinn. Sedangkan takug dnggaran L kareng Momentumnya cuk, BUS =einng dengan turunnyva harga Minyak i luar barisan Kekuasaan akap metia
delisit menunmn sebesar 2.32% dai PDRE ekuivalen dengan Rp. 2576  dunia. Dampay kenaikany harga mm___.__._:um:mm_;ﬁz m:?ﬂ_uu.m.m___.__.h_ relatif” tidak aliin menduking Siapa pun presi
ldeainya memang ANBLATAN “2ero deficit”, akgn 1elapi ity sama halpys  Sedahsyat manakala harga minyak duniy sudab terlanjut naik, 1)y harga BBM
n kegintan ekonom; berjalan apa adanya, tidgk perlu berhuat Apa-apy.  jugs dinaikkay

islen mengenai pengy
Berkusa, Hﬁn_x_n_._:_w::_
lak, sebaliknyy Jika dal,

dennya, dpapun  partainy
kepikiran Mengurang: subsidi BBM, ity hopotesa sava. Soehy
i kepala keluarga vang memifiki Ishan yang digarap orang Ty tidak  Saot ini harga minyak dunig trun sekitar 5 %, namun seljsij, harga minyak dunia ~ Megawati. SBY sepyy
eliar rummh menesy natkal tinggal menunggt hasil paney, il
dalam Anggaran Pendapatan dag

harga keekonomian dengan harga jual BEM bersubsidi masily besar. schitar  PeNSWrangan subsidi BBM akay i
Belanja Negarg (APBN) vang terjug; 40 o5 Penurunmnyg knrang

elastis, tidak  teraf, signifikan  uppj; _unﬂn._m_mtmr terhadap kenaikan angk
,.__E__.J__E_._.._.._UEE_EEEEF__ satu faktor pendorong defisit day; sekian  mengkompensasi besarpyy subsidi yang didanai olch APRYN Disamping itu harga  bagi E_umwnur
takior, Akay tetupi beberapa tahun tevakhir impor BEM

komponen  BBM lehik &mﬁn::_:m pada ICP (Indonesian Crude Price), kalau harga Mokimary pada HN_..E Yang eﬁfsm&. Hom_.ﬁcm EF.:...__ BEM perlu _.:.w.:_.t
' dan barang elektronik mery, kan penvumbsng dominan menciplakan  maka penurupay harga BBM borsubsig; sulit terjadi. saat jn; harga minyak dunig yang paling bamyak menikmag subsidi justry yang mepiik
Perdagingan timpor lebih besar dar

daripada ekspar), dan kemungkinanpve  sekitar 7o dollar per barel, day dipastikan akan paik seiring Kondisi makro (mabil), apalagi kalay mobilnva sampaj tiga umit, Teorinya, syl

pemigh MENgurangi subsid BEM, j
cmberikan efek ekonom; |
4 kemiskinan Danipal vy
arena itu perhunya diberikan kompensas {cirany

ofif tunbuh sekitar 7 o; Impor BBM day  ekonom; dunia. Harga BEM bersubsidi bisa tumg jika hargs minyak dugia turtin
Pl olomotif bersi g komplementer. Penjualan otomat i mentngkat sudal;  sifatnya long ry

dengan bantuan, maka Sewajarmya vang disubsidi bukin vang p
M. tapi secara empiris PETIstivg vang demikign Jarang atau tidak karena ving Punya mobil berarti memylik; pendagpatan yang i
lont permintaan BRM meningkat puls, ity artinya impor BBM gl njugs  permah Ea..ﬁ.... _um:mu akan selaly Nekivatif. balikan cenderung maik ferys Pendapatannya bukgy lagi diprioritaskan tmfuk barang nermg)
il dun koota BEM bersubsidi pasti akay Jebol, (turennya kecil, niaiknya vmmm:.__.
Indonesin mengimpor BRMT Bukankah selama ini kila punya  Ada vang imengatakan subsidi BRM gy
il vk Tnwabannyy tndonesia bukan |

Bahasa sederhananya orang yang berkelebiliay, dpalagi kaloy
| bohang, hatya akal-akalan, Tergantumg | - kendaraim sangat tidg); adil diberikan hanjuan Subsidi yang
MBI not ekspor akan tetapi  kita ...E.m%:swm._._ metocle perhitungan yang mana?, Ada dyg metode perhilungay bukan pada __..._.Eﬂm akan tetapi pada ﬁm:m.rmﬁiw:?: I ..
i et impor, lifting minyak (produls; minyak) Indopesia yang dapat  mengenai subsidi BRp. Metode pertama pendekatan market price (harga pasar) .
ne dalam neger hanya sekitar G (0
i HEM dalum neger mencapai 1,25

A . kareng semuy thak (srang) bisy tendapatkan denog, lelinizn
_um:n_vml.__mu.m. Scimentara  dan metode kedyg adalal uplift cost. Jikq metode pertamg ¥ang digunakan, yuky; B ) e s
Juta barrel per hari, i berart;  market price maka
st DO D0 b
" 4

de yang berlaley d dan menghalangi  sylip dilakukan, karenq yang dilalung; by
: ! 5 e AYEN pasar Crude Yung berlaku dan akalnya ketimbang yang menghalangi, Kalay o
Fper hari. Berapa Subsidi BBM 2015 dag Mengapa  dicatat sebaga; Penerimaan. Hasil penjualan cride menjadi pe
TN 2015, anggiem sutbaicl
Bhenar [ 276 frilig,

buidh Le ornig, mnky
dan masuk ke APBN, selanfutnyy akap dikeluarkan rermssuk membiayaj subsidi rmﬂwwu.rwwn%m H_ﬂwﬁ_m”"_f”vm_w_wﬂx““ﬁ _u._"_“....ﬂ_”_.: o
}dan elpiji pada ~ BBM.  Hasi] remnatan BEM Kilang dan pertamina membeli crude milje  Pendidi h.nE.._ HE
alau meningkat dibandingkan dengan AFEN. pemermtah kemudian dig)

b jacdi BEM Jqly difusal
mtalo Post

perlindungan
bahan balay minyak (RREM

anlnatkan secnm hebns olely
sesuai- dengan harga vaiig _m_m_ﬁ__,”_” ads unsup korupsi (o) hazard, fva) maks i bagiany
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Output Ekonomi Gorontalo

Muh. Amir Arham*

Ekonom Kementerian Keuangan,
Dosen FEB UNG

Penulis,

-

Wia tahun terakhir ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh ritla-

W 7 persen, bahkan diprediksi talum fskal 2013 pertwmbuhangyg

B 8 persen. Ty artinyit pertumbuhan ekonomi Gorontalo i atas

Wional. Hamva saja pertumbohan ekonomi yang linggi behoy

B perbatkan kinerja perckonomian lainnya, terutama mengatasi
(Winiskinan Sekalipun angks kemiskinan cendering menun dar
Wl tetapi penurimanmva sangal melambat. Padn tingkat regional
Fliigka Kemiskinan Goromaln paling besar, vakni 17 % dan secarn
(Wigking keempat dari bawah, Pertumbuhan ekonomi Gorontalo
W uza perlu dicermati serara serius, sekaligus dapat dijadikan
Biksi Saal ini kontribusi Perckonomian  Gorontalp terhadap
Ml nastonal hanva sebesar 0.2 % iin artinyva kapasitas ekonomi
Bisth sangat kecil,

Wpan demikian pertumbiihan ckonomi yang tingsi baik secara
Wi regional Gorontalg belym ERTHT i
N ihadapi perekonomigan saat i, virkni
Whapar Indenesia, selain ditopang sekior manufaktur, juga ditopang

komeditas pertanian, jamuy sektor ini wlai tambalnya sangat

h fujuan pasar ekspor komoditas Juga masth mengandalkan
blamana tujnan pasar komoditay mengalind goncangan
Wpaknya terhadap kinerja ekspor akan melambat, Pada sagt Yang
fermintaan  domestik terthadap komoditas andalan inelemaly,
Permirtaan  barang/produk uar negen neningkat, akhimya

s neraca perdagangan. Sementarg kinerja ekspor Gorontale
pada komoditas pertangan (jagung). 23 Masalah disparitas,
Hill Eontribusi perebonomian wilayah Jawa masih letap dominan
W, Sumatera sekitar 22 dan wilayah timur Indonesin d; bawah
' pembentukan FRE, Meskipun cukup beragam kebijakan Vang
pemerintah itk mengoreksi ketimpangan lersebut, contolinya

Misterplan Percepatan dan  Perluasan Pembangunan  Ekonom;
I (MP3ED). Program inj diharapkan mendorong  pusat-pusat
W bary ekonomi - dilyay koridor Pulay Jawa, tapi realisasinys,
Wleradi namun perlaasan tidak berjalan berinngan. Pada tingkat

mntalo Post senin 17 Maret 2015

|j

regianal Gorontiln, ketimpangan distribusi pendagatan yang diukur dari gint
ratio sebesar (.43 Iohih tingei dari gini ratio nastonal 0441 Ini indikasi bahwa
ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Ji Provinsi Gorontalo masih
cukup tingpi.

Tika dilihat strukgur Perekononuan Gorontalo, konrmhusi sekior
pertanian  masily menjadi kontributor uiama pembentukan PDREB, vaity
sekitar 30 %, sektor industri masih kegil sehanyak 3 9. Padahal selama
beberapa puluhan talun vang lampau Chenery | 1973} sudaly mengingatkan
bahwa jika perckonomian hendak lebil maju, maka diperhukan perubahan
struklur  ekonomi.  sehab produk  pertanian Pada wmwmnnya  belum
memberikan nilai tambah, serig dampak ekonomi vang ditimbulkan terhatas
Oleh karenanya, pangsa relanl’ sektor primer (pertanian) diharapkan makin
memurun seirmg dengan makin meningkatnya pangsa relatif sektor sekunder
dan tersier. Namun sekior pertanion tidsk holel ditinggalkan sama sekali,
justru sekior pertanian dipat memad; penapang bahan baky wng kegintan
sektor sekimder:

Rendalmva nilai tambak produk pertanian, tetapi berkontrbus
besar dalam pembentukan perekenomian justry kurang memberikay efik,
atau elastisitasnyn terhadap kemiskinan dan pemyerapam lenaga kerja sangat
kecil Selama tahun fiskal 2014 penduduk miskin Perkotaan mengalami
Petttmuian dan 6.60 pada awal tahyy imenurun menjadi 6,24 % diakhir tahug,
Namun jumlal penduduk miskin di pedesaan mengalami kenaikan dag 23,10
* menjadi 2321 % Ing artinva  bersifat kontradiktif, sektor pertanian
berkontribuisi  besar tethadap  perekonomian Gorontale tetapi pendwdiuk
nuskin di pedesaan menmakat,

Dilihat dari sisi perminiaan, sektor swasta
sebalibinya Konsumsi rumah tangga porsinya paling
kredit perbankan di Gorontalo yang mencapal hampir Rp. 7 tnliun, hanya
sekitar Bp, 350 miliar (7 %) untuk investgsi selebilnya belanja modal {(25%)

konsumsi (68 %), Menurm Lampert (1994) untuk MENGIPET fop
performers pembangunan ekonom; dibutuhkan invesias yang diperankan
oleh swasta dap didukung olah publie: expenditure dari pemerintah wntuk
mendorong pertumbuhan ckononi sekalisus meredulsi angka kemiskingm.

(mvestasi) terbutas,
besar. Penyaluran i porst)

Perlunya Perbaikan Struktur Anggaran (i Daerah

i tengah MImnya investasi swasla, pengeluaran pemerintyh
[Bovernment spending) akon dapat memperhaiki perscalan ekonomi secara
struktural, sekaligus dapat mengoreks; ketimpangan. Perhaikan struktur
alokasi anggaran pemerintah daerah mutlak dilakukan, dengan memperbesar
alokasi  belanja langsung (pembanguman). Jika mengacu pada postur

Tinggi, Kemiskinan Juga Tinggi

AngEarim seperti iy,
porsi belanja langsung
jauh berbeda dengan
UELLNINYS POrs anggaran belamja tidak langsung (Tutn) mos;
Perbaikan strukwy anggaran pemerintah dacrah menjadi kely
tidak dilakukan sama halnva membiarkan Kegiatan perekonc
dalam kondisi hiasa-biasa saja,  bahkon sekedamya sehgl
Gioromtalo masil SaThgat minim untulk menggerakkm rods ekon
Ady empat Program unggulan yang dicanangly
Provinsi Grorontale, dismtaranya  pendidikan aratis,  kese
pembangunan  infrastrukir dan Pengembangan LMK
program ungoulan ini perlu dicermati, jangan sampai sekeday
dugaan program pendidikan dan kesehatan gratis Provinsi G
memjadi frve fider dengan program serupa vang dijalankan per
Demikian hatnya pembiayvaan Pembangunan infrastruldur kecer
lerits naik, Pertanyaannya, sejauh mang signifikansi pembi
publik tethadap kemiskinan? Hasil studi vang kami (LP2ER
lakubon  berkajtan dengan  government ending  unuk s
(penidikan, kesehatan  dan mirastruktur)  justry tidak
menunjukkan hasg] yang menggembirakan. Pembigvamm sekio
dan kesehatan memiliki Pengaruh vang sisnilikan terhiadap peny
Kemiskinan, sehaliknya  pembiayvsan sekior mfrastnikior ef
signifikan menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo,
Temuan ini terbuka untuk diperdehatkan secara akads
bukan mengsunakan sl PIE  common  sense. sebab !
mengaunakan alat analisis ckonometrika sekaligus juga mempel
anggaran dan  faktualnea  di lapangan. Beberapa provek |
terbilang besar di Gorontalo baik vang dibiayai oleh APBD may
dikerjakan oleh kontraktor dar luar, sebagiay teniaga Keganyap
luar Gorontalo. Padg wumnys kontraktor dan pekeria ity me
NPWE luar Gorontalo, tentu berimplikasi terhadap penerimann
imbasnyva tethadap dana bagi hasil Oleh karenanya, kedepan
sektor  infrastroktur sangal diperlukan pembenahan dap selek
memberdayakan misvarakat Gorontalo secarg optimal dalam per
nfrastruliur Pembiavaan infrastrokiyr diprioritaskan vang dapat |
kegiatan produksi, bukan Proyek infrastrubitur bersiga mercus
proyek yang kurang memiliki efik terhadap pertaikan angka k
segera dikoreksi imtul talyn anggaran 2016, Kata kuncinva adal,
dibutuhkan untuk mendesain program  untuk menciplakan per
ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

sesunggulinyg Goronlale telal melaky
{pembangunany o atas 50 9% Tapi ko




Anggaran Dana Desa untuk Pembiayaan Sektor Produktif

merintahan paling ujung {desk fromt) pelayanan publik adalah
Wi desa. Selama puluban tahun ujung tombak pelayanan ini
Wdapatkan porsi perhatian masalah pembiayaan, pengelolaan
W desa sangat bergantung dari dana swadaya masyarakat,
Wiupakan bantuan dari pemerintah daerah baik untuk kegiatan
(maupun pembangunan. Potensi dan sumber dava desa yang
fiderung belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
B kesejahteraan  masyarakat desa.  Mengakibatkan
| perdesaan sangat lamban, efeknya lebih lanjut sumber
i1 desa sangat terbatas, sebagian masyarakat desa melakukan
perkotaan, nmamun ada diantara mereka tidak memiliki
yang dibutuhkan di daerah perkotaan, akhirnya bekerja di
al, dan yang lainnya bekerja di luar negeri menjadi Tenaga
sia (TKI).
werintah menyadari bahwa pelavan publik desa selama
diberdayakan secara maksimal, maka muncul kesadaran
memaksimalkan pemerintahan desa dalam pelayanan dengan
dana untuk mengperakkan pembangunan. Secara normatif
fipemerintahan desa selama ini dipayungi oleh Undang-Undang
12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun
yu tidak terlalu spesifik. Lahimya UU No.16 Tahun 2014
i pertanda pemerintah memiliki perhatian serius untuk
desa sebagai basis pembangunan, Semangat UL tersebut
ni sebagai bentuk penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam
reda pemerintahan, termasuk di dalamnya tata kelola
merintah pusat, daerah dan desa. Ketiga level pemerintahan
Mian dan menopang satu sama lain, sehingga dari sisi
kevangan membutuhkan tata kelola yang baik, dan dipastikan
| dampak ekonomi atas pemberian Dana Desa tersebut,
insekuensi lahirnya UU Desa dibarengi dengan pembiayaan
Wl Anggaran Dana Desa (ADD), pemberian ADD mulai
lnsikan tahun 2014 setiap desa mendapatkan jatah sebesar Rp.
skan meningkat secara bertahap, hingga mencapai sebesar Rp.
ithagaimana dijanjikan oleh pemerintahan saat ini. Pemberian
ickedar dimaksudkan sebagai pelipur lara, bagi desa yang
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tertinggal dan berada di daerah yang tidak memiliki SDA vang melimpah,
sebab ADD sebetulnya sudah lama diberikan di beberapa kabupaten yang
kaya SDA, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan dana desa
Rp. 1 Miliar per desa. ADD diharapkan efektif mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa, sebab kebanyakan kelompok masyarakat
miskin berada di perdesaan,

ADD atau kevangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem
dari keuangan negara secara keseluruhan, karena itu penggunaannya akan
diawasi (diperiksa) oleh lembaga pengawas pemerintah (BPK). Sekalipun
mekanisme pertanggungjawabannya berjenjang, dimana penggunaan
ADD diakhir tahun disampaikan kepada bupati lewat camat setempat.
Setiap rupiah penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, jangan
sampai ADD dianggap sebagai bantuan yang tidak memiliki
pertanggungiawaban maupun target dan output. ADD menganut prinsip
value for money wyaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam
pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien
dan efektif. Ttu artinya, sebagai bagian dari keuangan negara maka ADD
harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, atau untuk memenuhi azas
manfaat untuk masyarakat . Jika dilihat jenis transfer, nampak sekilas
bahwa ADD berbentuk specific gramt hanya saja pemanfaatannya
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa, sehingga lebih cocok
dikategorikan sebagai block grant,

Prinsip dari block grant adalah pemanfaatannya digunakan
untuk kegiatan operasional dan pembangunan (pemberdayaan). Hanya
saja pemanfaatan ADD telah diatur sedemikian rupa dimana biaya
operasional sebesar 30 % dan biaya untuk pemberdayaan masyarakat
scbesar 70 %. Pengaturan ini diperlukan agar ADD tidak dihabiskan
untuk belanja operasional pemerintahan desa, sebab terbukti selama ini
pada level pemerintahan kabupaten/kota alokasi atau postur anggaran
tidak didesain dengan bagus, dan tidak ada pengaturan bahwa belanja
pembangunan harus lebih besar daripada belanja rutin. Schingga
kebanyakan postur anggaran kabupaten/kota lebih banyak untuk biaya
operasional pemerintahan  yang efeknya terhadap kesejahteraan
masyarakat sangat minim.

Adanya ADD menimbulkan konsckuensi bagi aparatur desa itu
sendiri, jika selama ini perencanaan, manajemen pengelolaan dana desa
serta target pembangunan tidak tersusun secara baik. ADD menuntut
adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {APBDes). APBDes
strukturnya tidak berbeda jauh dengan APBD, karena itu APBDes
merupakan gambaran makro pembangunan selama setahun, di dalamnya
tergambar target penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah desa diberikan

kewenangan bersama Badan Permusyawaratan [Desa (BPD
melakukan pungutan sebagai sumber pendapatan. Dik
kedepaimya kewenangan ini justru akan membebani masyarak
maka penyusunan APBDes harus dirancang secara professio
proporsional,

Penyusunan APBDes tentu saja mengacu pada d
perencanaan dengan menyusun RPJMDes terlebih dahulu, R
sendiri mengacu pada RPJP dan RPIMD kabupaten bersanghutar
diperlukan agar terjadi sinergi dan kesinambungan program pemb
daerah. Dengan melihat berbagai perubahan pengelolaan keuang
maka dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kemampuar
merancang  program. Walau pemanfaatan ADD  didesair
menggunakan pendamping yvang berfungsi sebagai tenaga konsu
setiap desa. Tapi lebih elok dan efisien bilamana aparatur desa r
kemampuan sumber daya yang memadai, terutama
mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat vang menvang
dalamnya, antara lain 1) pembangunan sarana dan prasarana c
perdesaan, 2) mengoptimalkan kegiatan pendidikan, keseha
pengarusutamaan gender, 3) pemberdavaan ekonomi masyarak
bermuara pada pengentasan kemiskinan.

Bila APBDes tidak dirancang dengan baik, boleh jac
yang diguyurkan setiap tahun hanya akan menjadi bancakan bagi
desa. Bahkan saya memiliki kekuatiran banyak aparatur des
diperhadapkan dengan masalah hukum, atau menjadi sumber konf
masyarakat desa dengan adanya ADD. Saat ini ADD sudah menj:
mainan” baru bagi sebagian politisi petualang yang tergiur
gelontoran ADD, Pasca dicabutnya moratorium pemekaran do
kelurahan Januari 2015 lalu, usulan pemekaran desa berm
menurut catatan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kem
ada sekitar seribuan usulan pemekaran desa, Sudah dapat
pengusulan pemekaran sangat erat kaitannya dengan ADD, m
tidak menutup kemungkinan pengusulan pemekaran desa
dipelopori oleh calon kepala desa yang kalah pada pemiliban kepa
Usulan pemekaran desa normatifnya tidak terlalu menguntungkar
ckonomis, karena pembagian ADD yang bersumber dari
didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilay
faktor geografis. Besaran alokasi anggaran desa dari APBN ditent
% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Alokas

dalam APBN-P 2015 sebesar Rp. 20,76 Triliun yang diperuntukka
74,094 desa seluruh Indonesia, setiap desa akan mendapatkan |
dana sebesar Rp. 280 Juta. Ini sangat menggiurkan bagi pemburu r
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flemahan  nilai  (ukar  rupiah  dun  bulan  terakbur
B kecemasan banyak pihak, secara psikologis sangal wajar
Dlonesin - punya  pengalaman  buruk  berkaitan  dengan
Bnlas tukar rupiah terhadap dolar USA. Krisis ehonomi 1997
Ny pelemahan rupiah, merembet pada krisis kenangan yang
Wporandakan perekonomian, butuh wakiu vang panjang
Wiy economy,. Hanya saja pelemahan rupiah perlu dilihat
fpenyvebab dan fundamental ekonomi makro 1t sendind, Jika
W 1997 pelemahan rupioh terjadi lebih disebabkan karena
Wil pengelolaan sekior finansial serta lembaga keuangan
Ml dan kaidah prinsip tata kelola yang baik, diikuli dengan
Win ungkat inflasi Sementara pelemahan rupiah saat ini
| kar menyentuh level ambang batas psikologis tap
n__ makro ekonomi masih stabil, inflasi masth lerjaga,
laktor  eksternal juga turut  berkontribusi, kareng
i perekonomian AS vang tercenmin pada meninghatnya
| imvertories din membaiknya pasar fenaga kerja dengan
v jumlah lapangan pekerjaan baru dan menurunnya jumlah
linfangan pengangguran. Kendatipun demikian tetap perlu
| karena  dipicu  beberapa  fakior yang  berpotensi
h inflasi, harga beras meningkat, penyesuaion harga BEM,
Wit dasar histrik, kenaikan harga gas elpiji, pengenaan pajak
nlase nilar belama tertentn fand valorem), serta wacana
junak jalan tol
lemahan  mupiah  (depresiasi)  sesungguhnya clapat
positif untuk merangsang ekspor, tap kinerja ekspor relatif
Ippembirakan karena kekuatan ekspor bertwmpu pada sektor
| vang banvak mengandung parts yang berasal dan impor
ki saal yang bersamaan menambah biava impor dan beban
lnupun pemerintah, menghadapt kewajiban pembayarin
negert. Kecenderungan londamental makro ekonomi yung
| dengan pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir vang
Il nflast yang terkendali, neruca perdagangan mulai
i BOP mengalamn surplus disatu sisi masth memberikan
posilif bagi pemerintah, sehingga tidak terlalu menimbulkan
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kepunikan, Nanwun kondisi 1tu justru tetap akan mendorong permnintasn
imper, sebab struktur produksi ekonomi serta dilihat sisi permmintam,
outpul ekonomi hanyak didorong vleh sektor konsums:

Tiga tahun terakhir tingkat output ekenoni tumbuh stabil. lapr
ada trend penurunan (tahun 2002 sebesar 6,00 %, tmhun 2013 sebesar
5.60 % dan tahun 2004 sebesar 3.02 %), Namun it silntnya by design
karena dianggap overheating, bagi pemeriniah it sendini otk
menimbulkan optimsme tentang kinerja ekonomi makro. Apalagi jika
disandingkan  diantara  negara  yang bergabung  kedalam  G-20
pertumbuhan ckononi Indonesia sehaga salah satu negara vang
terbank. hanya berada di bawah Tiongkok (7.3 %) dan India (3.3 %
Bila dibandingkan dengan negam peers emerging markers (Brazil,
Rusw. India dan China), pertumbuhan ekonemi Indonesia sangut stahi],
Ditambah tmgkat investasi Indonesia relatif lebih linggi dibanding
peers emerging markets, bahkan Indonesia merupakan Tupuan utama
berinvestasi di ASEAN berdasarkan hasil Swrver 08 Chamber i
Commerce dan Survey The Economist: Indonesia berada padn posisi
kedua sebagar negam tujuan investasi utama di Asia,

Jika mengacu pada data-data tersebut cukup membuat kita
optimistik, tetapi dibalik it perlu ada catatan vang ditebalkan karena
sebagion pandangan melihat kondisi mokro ekonormu kontradiktil
dengan kenyataan vang ada Fiscal policy paling terang mendapatkan
banyak sorotan, seperti rencann ekstensifikasi dan  intensifikasi
perpajakan. meski telah dikeluarkan enam paket kebijakan ekenomi
(stimulasi fiskal). Hanya saja paket stimulan dampaknya jangka
pamang (long run), sementara problem ekonomi {pelemahan rupiah)
saat mi sifatnya short run. Dibalik fundamental ekonomi makro vang
stabil juga menyisakan berbaga persoalan vang belum lerzelesaikan,
setiap sual cukup serius mengganggn kinerja perekonomian, ferutama
dampaknya terhadap pelemahan rpiah, vakni masalah struktural dan
disparitas.

Masaluh stnuktural ekonomi sangat dibutuhkan perbakan,
bukan lagi cranya ekspor komodilas yang fujuan pasarmya selaly
teriekan dengan gencangan ekonomi negara tiquan pasar. Apalagg
harga komoditas strategis Tndonesia ditentukan di Juar negeri, serta
berbagai upaya perlakuan proteksi negara-negara tertentu terhadap
komaoditas andalan dan Indonesia. Perubahan struktur ekonomi dengan
mendorong  alin komoditas  mavpun  hasil  SDA  sepera

hilirisasi
dumplementasikan sebagai basis penguatan daya saing, Bukan hanva
perscalan hilirasasinva, pengolohan hasil tambang dengan membangun
simelfer sangat penting mempertimbangkan lokasi. Jika proses hilirisas:
tetap dikembangkan di wilavah yang telah mengalami “industrialisnsi”.

indamental Makro Ekonomi (Masih) Kuat, Struktural dan Ketimpangan Bermasal:

Justru tidok akan menolong wilavah lain untk tumbuh Per
smelter di Gresik pengolahan hasil tambang yang dilakuka
mengadi contoh nvata yang tidak mendukung pengembanga
sebab sejatinva keberadaan swelter memberikan danmpal
vang luas. Pola pengembangan indusiri semacam ini jus
memperbesar disparitas. padahal jika berbicara spasial un
panjang  berdasarkan  skenario perkembangan  ekonor
kedepan wilavah timur menjadi ontler ckonomi di kaw
Pasiik. Dengan sendirinya hasil pengolahan tambang
sumber bahan bakunyn dar tmur selayaknya juga dike
disana, Bukan hanya sekedar memikirkan efisiensi sematy 2
membutuhkan  komitmen  menyeimbangkan  pembangur
wilavah

Sekalipun mvestas: perkembangannya
menggembirakan tidak serta memperbaiki kondist perekor
wilavah timur, sebab arus modal masuk ke Indonesia bias
kuat di Jawa dan sekitarnya, Arus modal dalam bentuk sal
wiang negara dan SBI tahun 2014 penmgkatannya cukup :
dari tahun sebelumnya. tetapi apakah ke KTI mendapatk
investasi yang deras?. Investasi vang besar masuk ke will
masih berpusar di scktor mining, bersifal capital infensive,
KETI perlu diberikan insentif khusus uniuk menarik invest:
produksi dan logistik sedapat mungkin ditekan agar lebih k
berusaha. Selain memperbesar anggaran pemenntah dan
perbaikan struktur anggaran bagi pemerintah daergh yan
wilayah KTI untuk memberikan ruang fiskal vang lebih b
kegiatan sektor produktif

Secara konsepsional dalam RPIMN peluang m
disparitas wilayah terbuka lebar karena sudah menjadi bagiar
pemenntahan vang tercakup didalam tiga dimensi pembangui
dimensi pemerataan  dan  Kewilayahan,  Waktulah Var
membuktikan komitmen itu apakah akan berjalan efekiif at
tidak javh berbeda dengan pemerintalian sebelumnya?
ketimpangan distribusi pendapatan terbilang masih ting
ditunjukkan dengan indeks gini sebesar 0.41 yang dil
menumumn - sampai (.36 tahun 2019, Secara spasial ki
perckonomian wilayah Jawa dan Sumatera mencapian 80 %
hanya sekilar 20 % Merubah prosentase it tidak mungkin d
secard gradual fapi diperlukan lompatan dengan investasi var
terutama untuk membangun infrastrultur dasar agar wilayah K
kompelitif memasuki percaturan ekonomi global.
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Kemajuan sutau bangsa sedikitnya amat ditentukan oleh faktor demografi.
meski Kuntjoro-Jakti (2012) menyebutkan bahwa ada tiga unsur besar penentu nasib
bangsa-bangsa kedepan, yakni geografi, demografi dan sejarah bangsa. Namun pada
hemat saya faktor demografi (penduduk) relatif sangat penting mendorong kemajuan,
dengan catatan penduduk dimaksudkan memiliki produktifitas yang tinggi. Struktur
demografi dengan usia produktif yang besar memberikan keleluasaan
mengembangkan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal. Modal manusia
(human capital) merupakan variabel penentu kemajuan ekonomi. Berbagai studi
empiris menunjukkan bahwa human capital melalui koefisien teknologi berkontribusi
besar mendorong pertumbuhan ekonomi (Romer, 2006).

Struktur piramida penduduk Indonesia nampak usia produktif cenderung besar,
karena itu merupakan potensi bagi bangsa Indonesia, namun pada saat yang
bersamaan menjadi ancaman sebab akan dijadikan tujuan pasar negara lain. Pada
perspektif itu dibutuhkan kemampuan produksi nasional untuk menghasilkan berbagai
komoditi yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia secara umum. Maka dari itu
keberadaan pelaku ekonomi (entrepreneur) menjadi penting dan strategis, yang dapat
mengisi peluang tersebut tentu saja penduduk usia produktif dalam hal ini generasi
muda (pengusaha muda) sebagai pionir. Hanya saja rasio pengusaha muda terhadap
total jumlah penduduk masih terlalu timpang, diperkirakan hanya 0,18 % jumlah
pengusaha muda di Indonesia. Itupun sebagian eksis karena merupakan pelaku usaha
generasi kedua dan ketiga penerus kerajaan bisnis keluarga.

Minat wirausaha masih minim dikalangan generasi muda, ditambah lagi kultur
masyarakat cenderung terkooptasi dengan frame menjadi pekerja di sektor
pemerintahan dianggap lebih safety. Namun patut diakui perkembangan pengusaha
muda tetap tumbuh, meski rasio terhadap jumlah penduduk masih kecil, serta belum
merata di daerah. Pengusaha muda yang menonjol masih terkonsentrasi di kota-kota
besar, sementara di daerah terutama di wilayah timur Indonesia masifikasi
kemunculan pengusaha muda masih terbatas. Walaupun demikian beberapa
diantaranya cukup menonjol secara nasional.

Dalam amatan saya, kemunculan pengusaha muda Indonesia Timur polanya
cenderung sama secara nasional, terkonsentrasi di wilayah tertentu saja, seperti
Makassar dan beberapa kota-kota di Kalimantan. Makassar sebagai pintu gerbang KTI
perekonomiannya cukup menonjol serta jumlah penduduknya relatif lebih besar
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dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia Timur menjadi daya tarik. Sektar
jasa dan industri tumbuh memadai, demand begitu besar sehingga mendorong
munculnya pelaku-pelaku usaha bary (pengusaha muda). Sementara dj Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur, pengusaha muda banyak lahir terutama yang bergerak
di sektor industri pertambangan. Karakteristik usaha yang dijalani para pengusaha
muda di KTI kebijakan pendukungnya cenderung berada dilevel nasional. Oleh sebab
itu masih sulit kita mengukurnya bahwa mereka eksis dan muncul sebagai implikasi
kebijakan pemerintah daerah. Hal itu Jjuga tercermin dari masih minimnya investasi
swasta ke KTI, investasi untuk sektor industri manufaktur lebih banyak untuk
pertambangan, sedangkan sektor-sektor tradieable lainnya masih minim.

Menurut hemat saya sebagian pengusaha muda yang muncul di KTI nampak
merupakan patron dari elit politik daerah, Pengusaha muda yang muncul dipastikan
tidak jauh dari pusaran kekuasaan elit daerah, pengusaha muda dalam arti yang
memiliki faktor produksi terbilang kecil dihampir semua provinsi di KTI. Padahal
sejatinya, pengusaha muda merupakan pemain penting mengisi ruang kelas
menengah, dimana kelompok ini memiliki kemampuan berkontribusi terhadap
perkembangan perekonomian dan memiliki daya tawar dengan pemerintah, artinya
pemerintah sangat berkepentingan bahkan bergantung untuk menggerakkan roda
perekonomian, terutama penyerapan tenaga kerja.

Kelas menengah yang tumbuh, Jika dipersempit perspektif pemaknaannya,
yaitu pengusaha muda tiap tahunnya makin bertambah seiring dengan makin
banyaknya pemekaran wilayah di KTI. Namun sebagian dari mereka adalah kelas
menengah “parasit” bagi pemerintahan, tidak punya kekuatan melakukan perubahan,
apalagi posisi tawar bagi pemerintah daerah, karena ketergantungan secara ekonomi
begitu tinggi terhadap pemerintah. Sebagian dari mereka mencari aman, meleburkan
diri kedalam partai politik penguasa daerah. Kelas menengah seperti ini tidak dapat
diharapkan akan melakukan transformasi sosial.

Istilahnya kelompok yang mengisi kelas menengah tergolong tidak berkualitas,
secara ekonomi mereka lemah karena tidak terdorong untuk berwiraswasta secara
mandiri. Pengusaha muda “parasit” dalam kiprah politiknya tidak memberikan

Baswir bahwa ada fenomena yang ganjil dalam kaitan kenaikan kelas menengah di
Indonesia. Bersamaan dengan reformasi, yaitu sistem multipartai, kita memiliki
banyak kelompok yang berkemampuan ekonomi yang masuk partai politik. Akan
tetapi, sayang sekali mereka sebagai kelas menengah tak menawarkan perubahan. Di
kelompok itu juga cenderung tidak muncul wirausaha yang baru dan tangguh.

Jika merujuk perdefinisi kelas menengah sebagaimana yang dikemukakan oleh
Anthony Giddens, kelas menengah adalah mereka yang karena pendidikan dan
kualifikasi teknisnya dapat menjual tenaga serta pikirannya untuk mencari
penghidupan yang hasilnya secara materi dan budaya jauh di atas dari masyarakat
biasa. Sementara dalam perspektif ekonomi, kelas menengah acuannya adalah
penghasilan dan pengeluaran yang relatif tinggi. Dengan bertambahnya kelas
menengah yang diharapkan meningkatkan konsumsinya untuk menggerakkan
perekonomian karena pendapatannya lebih tinggi dari masyarakat biasa. Tidak itu saja
mereka juga diharapkan memiliki peran sebagai agen perubahan,




Dukungan Pemda Terhadap Pengusaha Muda

Secara umum dukungan pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun
kabupaten/kota di KTI agak sulit kita menilainya secara komprehensif, Tapi secara
parsial beberapa daerah yang dapat saya amati pola hubungan kausalitas antara
pengusaha muda dan pemerintah daerahnya, hubungan mereka bukan antara
pengusaha dan pemerintah daerah yang saling menopang secara kelembagaan, justru
tampak bersimbiosis mutualisme untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Wilayah-
wilayah yang menjadi tujuan investasi, dimana sektor industri dan sektor jasa tumbuh,
dukungan pemerintah daerah normatif saja. Tata kelola pemerintahan dan daya tarik
investasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah masih sangat rendah, sebagian
masih sebatas lips service semata tentang pelayanan publik yang efisien dan efektif,
Terlebih selama pelaksanaan otonomi daerah pelaku usaha cenderung dijadikan sapi
perah, masih sangat sedikit pemerintah daerah membuat kebijakan yang pro bisnis,
atau menciptakan kondisi lahimya pelaku-pelaku usaha baru (pengusaha muda).

Di tengah minimnya dukungan pemerintah daerah untuk melahirkan usahawan
muda di KTI, mengakibatkan jumlah pengusaha muda terbatas. Walau demikian
beberapa pengusaha muda yang menonjol di level nasional, seperti Sandiaga Uno,
Erwin Aksa dan Okto Raja Sapta ketiganya pemah (sedang) menjadi Ketua Umum
HIPMI secara periodik berurutan. Para pionir pengusaha muda ini sangat agresif
mengembangkan usahanya, mereka berpendidikan barat dan ditempa dengan
pengetahuan praktis di luar negeri. Eksistensi mereka cukup berpengaruh, memiliki
resonansi yang kuat dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia. Mereka memberikan
wama tersendiri, terbangun citra positif ditingkat nasional, sehingga memberikan
gambaran bahwa pengusaha muda Indonesia Timur cukup menggeliat.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa pionir pengusaha muda yang eksis ditingkat
nasional merupakan pelanjut, atau pemegang estafet bisnis keluarga, terkecuali
Sandiaga Uno. Pengalaman dan tempaan yang diberikan dari keluarga disertai
sokongan pendidikan yang cukup memadai, perkembangan bisnis keluarga yang
dikelola makin meluas ke beberapa sektor setelah berada dikendali mereka. Mungkin
contoh yang paling tepat dikemukakan disini generasi penerus kerajaan bisnis
keluarga Kalla Group, Bosowa Corporation, OSO Group maupun kelompok-
kelompok usaha di daerah yang belum nampak eksis di level nasional. Kalla Group
kini dikendalikan generasi ketiga, menguasai berbagai sektor usaha kontraktor,
property, hotel, mall, finance dan otomotif yang menyebar di KTL

Sementara Bosowa Corporation semenjak dikendalikan oleh Erwin Aksa
generasi kedua perusahaan keluarga Aksa Machmud terus berekspansi, berbagai
sektor dirambahnya. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja perusahaan
Bosowa makin kinclong, head office perusahaan keluarga yang masih bersaudara
dengan Kalla Group pindah ke Jakarta, tadinya berbasis di Makassar ibukota Sulawesi
Selatan. Bosowa Corporation merupakan dialer utama Mitsubishi di KTI, kini
bermetamorfosis menjadi perusahaan konglomerasi diberbagai bidang, seperti semen,
taksi, energy, kontraktor, finance, media massa, jalan tol. Boleh jadi Semen Bosowa
kedepannya akan menjadi raja semen di Indonesia, karena Semen Bosowa terus
meningkatkan kapasitas produksinya dengan membangun pabrik baru di Batam,
Cilegon, Banyuwangi dan Sorong.

Tidak jauh berbeda dengan OSO Group, perusahaan ini berbasis di Pontianak
bidang usahanya property dan hotel hingga ke Bali. OSO Group sudah beralih
generasi ke Okto Raja Sapta (Ketua Umum HIPMI saat ini) yang memulai usaha
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terbilang = sedikit, diantaranya Sandiaga Uno melalui kelompok usaha yang
dikembangkan, Saratoga Capital. [tupun bukan dimulai di wilayah timur, tapi
berkembang di Jakarta. Sandiaga Uno turunan Gorontalo dianggap piawai melakukan
restrukturisasi perusahaan yang tidak sehat. Kepiawainnya membawa mantan Ketua
Umum HIPMI ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.

Ketiga profile pengusaha muda tersebut kebetulan berasal dari Indonesia
Timur merepresentasikan pengusaha muda yang sukses. Meski saya dapat memastikan
bahwa pengusaha muda di beberapa kota di wilayah KTI ada beberapa yang sukses,
tapi belum terekspose kepermukaan. Mereka sesungguhnya terbilang tidak terlalu
bergantung terhadap pemerintah, Justru sebaliknya karena secara politik dan ekonomi
mereka memiliki kekuatan. Proyek-proyek yang digarap sebagian besar bukan
menggunakan dana APBN/APBD, dukungan pemerintah sebatas menciptakan iklim
usaha yang kondusif, seperti keamanan, kepastian hukum dan ketenagakerjaan.

Namun tidak dapat dinafikkan ada kecenderungan pengusaha muda dibeberapa
provinsi lainnya di KTI lebih bergantung pada proyek pemerintah (kontraktor),
dukungan pemerintah daerah biasanya lebih bersifat personal. Pembinaan dan
dukungannya lebih bersifat imbal jasa karena biasanya pengusaha muda (kontraktor)
menopang pada saat Pilkada. Pola pembinaan yang demikian, serta ketergantungan
proyek terhadap pemerintah daerah justru tidak melahirkan pengusaha muda yang
kreatif dan tangguh.

Maka dalam perspektif demikian sangat jelas perbedaan antara kontraktor dan
pengusaha. Jika kontraktor amat bergantung dari program (proyek) pemerintah,
artinya dia akan melakukan proses produksi musiman, bekerja sekali dalam setahun
bahkan faktor produksi yang dimiliki relatif terbatas, seperti capital, land, technology
dan entrepreneurship. Sementara pengusaha, ketergantungan terhadap pemerintah
relatif kecil, kemampuan melakukan produksi kontinyu yang didukung dengan faktor
produksi yang memadai. Baumol dkk (2010) mendefinisikan entrepreneurship yaitu
setiap badan usaha, baru atau yang sudah lama berdiri, yang menyediakan produk atau
jasa baru atau yang mengembangkan dan menggunakan metode baru untuk
memproduksi atau menyebarkan barang dan jasa yang sudah ada dengan biaya yang
lebih murah.

Merujuk pada definisi itu maka diyakini pengusaha (entrepeneur) muda secara
nasional, apalagi di wilayah Indonesia Timur masih sangat kecil. Dibandingkan
dengan Malaysia rasionya sudah di atas 5 %. Padahal pewirausaha ini diharapkan
memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional maupun secara spasial. Maka
dari itu, menurut hemat saya selain dibutuhkan talenta juga diperlukan perubahan pola
pikir merombak kultur orientasi, dari pekerja disektor pemerintah menjadi
entrepreneur. Disitulah tugas pemerintah memberikan peluang, mengkondisikan
lahirmya pengusaha-pengusaha muda. Selama ini pemerintah telah memediasi
pelatihan kewirausahaan, tapi yang nampak masih lebih berorientasi program
(proyek). Kontinuitas pelatihan dan kelangsungan usaha biasanya tidak berjalan lancar
sebab monitoring, serta pembinaan tidak lagi berlanjut karena target proyek (output/
telah tercapai, meski outcome yang diharapkan pencapaiannya sangat minim.



5

Mengapa Ribut Mengenai Pengalihan Subsidi BBM?

MENGAFA APRN defislt, herapa
defisitova, dan apa betul subsidl BRM
peavebah defisi?. Secara teoriiik
dercian pert azn inl-jawabannyvd
clakup pan n sava nkin
Inencoba meni secars sederhana,
Rezlm: proganpgaran vang dijalankan
flt‘merintat- saat Inf setelah krisis ddak
agl menganut raditonal budgeting
dimang penerimsaan sama besarnys
dengan pengelusran (anggaran
berimbang), mula! tzhun anggaran
1338 razim penganggaran berubah
menjadl performace budgeting,
pilibannyz ada dua mau surplus
dteu defisfl, Umumnya negara yang
masih kzlum steady siete desaln
kebijzkan fiskalnya, yaito barupaya
memberiken stimulan untuk
mendoreng periumbuhan ekonomi
yang seunggi-tingginya dengan
menganut anggeran defisit. Ini yang
disebut kehijakan fiskel ekspansif

dengan memperbesar pengeluaran, '

penjelasan sederhanya banyak
program/kegiatan pembangunan
yang dirancang oleh pemerintah
dilam rangks menggerakkan roda
perekonomian dalain setahun,

Farena it enggaran defisit by
design, (enti s2ja ade batas toleransi
dan raslonya sebesar 3 % darl nilai
Produk Domestik Brute (PDE)
selarma inl rata-rata defisic yang
ditetapken pemerintah berkisar
2 %. Tehun anggaran 2014 defisiy
sebesar 2.4 % darl nilai FDB atay
seigle dengan Rp, 251,7 triliun.
Sedeangkan tahun anggaran 2015
defisit menurun sebesar 2,32% dad
PDE ekuivilen dengan Rp, 257.6
triliun. Ideainys meimang anggarsn
“zero deficit] akan tetapl it sama
halnyva membiarkan kegiatan ekonomi
berfalan zpa adanys, tidak perlu
berbuat apa-apa. [haratnya kepala
kalusrga yang memiliki lahan yang
digarap orang lain, ddak perlu kelusr
rumeh mencari nafkeh tambahan,
tinggal menunggu hasil panen.
Defisit dalam APBN yang terjadi
setiap tahun, dimana subsidi BBEM
hanya salah satu fakior pendorong
terfadinye defislt dari sekian banyak
fakior. Hanve saja Béberapa tahun
terakhir impor BEM, komponen
niomotif dan berang elektronik
meriipakan penyumbang dominan
menciprakan defisit perdagangan
(impor l+ih besar daripada ekspor),
dan kemyngkinannvy teigp akan
berjalan karens indusiel oromorif
teewes surnbuly yekitar 795,

Imper BEM dankomponen ciamaril
bersifar kamplemsanter, penjuslan
olomotit meningkst sudah barang
ieniu permnizan BEM meningkar
puld- it artinva impor BEM ekan
juga bertambeh, dan kuors BAM
bersubsidi pesii akan jebol Lalu
kenopa Indonesia mengimpor BEM?
Bukankah selama [nf kKltn punya

Indonesis bukun
Tugl riet ekspnr
akan telapi sudnh
menjodi e impor
Hitleg minyak
[dgm:mksl minyuk) Ind onesia vang

pat diekaby di kilang dilim negerl |

hanva sekitar 849.000 barrel per hasd,
Sementara kebutuhan BEM dalam
negeri mencapal 1,25 juta barmel per
hari, ini barurd terjudi defisit 608,000
barel per hari.
Berape Subsidi BBM 2015 dan
Mengaps Ada Sihsldif
Nelarn APBN 2015, anggaman
Subsids buhan bakar mingak (BHM]
dan elpifi pada dipatok sebesar [p. 276
tritlun, &tan meningkat dibandinglkan
dengan APBN-Perubahan 2014 yang
sebesar Bp. 246.5 triliun. Anggaran
subsidi meliputl BEM schesar Rp,
194,2 triliun dengan kuota 46 juta
kilo liter (KL}, D dalamnya ada
Premium 29,5 juta KL, solar 15,6
Juta KL, dan minyak ranah BS0 ribu
KL. Jika dikomparasikan belanja
subsidi encrgi dengan belanja
infrastrukiur, ternyata subsidi
energl fehih tinggi dibandingkan
dengan belanfa infrastrukiur hanya
sebesar Rp. 169 rriliun. Padahal
Infrastruktur merupakan kunci
periumbuhan ekonoml nasional,
waya saing ckonomi Indonesia
rendah fuga karons dipengaruhi
faktor ketersediaan infecstrukiu
yang belum memadai. Hasll rise
vang dilakitkan obeh N:?mhenl dan

Friyarsono (2013), infrastrukiur

secard luas dapat memicu terjadinya
kegiatan ekonomd prodisktif di sekior-
sekror lain.

Kalkulasi saderhana saja, jika
harga BBM bersubsidi dinsikkan
sebesar Rp. 3,000 per liter, dengan
kuots BEM tahun depan 46 juia
kilaliter (KL}, maka anggaran yvang
bisa dihemat Rp. 138 wrilion wnok
dialokasikan ke sektor produktif,
Dang sebesar it pemerintah hisa
mendacrahkan (transfer) dengan
membagi rats kesulurul kabupatens
kotd se-Indonesia, masing-masing
akan kabaginn Rp. 275 millar, Thng
sebanyak (ni seperempatnya nilal
APBD sebagian besar kabupaten/kota
difndenesia, yang dapat dimantzatkan
pembangunan infrastruktur,
peadidikan dan kesehatan.

Adaanggsrandengan mengumng
subsidi BEM [enorgi}, pomerintah
Hdak adii dan pro pasar din tidak
berpihak pada rkyat keel!, Terganoang
nielihainyas, karena memsng APEN
Juga dizebini oleh penthayaran wiane
dan dans rekapitalisasi perbankar
vang cukup besar, saya semiu, in
pech dikoreisi semua pihak, karens
rezim sudah berganti-gant belum
ade vang berant melakukan koreksi
vang tidak menvehartkan APHEN
sethip smbin. Sembarl savy teniunyva

Oleh :
M. Al_n_ier Arham

RAM saatinl, karena
moamentumaya
cukuep bages seicing
dengun turunnya
harga minvak
duniz, Manpak kenaikan heogy BEW
[ penpalilian subsidi BOM ) reladf ddik
sedahsyat manakala harga minyak
dunia sudah terlanjut naik. dalu harga
BEM jupa dinaikkan. y

Saet ini harga minyak dunia
turun sekitar 5 %, namun selisih
harga minyak dunia atau harga
keckonomian dengan harga joal
EBM bersubsidi masibh besar,
sehitior 40 %, Penurunannys Kirang
elastis, lidak terlalu signifikan untuk
mengkempensasi besarnys subsid]
yang didanai oleh APRN. Disemping
itwhiargs BEM lebik bergantung pada
ICP {Indonesian Crade Price), kalao
harga fluktuatlf maka penurunan
harga BAM bersubsidi sulit terjadi,
£nat ini harga minyak dunla sekitar 70
doliar per barel, dan dipastiksn dkan
naik seiring kondisi makro ekonomi
dunii. Harga BEM bersubsidi bisa
turun jika harga minyak dunia turun
sifatnya long run, tapi secara empirls
peristiva yang demikian jareng atau
tidak pernah terjadi, harga akan
sefalu fhulomarif, rahkan cenderung
naik terus (turunnya kecll, naiknya
Imesar).

Ada yang mengatnkan suhsidi
BBEM itu bohong, hanya sksl-akalan,
Terganiung kita menggunakan
metede perhitingan yang mena®. Adn
dua metode perhitungan mengenal
subsidl BEM, Metode pestama
peodekatan market price (harpa
pasar} dan metode kedua adalah
uplift cost. Jika metode pertama
vang digunakan, yakni market price
maka negara menerime sezual
harga pasar crude yang berdalo dan
dicatat sehagai pencrimaan. Hasil
penjualan crude menjadi penerimaan
negara, salanjumyd akan dikeluarkan
termasuk membilayai subsidi BEM.
Hasil penjualan BEM Kilang dan
Pertamina membell crude milik
pemerintah kemudian dielah jadl
BEM lalu dijual sesuai dengan largs
yang diietapkan.

Sementara metode pechitungan:

uplift cost sederhanaiya, dimana
harga DEM = biaya tambang + kilang
+ WANSPOMEs + DEnyUsLiEn + marjin.
lika metode keduy vang digonakan

teniy sam tidak ada subsidi, kuena.

crude yang diolah sleh kilang
dun Pertomina langsung dijual ke
konswmen. Matode perhliungin
Inilah yang dipunakan beberapa
ckinom sehingge menganggap
subsid] in1 nohong dan akal-akalan.
Pemanyianys, kenapa menggunakarn
metode pertama (market pricel,
karena metode uplift enst hanya
tinpat dilakukan unk pengolahan
crurde yiang dihasitkan dalam negerd

H48.000 atel por hard. Manakala
mengpenasan memde nerhitngan
uprhin cust AL prinsip ponetinitn
gt Gadah ada kueen langaung

dlicalab cdan dijuatl ke rabyut Hanwwsafi
tidik semisa crude. di dofom negerl
dapat diolah dikilang yang dimiliki
Pestamiang, bahkan akan jouh lebib
inenguntungkan bila dijusl mentah
(minyik mentah). Sekaligus uniuk
mvenjiga cisparitos harga datam pegeri
clan luar nogeri, jikn menggskan
uplilt cost kemungkinan lehih HAM
mirah, namun di luar negerl lebib
mahal sehingea akan memicy
peayelundupan,

Subsidi BBM Bukan Persoalan
Daelisit Semata.

Ada parfal yang menvlak
dan tidak konsisten mengetiai
pengurangan subsidi BEM, jin
berganiung pada kesempaten berkunsa,
Kecenderunganny jika berada di lear
karisan kekiasaan akan menalak,
sebalikoya fika dalam kekuassan skay
mendubung, Stapa pun presidennys,
gpepun paralnya past akan kepikiran
mengurangi [mengalilikan) =ubsidi
BEM, it hopatess savd. Soeharte, Gus
Dur, Megawati, SEY semua pernah
mengurangi subsidi BEM, meski
disadarl pengurangan subsidl BEM
akan memberikan efck ekonomi
{inflasi nuik}, bevdampak terhadap
kemnikan angin kimiskinen. Damoak
vang paling besay byl imereka, karena
itu perlunya difserikan kompensosi
{rarunya herganiung pada rexim vang
berkuasa). Kenapa suhaidi BAM perlu
dikurangi?, karcna yang poling banyak
menikmari subsidi justro yang memilik|
kendaraan [mohil}, apalagi kalau
mabilnya sampal tiga wnit. Tearinys,
subsidi it sama dengan bannsan, meka
sewajarnya vang disubsidl bukan yang
punyit mobil, karena yang ponya mobil
berarti memiliki pendapatan yung
mermadal, dan pendapatznnya bukan
lagi dipdoritaskan untuk barang normal
{makanan}. Bahas sederhananya omng
yang berkelehihan, apalagi kil sampai
ﬁﬁm" kendaraan sangal tidak adil
diberikan bantuan. Subsidi vang paling

" tepat bukan padabarang skan tetpl pads

orang, fika barang yeng disubsidi semoa
pihak {orang) bisa mendapatkan dengan
leluasa, Membatasi dan mclld,gl_hhanlangl
sulit dilakukan, karena yang dihatongi
Yehils pariang akainya ketimbang vang
menphatangi. Kalin subsidi ke orng,
maka yaig tidak berhak akan terbarasi
mengakses, sepertl viaya perindungen
snslal, blayva pendidikan, kesehatan dan
hurang-larang pulilk ving téak dapat
dinsunteaikan secary bebas oleh oo
izin. Fada dasarnya bukan mencabus
subsidi akan tetap! mengalihkan ke
sekior produktif, laly kenapy harus
rebat?,

ot Fabielhers
s Mg

Pengrrrmal Bo
Ekeenaeni [
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Output Ekonomi Gerontalo Tinggi, Kemiskinan Juga Tin

Lima tahun terakhiy
Provingi Goromiale
¢i aims T persen, babkan diprodiksi
tahun fishal 2015 perumbuhanig
bisa mencapai & persen. ltu artinya
prrtumbuhan ekanomi Gorontako
dl artas rata-ratg nasional. Hanva
gaja pertumbuban ekonomi
vang linggi belum diikoti dengan
perbalkan kinerja perekonomian
lainnya, terutama mengatasi masalah
kemiskinan, Sekalipun angka
kemiskinzn cenderung menurun dari
tahun ke shun, tetap! penuranannya
sangar melambeat. Pada tingkat
regional Sulswesl, angka kemiskinan
Gorentale paling besar, yakni 17 %
dan secara naslonal rangking keempat
darl bawah. Pertumbuhan ekonomi

Gorontalo yang tlnggi juga perlu |

dicermati secara serlus, sekaligus
dapat dijadikan ajang koreksi. Saat inl
kontribusi pérekonomian Gorontalo
terhadap perekonomian nasional
lgnya sebesar 0.2 %, it artinya
kapasitas ekonomi Gorontalo masih
sangar keell.

Dengan demikian pertumbuhan
ekonoml vang tinggi beik secara
nasion#l meapun regional Goroatalo
belum mampu menjawab dua
perszalan besar yang dihadapi
perekonomiaen saat inl, yakni
1} Masalah struktural. Kekuatan
ekspor Indonesia, selaln ditapang
sektor manufakier, jugs ditopang
oleh sektor komoditas pertanian,
namun sekror ini nilai tambahnva
sangat rendah. Ditambah tujuan
paser ekspor komoditas juga masih
mengandalkan “pasar tradisonal’
bilamana tujuan pasar komoditas
mengalami goncangan ekonomi,

dampakrya terhadap kinerja ekspor |
akan melambar. Pade saat vang |

bersamasan permintaan domestik
terhadap komoditas andalan
melemah, sebaliknyy permintaan
barang/produkluar negerd meningkat,
akhirnyz menggenggu arus neraca
perdagangan. Sementara kinerja

ekspor Gorontalo juga benumpu |
pada komoditas perenian jagungl. |

2] Masalah disparitas. Secare snasial
koninibusi perekonomlan wllayah
Jawa maslh 12iap dominan di atas
50 %, Sumszters sekitar 22 T dan
wilaveh idmur lodonesis dl bawah
a0 '% terhadap pembenn:kan PLA.
Meskipun cukup beregam kebbiakan

| diharapkan

Selasa

17T Marst 2018 ——

vang ditelokan
pemerintah
untuk menoreks|
ketimpangan ersem,
contohnya pogram Masterplan
Percepatal dan Perluasan
Pembanguna Ekonomi Indonesig
(MP2EI}, Prigram ini diharapkan
mendumngpqabpu,sarpenumhumn
baru ekonom diluar koridor Pulan
fawa, tapi rejfisasinya, PeErCepatan
l-E'l'Jﬁﬂl:I]"d.l.llLlJ!Erluasnuh[!gkl_}frjujau
beriringan. bda tingkar repional
Gorontalo. kimpangan distribus)
pendapatan ing dlukur dari glni
ratio sebesar 33 lebil tip i dariginl
ratio nasionali41. Ind indikasi bahwa
ketlmpanganlistibusi pendapatan
masyarakat « Provinsi Goronralg
masih cukup agpi,

Jika dillhat fuktur perekonom;
Gorontalo, ko rpbmivfhmpmaqi:nn
masih menfd Kontribaietn Wi
pembentukarfDRE, yaitu sekitar 20
5, sebtor indufi masth kecil sebanyak
5 %, Padah| selama beberapa

uhan tah lampau Chenery
1975} sud%‘ﬁgmgmkan bahea
jika perekogmian hendak lehih
maju, maka jperlukan perubahan
struktur ekgomi, sebab produk
pertanian pda umumnya belem
memberiksrnilai tambah, serta
dampak ekopmi yang ditimbulkan
terbatas, Qlg karenanya, pangsa
telatif sekta primer {pertanian}
in menurun seifing
dengan maki| meninghkotnya pangsa
relatif sektogsekunder dan tersier
Namun sekte pegranian tidak bolel:
ditinggalkan sme sekali, justru sektor

| pertanian dat menjadi peaopang

bahan bakuuntuk keglatan sekor
sekunder.

Rendahny nilai tambah produk
pertanian, teapi berkontribusl besar
dalam pemkentukan perekonomian
justru kurang memberikan efelk, atau
elastisitasnyaethadapkemiskinan dan
penyerapan enaga kerja sangat fecil.
Selama tahun fiskal 2014 penduduk
miskin perkotaan mengslami
penurunan dari 6,60 pads awal rahun
menurun menjadi 8,24 % diakhur
tahun. Namun jumlab pendudnk
miskin 4 pedesaan mengaiaml
kenaikan darl 23,10 % menjad! 25,21
. Inl artinva bersifar korrad ikl
sextor perianian berkoniribusi besar
terhadap perekonomian Goroniala

Oleh
Muh. Amir Arham

tetapi pendudink
miskin di pedesasp
meningkat. Dlihar dari
sisl permintaan, sektor
| -Bwfasia [lievestast) rerbatas, sebalifyva
| konsumsi rumah tangpa porsinya
| paling besar. Penyaluran (paorsi)
kredit perbankan df Goronialn ¥ang
mencapsi hampir Bp, 7 tiliun, hanys
_sek.ltar Bp. 550 miliar (7 %) uniok
nvestasi selehibnyg belanja modal
L5 %) dan konsumsi (68 %). Menurut
Lampert {1934} untuk mencapai top

| performers pembangunan ekonondg

dibutuhikan investasi yang diperankan
oieh swasta dan didukung olsh
ﬁ:fir'ﬁ i e ddj"“m dari pemerintah
ndprong pertumbuhan
ckonomi sekaligus mered
kemiskinan. figu wmﬁkﬂ
Perlunya Perbaikan Struktur
Anggaran. di Daerah T tenas
pengeluaran pemerinta
(govermment spending)] akan dapaE
memperbaiki persozlan ekonomi
secara struktural, sekaligus dapat
mengoreksi ketimpangan, Perbaikan
srruktur alokasi anpgaran pemerintah
daerah mutlak dilakukan, dengan

memperbesar alokasi belanja |

langeung {pembangunan), Jika
mnga:upadnpumraugwansepml
itu, sesungguhnya Gorontalo telalh
melakukan perbaikan, p}nd:jsi hal;]ng
langsung{pembangunan diatas

Tapl koE!I?sinya ngmh juuh berbeda
denpan postur anggaran di tingkat
kabupaten/kota, pada umumnya

nrsi anpgaran belan]a idak langsung
Eurln}n%.%im sangat besar. Perbaikan
strubtur anggaran pemerintah dasrah
menjadi kehatusan, jika ltu tidak
| diiakukan sama halnya membiarkan
| kegiatan perckonomian berjalan
dalam kondisi biasa-biasa saja,
| hahkan sekedamya sebab investasi di
| Gorontalo masih sangat minim wntk
menggerakkan roda ekonomi.
Ada empai Program unggulan
yang dicanangkan peinerintah
| Prowinsi Gorontalo, diantaranya
| pendidikan gratis, kesehatan gratis,
| pembangunan infrastrukiur dan
| pengembaangan UbikM, Akan tetapt
| progem ungguian ini peru dicermati,
jangin sampal sekedar sogan. Ada

dugaan progrom pendidikan dan |

| kesehatan gratls Proviust Gorentalo
Justen menjadi free ride dengan

ggi

program serups vang dljaloskar
pemerintah pusar, Demikian
halova pembiayaan pembangunan
infrastruktur kecenderungznim ters
naik, Pertanyaannya, sefauh mang
slgnifikarisi pembiaysan sektor publik
IE'l'hﬁ.dﬂP E-E'm'isklnan? Hazil stud]
yang kamni (LP2EB FEBUNG) lakukan
mm“d“ﬂwgmwmm;mnm
untuk sektor publik (pendidikan
kesehatan dan !“fl‘EISL*‘ul:l.uU J'L!S[]u.
tidak selurihnya menunjukkan hasil
¥ailg menpgeembirakan. Pambiavaan
sektor pendidikan dan kesehatan
memiliki pengarah yang signifikan
le rh_adup Penutunan sngka
kemiskinan, sebaliknya pembinyasn
| Stiar Infrasttuktur efeknya tdak
signifikan menurunkan a
kemiskinan di Gorontalo, ngka
Temuan inj terbuka untuk
PIRMY 2ahitai sete; sedud nany
selain menggunakan alat analisis
skonomeirika sekallgus juga
mempelajari struktur anggaran dan
faktualnya di lapangan. Beberapa
proyek infrastruknu terbilang besar
di Gorontalo baik vang dibiayal oleh
APBD maupun APBN dikerjakan
| aleb kontraktor dari luar, sebagian
tenaga kerjanyapun juga darl [uaz
| Gorontaio, Bada umunmnya kentralior
dan pekeria itu menggunakan NEFWF
| luar Gorontalo, tentu berimpiikast
| terhadap peneilmsan pajak dan
imbasnya terhadap dana bagl
hasil, Qleh karenanya, kedepan
pembiayaan sektos infrastrukiur
sangat diperlukan pembenahan dau
selektif dengan memberdayakan
| masyarakat Gorontalo secarn optimal
dalam pembangunan infrastrukiur
Pembiayvaan infrastruktur
diprioritaskan yang dapaf menuofang
kegiatan produksl, bukan proyvek
infrastruktur bersifat mercusuar
Proyek-proyek ysng kuraog
memiliki efek terhadap perbaikan
angka kemiskinan segera dikoreksi
| untuk tahun anggaran 2016. Kata
Juncinya adalah inovasi dibuichkae
! untuk mendesain program uniuk
| menclptahmpfnumbuhunek.qna;m
yvang berkelanjutan dan inklusii

Ekaner Kenienterian Keuangan,
Desen FERLUNG
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Anggaran Dana Desa untuk Pembiayaan Sektor Produktif

Hierazkipemerintafian paling ujung
[desk front) pelavanen publik adalah
pemerintahan dess. Selama pulihan
tahun ujung lombzk peleyvanan Ini
kurang mendapatkan posi pechatian
masalah pembiayaen, pengelolaan
pemazrintabian dess sangat berganting
darl dane swadava masvarakat,
sebaglan merupakan bantuan dard
pemerinteh daerak balk unnbckegintan
pelayanan maupun pembangimsan.
Potensl dan sumber doyva desa yang
dimiliki cenderung belum dapst
dimanfaarkan secara optimal untuk
méniberikan kesafahteraan masyarakat
dess, Mengakibatkan pembangunan
perdesaan sangat lamban, efeknys
lebih [anjut sumber penghasilan
di desa sangat terbatas, sehagian
masyareket desa melakikan migrasi
ke perkotagn, namun ade disntara
mereka tidak memliliki keterampilan
yang dibutubikan di deerah perkotaan,
akhirmya bekerja di sektor informal,
dan vang txinnya bekera di luarneged
menjadi Tenaga Keria Indonesia
(TR,

Pemerintah menyadari bahws
pelavan publik desa selama puluhan
tidak diberdavakan sccara meksimat,
makd mencul kesadaran bary untuk
memeksimilkan pemerintahan desg
dalam pelavenan dengan memberikar
dana untuk menggerakkan
pembangunan, Secara normatif
pengaturan pemerintahan desa
selamz ini dipayungl oleh Undang-
Undang (UU) Mo 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, namun
pengaturannyve tdak rerdalu spesifik
Lahimys UUNo 16 Tahun 2014 Tentang
Desa pertanda pameriniah memiliki
pechatian serius untuk menjadikan
desz sebagai Dasis pembangunan.
Semangat UL tersebut hanis dimakna:
sebagai bennik penerapan kaidah-
kaidah yang baik dalam menjalankan
roda pemerintahan, termasuk
di dalamnya tais kelola kevangan
pemeriniah pusar, daerel dan desa.
Ketiga level pemerintahan tersebur
hertalian dos menopang iU same
lain, sehingga dor sizi pengalolaan
sevangan membuhkat wts kelols
ving haik, dan dipastran memberan
damnpakekonom ams pembesian Dana
Desa tepsebut.

Konselnensi lakirnva U0 Desg
dibirenpl dengan pemblayaan yang

disebur Anggarin safe pemanfantin
Dragn Dhesa ALY, Dler‘ .'1|.I|‘[:|F|.'.!|ﬂ:':'.| tiatur
pemberian ADD Muh. Amir Arham sedemikian rupa
mulii diimplem- ik = dimana hiava
ertasikan tehun operasionl sebesar
H14 setiap dess mendapatkan jaiah 30 % dan biaya unluk pemberdayaan

sebezar Bp. 70juta dan akan meningkat
secara bertahap, hingge mencapal
sebesar Rp. 1,4 Miliar sebagaimana
difan|kin eleh pemerintahan saar
ini. Pemberlan ADD tidak sekedar
dirneksudken sehagal pellpur kara,
bagi desa yang tertinggal dan berada
di daerah vang tidak memiliki
504 vang melimpah, sebab ADD
sebetuloya sudah lama diberlkan di
beberapa kabupaten yang kaya 504,
sepenti Kabupaten Kutal Kananegaea
memberikan dana desa Rp. 1 Millar
per dess. ADD diharapkan efektif
menderong peningiatan kesejahteraan
masyarakal desa, sebab kebanyakan
kelompok masyarakar miskin berada
di perdesaan,

ADD stau keuangan desa pada
dasamya mentpaken sub sistam dard
keunangan negara secara keseluruban,
karena itu penggunaannys akan
digwasl [diperiksa) oleh lemhbaga
pengavias pernerintah (BPK), Sekalipun
mekanisme pertanggungiawabannya
bérjenjang, dimana penggunaan
ADD diakhir tahun disampaikan
kepada bupat] lewat camat setempat.
Setlap mipiah penggunsannye hars

i mjawalikan, jangansampai
ADD dianggap sehagai bantuan vang
tidak memiliki pertanggungjavwaban
maupun target dan cutpur. ADD
menganut prinsip value for money
Yatibu prinsip yang menekankan bafwa
dalam pengelolaan kevangan desa
herus dilaksanakan secara sknmoris,
efisien dan efektif. T artinys, sebagai
bagion darikeuangannegara maks ADD
harus dimanfaatkan anuk kegiatan
produktif, atau uniuk memenuhi
azas manfaat untak masyvarakat ,
Tika dillhat fenis transfer, nampak
sefalas babwa AT berbennuk specific
grant hanys: saja pemanfeatannya
diseraghkian sepenihnys kepada
pemerintehan dasa, sehingga febib
cocok diketegarikan sebagai bicok
granl

Prinsip dari blnck grant adaiah
pemanfaarannya digunakan
untuk kepiatan oparasional dan
pembangunan{pembenlayaan], Hamm

tasyarakat sebesar 70 %, Pengaturan
ini diperlukan agar ADD tldak

diteabiskan untek belanja operasional
pemerintahan desa, sehah terhukii
selama inl pada level pemerintahan
kabupaten/kota alokas] alau postur
anggaran tidak didesain dengan
bagus, dan tidak ada pengaturan
hahwa belanja pambangunan harus
lehih besar daripada belanja rutin.
kobanyakan postar anggaran
kabupaten/kota leblh banyek untuk
biays operasional pemerintahan
yang efeknyva terhadap kesejahteraan
IMAsyarakar sangat minim.

Adanya ADD menimbulkan
konsebuens! bagi aparatur desa ju
sendiri, jika selama ini perencariaan,
manajemen pengelolaan dana desa
serta target pembangunan tidak
tersusun secara baik, ADD menuntut
adanya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dega (APBDes). APBDes
strukturnyz tidak berbeda jauh dengan
APBD, karena fru APEDes merupakan
gembaran makre pembangunan
selame setahun, di dalamnya
tergambar target penerimaan dan
pengeluaran. Pamerintah desa
diberikan kewepangan bersama
Badan Permusyawaratan Desa (EPD)
untuk melakukan purgetan sehagal
sumber pendapatan, Dikuatirkan
kedepannya kewenangan ini justru
akan membebani masvarakot desa,
maka peryusunan APEDes Larus
dirancang secara professional dan
proporsional.

Penyusunan APBDes tentu saja
Mengacy paci dokumen perencanain
dengan menyviasun RF[MDes erlebih
dahulu, BRPIMDes sendin mengaen
pada REJP dan RPTMD kabupaten
bersangkutan, hal ini diperiukan agar
tesjadi sinergi dan kesinambungan
pragram pembangunan dasrah,

Drangan melihat berhagai proubakan
pengelolaan keuangan desa maka
dihuuhkan aparans dessyangmemilikd
kemumpuan unfik merincang
program. Walzu gemanfaatan
ADD didesain aken menggunakan
pendamping yang berfungsi sebagsi

tenage Lansuitatli di setiap desa.
Tapl lebil elok dan efisien hitamana
aparatur desa memiliki kemampuan
sumber daya yang memadal,
terutama uniuk mengoptimalkan
pemberdayaan masyarakal yang
menvangkul di dalamnya, antara
lain 1) pembangunar sarana dan
prasarina ekonomi perdesaan, 2]
mengoptimalkan kegiatan pendidikan,
kegehatan dan pengarusutamasn
gender, 3] pemberdayaan ekonom:
masyarakat yang bermuara pada
pengentasan kemiskinan

Bilu APEDes tidak dirancang dengan
baik, boleh jadi ADD yang diguyurkan
setiap tahun hanya akan menjadi
bancakan bagi sparatur desa, Bahkan
sava memiliki kekuatiran banvak
aparatur dess akan diperhadapkan
dengan masalah hukum, stau menjadi
sumber konflik bagi masverakat desa
dengan adanya ADD. Saar ini ADD
sudah menfadl “alat tainan” baru hag]
sebagian politisi petualang vangtergiur
dengan gelontoran ADD,

Pasca dicabutnya moratorium
pemekaran desa dan kelurahan
Januard 2005 latu, usulan pemekarm
desa bermunculan, menurut catatan
Direktorat Jenderal Pamerintaban
Umum Kemendagrl ada sekilar
seribuan ysulan pemekaran desa.
Sudah dapat diduga pengusulan
pemekaran sangat erat kaitannya
dengan ADD, meskipun idak menumng

kemunglinan pengusulan pemekaran
desa karena dipelopori oleh calon

kepala desa yang kalah pada pamilihan
kepala desa.

[sdan pemakaran desa normatifiyg
tidak terlalu menguntunpkan secams
ekonomis, karens pembagian AGT
yang bersumber dari APBN didasarbkan
pada jumlah penduduok, angka
kemiskinan, uas wilayah, dan faktor
geoprafis. Beseran alokasi anggaran
desa dari APEN ditentukan 10 % dard
dan di luar dana transter daerah secara
besrabap, Alokas ADD dalam APEN-V
2015 sebesar Rp., 20,76 Trillun vang
diperuntukkan untuk 74,094 desa
selurun Indonesia, setiap desa akan
mendapatkan kicuran dana sebesw
. 280 Juta, Ini sangat menggiuriin
hagi pernbun rente,

Ekonon Kamenterian Kenangoen
dan Dosen CEB LTNG
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Fundamental Makro Ekonomi (Masih) Kuat, Struktural dan Ixetmpangm 1 Bermasalal

PELEMAHAN nilai tukar
ruplab dua bulzn terakbir

menimbulkan kecemasan banyak
piizak, zevarn psikologis sangat
walar karens Indonesk punya
pengalaman buruk berkaitan
dengan peliemahan ollai takar
rupiah terhadap dolar USA, Krisls
ekonoml 1957 paralel dengan
pelemahan rupizh, merembet pada
krisis keuangan yang memporak-
porandakan perekonomian,
aoquh wakiy yang panjang untuk
recovery economy, Hanya saja
peiemahan rupiah perdu dilibiat dari
faktor pervebab dan fundamental
ekomoml makro fw sendid, Jika
pade tahun 1997 pelemahan
ruplah terjadi lebih disebabkan
karena faktor internal, pengelolaan
sgktor finansial serta lembapa
keuangan sangat jauh darl kaidah
prinsip tata keloia yang baik, diflati
dengan meningkatnya ringkat
inflasi. 3ementara pelemahan
ruplah saat inf meski nilai tukar
menyentzh level ambang batas
psixologls tapl fundamental makro
ekonomi masih stabil, inflasimasih
teriega. Disaniping faktor eksternal
jugs turut berkontribust, karena
membaiknya peraxonomian AS
VEODIETCENin pada meningkamya
whelezal=: inventeries dan
membalknya pasar lekaga kerja
dengan meningkatnya jumlah
lepangan pekerjaan baru dan
menurunnya jumizh pengajuan
funjangan pengangguran:
Eendetipun demikian terap
periu diwaspadai karensa dipicu
neberapa fakior vang berporensi
menyambang inflasi, harga
beras meningkat, penyesuaian
harga BEM, kenalkan tanf dasar
listrik, keneikan harga gas elpiji
pengenaan pajak pada prosentase
nilal belanja tertenta {ad valorem),
S2riA WECANA pergenaan pajak
Jalan tol, '

Pelemahen ruplah (depresiasi)
sesunggrhnya dapat berdampak
positli untiuk mersngsang
ekepor, tepi kineria ekspor sefati
kuraéng menggembiraken karena
kekuatan ekspor berumpu pada
ssktor manufakiur vaog banvak
MENZANGUNE parts yung berasal
dart iinpor. Sehingga pada saat
vang her<amaan merambzh
bidya [mpar dan oeian korporac
maupun pemeriniah. menghadapl
kewsjiban pembayaran utong

Inar negers
Kecenderumngan
fundarmental mikro
ckonomi yang
miitsih kuat dengan
periumbuban ekonomi tiga
tahun terakhir yang masih stahil,
inflasi vang terkendali, neraca
perdagang;an mulz membaik, dan
BOP mengelami surplus disatu
sisk masih memberikan ekspekiasi
pasitif bagi nemerintah, sehingza
thdak térlulu menimbulkan
kepanikan, Namun kondisi ito
justru tetap akan mendorong
permintaan impor, sebak: sk
produksi ekonomi serta dilihat
sisl permnintaan, ourpui ekenomi
banyak didorong oleh sektor
konsumsl.

Tiga tahun terakhir tingkat
output ekonomi mmbubh stabil, tapi
ada trend pemuriman {tabhun 2012
sebesar 5,00 %, tehun 2013 sebesar
5,60 % dan tahun 2014 sebesar 5,02
%). Namun itu sifatmya by design
karena dlanggap overheating,
bagi pamerintah i sendin cukup
mentmbilkan oprimistie tentang
kinerja ekonomi malro, Apalagi
jika disandirpkan diantara negam
vang bergabung kedalam G-20
perumbuhan ekonomi Indonesia
sebagal salah satu negara yan
terbailk, hanya berada di hawah
Tiongkok (7,3 %) dan India (5,3
%). Bila dibandingkan dengan
Regara peers emerging markets
{Brazil, Rusla, India dan China),
pertumbuban ekonomi Indonesia
sangat stabil. Ditambah tingkat
investesi Indonesia relatif lebih
tinggl dibanding peers emerging
markets, bahkan Tndonesia
merupakan lujusn utama
berinvestasi di ASEAN bepdasarkan
hasil Survey U5 Chambar
of Commiegrce dan Sutvey The
Economist: Indonesia berada pada
posist kedua sebagal negara tujusn
investasi utama di Asig,

lika mengacu pada data-data
tersehut cukup membuat kita
aptimistic, tetapi dibalik it peru
ada cataran vang dltebalkan
karena sebugian pandangan
melibat keadisi mak ckopomi
kontradiktil dengan kenvaiéan
vangada. Fiscal policy piling temng
mendapation banvak scratan,
seperti 1encana ekstensifilknsi dan
intenslflkasi perpagakan, ineski
teloh dikeloarkan enam paket

Oizh
. Amier Arham

kebijakan ekunomi
fataiyilasi l isk 1||
Hanva saja: pake
stimulnn dompaknya
femgka panfang long
i, serieiiiamm probiem ekonami
[ ppelermgl v ruplah fsaat nd sifatnya
short run. Dibalik fundamental
ekomonil nakro yang stabil juga
menyisakan berbagal persoalan
yung belom terselesaikan, setiap
saart cukup serilis menggangEo
kinevju perekonmian, (Erutam
dampakinya techadap pelemahan
rupiak, yakni masalah strukniral
dan disparitas.

Mazalah strukiural ekonomi
sangai dibutuhkan perbaikan,
bulkan lagi eranya ekspor komoditas
yanp hjuanpasamyaselslu teriekan
dengan poticangan ekonomi
negars tujuan pasac Apalagi arga
komoditas stratepis Indonesia
ditentukan di luar negerl, séria
berbagai upaya periakuen proteks]
negara-negara tertenta rethadap
kemoditas endalan dar Indonesia,
Perubahan struktur ekonomi
dengan mendorong hilirisasi
komodlias maupun hasll SDA
segem ditmplamentasikan sehagal
hasis penpuatan daya saing. Bulkan
harya persoalan hilirasasinya,
pengolohan hesil tambang dengan
membangua smelter sangat
penting mempertimbangkan
fokask Tika proses hilirisasi tetap
dikembanghan di wilavah yang
telab mengalami "industrialisasi’
justri tidak akan menolong
wllavall lain untuk tumbuoh.
Pembangunan smelter di Gresik
puengodiahan hasil tambang yang
dilakukan Freeportimenjadicontol
nyata yang tidak mendukung
pengembangan wilayah, schab
sejatinya keberadaan smelter
memberikan dampak ekonomi
yvang luss. Pola pengembangan
trachusled seanecanm inf justru makin
memperhesar disparitas, padahal
jike berbicara spasial untuk iangka
panjang berdasarkan skenario
perkembangan ekonomi glebai
krdepan wilayah timar menjadi
outiel ekonont 4 kewasan Asia
Pasifik, Dengan semdiringa fusil
pengolaban tambang dan SDA
suniher hahan hakumya dar tmur
selayaknyg ingis dikembangian
dizana, Bukan hanya sekedasr
memikirkan efisiensi zesnata akan
retap| membutubkan komitmen

pratnyh cuku

|~-:-|I;|_-|'|I-.I
mengeembirakon P
serta memperbalkl Kondis
TIL'EL!LLPHDI'ILIUII JI Wi |' 1‘:. it
sebab arus modal masvk ko
Indonesia biasnya lebih kuat di
Jawa dan sekitarma. Ams maodsl
dalam hentuk saham, sorat
utang negara dan 5B takun 2014
peningkatumya cukilp sipnifilo
dari tahun sebelumnya, tetapl
apakah ke KT mendepatkan alitan
investasi yang deras?, Investas
yvang besar masuk ke wilayah
KT1 masih berpusar i sekior
mining, bersifat capital intensive,
Wilavah KTI perla diberlikan
insentif khusus vntuk menarik
investasi, biaya produksi dan
logistik sedapat mungkin ditelan
agar lebih kompetitf berusaha
Selain memperbesar anggaran
pemerintah dan periunya
perbailam strukr anggaran bagi
pemerintah daersh yang ada di
wilayah KT1 untuk memberikan
ruang skl yang lehih besar pada
keglatan sektor produkedl

Secara konsepsional dalam
RPIMN peluang mengurangi
disparitaz wilaynh terbuka [ohar
karena sudah menjadi bagiac
dari visl pemerintahan yang
teroakup didalam tiga dimenei
pembangunan, vaknl dimensi
pomerataan dan kewilayahan.
Wakiulah yang akan membulkiikan
komiimenimapalahakan berjalan
efekilf atau justru tidak jauh
berbeda dengan pemerintahan
sebelnminya?, Saatini ketimpangan
distribusi pendaparan rerhilang
masih tinggi yang ditunjukkan
dengan indeks gin] sebesar 0,41
vang ditargetkon menurun sampai
0,36 tahun 2019, Secara spasial
kontribusi perekonomianwilayah
Jawa dan Sumatera mencapai
a0 % dan KTI hanya selitar 20
%o, Merubah prosentase ite tidak
mutaghkindilskukan secara gracual
tapi diperhukon lnmpatan dengan
Investasi vang besar, terutama
wntul raEmnangn nfrestrastim
dasar agar wilavah ETI lekib
kompetidf rmemastk parcaciian
ekonomi global.

Efanow Nemienierial
Kerrermgren, Doyen FED 00
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Dana Aspirasi DPR, Prinsip Keuangan Publik Dilangkahi

SULAN Dana Aspicusi
ingaom Dewan Perwakilan
Rakvat (PR} bukan sesuaty

vang Laru, tapl gagasan kima
yang werpendan. Usulan serupa pemmakh
dilakukan pada sahum 2010 laly, hanya
sdaja Kala itu Dana Aspiresi urung
dilanjutken knrens menual keiiik dan
resistens publikvang kuat, DiUSA Dans
Aspiras] disebut --Dana Kentong Babi--
(Pork Barrel), ketiks Obama teepdiih jadi
prestden UsA tahun 2008, Pork Barral
dihapus. Pork Barzel dianggap sebagai
"dana siluman’ pengpunaannya tidak

efeltil, hahkan menjadl “tunggangan |

grards” parg politisi. Jiks mencermati
argumentasi yvang dlzampalkan para
pengusung Dana Aspirasi tdak seragam
pernyataannya, Pertanda bahwa
lenis penggaren sepertl ini secara
konsepsional fldek matang, tetkesan
dicartkan pembenaran, Bahkan dengan
sekaiat tenaga pengusung Dana Aspirasi
menganggap perintah konstitugl, Jika
tidak dijalankan maka melanggar
[Fndang-Undang No. 17 Tahun 2014
Tenieng MPR, DPR, DPRD dan DFD
(MD13), Munculsys “perictah konstitusi®
berkaitan dengan Dana Asplrasi senpat
ouititafsir. bahkan diinterpretasiian
vang cerdarung manipulatif,

Dugean saya, Dana Aspirasi
perselingiupa sebagai bentuk
“kompensesi® hagi anggota DPR,
karena sebelumuya mereka muemiliki
keleluazzan dalam pembahasan
anggaran hingga satwan tiga (nilai dan
jenis provek). Setelah kewenangannva
dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi
[BE], hasrat yang terpendam kembaii
hergelora memunoilkan Dana Asplras]
yang lebih “konstitaslonal UU MD3
sehagal landasan "konstitusional®
Dana Aspirest ditengaral banyak pihak
merpakan tipu muslihat bagl publik,
U ini nyeris fidak ada sosialisasi
dikandingken dengan UU lainnya,
mungsin kareni U D3 ddak bedkaitan
langsung dengzn kepentingan orang
banyak, ialebih berslfat intemal sehagsi
payung hukum dalam pelaksanaan
funigsi dan keduduban waldl rakyat,

Dang Aspirasi Joga cukep
menibingungkean fike difandaskan
peds forgsl kedewanun (legizlasi
kontrol dan penpanggaran), Sekalipun
merexs memiliki gl 2nggamn @pt
hukan ranaskng=s tegislatif memilik
znggeran sondirl vane dimarfaatkan
untuk kegmnian pambangunan (provek)
dl dagrah c=cara langsung, posisinyy

| hanyasehal ‘:]'l]"."l"'}LlI.l.jllv

dnE!I] nepokak o dnERArn,
lalam konteks ini.
nampak para pengusing
Mana Asplrasl sangat
serius serta berusabia me].-'akmkan
publik hahwa nantinya dana tersebut

-tidak dikelola oleh Anggota DPR,

ta menjadi bagian dari pengelolaan
pemerintah daerah [eksekutif).
Manskala model pengelolaannyva
menjadi bagian daripada AFED,
mengapa dana I mengatasnamakan
anggotz DPRT Mungkin akan jaunh

lebih jernih dan menghilangkan syak |

wasangka hagi anpgota DFR yvang
mekin kehifangan --trwst--, dengan
mengupayakan peningkatan transfer
khusus ke daerah, bubean Dana Aspirass
w.n%.menjadi “jatah” wakil rakyat. Ini

slah sam cara mengurangi lobi-lobi
pemerintah daerah ke anggota DPR dan
Kementerian. -

Tidak ada jaminan anggota DPR
untuk tidak melakukan intervensi
dan terlibat daiam menenmkan siapa
yang akan mengerjakan provek di
daerah vang bersumber dari Dana
Aspirasi. Jangankan Dana Aspirasi
Yang menjedi “jatah” anggota DPR,
penambahan dana {ransfer) ke daerah
vang bukan “jatabnys” odak sedikic

| yang ikut "bermain” atau meniipkan

orangnya untuk mengerjakan provek,
Pemanfaatan Dana Aspiresi, sekalipun
pengawasan dan pemeriksaan dilaukan
secata ketar oleh BPK dan BPKF tetap
tidak ada jaminan akan steril darl
prakiek perburean sente.
Prinsip-Prinsip Pemanfazatan
Keuangan Publik Pemanfaatan dana
puhiik (keuangan negara) tdak boleh
sekedar melandaskan semzta pada
priusip common sense, ada berbagai
macam prinsip yang membingkal,
Frinsip-prinsip keuangan publik,
diantaranya menyangius a) Hubungan
keuangan pusat dan duerab (tentu saja
ebsehutifl). Pengetuaran bagi pemeringah
pusat dan bagl pemerintak daerah
adalah penerimaan, ini vang disebut
sebagal intergovetnmental transfer.
Wenurut Syan (2007), ada dua jenis
transfer vaitu transier tuinan umum
ataw kategori block graoe (Dana Alokas
Umum) dan twjuan khusus kategor
spacific grant (Dana Alokasl ¥hosus),
Transfor tujnan uruem discdiakan pleh
pemerintal pusar sebagai dukungin
unpgzaran pelabsanzan dezentralizas
fiskel untik keglatan amam lanpa

Dieh - adu
Muh. Amir Arham

aainya

hu U v v
hemur.ﬂ ~'||n1"|1*=udm|r
untuk memhberikan
insentil bagi pemerintah daerah
uniuk melakukan program-program
tertentu atay kegiatan khusus. Transfer
bersvarar biasanya sudah ditentukan
jenis pengeluaran yang akan dibiayai
{Input-based). Bila mengacn pada
dua model wansfer dikaitkan dengan
Dana Aspirasi, saya cukup kesulltan
mengkategorikan masuk dimapa?
Sebab Duna Aspirasi sumbemya darl
AFPEN vangakan dilimpabkan ke APBD,
dengan sendirinya menjadi bagian darl
transfer, pertanyaannya Dana Aspirasi
kategorinya apakah transfer tujuan
umim atau khususY Menjadi penting
dipahami bahwa masing-masing
kategori transfer memiliki efek vang
berheda, menurut Prud homme [1895)
menyebutkan bahwa block grant hanyva
menghasilkan income effect, s
specific grant juga menghasilkan
subtitution effect dan price effect. b)
Sekallpun belum terjawab dengan jelas
bahwa Dana Aspirasl merupakan bagian
dati transfer, tapi prakteknya bilamana
ada dang vang bersumber dari APEN
dan dilimpzkkan ke daerah maka pasti
dikategorikan sebagai dana transler,
enteh block granr ataw spesific grant.
Menurut Boadway dan Wildasin (1988),
transfer fiskal dilakukan karena alasan

adanya fiscal gap, fiscal inequity, fiscal |

inefficiency, interjurisdiction spillover
effect dan untuk fiscal harmonization,
Dana Aspirasi jelas bukan solusl unuk
meminirialisir fiscal gap dan fical
inequity, justru makin mencipatakan
disparitas bukan hanya fiskal tetapi
jugz disparitas wilayah. Hitungan
sederhananya, jika berpatokan pada
jumlah anggota PR, past Dapil di fawa
paling diuntungkan dengan penjataban
Dana Aspirasi, misalnva Dapii Jawa
Barat diwakili 91 angpota DPR, jika
difatah per anggota sebesar Bp. 20 miliar
eduivalen delam setahun mendapatican
anggaran sebesar Hp. 1,820 triliun,
dalam (fma tahwin sehesar Rp, 9,100
trliun plus AFBD Jawa Barat sehesar
Rp. 24 miliar/tahun (sebagai catatan,
Drapil-Dapdl Jawa Barat rata-rata hanva
duz kabnpaten/kota), Dibandingkan
dengan Dapy! Papoa Barat, Maluku
LRaca, Goromialy, Sulbar, Habel, Keprd
diwakiii masing-masing 3 anggoia DEA,
herarti daerah inl hanya mendapatkan

L Unmiek Cromonial
ndaptkan Rp.
far plus AFBD Rp. 1.4 triliun, ©)
Dalam prakiek desentralisasi fiskal
prinsip yvang-dianut adalah money
follow function (vang mengikui
fungsl), artinys fungsi (keglatan)
yang menjadi wewenang pemerintah
sudah diprogramkan dengan jelas
yang nantinya membawa konsekuensi
anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan. |ika
mempelajeri karakterlstik dari
Dana Asplirasi jusiru berkebalikan
menjadi function follow meney,
anggaran terlebih dahulu ditetapkan
kegiatan akan disesuaikan kemudian
berdasarkan usulan dari masyarakar
{pemerintah daerah).

Diana Aspirasinampaknya akan tetap
berjalan, sekalipun terjadi pro kantra
di tengah masyarakat tidak kirang
Menteri Keuangan telah memberikan
sinyal akan menyetujul. Bagl saya
jiks prinsip-prinsip pemanfaatan
kevangan pubik tidak dijadikan
rujulan, salah kranya |lka it dibisrkan
terfaksana. Sama halnya melakukan
pembiaran terjadinya distorsi
ekonomi, padahal 17T APEN tahun
2015 mengamanatkan pembiayaan
AFEN haros dapst memberikan solusi
untuk mengurangi disparitas, Tana
Aspirasi harus memiliki formula
yang jelas, bukan sekedar membagl
rata per anggota DPE sebanyak Rp.
20 miliar. Kriteria daerah pensrima
Juga perlu dibuat, mma[n].'a dengan
mempertimbangkan indeks kapasitas
fizkal, atau indeks kebutihan daeran.
Setiap daerah di Indonesia memiliki
kapasitas fiskal yang berbeda, nyariz
seluruh daerah di luar Jawa terutama
Indonesia Timur kapasitas ekonom:
dan fiskalnya sangat rendah. Modal
pocoyamarataan pemberian Dana
Aspirasl Justru mencedersi rasa
keadilan, melangkahi prinsip-prinsip
penggundaan keuangan publil. Hanya
karena atss nama Aspirasi ketimpangan
distribusi pendapatan dan wilayeh
sepertinya ingin dipelihara. Apakah
ini dipahami oieh pengusung Dana
Aspirasl? Savang rasanva kelau wakil
rakyat minim pemakaman dengan
persoalan inl, padahal merekaiah yeng
menantukan nasih ransan fura sakyat
Indoatesia,

Ekonant Kemenierian Seuango,
Dggen lmu Ekonomi FEB NG
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Dampak Devaluasi Yuan (Mata Uang China) Terhadap Rupiah

HINA adelah saiah
Safu MEegara yang
tumbuh pesgat
selama tlga dekade
dikelompokkan menjadi
negare vang disebut emerging
marker selain Brasil, Rusla,
Incia [biasa disingkat BRIC),
Negdra ini memiliki cadangen
i sepesar USS 5,84 orillun,
Tengir 32,98% dari tatel
tdevise dunis, terbesar
Dengan sendirinya
elzluberupavamelakukan
ekspansl skonemi keluar,
ermasak mendawarkan pinjaman
secara bilateral untuk memutar
roda ekonominya. Diantara
nzgara emerging markei, dua
dizntaranya pertumbuhan
ekonominya minus pada kuareal
11-2M 5, vaitn Brazil dan Rusla,
sementara India dan China
tetap wmbuly positif sekalipun
mengalami peclambatan. Ching
sendiri selama bertahun-takun
periumbuhannya double digit,
t#tapi semenjak tehun 2012 terug
merosot hingga kuartal H-2015
menfadi T %: )

Aras sltuasi itu People
Bank of China [PBaC)
melakukan devaluasi (atau
bahass sederhanya sengaja
melemahkan) yang ketiga
kalinva, dengan alasan a)
Memperkuat peran pasar dalam
memperbaikl dan memperkecil
gap antara central parity rate
dan market rate. h) Membuat
Yisan stabil pade tdngkat wajar, e}
Meningkaikan competitiveness
ekspor Tiongkok di pasar global,
Kebijakan devaluasi Yuan
akan berpotznsi berpengazuh
kepada pasar keuangan dan
perdagangon, sepert; 1) Dalam
jangka pendek, sentimen negatif
dapat mempengaruhl persepsi
invesior terhadap potensi
pertumbuhan Chloa yang
kemudian dapat menekan pasar
kevanganregional, 2) Pelemahan
Tuzn dapet menyebabkan
tekznan pada pasar komoditas
global (vang menggunakan US$)
karena konsumen Tiongkok
tkan menghadapi harga
komoditas vang relatif menjadi
lebib mahal, 3) Dalam jangka
panjang, pelemehan Yuan
skan mempengaruhi capital
infiew ke kswasan China yang
pada akhlrnya dapat meraber]
pengarth kepada allran inodal
di kawason Asia, termasuk
Induresia dan Malaysis vang
paling kena imbas. 4) Devaluasi
Yuan aken membuat produk
Chine menzadi lebih kompetidf
hal inf skan mempengaruhi
xondisl ekspor pada negara di
kewasan karena produk-produk
i lainmyva bersifat subtiocli

ladi pertanyaan
kenapas Yuan
relatifkuathabkan
cenderung head
to head dengan
dollar?, schabnya China
menganut sistem fix exchange
rate %sis:e:u nilai tukar tetap},
Lain halnya dengan Indonesia
menganut sistem floating
exchange rate (sistem nilai
tukar mengambang), makanya
ruplah cenderung fluktuatif
Lalu kenapa Indonesia tidak
menganut sistem fix exchange
rate seperti China?, oleh karena
size ekonomi Indonesia masih
kecil, dalam sistem perdagangan
intérnasional Indonesia akan
mengalami kerugian begar pada
saat harga komoditi hasil ekspor
lagi booming.

Faktorlainyangmengakibatkan
rupiali mengalami depresiasi
[menurun) karena ekonomi
USA secara perlahan mengalarnd
perbalkan {recovery} semenjak
krisis tahun 2008, walau belum
kemball pada posisi sebelum
krisis. Apalagl Indonesia belum
memiliki perangkat peraturan
tentangarus devisa dan transaksi
kevangan, padahal Investasi
yang tumbuh pesat beberapa
tahun terakhir adalah sektor
keuangan. Uang (dollar) begim
mudah masuk, pasa saat yang
bersamaan dengan mudehnya
keluar {capital flight], permeainan
pasar uang dan pasar saham
sangat dipengarhl oleh faktor
psikologl {behavior), Isu-isu dan
persepsi sangat berpengaruh
bagl pemain di =ektor inl,
lzin halnya investasi sektor
rill Iebih rasional. Karena i,
pertentangan lalologi ekonomi
saat ind tidak legi didominasi
antars kapitalisme dan
sosiallsme tani “pertentangan”
antara mazhab {behavior vs
rasionalist).

Mengapa perangkat peraturan
arus devisa diperlukan? karena
sistem arus devisa Indonesia
terlalu liberal sehingga sanpat
mudah terjadi capital fiight.
Dibeberapa negara seperti
Filipina dan Malaysia mereka
punya aturan, bahwa uang yang
masuk ke negaranya minimal
enam (6} bulan ditacramkan

. baru boleh diambii, lafin kalnya

Indoresia, jam ini masuk
beberaps fam kemudla jika
kurang menguntmgkan dengan
mudahmya dapat dianshil atau
dipindahkan kenegara lain vang
lebih menguntungkan,
Sekarsne rupish makia
LErpuruk, atau terparosok 1 153
setara dengan Apy 13,800, nilai
rupiah inl terburuk semenjak
krisis tahun 1998, Apakah ini

Oleh: pertanda keisis
Muh. Amir Arham

atau akan sama
dengan tshun
19087 Sebagian
besar orang akan
memberikan persepsl sepert
i, tapl para ekonom termasuk
saya memiliki keyaklnan yang
berbeda denpan kebanyakan
orang. Kalau dizsebut krisis,
teniu saja tidak (belum) sebabs
inflasi saat Ini sebesar 0.8 %
[month to month) dan 7,26
% [yveal on year] masih lehih
rendah dibandingkan dengan
tahun 1998 yaitu 35 %. Dari
segi pertumbuhan ekonomi
sekalipun melemah pads keartzl
[1-2015 tetap! masih tumbuh
moderat sehesar 4,6 persen. Lain
halnya pada tahun 1998 ekonoml
tumbub minus 13 persen, pada
tahun 1998 cadangan devisa
hanya sebesar US% 14,4 milisr
dan saal ini cadangan devisa
sebesar 155 107,553 miliar.
Angha kemiskinan tahun 1996
sebesar 17,72 % dan meninghkat
sebesar 24,2 % tahun 1998,
Sedangkan angka kemiskinan
saat inf sebegar 10,3 %. Tahun
1998 Investasi seret sementara
kuartal 1I-2015 Investasi tetap
tumbih, total FDI naik 16,3 %
{yay), PMA naik 68,2 % (yoy) dan
PMDN 31,8 % (yay).

Selain itu nitai tukar rupiah
ukurannya bukan hanya dilihat
dari ailai noming] semata, wetapi
juga diperhitungkan nilal riil.
Teori kewangan internasional
menynbut Real Efectivity
Exchange Rate [REER), artinya
nilai tukar adalah tingkar efelktif
nilal tukar nominal (ukaran nilai
suatu mata wang terhadap rata-
rata tertimbang dari beberapa
mata uang asing) dibagi dengan
deflator barga atau indeks biaya,
dengan kata lain rill efekivitas
nilal tukar yang diukur darl
perbedaan inflasi di luzr dan
dalam negeri dapat kita likat
apakah rupiah berada pada
nilal lundamentalnya, Htungan
ini berdasarkan seberapa jauh
kesesuaian pergerakan (nflasi
dengan nilai tukar ke depannya.
REER rupiah di bawah 100
itu berartd undervalued dan
masih kompetitf, rupiah masih
cukup sesuvai dengan nilal
fundamentalnya saat ini. Jika
nifainya di bawah 100 maka
disebut sebagal undesvalued,
atair dibawah nilai rill rupiah.
Jadi sekalipun nilai rupish
makin terperosck, bahkan
mendekati Rp. 15,000 per 1
USS nilai riil efekdf tldak sama
seperd tabun 1998, ia masih di
bawah undarvalued, dengan
kata lain penurunan nilai rill
efektifnya tldak 1erlaly lemah

dibandingkan dengan tahun
1958, Sebagai catatan tambahan
nifai rupiah saat Inl tdak akan
pernah bisa kembati lagl di
wah Bp. 10,000 seperti pada
masa lalu, jika kurang darl itu
berartl overvalued arau di atas
nilai riil efektifnya,

Mersotonva nilal rupiah
terhadap dollar juga tidak
terlalu signifikan mengganggu
pembiavaan AFBN, peryvebabinga
tidak ada lugi subsidi premium.
Selama ind jika dollar menguar,
nilai rupian jatuh pilihan
pemerintah pasti melakukan
penyesuaian harga BRM
{mengurangi subsidi). Jika cara
seperti ind ditempuh di tengah
melambatnya pertumbuhan
ekonomi, beriringan dengan
menururirtya dava beli masvarakar
tentu inflasi melonjak, kevakinan
saya akan ierjadi gejolak sosial.
Maka disinilah konteksnya
pemerintah menvebut
pengurangan subsidl mulai
dirasakan manfaatnya terhadap
pembiayaan AFBMN.

Meskipun sesungguhnya
pelemahan rupiah bukan hanys
karena faltor ekstemal, tenmasuk
karena adanya devaluasi Yuan,
faktor kelemahan pemerintah
juga ada. Selama bertahun-
tahun lebih berorientasi kepada
ekspor komoditi, pada saat
harga komoditi di luar negeri
anjiok nilal perdagangan turin,
preduksi dalam negerd berkurang
tentu dampaknva terhadap
pengurangan pekerja. Perbaikan
struktur ekonomi dengan
menciptakan hillrisasi produk
komodit menjadi agends penting
untuk segera dibuat, sayangnya
ini belum dilalukan percepatan.

Selaim itu kordinasi antara
otoritas moneer dan fiskal perlu
terusdijage harmonisasinya, sebab
perludiingat bahwa pengendalian
inflasi dan nilal tukar rupiah
merupakan ranahnya otoritas
meneter yang berada di dalam.
kendali Bank Indonesia (BI).
Pada kondisl rupiah terdepresiasi,

enanganan jangka pendek

‘(short ren] dilakukan oleh BI

dengan melepas dollar, tetapi
sadt Ini Bl sangat hati-hati dan
membatasi intervens pasar uang
dollar karena akan menggerus
cadangan devisa, Uniuk otoritas
fiskal dalam rangka mensahilkan
rupiah kebijakannya bersifat
long run, beberaps kebljakan
vang disiapkan diantaranya
insentif pajak, hagl perusahaan
vang berorientas: minimal 30 %
produknva untuk ekspor akan
dgibirikan tax allowence,***

Ekorom Kemerderian
Kewangan, Dasen FEB TING
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Pem’ebab dan Resﬂ\o Perlambatan Ekonomi

FENOMENA per
ekonomi merupaki
tiditk saja dialami nleh 1
herkembang sepert [ne
MNegara majupun m-.nlgnl LT
kondist serupa, bahkan negars
vang dikaregorikan sebagal negar
emerging markes sepert Brawl dan
Rusiz pertumbuhan skonominys
mialzhan mbeus, Sedangian China
era permumbuhan ckonomi double
digdt sudah berukhir, kinl rane-mai
periumbuban ekonomi China
wirandikisaran T persen pertihun,
kondisi ini meemaksa Meaple
Bank of China {PBal ) malakikan
devaluasi Yusn. Sebagni negarn
yang memllkl kekuatan ekonomsi
dunia, devaluasi Yuan berdampak
terhadap perekonomian negara
lain, khususnya Indonesia karena
China merupakan salah satu
mitrs dagang utama Indonesin.
Gejalo perlambatan ekonomi
dunia sebeminya sudah mulai
terasa sejak tahun 2013 lalu,
apaiagl krisis kawasan Eropa,

dan 1754 belum pudih, D
mmb krists Yunani, sekalipun
efek krisis Yunani ke Indonesia
resonansinya tidak terlalu kuat.
USA vang diharapkan menjadi
motor penggerak perekonomian
global mengalami perlambatan
dl triwulan 11-2015, Jepang pun
kontraks| ekonomiaya cukuﬁ
eksirim karena masih umby
minus,

Drarl riliz BPS memperlihatkan
Ekonomi Indemesia triwulan
11-2015 terhadap triwalan I1-
2014 (y-on-¥) hanya tumbuh
4,67 persen, melambat dibanding
capaian twiwulan 11-2014 vang
umiif 5,03 persen dan wivilan
2015 vang umbub 4,72 persen.
Suntber pertumbuhannyapun
burang “greger’ sebab dari sisi
produksi dimans perrumbuban
tertinggl dicspal Jasa Pendidikan
vang tiumbuh 12,16 persen,
Sementara darl sisl pengeluaran
perrumbuhan tertinggl dicapal
Komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tanggs (PX-
RT) vang nunbuh 4,97 persen.
Untung s&fa tingkat inflasi
masth tarjage dismhang batas
psikoiogl sehinpgga PE-RT masih
dapat menopang pertumbuhan
ekonoml, sedangkan komponen
ekepar dan impor konmibisinya
midns sejak riwulan 2015,

Perlambatan ekonaoml
Inidonesia seatini tidak bisadibacs
secars sempir sebagai belemaien
rezim pemesiintahan sekarang,
penvebabnye mervpakan
“penvakdn kronis’ puluhen rmhun
vang lampai, Serdaknya ada
empat resikn ekonomd ginhal yang
s menahan igjunemimbahan
ekonomi domestik diantaranva
1} harga knmedlias global sangat
volatile dan cenderung malemah,
sementara indooesia termasuk

[T i H s
terutami Chins ma:
lase perlambatar
Brazl dan Hue
A) kinvria perk
i Lk menun
J]P!TIILII'].I,H TeTupl ||| B
Erapa belum pulib
AT LeTseBUL herapikin mit
dagang utamn lndonesia, dan 4
ketidakpastan kehlakan moneter
niepara maju, seperti normalisasi
The Fed, DM tengah situasi
seperti ity China memanfaatkan
momenturm melakubkan devaluasi
Yian urutmennbah pelemahan
fitla vamng mpizh

Menghadapl situast vang suli
seperti sekarang ind, pemerintah
perlu menjaga dava beli
masyarakat karena konsumsi
menjadi pennpang permimbulan
chonomi. i tengah melemahnya
nilal tukar ruplah, sesungguhinys
bukan pertanda ekonomi
indonesia akan kinmat, justruo
situasi ini dapat mendatangkan
berkah. Dengan asumsi elspor
harus terus didorong karena
hasil imbal kegiatan ekspor akan
menghasitkan nilal rukar yang
lebih besar. n kebijakan
fiskal-juga tenfu dibutwhikan,
pemberian tax holiday dan rax
allowance sudah tepar akan
tetepi belum cakup, hambatan-
kambatan keglatan ekspor dan
lemak-lemak ckonomni perin
segera dihilangkan, termasuk
perbaikan sistem transportast
angkutan barang. Disamping
aspek kelembagzan dan pegilaku
birakrasi, balk di tinghka
mauvpun daerah dibutuhkan
kordinasi dan pelayanan yang
efisien. _

Sementars itu, secars spasial
struktur perekonomian Indonesla
miasih didominasi oleh provins
oi Pubau Jawsa disusul Swmatera,
jika diskumulasi kedoa pulau
tersebui koniribusinya techadap
pembentukan perekonomian
nasional sebesar 80,66 persen.
Sedangkan provins di KT] kurang
darl 15 persen, namun uniknys
perrumbuban ekonomi provinsi

ada di KTI cukvp tingei,

satma Tulau Sulawes] ombuh
8.6 porsen dard 7,3 persen, Malulo
dun Papua tumbuh sebesar
10,2 dari 3,7 persen triwulan

[-2615. Provinsl di Pulav Jawa:

sekatipun tetap tmnhah tetapi
gejela penurunan terlibar dari
sehelumnya di triwulan 1-2015
tumbuh sebesar 5,2 persen
menurun menjadi 5,1 persen,
Semientara Sumaters dard 3,5
poersen di frivadan 12015 menfadi

ngat dip 32
r.ks.pu:;r komo I:lll;.:; e. Fn\ &
sudah lewar. komodid andalan
membutubkan hilirsasi unmk
menciptakan nilai tambzh
dan menjaga fluktuasi hargs.
Pulau Jawa mendominasi
perekonomian nasicnal fddak
tedlepas dari hasll transformasi
ekonomi, indusiri manufakrur
telah berkembang. Sembari
sektor-sektor produkeif leinnya
periu dipacu, térmasok sektor
jasa yang menjadi penopang
ekonomi Nusa Tenggara dan
Bali hingga tumbuh sebesar 8,9
pers:n. Ik}i luar itu parbai_kah
struktur ketimpangan wila
tidak bisa diabﬂiﬁ. hiliri::::
sektor komoditas yang dihasilkan
i luar Pulaw Jawa hams di
dimana komoditl diproduks,
seperti pengolahan hasil
tambang (smelter), pengolaban
ml dan karet sarta komodit-

it lalnmya, Tentu saje ada
konzekusnzinya, pemhangjl&man
infastrukiur di loar Pilau Jama
perlu digenjot,

Melemahnya kinerja Bks
vang berdeampak terhada
kontraksi' ekonoml }ugﬁ.
memeriukan kebijakan lain,
diantaranya perubahan 1

an pemerintah, terutama
l;aEupateu.fkuta dan provinsi.
Secars umum kabupaten/kota
alniasi anpgaran bélanja publik
masih lebj%mecsl] dibandingkan
dengan belanja pegawai, struktur
anggaran yang sepertl {in jelas
tidak akan menjadi pendorong
kuar ierhadap pertumbuhan
ekonomi daerah. Selain
serapan belanja K/L dan’ APBD
diperlukan: percepatan, sebah
realisasi investasi, kegiatan
ekspor-impor yang melambt,
befana pemmerintah eniu menjadi
umpuan harapan meningkatkan
periumbuhan ekonomi hingga

mencapsl 5 persen sesual tarpet

dalam APBIN.

Rendahnya serapan belanja
pemerintoh jelas mangal
berdampakterhadapmelemahnys
pertumouhan ekonomi, Hingga
kini baru llma K/L ... yang
optimal reslisasi anggarannya,
sehingga secara keseluruhan

bem.nja K/L capaiannya kurang
dari 50 persen, Malahan dana
rranefer dan Dana Desa yang
diberiken kepada pemerintah
dzerah serepannya lebih kecil
I Sekdtar Hp. 271 milicn dana
z mengendap di bank
menfaatkan, padehal
5 DETTY ..-..'..rm sudah vepat
Izl berulang

- "uulhk.-_n
g alipun
. hebuan

kehari-harian ﬁara senantizsa
batpotensi melanggar hukom,
maka kemudian pemerintah
deerah seringkali lebih memilih
mencar jalan aman menyimpen
uang di bank. Meskipun dapat
dibata dalam perspektif lain,
ugng sengaja disimpan di bank
selama berbulan-bulen agar
mendaparkan penghasilan
tambahan melalui bunga.
Tapi resikonya beban bunga
menjadl tanpggungan bank
dalam hal ini pemerintah juga
yang ikut memanggul heban,
Kondisi serupa yang dihadapi
pemanfaatan Dana Desa,
penyaluranny: sudah dilabukan
tepat waktu tetapi belum berfalan

ekiif pemanfaatannya. Padahal
Duna Desa memiliki relevansi
vang sangat kuat terhadap visi
dan misi pemerintahan saat ini
membangun Indonesia dari

inppir (desa).

a beberapa isu yaug
membelit penyaluran Dana
Desa, diantaranva perangkat

endukung seperti peraturan
gupali dan penvusunan PerDes
yang terlambat, akibatnya

_pencalran Dana Desa tahap

juga terlambat. Selain itu,

erbatasan kompetensi aparatar
tlesn yang rendah, dan ditambah
sehagian besar kahupaten/kota
belum mengalokasikan Dana
Desa dan bagi hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebesar 10
pessen sehaprimana disysrathan
oleh U Desa,

Dibalik itusemua, perlambatan
;Lcuﬂ:gjigﬂtng disel a:;z: oleh

K o, Serka
ditimbulkan akan menjadi bg‘t;l:g
tagi pemerintahan Jokowi-JK,
dan akan lerus mendadi sorotan
negatif. Meskipun kita semus
seruestinya aril memandang
bahwa perekonomian vaug
melambat faktor eksternzl
vang dominan, renty fakior
internal tidak dapat dicafikkan
keberadaannya sehagal
kelemahan,

Diesere N Ekonony FER
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Apa Urgensinya Sunset Policy
dan 7ax Amnesty?

PAJAK merupaken sumber
1 e 134n NEgITa,
oajak menjadi
. ng pembiayaan
b Bila penerimaan
I ak Tercapai sesual target,
sudsh barang teniu berdampak
reriradap kelangsungen ekonomi
bangsa. DM tengah melemahnya
ekonomi seperti saatind, pengeluaran
pemerintah menjadi tumpuan besar
untuk mendorong perrumbuhan
ekonomi karena konsume domestik
sérta kegiatan ekspor mengalami
pelambatan. Hanya saja pengeluaran
pemerintah tidak akan optimal
bitamana sisi penerimaan juga tdak
sesual yang diharapkan. Untnk
menjaga susteinability ekonomi
bangsa, sekalipun pensvimaan rendal,
ekonomi tetap akan diupayakan
tumbuh dengan berbagal bauran
kebiljakan untuk mencapai target dan
cita-cita bernegara (menciptakan
kesejahteragn dan kemakmuran),

Sayang tidak banyak pilihan
vang dihadapi pemetrintah untuk
membiayai AFBN jika penerimaan
pajak masih rendah, pilihan terbatas
itu adalah hutang. Hingga memasik
buian ketmujuh tahun 2015 reatisast
penerimaan pajak mencapai Rp,
531,114 triliun dari target penerimaan
pajakyang disetapkan dalam APBN-P
2015 sebesar Rp 1.294, dengan
demikian realisasi penerimaan
pajak baru mencapai 41,02
persen, Masih belum optimalnya
penerimaan pejak cukup banyak
faktor yang menghambat, salah
saturnya pertumbuban ekonomi yang
melambat. Pertumbuhan ekonomi
secdra nasional pade looaral kedua
{TW Il tercatat 4,67 persen inenurun
dari kuartal pereama (4,72 persen)
atau lebih rendah dacd periode yang
sama tahun fiskal 2014, Penerimaan
pajak, tingkat konsumsi masyarakat
dan pertumbuhan ekonomi
merupakan mata rantai yang terkaic
g4ty sama lain, salah satunya yang
terhambat perputaranmva maks akan
memilikl sfek berantal. Berdasaskan
hasil rilis BPS, kuarzal kedua 2015
rerjadi penvrunan konsumsl
domestik, seningga berkoutribusi
pada penurunan penerlmaan PPN
Dalam Negeti sebesar 0,40 persen
ateu sebesgr Rp, 320,534 trifiun
dibandirgkan periode vang sama
di tehun 2014 sebesar Kp 121,040
trilitn.

FRealizasi penerimaan
paiak vang minim juga tidak dapar

dipunghiri karens masih
rendabinya kesadaran
para wajilk pajak
untuk membayar dan
melaporkan pajaknya,
ditambah faktor terbatasnyva
pemahaman wajib pajak rerkait
ketentuan pajak. Jika dirasiokan
Jumlah wajib pajak masih sangat kecil
jika dibandingkan dengan Jumlah
pendudukvang sudah masuk kategor]
wijib pajak. Jika mengacu data
pada tahiin 2614, jumlah pendaduk
Indonesia vang memilikd penghasilan
di atas Penghasiian Tidak Kena
Pajak (PTEP) ada sebanyak 44.8 juta
orang. Namun demikian, bary 26,8
juta orang di antaranya vang telah
terdafrar sebagal Wajib Pajak. Dari
jumlah tersebut, hanya 10,3 juta
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT,
Kondisi serupa Juga terfadi dengan
Wajib Pajak Badan, ada 1,2 Jura
perusahaan yang terdaftar sebagai
‘Wajlb Pajak Badan, baru sekitar 45,8
persen atau 550 ribu perusahaan
yang menyzmpaikan SPT {Kemenkeu
R1, 2015). Berdasarkan data-data
tersebut tahun 2015 dijadikan
momentum iahun pembinaan pajak
kareum dilararbelakangl oleh adamya
peluang peningkatan penerlmaan
pajak, masih rendahnya tax retio,
masih adanya Wailb Pajak Orang
Pribadi yang belum tersentuh.
Cukup beragam alasan masyarakat
belum membayar pajak, sepestl
merasa penphasilanuys masih kecil
dan kondisi perekonomian yang lagi
lesu, Untuk lebih mengoptimalkan
peningkatzan penerimaan pajak sefain
dilakukan kebijakan insennifikasi fuga
dibarengi dengan eksentifikasi pajak,
sembarl pemerintah baik pada level
nasional terlebih pemerintah dacrab
untuk menyegerakan melakukan
pembenalian hambatan-bkambatan
kegiatan ekonomi. Percuma saja
mengejar para wajib pajak jlka
pemerintah tidak menjalankan
tugasnya dengan balk mengelola
ekonomi. Perekonomian vang stabil
dan mmbuh berdampak terhadep
peningiatan pendapatan perkapita,
dalam kelanjutannya hila penghasilan
masvarakat makin membaik jelas
akan mepclptakan lncome effect
terhadap meningkatnya penerinain
Yaiak Pertamixihan Nilad (PPN
Melemahnya YXinerfa
makroekonomi, pemerintah
berupava memhuai regulasi dan
paket kebijakan fskal berbarengan
desgan tahun pembinaan pajak

OLEH:
M. Amir Arham

Paket kebijakan Hskai
diluncurkan pemerinth.
adalab senser poficy
ST WACATI j'.H."I'[]IJI:‘I'jElI'I
pengampuran pajak (fax
atiesty). Surset policy merupakan
pemberian penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas
keterlambatan pelunasan kelurangan
pembayaranpajakyang dilabukan para
wajib pajak. Pemberian penghapusan
sanksi bunga stzs pajak vang tidak
atau kurang dibayar bedaku bagi: 8)
Wajib Pajak orang pribadl dan badan
yang telah mempunyvai Nomor Fokok
Wafib Pajak (NFWE) dan melakukan
pembetulan Surat Pemberitaliuan
Tahunan Pajak Penghasilan (5PT
Tahunan PPh) sebelum tahun pajak
2007 yang mengakibatkan pajak yang
masih harus dibayar menjadi lebih
besar, b} Wallb Pajak orang pribadi
vang betum mempunval NPWP tetapi
secara sukarela mendaftarkan diri
untuk memperolel NFWE

Sunset podicy 2015 Ini akan berakhir
dipenghujung tahun ini, karena
itu pentingnya memanfaatkan
waktu yang rersisa lima ilan hagl
penunggak pajak. Sunset poficypermah
diberlakukan pada tahun 2008 ketika
Darmin Nasution menjabat Dirjen
Pajak, hasilnya sangat positif, target
penerimaan pajak terlampani, Atee
kehijakan sunset policy, pemerintah
mendapatkan penerimaan pajak
sebesar Rp. 7,64 trillon, Untuk

‘memperkuat pelaksanaan sunsel

pelicy kedepannya sebaiknya dasar
pelaksanaannya harus memiliki
pavung hukurm yang lebih kst sctara
dengan undang-undang sehingga
tidak berpotensi “menabrak” aturan
vang lebih tinggi.

Bagaimana dengan
waCana fax amresiy? Memang
tidak semudah dengan sunset policy
karena kebijakan ini terbilang
sensitil, nuansa politiknya cukup
kental. Tetapi menghudapi situasi
perekonomian yang leso, realisasi
penerimazn pajak rendah, diperfukan
terobosan bami. Pemberian fasiitas
ini ciharapksan para wallb pajak yvang
memarkir dananya di luar negert
dapat mengembelikan ke dalam
negeri dengzn diberikan ampunan,
Ditengarai beberapa kelompok
konglomeras] hérmasaiah secara
hubum mengendapken vangnya di
luar negeri, diperkiraian sekitar B,
3000 trithan, Mesk tdak senwa "uang
haram? tentu saja sebagian usaha

"halal’ merekn menvimpan i Tum

negetl karena beragam alasan seperti
pemberian fasillias dan keunmngan
{iransial.

Febljokan fovmaresnybukan benmk
kebijakan baru bagl beberapa negara,
sepert Afrika Gelatan vang sukses
melalukan fax manesty. Tidak hanys
Afrika Selatan, Argenilna, Belgium,
Kolombia, India, Irlandia dan Perancis
termasuk negara vang pernah sukses
melakukan tax amaesty. Kehijakan
ini juga harus dimaknal sebagai
baglan dari proses rekonsiallsas]
itk jika bevkaca pada pengalaman
Afrika Selatan selama puluhan tabwn
sistem politlk apartheid diprakeeldan,
ketika Nelson Mandela jadl presiden
rekonsiliasi politik dibangun termasuk
memberikan pengampunan kepada
para kulit putih yang melakukan
kejahatan perpajakean pada masa lalu,
Meskipun kondisinya relatif berbeda
dengan Afrika Selatan; indonesia
dapat belajar dari pengalaman
Iru, Tax'amuesty harus dijadikan
salah sam jalan kelusr melakukan
rekonsiliasi bangss, sebab diduga
sebaglan "uang haram” yang diparkir
di luar negeri meruspakan alumlasi
yang dihimptin ofeh para pengusaha
hermasalah yang dekat dengan
kekuasaan pada masa lalw, Juga
tidak terlepas dari sistem pelayanan
perpajakan pada masa lalu yang
masih jauh dari prinsip-prinsip good
BOVEFHANLE,

Meskipun demlkian,
kehijakan rfax amnesty termasuk
kehijakan yang kurang popular, unsur
ketidakadilan nyata dilangkahi oleh
karena kebilakan inl lebih berpihak
kepada kalangan pemodal vang
tidak jujur mengenai urusan pajak.
Hanya saja kebijakan tax amnesty
salah satusolusi unnik meningkatkan
penerimaan pajak tanpa menambah
beban pajak baru kepada masyarakat,
dunia usaha, dan para pekerfa. Payung
hukum jugs sangat diperlukan agar
ada kepastian dan jaminan bagi wajib
pajak yang diberikan ampunan, serta
dikemudian har dijamin tidak akan
dipermasalahkan secara hukum.
Disampinginipenegakan hukum yang
adil dan tegas kedepannyva bagi wajit
pagak vangtelah diberikan aimpunen,
agar tidak melakukan perbuatan
serupi. Disituleh urgensinya swiset
policydan s arresty,

Ekonom Kememterian Kenangas,
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Ekonomi Melambat,

Percepat Bela

EETUMBUHAN sekonami
Pllld onesia mengalami
perlambatan, pads triwulan 1-
2015 hanyz turabuh 4,67 persen lebih
rendah dibanding triwulan 1-2015
vang tumbuh 2,72 persen. Dard sisi
produksi, Tasa Pondidikan tumbuh
paling tnggi 12,16 persen dan dari sisi
PEHEI‘.‘[IJEJ'HHHJUFHEUHEIIP Juarzn
Konsumsl By Tangga (PE-RT)
rurnbu{; 4,97 persan. Dua sumber
pertumibiihan yang tertinggi tersehiut
Larhﬂsnglqua.ngbgrk‘ualjmefsku@a
terhadap pencipta lapangan kerja
kecil, Pada trivulan I-2015 hampir
semug daerah mengalami kondisi
seruEa pertumbuhannys melambat,
tdak terkecuali Gorontalo hanya
tambuh 4,69 persen dar 7,3 persen
pada periode yang sima 1-2014,
Memasuid trivaitan [1-2015 secara
nasional pertumbuhan ekonomi
makin melambat, Gorontala
justru mulal terjadi pembalikan,
skrnominya numbih ifikan naik
menjadi 6,37 persen. Walaupun

demikisn nampak pertumbuban |

meningkat, jika disasar sumber
peTimbubian secars sektoral kirang
bzik karena pertumbuhan rerdnes
dicepgi darl Lapangan Usaﬁa
Pengadaan Listrik dan Gas sebesar
13,68 persen, Sekior ini dempak
gendanya reletifterbaras, ¢ementera
sisl pengeluaran ]pertumbuhm
tertinggi dicapai oleh Kompeonen
Eispor Burang dan fasa sebesar 14,09
DETRENL

Lexunya perekonumizn global
berdampal: terhadap kinerja ekspar
komoditi menurun drastis, sudah
barang tentu mempengaruhi
perlambatan ekonomi [ndonesia,
Dilain pihak s2lama bertahun-tahun
pertumbuhan ekonomi darl sisi
pangeluaran dipedhuat oleh PE-RT,
sekter in juga terfadi perizmbatan
meski masih berkontribusi hesar.
Melambatnya pertumbuhan
ekonomi merupekan sinval kuat
bag! pemerintah watuk becpikir

Pada perspekiil
lain, parlambatan
ekonomi juga dapat
dihaca sebagal
cerminan kondis|
ekonumi giokal vang
menglird krisis: Dengan demildan
komjuntur {grafik turan) dalam sikius
ekonomi mengatami percepatin,
jika sebehunmya sikius krisis relatif
panjang bary terfad! konjuntur dari
pertengahan 1930-an kemuodian
kembali terjadi pertengahan 1990-
an, dlsusul thun 2008 dan menjadi
lehih pendek tahun ini. Dugaan
say# salah satu faktor cepatnva
terjadi konjuntur sebagai refleksi
dmpangmya perekonomian global,

berapa negara vang menguasai
perekonomian dunia, Kila nepgara-
negara tereehut mengaiami krisis,
dipastikan efeknya cepar menjalar
ke negara lain, terutama negara
mitra utama dalam perdagangan.
Indanesia salah saty negara yang
rentang terhadap gejolak ekonomi
biia pegira sepert China, USA dan
Jepang mengalami perlambatan
ekonom! sebab nagara-negara
tersebur merupakar mjvan ekspor
komodit,

Maka persealan pokok ekonomi
vang harus dibenahl, baik pada
leve!l masional meupun dl daerah
adslah mendorong perubahan
strubtur ekonomi dengan cepat.
Ekspor komodid tdak lagi menjadi
primodons, diburchikan komodiri

| clabian Melemahmyvaekspor komodit

#eris manjaga kestabilan ekonomi, |

membuatuhbkan bauren kebijakan
yEng tepar uniuk mendorong
pertumbuhan, Jika mengacy pada
kinerja itvestasi torbuks peluang
skonomi tetap rwmbiah di atas 5

PETS2IT S42104] turﬁet pemerintah, |

sekalioun Knaga ek

r melemh, |

Selaln dibutuhken investasi |
| wilagval menjadi sslah sang oilar

dalem jumlah vang besar, belanja
pemerintah juga cukup sipnifixan
mengatrol ekonomi untok febil

el trembob di trinmilan 112005

sangal memuinl doerah penghasil

OLEH:
Muh. Amir Arham

komodltas, seperti Sumarera dan |

ralimantan, Peda trivudan 11-2015
Pulau Inf pertumbuhannya dibawah
3 persen, lain halnye Sulawesl,
Maluku-Papua dan Nusa Tenggara
murbuh di etas 7 persen. Sayangnia
rontribusi pulav vang ada di
Fawasan Timur Indonesia terhadap
perehonomian nasional sangar kecil,
jika diaburnubasi hanya 19,34 persen,
Ini persoalan kedoa membuiuhkan
pembenahan kedepanaya agar
kegiitan yerekononiian tdak s
bertumpuk di Pulaw Jawa dan
Sumatera, Bilatidak dilakukan korsksi

secara mendasar dalam desain |

erenicanaan pembangunan, behap
Pulan Tawa semakin berai Eonsep
pembangunan Nawacis sehewlnya
suda buil karena aspek pemesaiaan

pentng untok segern dibenahi,
Tenru safn konsep ticakioh ook,

dimarTulu Fovmitimnn s lakil

nja Pemerinta

Kl ok mengurang
ketimpangan
antar wilayah bag:
semua pemanghku
= kepentingan.

felanja Pemerintah
Kenjedl Tumpuan Pertombhuhian
Daya belimasyarakat yang cenderang
moenurun, realisasi investasi
belum sesuai dengan komitmen
investasi, kinerja ekspor melemah
dan tingginya impor, maka belanja
pemeriniah menjadi umpuan besar
mendorong pertumbuian ekonomi,
Bercermin tahun-tahun sebelumnya
percepatan realisasi belanjs
pemerintah lewat Kementerian/
Lembaga dan Memerintah Dacrah
mitlai mengalir deras nantl pada
triwulan 111, Khusus untuk serapan
belanja pemerintah daerah sangat
kecil dan dana idle{dana pemda yang

menganggur di parbankan) justra |

sangat besar karena dana transfer
ke daerah dan danz desa cukup
tinggi dan dilzkukan tepai waki,
Dalam benak saya, mendorong
pertumbuhian ekonomi yang febih
tinggi bukan hanya tugas pemerintah
pusat, pemerintal dagrah punya
andil hesar Apalagl tabun ?.UlE dana
transfer meninghat menjadi Rp, 782
triliun lebih besar dibandingkan
dznfan helanfa K7L Rp. 780 wiliun,
Jika kinerja pemerintzh daerah
masih tetap polanya sama dengin
sekarang dalum hal penyerapan
anggaran dan dana idle makin
membesar, Berharap banyak kepada

daerah menjadi pilar penopang |

pertumaihan ekonomi aasional
terlalubedebihan rasanya, tidak salah
kiranyn jika pemerintah pusat lewat
Kementerian Xeuangan memberikan
punizhment bagi daerah vang lelet
merealisasikan anpparannya. Dalam

RATEN 2016 pada kenyataannya |

sudah dislapkan jangkarmys, artin
kedepan pengpunsan dana transfer
diantaranya DAK berbasis kinerja
dan daciah yang memilfki dana ilﬂ{t
vang relatif besar akan dikon-ersi
kedalam Surat Berharga Negara
{SBNY, Linsa tahun terakhir dana fdle
mengalami peplngkaten, wer halan
Juni 2015 terdapar lunjaji’:ﬂn rang
cukup signifikan yattu mencapai
4 2755 trilion. Dana idle miid
vurnifalo sendiri balk provinsi
i knbupaten ot sekitar iy,
2trilim.

Masalah laln yvang paror jadl
e pemerintzh, yaitu Bana

n Daerah

diperbesarbapidanah berkinedi bail
dalam hal pengelolean Bessngan dan
perekonomian, Pal.i Eeming dana
transter memiliki :ﬁ yang besar
terhadap perhalkan kesejahieraan,
Jangan sampal DID lebih hanyak
berparokon pada peapelolian
I keuangun dengan mengacu pada

einifaian Wajar Tanpa Pengecualian
PWTF:I vang diberikan oleh BPK,
sementard alokasi anggarannya
Lebilybesar ke belanjs tidak langsung
{hdﬂuﬂ'u pegawai),

Melihat kinerjn ekonoml dazrah
selama ini, khususnya dacrah
dimana investasi swasta terbatas,
belanja pemerintah menjadi
kekisatan, Persoaalannya kebanyakan
kahupaten/kota ‘lnelnn anya
didominzsibelan)a pegavai sehingga
efek ganda terhadap perekonomizn
daerih masihsangatkecll, Percepatan
belania pemﬂdnltah :l;imh sesUAtL

ang urgen, tapl strukiur on 1
Eur_-Enh tidak dapar dinhajkanmk
segera dilakukan perubahan secara
| fundamental. TH Gorontalo sendin

dari enam kabupaten/kota stouakior
| anggaraunya untuk belenja publik
leirih besar hanva ada dua, vakni
Kabupaten Boalermo dan Kabuparen
Gorontaly THara,

Selain perubahan struktur
anggaran dalam APBD dilakukan,
penting pule bagi pemeriniah
daerah memperbesar pembiavaan
sektor-sektor produktifc perdesaan,
Sedapal mungkin menghindari
proyek-proyek infrastruktar
IMErcusuar yang kurang menunjang
kekvatan ekonomi dasa, Bapi
Gomma}asmdjrigajalatmmﬂlgaragh
kesang, pembangunan infrastrkor
merupakan program unggulan tetapl
kemiskinan perdesaan mengalami
peningkatan. Jika mengacu pada
pertumbuhan ekonomi tahun
‘ 2014, =konemi Goruntale umbuh
|
I

sebesar 7,4 persen tetapi dampaknja
terhadip kerniskinah sengar kecil,
Menghadapi situmsi yang demibdzn,
RAPED 20116 Provinsi Gordntalo
szrta RAPBD 2016 kabupatea/
kota akan mendapaikan iambahan
limpahan ransier sejak sekamng
s#jarinya memperkuac program
vang berdampak beser terhadap
| nerkembargan ekonomi dserak,
| sihah invesiial swasia masih sangat
rerbatas masuk ke Gorontalo,

Loz Kemerderian Keasngo,
Foastapr L

RN LRI R R
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Kemiskinan Perdesaan di Gorontalo Meningkat,

ITMA bolidi |
pertumbahas sk
Provinsl Goareatals di aias
rEta-rate 7 persen, léhih
tinggl dibanding pesiovmbulan

secara nasional. Sekslipun engka-
angka pertumbuhannva tinggl,
namun rempaiinhkan DERCEITIEAN
dengan mcmper’muka'l sumber-

sumber
wilayah. Ekonami hisa jadi tumbuh
tinggi tapl kurang memilild efek
terhadap penyergpen tenaga kerja
dan kemiskinan. Akibatnya akan
menjzdi buble economy, sepert
busa kelihatan besar tapi hanya berisi
rongge udsera, Karena b pentingnya
memperbaiki kualitas perrumbuhan
ekonoml, pemerintah sedapat
mungkin menggeser sumber-sumber
pertumbuhan ke sekior produltil. i
tengah terbatasnya investas swasta
unruk sektor induso dan seltor riil,
belanja modal pemerinieh menjadi
TUmpLEsn.

Hanve saja ruang fiskal bagl
kabupaten kot di Goromtalo begitu
sempit, sebab helanja aparatur lehilk
besar, tak banyak piithan vang ada di
hadapan pemerinal, erkecuali nanis
secara sungguk-sunpeuh melakukan
budget reform, deagan melakukan
etisiensi di tubuh birakeasi. Frame
berptkir bagl sebagian pemerintah
daeraly, APBD dimanfaatkan sebesar-
sebesarnya unmk belanjd aparatur,
sedangkan belania pembangunan
akan diupavakan dari pemerintah
pusat lewar mekanlsme Tansisr
tambahan perlu diminimalisic
Melemehnya pertumbuixn ekonoml
secara nasional zkan memilis efek
terhadap penerimaan pajak, (eniu saja
akan menggangew helanja pemerintzh,
termasuk menambah transfer ke
daerah, opalogi sasr inl pemerintah
pusat [or-joran membangun proyek
infrastrukour. Rendshnys penerimaan
pajak, seiring dengan kehendak
1erus menggenjot nembangunan
infrastruktur aken herdampak
rerhadap meninekamya defisit AP,
Umnnik membiaye defisl, falan pliras
vang naling mudah diabal adalzh
menerbithan Surar Berharga Megar
{SBN], gerra pinfainar

Idezlnya, pemier
memiliki inobes? dan mencari-falan
aftgrnatil mendorong aeningraian

pers ] R pon

=honam! VEUTE e YR
sk mamberikan sfes
teehadap penlngkstan
pendapaian
masvarakat, dengan sewdirinya
memiliki korelas] terhadap
pendapatan daerah. Setiap tahun
upaya memperkuat desentralisas]
fiskal dan qems:.gat mambangun
laeral sipdal makin fgraes den i
meningikatnya dana trasnfer seria
tambahan Dana Desa. RAPEN 2016
tercermin belanjs Kementerian/
Lembaga secara proporsi makin
menurun dan transfer ke dasrah
makin meningkat, terutama transfer
spesifik [DAK), dimana DAK tidak lagi
dikompliasi dafam satu paket, akan
tetapi dibelah menjadi DAK fisik dan
DAK non fisik.

Keingin baik ini sejatinya oleh
pernerintah dasrah memanfaatkan
anggaran secara bijak, terutama Dana
Desa, Amanat U No, 6 Tahun 2004
Tentang Desa dimaksodkan untuk
memberdayakan masyarakat desa,
tentu ind memiliki keteckaitan kuat
untuk menlngkatkan penghasilan
masyarakar disa sekaligus menggiring
mereka keluar darl lingkaran setan
kemiskinan. Hal ini tercermin,
sekalipun angka pertumbuhan
ehonomi Gorontalo meninglkat di
semua kabupaten/kota akan tetapi
dampaknya terhedap penurunan
angka kemiskingn Justeu kecil. Jika
dilihat trendnya, angka kemiskinan
menurun tapi belakangan makin
melambai. Tahun 2014 angka
kemiskinan Gorontalo mencapai
17,41 persen per bulan mared 2015
angha kemiskinan meningkat menjadi
18,32 persen. Kenaikan angka
kemilskinan di Gorontalo justru lebih
besar di daerah perdesaan, indeks
kedalam kemiskinan mencapal 4
basis poirr dan perkotazn 1,09 poin.
Data ini menunjuskan sekaligus
dapat dijadikan instrumenrasi umuk
memanfaatkan Dana Desa secarm
=pat.

E.u:“llskinun perdasman meningkst
karena dlplica bkerbagal Faktur,
mavoTilar masyaraliat perdesaan
pekerfa di sekiol periaciap, Fads
umirmmya pekeriz i sektor pertanian
sudah overivad sementars luas
lahan cenderung makin manorun
kar=ns adanve allifungsi laban

_ Oleh :
M, Amier Arham

Alokasi ['ana Desa Solusinya

Mkibatoyn proditkritioas
pelkeris sektor
pertenian menurun,
sedaln low pekerfa di
seklor pertanian merupakan petani
penggarap, Belum lagi sekior pettanian
sangat sensitif revhadap perubahan
klim dan cuaca yang setiap tahun
pasti-akan dihadapl, Pekerfa di sektor
pertardan nmummma mecka termasek
kategouisetengah penganggaran, pada
musim naman mereka akan bekerja
penuh, pada saal musim kerlng akan
menganggur. Fada masa musim
paceklik pekerfa di sextor pertanian
tidak memiliki penghasilan, penjualan
hasl] panen habls digunakan antuk
kebutehan sehari-hari. Fada alchimya
stokmakanan makin menipis, akhirma
mereka kembali membeli balian
makanan, hal ini bisa dilihat dari
sumber inflasi perdesaan, sumber
inflasi terbesar justru dari bahan
TRaKANATL

Pemanlaatan Dana Desa sekalipun
sudah diatur mekanizme pembaglan
peruntukannya, dimana 30 persen
untuk belanja keglatan admindstrasi
dan 70 persen untuk pemberdavaan.
Tetapl dakam [mplementasinya bisa
saiamelenceng dengan porslvang tidak
lagi sesuai mekanisme pengaturan
dalam pengalokasian, Pemanfaatan
Dana Desa lebih dari sepuruh untuk
pemberdayaan, lewat keglatan
pemberdayaan menjadi jalan lain
untuk keluar dari jeratan kemiskinan,
Miakea dari itu, kegiaten pemberdayaan
sejatinya dimanfaatkan pada saat
musim tanam sudah lewat, yakni pada
msim pakeeklik dengan tajuan agar
para petani tidak menganggur. Alokasi
Dina Desa dipastikan setiap talinnnya
akan berrambah, bailkyang bersumber
dari APBMN, maupun yang berasal
dari APBED pravins] dan kabupaten,
ditambah dengan Fendapatan Asli
Desa. Dalam konteks it diperlukan
sumber days manuvsia yang memadsi
untuk melakukan Identifikasi potensi
setiap desa. Hosil identifikasi potensi
desa dijgdikan ocusn dasar antuk
OHENYUSUEDN Perencinaan program,
sebab ada indikasi lemabnya sistem
[FEFENCITAATE G40 LANCANZAN program
karens dokumen peorancanaan
pembangunan desa dibua sekedar
nemenshan syerat pencairan
Dena Desa, Sehinges pada tuhap

ATIATHAATEN
(L ] |". (o |
"i-&a]hd si pemanlzatan Dena Dease
secars umum belum r1r-1_|'ufl.n optimal
untuk tahap kedua, aleh karenanve
tahiun anggaran 2016 selayaknva
perencanean penggunean Dang Desa
sudah didesaln secara optimal. Selain
itu Danz Dasa dimungkintan wnmk
membuka kepiatan usabha produkil,
pada hemat saya usaha produkiil
sebalkoya dl mjukan kepada ibu-ibo
rumah tanggs. Karena sebagian besar
kaum perempuan perdesaan tidak
memiliki pekerjagn tetap. Dengan
demiklan kaum perempuan perdesaan
memiliki pendapatan tambahan,
selain dari penghasilan suaminya,

Tahun anggaran 2015, Alokasi Dana
Desayengditerima nleh lima kabuparen
yang ada di Gorontale mencapai
Rp. 51,574 miliar dan pada tahun
2016 dlperb:lra}can meningkal hampir
dua kali lipat, belum lagi anggeran
tambahan yang akan didapatkan 10
persen vang bersumber dari Pajak
Daerah dan Retribusl Daswah,  Jika
Dana Desa ini dimaniaatkan secara
optimal, serta dapat dibelanjakan
tepal pada wakiunva dipastikan akan
menggerakian perekonomian desa.
Tetapl terpenting dari (o semuas,
pemanfaaten Dana Desa harus
dimonitoring dengan ketat, dengan
MEIPETSempit rang negosiasi antarnm
aparatdesa dengan pendamping, Juga
perlu diwaspadei agar pengelalaan
Drama Dresa bukan hanva yang berada
di episentrum pengiass desa,

Pengalaman menunjukkan, selfama
bertahun-tahun bantman beras miskin
{1askin] dan pervaluran kompensasi
lainnya seringlali lebih diprioritaian
keluarga aparatur desa, sekalipun
ata diantara mereka berkemamptian
secara fisik dan ekomomi. Oleh
karenanva, seiurygh masyvarzkal desa
wajib dipe untuh diberdayakan
dalam memanfaatkan Dans Desa,
dengan iangkah im NMane Desa akan
menjadi solusi untul mengatasl
keniskinan <l perdesaan Trovipsi
Goroniabo [*™)

Kedua Lembaga Penghojinn,
Penelitian Elcan? dien Bisilg
FEB UNG, Exonom Kenieiaterinn
Feuangan LF
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Kapasitas Fiskal Rendah dan Kemiskinan Tinggi;

Titik Lemah Ekonomi Kabupaten Gorontalo

ERHELATAN
Pemilihan Kepals
[ v [Pilkada)

Kibuparep Goroptale
merupokan momentun
vang bkt nreTnbedal

kelsutihan
i tahon
ahkondisi
fan kebutuhan dasar
tidak dimeksudkan unmk
melikzar kekurangan dan
kefemahan pemerintahan
sebelumnya. tetapi ia
dijadlikan pijakan otuk
misi bagi pars kontsstan
Pilkada. Sehingegs visl dan
misl vang dibuar memiliki
pijakan vang kokoh
tidak mengawan; karena
seringkall visiseorang calon
kepala daerah cekedar
mengadorst dan terkezan
-tnpas—dari daerah
lainnyz vang belum tentm
sesugi kebutuhan dan
xondisi daeral (Kabupaten
Corongalia).

[reri lima pasangan calon
Kepsaia Daerah Kabupaten
Gorontalo sayva sudah
membara secara umiam visi,
milsi dan program mereks,
msmiliki semangat dan
kevakinan yang kuat untuk
memaijukan Kabupaten
Gorontala, Namun dari
lima pasangan calon i ada
vang membust visi dan misi
“sekedarnya” dan adapula
yang menyvusun visi dan
misi landasannya sangat
filnspdis, jika tidak ingin
dikesankan "utopis” (sangat
ideal rapl sulit diwujudkan).
Pijakan visi dan misi kelima
pasangan calon kepala
daerah sangal genera!,
belurm ada yang membedah
secara kedalam problem
utama yang dihadapi nleh
Kabupaten Gorcntalo
2aal ini, terutama dari sisi
pembangunan ekonomi.

Menurut hemat saya
saal ini titik lemah vang
dinadap! Gorontalo
dadaloh i=u kemiskinan
dan kemampuan fiskal
vang rendah. Kabupaien
Gurontalo jumlah
pendudulnya terbesar di
FProvinsi Gorortalo, karena
itu engka kenuskinan juges
ringgi. lika mengacu pada
datu BES, pertumbihan

ekonami Kabupaten
Gorontalo famvhuh di aeaes
rata-rota 7 "%, nkuran ind
hisg dikategarikan fngkai
pertombichan g
tinggi; hanya sajs efeknvg
terhadap pengnrangon
angka kemiskinan relgnl
kecil, bahkan la bersifat
paradolsal. Secarn weorles
pertumbuhan ekonomi
berkorelasi negatif
dengan kemiskinan, hal
int berarti setiap terjadi
kenaikan pertumbuhan
shonumi skan mereduksi
kemiskinan, namun
kondisinya di Kabupaten
Gurontalo ekonominya
mmbuhb signifiken, angka
kemiskinarpun dua
tahun terakhir mengalami
kenaikar, Saat ini angka
kemiskinan Kabupaten
Gorontalo berada dikisaran
21 %, dan yang terbanyak
orang miskin berada di
wilayah perdesaan.
Semeniara pada saarvang
bersamaansekior peranian
| merupakan kontributor
utara pembentulan PORE
| Kabupaten Goronialo
| sekitar 23 % setelah sektor

Jasa-jasa penggabungan
dari berbtagai sektor {asa
swasta dan pemerintah.
f Menurut hemat saya
{ kualitas pertumbuhan
ekonomi Kabupaten
Gorontate perla dilakukan
perbalkan, bukan tingginya
angks pertumbuhan
ekonami yang dikejar sehab
permumbtihan skanomi bisa
saja tinggl tetapi kurang
berfualitas. Hal ini terjadi
saal sekarang, karena
surber pertumbulian vang
kuat berazal dari sekeor non
produktif, kalaupun sektor
pertanian teep diandaikan,
polanya perlu dirubah.
| Misalova komadicd [agunﬁ
yang menjadi "brand

Gurontalno selama lind hanya
dijual datarm benmk pipian,
mala rantai kaglavan di
komedite jagung cukup

Qleh
Amir Arham

[isermbsdiy ekl sehngni
predee ke fonenrin P
e ] s tengan dendiriny
prinn | produsen] meailiki

dayn tawar yang rendah,
apalagi tidak ada allernatif
pilihan penjuslan jagung.
Lain haluya produk industri
olahan, dimana produsen
menjadi price seiter, dan
pembeli menjadi price takear,

I Earera ity produk peviandan

yang menjadl penopang
ekomomi masyarakat
periu dilakukan hilirisasi
{peagolanan), meskipun
sifatnva sederhana. Salah
satu peiuang it vang dapat

| dikembangkanadalahpakan
| ternak yang kebutithannya

jasa-jasa, namun seklor |

matih sangar tingal dalam
Tiegetd,

Meskipun Inl bukan
perkara gampang, sebab
indusmi pakan termak saatini
cenderung monopols yang
dilakukan oleh Charoen
Pokpan. Industri yang
berposisisehagel monopaolis
akan mematikan industri-
industrl kecil, terapi tidak
ada salahnya dicoba Nusmin
perusahian monopolis
dalam jangka panjang
tentu saja tidak selananya
akan donilnan, karena jtu
dibutuhkan aliansi sirategis
anmtara palaku ndustr kecil
dan besar. Terpenting dar
It produk pertanian perlu
dilakukan pengolahan
untuk mencipalakan nilai
tambah, serta memberikan
dampak keglatan ekonomi

o lainnya.
Upaya lain yang
perlu ditakukan

uniuk memperkuat
sektor pertanian dan
meinberikan rembesan
terhedap pengentasan
kemiskinan di perdesaan
adalah memberdayakan
pare petaii, serts adanya

i atverifikasi kegiatan bagl
| para petand selaln bercocok

peadel: (petand, podagang |

dan eheportir).

Pada wintinnya produk
perianian vang menjad]
price setter (pengatur
hiarga} adelah pedagang/
EKSTIOCEL Sementarn petani

larai. Secarz Lmum
preani tarimasuk karegori
sttengul pengangguran,
oada musine hujan [musim
tanam ) mereka beker)s, dan
tilwi pada miusim pakesklik
sehiegizn dianiars mereka

menganggur Wakie musim
pakeeRlik dulab vang hams
ditntervenst pemeriniah
memberdayakan mereka
difuar kegiston bartand,
sehingga mereka tetap
berproduksi, ada

| penghasilan tambahan

| maodal

sehelum masa bercocok

tanam tiba., Upaya inl |

galah satu cara wuntuk
mengoptimalkan kegiatan
produksi perani schingga
tduk menjadi setengah
pengangguran, dengan
sendirinyg minimal mereka
yang tadinya berada di atas
garis kemniskinan tidak jatuh
menjadi miskin,
Sementara ftu, ideainya
pertumbuhan ekenomi dar
sisi permintaan disokong
aleh variabel investasi
swasta. Pada galibnya
investasi swasta ke wilayah
timur termasuk ke Gorontalo
sangat rendah, bukan
karena ketidakmampuan
pemerintah daerah
mengeaet investor akan
tetapi tidak terlepas dari
faktor efisiensi, dimana
pasar potensizl masih
tetap didominasi Pulaw
lewa. Sebabnva, penduduk
Indonesialebih da separuh
berada di Pulau Jawa,
dengan sendirinya pelaku
usaha tetap akan memilih

Towa sebagal Iokasi produksi |

untuk mendekatkan ke
tujuan pasar. Dalars kondisi
seperd itu, sat-Satunya yang
bisa diharap pembentukan
an belanja
pemerintah (investasi
pemerintah). Namun ini
juga menjadi problem
besar bagi Kabupaten
Goromtalo, postur anggaran
yang nilainya di atzs Rp. 1
triliun kurang menyisakan
ruang fiskal yang luas untuk
membuat program inovasi
bagl pemerintah daerah,
terutama mendorong
sekior-sekior prodokiif
untik menvrenkan angks
kendskinan. Lelih Jarl 63
b ANGEArAN yung tersédia
untik kebutulian belanja
pegawal, sementara

helanja publik keeil. |

! Sumbier pendapatannys

pun relarif kecil, sehingga |
rasiy penerimaan sendiri

dengan Dana Perimbangan

begitu timpang. 1Dari
| engm Kabupaten/kols

dagrah orerom di Provies

Gorontale, kabupnaien

ani paling rendah fodel

kapasitas fiskaliyis sl

0,3 aumpir mendekatl gt
| 0 {nol),

Bacaan saya dari vis dan
misi para pasangan calo
Kepala Daerah belum ada
yang konsentrasi untuk
melakukan budget reform,
yang ada adaluh upaya
memaksimalkan APRD
untuk lebih berpihalk
kepada rakyat. Permyeraan
| lni terkesan Klise, kurang
konkrit, bahkan yang saya
tangkap ada keragu-ragran
untuk melakukan budge
reform karena pasti akan
terkait dengan reformasi
birokrasl vang identik
denpan restrukiurisasi
kelembagaan. Dengan
sendiFinya akan ada
plizxgpingan postur

birbkrasi, konsekuensinya
-ada banyak katak jabatan
terhapus, berartl ada yang
kehilangan posisi, Bagi
calon kepala daerah cara
inl akan memberikan

| konsekuensi paolitik, hisa

adi para pasangan calon
epala daerah tidak berani
memilih langkah ini
karena ada banyak orang
kehilangan posisl. Mungkin
itulah dalam benak mereka
para calon kepala daerah,
ini dugaan saya. Orang lain
tentu saia memilikd persepsi
yvang berbeda dengan
saya, tetapi ity menjadi
agenda penting yang harus
dilakukan oleh Bupati/
Wakil Bupati Gorontalo
kedepan melakukan budget
referm meningkatken
pembiayaan untuk belanja
publik, dengan konsisten
mengurangi belanja
pegawai, Paling tidak itulab
salah satuusaha vang dapat
dilzkukan oleh Pemerintah
| Kabupaten Gorontalo

kedepan untuk meredoksi
| angka kemiskinan sskeligus
| memperknat fiskal daersh
[

Pengajor Fakaltas
Ekomomi UNG, Ekopom
Kementerion Kennnpan
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Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo Turun, Angka Kemiskinan Stagnan

IKA melibar grafil pertumbuhan
ekanomi Grornnieio o it tithun
terakhir terlihat makin melandal,
entak kebeinlan atau 1 STt
int grafik landainya mulai (shun
2012 terus menurun hingsa tmhun 2015,
Hange waktu tersebut merupakan masa
kepemimpinzn Rusli Hahitie - Idris RBahim
[dengan menggunakan taghine NERL), bila
membaca secara zekilas wajar banyak
pibak memilkl konkius: NER] "gagal”
memajuian perekonomizn Gorontale
Meskipun pertumbulisn ehuaomi ldak
dapat diladikan sebagai vkuran tunggal
menila! kemzjuan ekunofl sean wilavah,
ada banyak varizhel lain yang dapat
menjadi instruinen penilaian, Sebab
peda kenyataannya seringkali dijumpat
pettumbubian ekonomi tingei tetapi
nrasalah-mesalah peryakit ekonomi makn
lelnnya tdak kunjung membaik, sepertl
kemiskinzn tetap tingel, peogangruran
meningkat, ketimpangan main melebar.
Kordisi perekonomian Gorontalop
cenderung terjedi paradoks sehingga
pertumbuhan agak sulit dijadikan wliman
perkembangan ckonomi, korelasi antara
pertumbuban dengan kemiskinan serta
pengangguran berbeda sama sekall dengan
teori ekonuomi. Bila dicermatl data historls
pertumbihan ekonomi, sekalipun tahun
2012 perrumbuhan ekoromi Gorontels
hempir mencapai 8 % engks kemiskinan
masth berada pada level 17,22 % sementars
tahun 2014 pertumbahan ekonomi trun
7,29 % angka kemitkinan meningkat
tipis saja sebesar 17.41 % pada tahun
215 pertumbuban rknnnm melemah
culup 1ajem sshesar 3.6 %5 kemiskinan
mengalaini peningkaren =E’ap11‘n='uual1an
presemtaserya idak terlah besar (18,16 %).
Dengan demikizn dapa: digsumsikan ungsi
rendahnya perumberhean ekonomi an
kemiskinan cenderung tetep stagnan. pads
snat yang bersamaan angka pengengeuran
rendah hanva sebesar 4,65 % Jika angks
penganggutan rendab ssmestinyz angha
kemiskinar pun rendah, vang tergadi di
Goronialo kebalfkannys, Gejalz inl tergapat
indikesi banyaknva kelompok setengah
penganggnren, maskipun stehenye hekera
tetapi hanya mampu umek memenubi
kebutuban sehari-heri. Malemahnye
perumlbiihan ebencmi Gorontabo tertama
sepunfing tahon 2015 disnggap schagai
kelemabhan "Femerintahan NERI tapi tentu
taja "Pemerintahan NERE memiliki alibi
bk pelemaban pertumbubian ckenomi
meruakan gejala tinum secern nasivnal,
Hanyd sajatidak sepenubnya tepai jlka i
menfadi alasan, sebab provinsd tetangga
it (Sulawesi Tengahy pertengahun tahan
2015 munbuh signitikon 15,7 %, Sulaes!

Barat tuimbuh sebesar 8,4 %,
Sulwwesi Selmardan Sulawesi
Teaggari masing fombl
thi atas 7 % Dibandingkan
secaramsional pertsminliag
ekonomi Garentalo lebil halk, retapl
sani sekall tidak dapat difadikan rujukan
pembanding, sehab zumber pertumbuban
ekonomi Gorontalo secara sektoral masih
di dominasi sektor primes [perranian)
sekitar 17 %, sedangkan perrumbubsn
ekonomi nasional secara sekioral
PeTHpEnE UEmann adalih seliorinduser
pengolehan. Kinerja ekspor nasional
mirun drastis menjadi saleh satu kendala
seriug untuk mendongkrk pertumbohan
ekonoml, sementara Gorontalo kinetja
ekspormya mambaik,
Teorl "konvensional” exonoemi terbilang
tidak dapat men]nwn.h paradoks ekonomi
dimanasemastimyakinerjaskspor
membaik, pertumbehan ekonomi tinggl
pengangguran rendzah angks kemiskinan
akan menurun signifikan, Yang terjadi di
Gorontale tingg rendabnya perumbuban
ekonomi tdak ada signilikansing terhadag
perubakan angka kemiskinan, |ika
membandingken kemiskinan perdesaan
dan perkotaan, kemiskinan perdesazn
cukup tinggi mencapai BG6,92 % dan
kemiskinan perkotaan jauh lebih rendzh
13,08 %. Semeniara jika dilihat darf sektor
ubama lapangan pekeraan di Gorontilo
sekitar 35 % penduduk berusia di atas 15
tabiunn bekerja di sektor pertanian, dan
masyarakst pedesaan hampir selurubhmya
Bekerfadi sekior pertaniain.
bMelibar kenyataan itu, tidak dapat
dikeszmpingkan perlunva mendorong
percepatan pergeseran strukiur ekonomi
Checery dan Syoquin pada tubun 1975
sudah mengingatkan, teorl ini memiliki
relevansi vang sangatkuat untuk menjawab
tantangae perekonomian Gorontalo
kedepan. Kedua Orouan ind memfokuskan
padz perubahau struktur dalam iahapan
roses perabahan ekonomi di suar negara
F'u.'ilnvnh"l vang mengalami transformasl
dari pertanian tradisional ke sektorindustri
sehagai mesin utama pertumbuhan. Dalam
proses pembangunan ekonomi vang
berlangsung, transformasi strakiural
merupakan prasyarat dari peningkatan
dan kesipzmbungan pertumbuhan
dan penanggulangan kemliskinan,
sekaligus pendukung hagl kebertanjutan
pembangunan fu sendir, Secars umum
prosss peruhahan strakivr nerckopomian
ditandal dengan: 1] mernsainya pangsa
rektor primer | pansnian ), 2) meningkatiys
penssa sektor sekunder [industed), dan
31} pangsa sektor werzier {fass) kutang
lebih komstan, namun Lomribusirga akon

Qleh: i
M. Amier Arham  iirgensi Pechaikan Kualitas

buhan ekopomi

Belanfa Pemerintah Upas
lain yang periu dilakukan
oleh pemerintnh daerah Goromalo, baik
provinsi msupun kabupsten/kota wnk
menciptaken pertumbohan ekonomi
yatg Inklusil dan sustaniable dengen
imesmperbaiki strukiue imgga.mn.PefhniE.m
kualitas bedanja pemerintah menjadi pilihan
dirersgah masih ferhenasnya investasi swasiz,
dhoman Iovesias) mempaken “engine ul
growth” sekaligus penclpra lapangan kerjn
wk.?j akan mjé_;taitan angka kemiskinan
Rekalipun terlihe 1} pouran dl
Gopontalo cukup ﬂahpfe“rﬁ? sebagian
diantara pekarja ity merupakan sctengat
pengangguran, Mereka ini sangat sensitil
terhadap perubahan garis kemiskinan,
sedikit saja Inflasl nalk vang disebabkan
kedormpok makanan maka akan terjerumus
kehawah garis keeniskinan. Kisalitas belanfa
pemerintah pada tingkat provins] pors
anpgaran belanja publiksudah cobup tinggl
tetapi kabupaten/kota belanje pegawal
musih terlufu mendominasi schingga ruang
fiskal sangat terbatas untuk membiayai
program sirategls yang dapat memperkuat
pertumbuhan ekenomi. Pada sisl lain
sekalipun kelihatan porsi belanja publik
dalnm APBD provinsi makin besar, pensing
diperhatiken jangan sampai hilayaan
&ekmrpub]ﬂchuwmanﬂ:wgn s
terhardap perekonomian deerah. Spendmg
review menjadi penting guns memestikan
memperbesar belanja pada sektor-sektor
potansial dan memilild dampak ekonomi
vang luas, sepert seitor parlwisata, Sekior
ini termasuk padz kelompok sekior iersier,
pada umumnya deerah yang mengandallan
sektor tersier deya tahan ekonominya cubup
kuat, Sepanjang tahun 2015, PulawSumaiera
dan Kalimantan pertumbuhan ekonomi
kedua pulan tersebut hanya tumbuh di
braveaht 5 %, babhkan di peoghujung tshun
2015 Pulau Kalimantan pertumbuban
ekonominya mengalami kanjuonar {ndnes]),
Kedua pulao tersebut selama puluban
tahun b ng pada sektor komodit
{primer), lain halnye deerah destingsi
utama pariwisate. seperti Pulau Bali den
Musa Tenggaren pertumbuhan ehenomi
kedun pulaw rersebut mengelami peak
{turmbah di atas 10 %),

Sektor pariwizata di Gorontalo masib
tertelazg sangal mimim pechatinn dad segi
pembisyaan, sekior parivisata inenurat
urusasn pembiavaannya dalzm APED
provinst termasuk rendal hanya sekitar R,
4 il sedangkan kabupatenskabupaten
vang nietsillki potensi parlwlzata Olels
(Bone Bolangs menganggarkan seidras fn 3

LT IIlh
OEZAT TeThasap
arfwisas diatas Rp
satm sepertifiels
ol dimunghin sarana

rur mesdh fanh dari memadal
: wisats dunia. Padahal

creko dan Bunaken
2 semeniata Ulele
dan Seronde cukup dekar Sekror tersier
[pariwizata| merapakan indostri laber
intensive, membutunkan tensga ketjz vang
banyak dan dapat mempedaiar kapasicaz

_Askal daerak, sehab penerimaan pajak
Hni bersumber dari ndusr parlwisata

tidak dibagihasitkan. Selama berrahun-
tahun pemerintah terlalu memperkual
pembiayean di sekvor primer |pertagian)
hahkan biaya subsiditanaman jagung sudah
mencapai Ry 41 miliar Pada kenyatzanoye
memang jagung menjadi komodit ekspos
ulama Gorontale mencapai 89 %, terutama
eksnor ke Fllipind. Namun sektor ini
nilal tambahnys minim, dampak efek
ekonominya pun terbilang kecil, pads
akhirnya petani jegung 8 posisi yong
lemah menerima hanga (price taker) dari
herga vang ditentukan oieh pedagang
dan eksportin, Jadi sekalipun meanjadi
komodiz ekepor utiama, produgen (petani)
kehidupannvs tidak menjadf febth haik,
dan |tw tergambar angka kembskinan
perdeszan jsuh lebih besar dibandingkan
dengan kemiskinan perkotaen. Lemehnya
posizi petani sebagei price teker karena
mereka tidak memiliki pilihan altecnatil
tujuan pasar dan penjuslan, akan lain
halays jika sekiranya industri pengolaban
jagung sudah terbangun, petani memililkd
kekuatan untuk thkut menenmuban hargs
{price serter). Tulizan ini merupaken hast!
refleksi penulis veng telah disampaiken
daiam forum evaluasi empat tahun
kepemimpinan “Pemerintahan NER!™ tidak
dimaksudkan menjediken resep mnggal
unttuk memperbaiki strukiue ekonomi
Goroniale sekalimus menurunkan anghs
kemiskinan, tanm saja ada hanvak pilihan
resep yang dapat diracik oleh pemerintab.
Untuk memperaleh remuan yang manjur
"Pemerintahen ¥KE1" sebaiknye sering-
sering mengeiak “whli peracit” di bidangnys
besdiskusi seperti '_:aFEg kerap dilakulan
oleh Gubernur Sulawesi Selatan, bukan
hamya dikelilingi alek pare politis] ving
menjelms menjadi ahli sezalamya ™

Pengaiar Bulzlioy Bladind Dnivarsiis
Neger] forandalc
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Tantangan Perekonomian
dan Arah Kebijakan Fiskal 2016

ol 2055

|I i isienal
. ._-. Hwvak tan
it
rsteniah nena pelenlan
ekuromi bukan hun ‘a dirasakan
pleh Indnnesia. Secark global
ekonomi dunid pun kondisinya
serupd, pada tahun 2014 pertim-
buban ekonomi dunia sebesar 3.4
%5 diakhir tahun 2015 furun men-
jadi3, 1 % China sebagal satah sato
motar ekenomi domisvans masulk
pade kelompok emarging market
et mergsakan pelemahian dari
T4 tahun 2004 turun menjadi
£.8 % di tahun 2015, Melemaknya
perekunomian China berdampak
luas ke hethagal pegara termasuk
Indonesia, sebab China salah satu
negara mitra utama Indonesia
dalam perdagangan internasional,
Menghadapl pelemahan ekonomi,
China mengambil langhkah ekstrem
dengan melakukan devaluasimata
Yuan yang mendosong terjadinya
depresiasi mata nung regional ter-
masuk rupiak.

Takun 2015 dipiediksi pere-
¥onomian Indonesia skan lebih
balk, =efalipon tn.uta.ng.n glohal
ol rasih berat Selain

:"ﬁ

||'I||

tiihan ekonomi dunia mesih
berjalan iambar vang diakibatkan
oleh Bma fakior 1) Negara malu
belum mencapai full employ-
ment. 21 Harga komaoditas vang
rendah berdompak pads n
OegErE TANg Menggant

dan 5 Pertamh VEOESIHETAN
di Eropé dan Jepang. Lina faktor
ini tentu aken menjadi pengham-
bat kiner{a ekspor Indouesia,
dengen sendirinya pertumbuhan
ekspor cenderung berlanjur pe-
lemahannva seperd pada guarai
ketign 2015 kneqa skspor 6.2 %,
Tidsk ada jalan 'aln, konsumsi
domestiic mesti dipethuar unmk
menjage mimentnn periamba-
nomi. sebab elspat masin
cubup Jemah xerena permintarns
negare mim rg masih relatf
lemah. kh ontak peoduk
araduk Lo fafwioni-ra
Cers leir vang hamus dasmpith
penterinich, bulk pusat maupin
o 1 "'I"""I'I'TIL"'"L L"I_}u.f

3

daninvesiasi disvkaor
rill rendoh, e na-
sionaltersaniba den
gan jelas df guartal
pertama dan quartn
selanjuliva-ada trend peningka-
tan pertumbihan, demikian juga
di daerah. Bagi dacrah yang size
ekonominya masih kecll, serta
investasi swasta masih terbatas,
realisasi belanja APBD maupuu
APBN pada quartal pertama digen-
jot dengan cepat. Bagi Gomntalo
sendirl, realisasi APBD provinsi
penyerapannya termasuk tinggl di
quartal kedua hi akhir tahun
2015, iapi problemnya ada di ka-
bupaten/kota yang masih rendah
Sementara penyerapan APFBN dl
Gorontalo cenderung melambat
dan realisasinya hingga akhir tabwn
dibawah 75 % karena diperhadap-
kan berbagai hambatan teknisyang
menjadi bagian tanggungjawab
pemerintaki daerah, seperti pem-
bebasan laban,

Beldjar dari pangalaman tantan-
gan perekenomian 2615, pemerin-
tah bertekad untuk mempercepat
realisasl penverapan APBN dan
APBD i tahun 2005 untuk men-
ciptakan pertumbuhen ekonom:
vang tinggl, merata dan berkes-
inambungan. Sekalipun di tzhun
Inl diperhadapkan pada kendala
fiskal, baik darl sisi penerimaan
maupur sisi pengeluamn, Kendala
penerimaan anggaran setidaknya
adi tiga vang dihadapi, 1) senget
bergantung pada sektor komod-
fri; 2} resio pajak yang rendah, 3)
kepatunhan pajak yang rendah,
sementara kendala pengelupran
diperhadapkan pada kényataan
dimana 1 }belanja konsumtifmasih
terialu tinggi sedangkan belanja
produktf kecil, 2] belanja subsidi
lebsh beszar dibandinghan betanja
infrastruktur, 3) subsidi banvak
vang kurang tepat sasaran. Kenclala
Inl merupakan pekérjaan vang
membutihkan tenaga eksna setta
dukingan pofitik anggaran yang
memadal darl berbagai pibek,
teretame legisladf. Secara kelem-
bagaan dubungan politik dird leg-
isiatif sangat diperlukan, rak-riak
polltikyvang Udak produkif sedapar
mungkin diredem di kalangan
internas legslatif sendin untuk
menderong perbaikan kualitas
anpgaran dan aprnda pembangu-
nan ekonomi

Arah Kebijskan Fiskal 2006
Settap rahun pemerintah memiliki
tema sentral” kebijukan Askal

Oleh:
Muh. Amier Arham

P

RNg mengadu prda

hun |-1| efma |'|-'-. I
adalal ---Penguaan
Pengelolaan Fiskal
dalam Hangka Memperkokoh
Fundamenial Pembangunan dan
Pertumbuhan Ekonomi vang
Berkualitas---. Ada tiga strategi
yang ditempuh untuk mencapat
arith kebijakan fiskal, diantaran-
ya: Stimulasl, Dava Tahan dan
Sustanibilitas, Selain it langkah-
langkahstrategis uniuk

pemvehatan fiskal disiapkan mela-
lui a) Optimalisasi pendapatan,
melalui peningkaran tax ratlo, per-
luasan basis pajak dan penindakan.
Pajak mempakan swnber utarna
pendapatan negara, setiap tahun
realisasl penerlmaan dari pos
ini masih sulit mencapal target,
Apalagi tax ratio juga terbilang
masih rendah di bandingkan den-
gan negara-negara lain, padahal
porens] pajak masih sangat besar
yang helum tergeli serta wajib pajak
yang terdaftar nrasih kecil diband-
ingkan dengan jumlah penduduk
yvang sudah memliiiki kewzjiban
membayar pajak. Pernerintah tidak
saja memikirkan perlunya pening-
katan penerlmaan darl pajak, Juga
tentu penting mempertimbang-

| kan insentif fiskal sebagai upaya

| kewenan

mendorong peningkatan investast,
Perluasan basis pajak dibarengi
dengan penegakan hukum di
bidang perpajakan di satu sisi na-
mun di lain sisl pemberfan insentif
fiskal menjadi stimulan bagi dunia
usha untuk mengeerakkan pere-
konomian. b) Penguatsn kualitas
belanja pemerintah. ini penting di-
lakrikan bukan hanyva pemerintah
pusat juiga bagi pemerintab daerah
sehib mandatory spending makin

mengual, dalam APBN 2016 tidak |

fapl dikenal ada dana dekonsen-
trasi tapi semua sudah mengarah
ke dana desentrallsasi dimana
kewcnangan speiding menjadi
daerah. Pendaraan
kegiatan produlktif dikedepankan,
dengan prinsip satiap repich vang
dikeluarkan memiliki efek terha-
dap pertumbulian ekonoml vang
herkualitas. Bersamenn dengan
I tentu dibutskkan performa
anggaran yang lehik harpihak
Pt prublli denpgan memperbalk
snsaren alokss] subsidi, Pengalihan
alokasi angearmn subsidi terutama
energi vang kemudian diperkuar
pada pembiivaan infrastira ks di
Tusr Pulan B gonas inenciptakan

pusat-pusal pertumbuban haro
-.e;l_:qal upava bnmkmenurinkan
tinghat kesenjangsnwilavah. Target

lain vang menjadi fokus ¢ perhasian
pemerintah adalah peningkatan
Indeks Pembangunan AManusis
(IPM] dengan mempertahankan
anggaran pendidikan sebesar 20%
dan menaikkan anggaran keseha-
ran sehesar 3 % (Rp. 104,8 triliun).
Tentu saja target alokasi anpgaran
pendidikan dan kesehatan bu-
kan sekedar memennhi nrasen-
tase, terpenting aiokasi anggaran
tersebut dapat mencepai target
peaingkatan TPM menjadl 70,1
sebagalmana amanah UU AFPBN
2016. c} Efisiensi pemblavaan,
konsekuensi dari rexim anggaran
defisitditambah target penerimaan
pajak yang tidak pernah tercapai
dipastikan defisit angparan se-
Ialu'ter;adl setiap tahun. Sakgﬂ;;lun
BESULN a4 angearan defisit
mmpﬁanb;d&s!gfpemﬁrmmh
mamun diperlukar pengendalian
karena ambang batas dari defisit
anggaran adalah 3 % dari PDE.
Dalam APBN 2016 targer defisit
anggaran sehesar 2.5 % (Rp. 273
triliun] ada kenalkan dibanding
kan defisit tahun 2015 sebesar Rp.
222 triliun. Konsekuens] anggaran
defisit dimana menutupinya cara
praktis yang ditetnpuh pemerintah
bersumber darl utang (debt). Hal
ini pasti akan terjadi polemik dan
sorctan bagl pemerintab karena
utang terus bertambah.

Walaunpun sesungguhnya
utang tidak boleh dihitung dari
nilal mominal semata, apalagl
membandingkan utang masa
lalu dengan rezim sekarang. Milal
nominal utang sekarang memang
cenderung besar dibandingkan
pada masa talu karena perbedaan
nilai tukar mpiah pada zaman orde
baru 1 US4 ekuivalen dengan Ry
2,500 sementara sast ini nilai (-
kar rupfan terhadap dolar sebesar
Rp. ¥3.500, selain it perha dilihat
debt ratio masih dalam ambang
batas aman di bawah 30 %, hatas
ditoleransi debt ratio scheser 60 %
ciatrl PDR, Terpenting dirk itu, utang
pemanfaataanva uniuk kegisan
produbtif bukon unbak pembiavaan
bantuan sosial dan kegiatzn rutin
sehagaimana vang dialan. aleh
Yonanl, alkibatnys negerd dewa ini
defauli.™

Pengrigar Baliios Ehonoond
LUING, Ekonomm Kemepberian
BaEireiage
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Pajak Untuk

Taks Muh, Amier Arham,
Pengajar Fakultas Ekonami
dan Biznks Universilas Negen

Gorontalo

Kesejahteraan

sjak merupakan salal saru
inscrumen pokok kebiiakan
pemerintah untuk menjalankan
Fungsi-fungsi dasarnva. di mana
pemerintah memiliki kewajiban
uniuk mengadakan barang publik
vang zkan dimanfaatkan oleh rakyat.
Deverswy (1896) mengemukakan babwa
pajzk merupakan instrumen untuk
memberikan kepastian berjalannya
mekanisme fungsi dasar pemerintah
(alokatif, discributif. dan stabilitatify
D samping it secara politik pajalk
dapat dijadikan gambaran demokratis
atau fidaknya suat
meksnisme pe
akan terlihat b
pusat dan deerah van
pembagian kewsnan;

=gara Melaluj

daerah dalam kal pen

dan disinsentif untuk kegiztan ckonomi
penerapannya sangat dergantung pada
kondist ekonorni. Jika perskonomian
dalam kondisl msiemah pemberian
ingentii menjadi jalan yvang terbaik,
sebaliknya jika mekanisme pasar

tidak jalan, terjadi gangguan ekonomi
disinsentif adzlzh pilihannva. Indonesia
gendiri. pajak menjadi sumber
penerimaan ulama rata-rata mencapsai
75 persen dari total penerimaan negara,
Kendalanya, hampir setiap tahun
reatisasi target penerimaan pajak tidak
terlalu optimal, tentu akan berimplikasi
terhadap pengadaan barang publik,
Sebelum dilakukan reformasi birokras
lembaga perpajakan, faktor internal
menjadi masalah vang cukup peht.
Perilaku moral hazard pengelola

pajak begitu tinggi, penerapan good
governance masih sangat rendah, karena
itu banyak ditemui penyimpangan
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penerimaan pajak.

Setelah ditakukan rax reform
dan modernisasi sistemn perpajakan
serta ditkuti perbaikan remunerasi
pegawai pajak, setidaknya tiga
indikator penting yang terbangun,
Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak
mengalami kenaikan. Kedua, tingginya
kepercayaan pada administrasi
pelavanan pajak. Ketiga, intergritas
tinggi dan produktivitas aparatur pajak
makin membaik. Sekalipun tidak dapat
disangkal masih ada yang "bermain”
namun jumlahnya makin sedikit. Dengan
demikian pajak harus menciptakan
kesejahieraan umum, mendorong
terjadinya pemerataan ekonomi, serta
membawa manfaat bagi kehidupan
masyarakat vang lebih luas. Pajak tidak
nisa dipghami sebagai sebuah kewajiban
vang memberatkan. sebab teori
mengermnukakan pajak menciptakan
efzk keraikan harga dan menurunkan
pendapatan riil.

Dengan mengalokasikan pajak
secara optimal untuk pengadaan barang
publik. diharapkan kepatuhan wajib
pajak makin terbangun. Hanya saja jika
dilihat dalam realitasnya, kontribusi
pajak terhadap total penerimaan negara
terus meningkat. Namun Wajib Pajak
(WP masih sangat kecil dibandingkan
dengan jumlah penduduk. Tahun fiskal
2014 tercatat WP hanya sebesar 30,5
juta, belum setengahnya dari jumlah
penduduk saat ini (230 juta jiwa). Ada
tiga penyebab terjadinya tax gap,
Pertama, tax gap yang terjadi karena
pajak vang rerutang tidak dibayar dan
wajib pajak tidak menyampaikan Suya
Pemberitahuan (SPT), Kedua, pajak
yang dilaporkan dalam SPT dan berada
di bawah yang seharusnya. Ketiga,
potensi pajak yang hilang akibat Wajib
Pajak menyampaikan SPT, tetapi tidak

membayar pajak vang seharusiya
terutang (Warta Ekonomi, Na. 6, 2015).
Selain ity, penggalian potensi
pajak secara sektoral juga penting
dilakukan. Hal ini dikarenakan beberapa
sektor seperfi underground economy
belum tersentuh pajak. Sejalan dengan
penvermnpurnasn aturan perpajakan
untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak (tax compliance), diperkirakan
sekitar 70 juta orang pribadi memiliki
penghasilan di atas Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKE), tetapi jumlah yang
mendaftarkan diri hanya sekitar 25
juta dan melaporkan SPT hanya sekitar
8 juta orang. Tidak jauh berbeda
dengan pajak badan, terdaftar sekitar
5 juta lebih badan usaha tetapi yang
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
hanya sekitar 2 juta dan yang membayar
pajaknya tidak sampai setengahnya.
Tidak mengherankan tax ratio Indonesia
cukup rendah. Belum lagi masih
banvak penyimpangan yang ditengarai
dilakukan oleh pelaku usaha sektor
pertambangan. Kajian yang dilakukan
oleh Komizsi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sekitar Rp 2000 triliun potensi
pajak hilang di sektor pertambangan.
Dibutuhkan berbagai terobosan
untuk mengoptimalkan penerimaan
pajak, serta menciptakan kesadaran
bagi WP untuk memenuhi kewajibannya.
Salah satu kebijakan vang berjalan saat
ini, yakni sunset policy. Jika peluang
ini tidak dimanfaatkan oleh WP,
diperlukan cara Jain selain meneraphan
law enforcernent bagi penunggak
pajak. Terutama bagi WP perusahaan
dengan menawarkan membangun
infrastruktur dalam rangka memenuhi
kewajiban pajak mereka. Toh wjuan
pkhir dari penpggunaan pagak tidak lain untuk
membangun infrastruktur (pengadaan barang
publik).
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Jadikan Desa Sebagal Pusat Pembangunan
Ekonomi Gorontalo Kedepan

{KA mengular indikator-
indikator makro ekonomi
Gorontalo secara runtun
waktu sejak berdiri men-
i provinsi terlihat cukup
mengalami kemajuan. Rata-
rata pertumbuhan ekonomi
berada di kisaran 7 persen
setiap tahunnya, sekalipun di
tahun 2015 mengalami penuri-
nan sebesar 6,23 persen, angka
kemiskinan menuron drastis
sejak tahun 2001, Demikian
halnya angka pengangguran
terbilang rendah dibanding-
kan provinsi vang sudah lebih
dulu berdiri, Tapi dibalik ke-
berhasilan itu membutuhkan
kecermatan dari pemerintah
daerah (provinsi, kabupaten/
kota) untuk membacanya. Jika
tidak dicermati dengan baik se-
olah daerah ini makin maju tapi
dibalik itu berbagai --paradoks
ekonomi—bermunculan.
Keberhasilan yang dicapai

memendam persoalan kronis,

tentu saja memerlukan pem-
benahan secara fundamental,
Pembenahannva tidak bisa
lewat skenariobussines as usu-
al semata, tetapi dibutuhkan
percepatan dan lompatan le-
wat big push pembangunan.
Penurunan angka kemiskinan
tidak lagi memiliki korelasi yang
kuat terhadap pertumbuhan
ekonomi, jika diagnostik lebih
lanjut melalui data statistik,
angka kemiskinan stagnan di
angka 17 sampai dengan 18
persen. Reglonal Sulawesi ang-
ka kemiskinan Gorontalo vang
tertinggi, dan posisi kelima tert-
inggl secara nasional (18,16 %),
dibawah Papua (28,4 %), Papua
Barat (25,75 %), Maluku (22,58)
dan NTT (19,36 %). Namun
demikian angka pengangguran
termasuk rendah di bawah 5
persen. Nalarnya, jika angka
kemiskinan tinggi harusnya
angka pengangguran tinggi,
tapi yang terjadi di Gorontalo
kebalikanmya,

--Paradoks-- i muncul kare-
na sebagian angkatan kerja di
Gorontalo termasuk kelompok
setengah pengangguran, arti-
nya sudah bekerja tapi masih
mencari pekerjaan yang lebih
baik. Kelompok ini sangat sen-
sitif berubah posisinya berge-
ser ke bawah garis kemiskinan

bilamana terjadi kenaikan in-
Aaei Tilka Ainetalran lakib Tamsva

umbang sebesar
37,09 persen terha-
dap pembentukan

Oleh:
Muh. Amier Arham

:erutama disu:ﬁ-
e - dati ekspor ko-
“modifijagung. Total

PDRB Gorentalo.
Pekerjaan utama
masyarakat perdesaan bekerja
di sektor pertanian. Selain it,
bantuan pemerintah terhadap
sektor pertanian setiap tahun-
nya terus meningkat, bantuan
pemberdayaan di perdesaan
pun bertambah, baik yang dis-
alurkan pemerintah provinsi
maupun kabupaten. Tetapi
kenyataannya orang miskin di
desa tidak mengalami penuru-
nan secara signifikan. Ironisnya
lagi persentase penduduk usia
15 tahun ke atas yang bekerja
menurut lapangan usaha 34,66
persen bekerja di sektor perta-
nian lebih tinggi dibandingkan
sektor-seltor lainnya.

Selain irtu jika diukur dari
gini rasio, ketimpangan perko-
taan di Gorontalo sebesar 0,42
lebih tinggi dibandingkan den-
gan ketimpangan perdesaan
(0,37). Asumsinya ketimpangan
vang relatif rendah diperd-
esaan pertanda baik, karena
pembagian "kue ekonomi”
lebih merata dibandingkan
masyarakat perkotaan. Tapi ltu
juga tidak menjawsab persoalan
kemiskinan, sebab mening-
katnya gini rasio perkotaan
Gorontalo diindikasikan karena
proses urbanisasi terus berja-
lan, dan sebagian usia angkatan
kerja yang telah menyelesaikan
pendidikannya di perkotaan
tidak kemball ke daerahnya. Ini
diperkuat makin besarnya ang-
ka pengangguran terbuka ber-
dasarkan tingkat pendidikan,
angka pengangguran terbuka
berpendidikan 5D cukup ren-
dah, sementara angka pengang-
guran terbuka berpendidikan
sekolah menengah dan tama-
tan universitas termasuk tinggi.
Besarnya anghka pengangguran
terbuka yang berasal dari tama-
tan sekolah menengah dan
perguruan tinggi dibanding-
kan dengan lulusan 5D karena
penyediaan lapangan kerja di
Gorontalo sangat friksional
sifatnya. Kebutuhan tenaga
kerja yang tersedia tidak sesuai
dengan keterampilan dan pen-
didikan angkatan kerja, apalagi
jika dikaitkan sumber pertum-
buhan utama kegiatan ekonomi
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ekspor Gorontalo,
jagung mendomina-

| sikegiatan ekspor sebesar 85,25

persen tahun 2015. Besarnya
kontribusi sektor pertanian ter-
hadap kegiatan perekonomian
Gorontalo merupakan berkah
tersendiri, namun sekaligus
menjadi sumber "kutukan” bagi
masyarakat Gorontalo. Saatnya
pemerintah tidak lagi hanya
berpikir menggarap dengan
terus menambah subsidi dan

[ bantuan di sektor hulu (on

farm), tetapi hilirisasi tidak da-

| pat dielakkan bagaimana pun

caranya. Pemnberian subsidi dan
bantuan untuk meningkatkan
produksi pertanian merupakan
solusi yang bersifat “short run"
yang memang dibutuhkan saat
ini dan masa lalu. Kedepan
tentu membutuhkan perges-

| €eram, tugas pemerintah men-
| " drive produk pertanian ke pasar

dan pengolahan, disamping
mengembangkan seltor-sektor
potensi lainnya yang dapat
menjadi “engine of growth” bagi
perekonomian Gorontalo.

Jadikan Desa Sebagai “Growh
Pole”

Kemiskinan dan ketimpan-
gan merupakan akumulasi
dampak dari desain kebijakan
pembangunan, penyebab ked-
ua persoalan tersebut sudah
teridentifikasi dengan jelas.

| Karenanyamenuruthematsaya

desain rencana pembangunan
jangka menengah kedepan
vang sementara dalam proses
pembahasan, pemerintah lebih
fokus permbangunan pedesaan,
Desa tidak hanya menjadi pusat
produksl pertanian, tapi desa
dapat menjadi basis produlsi
industri olahan {agribisnis),
dengan kata lain pemerintah
provinsi dan kabupaten secara
serius mendorong penciptaan
nilai tarnbah ekonomi komaoditi
yang dapat menjadi sektor ba-
sis, seperti jagung dan kelapa.
Kedua komoditi ini merupa-
kan komoditi champion bagi
Gorontalo yang berbasis di
pedesaan. Jika keduanya di
kreasi akan memberikan damp-
ak ekonomi bagi masyarakat
perdesaan.

Ilka menrermatl tantangan
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gan kesamping dan ke bawah,

atau spread effect-nya tidak

tercipta, justru yang terjadi
backwash effect (menarik dan

mencuci daerah pinggiran,

Growth pole pada prinsipnya
tidak terbangun dengan send-
irinya, tapi ia harus diciptakan
sekalipun tidak semua tempai
dan serentak. Dengan men-
ciptakan desa sebagai growth
pole tarikan ekonomi ke perko-
taan akan berkurang, sekali-
gus mengurangi beban Kota
Gorontalo, sebab luas wilayah
Kota Gorontalo sangat terbatas
baik yang akan dimanfaatkan
uniuk kegiatan industri mau-
pun permukiman.

Desain pembangunan vang
bertumpu di desa akan selaras
dengan konsep pembangunan
secara nasional, membangun
dari desa bagian dari --Nawa
Cita--. Memperkuat pemban-
gunan pedesaan dan mengem-
bangkan ekonomi desa ber-
dasarkan desain kebijakan
dalam RPIMD kedepan berarti
akan menyelesaikan lebih dari
separuh masalah ekonomi di
Gorontalo. Berkembangnya
ekonomi pedesaan akan me-
nahan laju wrbanisasi, produlk-
tifitas masyarakat meningkai
mengakibatkan pendapatan
bertambah dengan sendirinya
akan mengurangi angka kemiski-
nan yang memang paling banyal
bermukim di pedesaan. Apalagi
desa saat ini ketamnbahan dana,
setiap fahunnya akan bertam-
bah, Jika diproporsikan Alokasi
Dana Desa (ADD} dan jumlah
penduduk desa Gorontalo akan
terfadi kelebihan dana di desa.
Merujuk pada road map dana
desa tahun 2016 rata-rata setiap
desa di indonesia akan menda-
patkan ADD sebesar Rp. 1,115
miliar, tahun 2017 meninglkat
sebesar Rp. 1,703 miliar, tahun
20318 sebesar Rp. 2,197 miliar dan
tahun 2018 sebesar Rp. 2,368 mil-
iar Jika ekonomi perdesaan tum-
bl cepat karena folas permban-
gunan berpda diwilayah i, serta
memantaatkan dana desa secara
efeltif untuk pemberdayaan
masyarakat desa, maka kedepan-
nya desa akan menjadi daya tarik
bagi lulusan sekolah menengah
dan universitas. Kota hanya akan
menjadi tempat persinggahan,
bulkan lagi menjadi mumpuan dan



